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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah 
memberi kesempatan pada penulis 
untuk melakukan penulisan buku 

ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah 
yang menjadi teladan dalam segala sisi 
kehidupan yang tertuju kepada satu tujuan, 
yaitu keridhaan Allah. Juga kepada keluarga 
beliau, para sahabat, dan tābi‘īn, tābi‘ tābi‘īn 
dan pengikut mereka yang mendedikasikan 
hidupnya dalam memahami dan mengim-
plementasikan syariat-Nya.

Ushul fikih sebagai landasan teoritis dan 
filosofis hukum Islam (baca: fikih) menepati 
posisi penting dalam pandangan sarjana 
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Islam. Bahkan, sejak awal perkembangannya ushul fikih 
telah dianggap sebagai pengetahuan par exellence, suatu 
yang belum pernah dicapai dalam studi Islam yang lain. 
Itulah sebabnya para pengamat Barat menilai bahwa 
adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami ilmu 
ushul fikih.

Perkembangan awal ushul fikih itu ternyata tidak 
berbanding lurus dengan perkembangannya di dalam 
sejarah, banyak terdapat pemikiran-pemikiran baru dalam 
kajian ushul fikih yang tidak tertampung di dalam kerangka 
ushul fikih, seperti teori maqāsid, yang setelah dicetuskan 
oleh al-Ghazālī (505 H) dan kemudian dikembangkan oleh 
al-Syāṭibī (790 H) seperti tenggelam dan terluputi dalam 
pembahasan ushul fikih, setidaknya hal itu tercermin 
melalui buku-buku setelelah masa al-Syāṭibī yang tidak 
lagi memasukkan maqāsid sebagai salah satu kajian utama 
dalam buku mereka.

Kondisi ini diperperah  oleh munculnya gagasan bahwa 
hanya kalangan elit fuqahā’ di masa klasik saja yang berhak 
melakukan ijtihad, dan gagasan ini mulai mendapat tempat 
pada abad ke-V H. Pada permulaan abad selanjutnya – 
abad ke- VI H – tercapai titik krisis, di mana para usūliyyūn 
(ahli ushul fikih) dari berbagai mazhab memandang bahwa 
seluruh permasalahan yang esensial telah dibahas secara 
tuntas. Semacam konsensus secara gradual memapankan 
dirinya yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu 
tidak tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa 
ia memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad mutlak dan 
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bahwa seluruh aktivitas di masa mendatang harus dibatasi 
pada penjelasan (syarH, anotasi), aplikasi, dan penafsiran 
doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan pintu ijtihad 
ini –sebagaimana biasa disebut – secara logis mengarahkan 
kepada kebutuhan terhadap taqlīd, suatu istilah yang pada 
umumnya diartikan sebagai penerimaan bi lā kaifa (tanpa 
mesti bertanya) terhadap doktrin mazhab-mazhab dan 
otoritas-otoritas yang telah mapan.

Jadi secara teoritis, ijtihad memang tidak dinyatakan 
tertutup. Tetapi kualifikasinya yang ditempa sedemikian 
teknis serta dengan diidealkannya capaian-capaian masa 
lampau, telah mengakibatkan ijtihad berada di luar 
jangkauan manusia. Dalam hal ini menarik memerhatikan 
apa yang dikatakan Muhammad Iqbal: “kemungkinan 
teoritis dari tingkatan ijtihad ini telah dterima oleh 
kamu Sunni,  tetapi dalam praktiknya selalau dipungkiri 
sejak berdirinya mazhab-mazhab, karena ide ijtihad 
mutlak dipagari dengan syarat-syarat yang hampir tidak 
mungkin direalisasikan dalam diri seseorang.” Bahkan 
dalam kesempatan yang lain, Iqbal juga menegaskan 
ketidaksetujuannya terhadap doktrin tertutupnya pintu 
ijtihad: “penutupan pintu ijtihad itu hanyalah fiksi semata 
yang sebagiannya disebabkan oleh kristalisasi pemikiran 
dalam hukum Islam, dan sebagian lainnya oleh kemalasan 
intelektual yang – terutama dalam periode kebangkrutan 
spiritual – telah mengubah pemikir-pemikir besar menjadi 
berhal-berhala.

Pernyataan Iqbal yang terakhir, yang tertutupnya pintu 
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ijtihad antara lain disebabkan oleh kemalasan intelektual 
(intellectual laziness) perlu digarisbawahi. Sebab, meskipun 
ijtihad mutlak telah ditutup rapat secara faktual, namun 
ijtihad yang bersifat relatif – yang hanya membolehkan 
seorang sarjana hukum Islam melakukan reenterpretasi 
hukum Islam di dalam batas-batas mazhab yang dianutnya 
(ijtihād fī al-mazhab) atau di dalam beberapa masalah 
tertentu (ijtihād fī al-masā’il) – masih tetap dipraktekkan.

Mungkin, suatu pernyataan yang lebih tepat untuk 
mendeskripsikan fenomena ketika itu adalah 
“ketidakberanian intelektual” untuk melakukan aktivitas 
ijtihad sebagai akibat syarat ijtihad yang begitu ketat 
dan teknis. Pada masa itu, terdapat suatu doktrin yang 
berkembang bahwa setelah generasi tābi‘ al-tābi‘īn 
(generasi ketiga setelah sahabat dan tābi‘īn), kondisi 
kaum muslim baik secara intelektual, spiritual maupun 
moral tidak lebih baik dari generasi sebelumnya. Doktrin 
ini diperparah lagi dengan dikutipnya hadits-hadits yang 
memberi kesan bahwa generasi muslim terbaik adalah 
generasi Nabi, sahabat, tābi‘īn dan tābi‘ tābi‘īn, sementara 
generasi-generasi selanjutnya akan semakin memburuk 
secara gradual. Doktrin inilah yang berada di balik 
idealisasi capaian-capaian masa silam dan menimbulkan 
ketidakberanian intelektual sebagian besar kaum muslim 
untuk melakukan aktivitas ijtihad.

Di samping itu, pertentangan antara gerakan rasionalis 
(Mu‘tazilah) yang lahir pada permulaan masa dinasti 
Abbasiyyah dengan kalangan Sunni mengenai esensi al-
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Qur’ān – apakah ia makhlūq atau bukan – dan implikasi-
implikasi yang muncul dari perbedaan tersebut, telah 
membuat kalangan sunni memandang gerakan rasionalis 
sebagai sumber perpecahan pengangu stabilitas Islam 
sebagai suatu pranata sosial. Konsekuensinya adalah, 
kalangan Sunni memanfaatkan kekuatan mengikat syariah 
dan memapankan struktur sistem hukumnya. Sementara 
itu pengaruh sufiesme yang semakin meluas telah 
mengaburkan visi umat Islam dan membenamkan mereka 
ke alam taqlīd buta kepada pendahulu mereka. Tetapi 
kulminasi dari kesemuannya ini adalah keadaan politik 
negeri-negeri muslim yang telah mulai kehilangan “elan 
vital”-nya antara lain karena tingginya itentitas invansi 
militer dari Asia Tengah seperti bangsa-bangsa Turki dan 
Mongol serta runtuhnya Baghdad yang merupakan pusat 
segala kegiatan intelektual kaum muslim ke tangan Hulagu 
Khan pada tahun 1258 M. Penyerbuan Kaisar Tartar ini 
telah mengakibatkan kejatuhan politik umat Islam yang 
akut. Karena kekhawatiran akan timbulnya perpecahan 
yang lebih besar lagi dalam tubuh umat Islam yang biasanya 
terjadi dalam kemerosotan politik akut, maka para sarjana 
hukum Islam Sunni akhirnya memusatkan perhatian 
mereka pada keseragaman kehidupan sosial umat Islam 
dengan melarang segala jenis model pembaharuan yang 
bersifat substansial terutama dalam kajian hukum Islam.

Untuk mereformasi hukum Islam, menurut hemat penulis 
harus dilakukan melalui reformasi landasan teoritis dan 
filosofisnya terdahulu, dan ushul fikih merupakan suatu 
ilmu yang memuat kedua landasan tersebut. Mereformasi 
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fikih tanpa mereformasi ushul fikih seperti Bak memancing 
ikan di lautan,  yang diambil hanyalah ikannya saja, tanpa 
memperbaiki kailnya. Yang diadopsi hanyalah produknya 
saja, bukan proses dan bukan pula metodologi untuk 
menghasilkan produksi tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meformat dan 
menyusun kembali wilayah ontologis ilmu ushul fikih. 
Sebagaimana diketahui bahwa ilmu ini telah berkembang 
baik secara singkronik maupun diakronik. Namun 
perkembangan ilmu ini secara diakronik sering terabaikan, 
dampaknya ialah mayoritas sarjana menganggap ilmu ini 
sekali lahir dalam sejarah maka ia tidak lagi mengalami 
perkambangan, dan oleh karena itu, setiap perkembangan 
yang ada harus diabaikan.

Ontologis merupakan suatu wilayah kajian dalam filsafat 
ilmu yang membahas mengenai substansi dan hakikat 
dari sesuatu. Dengan menggunakan teori ontologis ini 
penulis berusaha menyusun kembali ilmu ushul fikih, 
dengan harapan ilmu ini tidak menjadi ilmu yang tertutup 
dari perkembangan-perkembangan doktrin yang ada di 
dalamnya.

Suksesnya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ungkapan 
terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan 
Direktur Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri 
Ar-Raniry atas kesempatan belajar yang diberikan 
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kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang 
telah memberi “waktu luang” kepada penulis untuk 
dapat menyelesain studi program doktoral.

3. Salam hormat dan terima kasih yang tak terhingga 
kepada Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA dan Prof. Dr. 
Rusjdi Ali Muhammad, SH., MA yang dengan sabar 
membimbing penulis dalam melakukan penulisan. 
Penulis juga berterima kasih kepada keduanya yang 
telah lapang dada membuka khasanah kepustakaan 
pribadi keduanya untuk memperkaya kajian penulis.

4. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aceh (LPSDMA) yang telah memberikan 
beasiswa penuh kepada penulis, sehingga penulisan ini 
dapat dirampungkan.

5. Kepada seluruh dosen, karyawan dan staf Program 
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
yang dengan ramah telah memberi pelayanan kepada 
penulis selama masa belajar.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-
teman yang dengan rela dan sabar meluangkan waktu 
untuk berdikusi dan memberi masukan-masukan 
konstruktif dalam penulisan buku ini, terutama kepada 
Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA, Dr. Abdul 
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Jalil Salam, M.Ag dan lain sebagainya yang tidak mungkin 
penulis sebutkan nama mereka satu-persatu.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga 
penulis yang memberi dukungan moril selama mengikuti 
pendidikan. Terutama kepada istri penulis Cut Nanda 
Eliza yang telah menjaga penulis dalam alama “nyata” 
disaat penulis menyelami dan hidup dalam dunia “idea”, 
orang tua penulis Prof. Dr. Iskandar Usman, MA dan 
Ummul Khair, nenek Penulis Fatimah Ali, Mertua Penulis 
T. Bunyamin dan Wanti Barona.

Sebagai penutup, perlu juga penulis tegaskan bahwa 
walau pun kajian ini penulis lakukan dengan sepenuh 
hati dan segenap kemampuan yang ada. Sudah barang 
tentu kekurangan dan kesilapan tidak luput darinya. Oleh 
karena itu, penulis berharap kerelaan siapa saja yang mau 
membacanya, untuk menyampaikan kritik dan saran 
perbaikan yang konstruktif kepada penulis. Semoga pada 
kesempatan berikutnya penulis masih diberi kesempatan 
oleh Sang Maha Kuasa untuk dapat menjadikan karya ini 
lebih baik lagi. Insya Alllah.

Semoga karya ini ada manfaatnya bagi khazanah keilmuan 
Islam, kepada Allah penulis berserah diri, kepada-Nya 
dipersembahkan bakti dan kepada-Nya pula penulis 
memohon ampunan, tawfiq, hidayah dan perlindungan. 
Wallahu a‘lam bi al-haqīqah wa al-sawāb.

Penulis
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PENULISAN 
DAN 
TRANLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tulisan 
buku ini, ada beberapa aturan yang menjadi 
pegangan penulis sebagaimana yang 
dijelaskan berikut ini:

a. Dalam penulisan skrip Arab, penulis 
menggunakan transliterasi dengan 
mengikuti format yang berlaku pada 
Program Pasca Sarjana Universitas 
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 
sebagaimana tercantum dalam buku 
Panduan Program Pasca Sarjana Edisi 
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2014/2015.1 Transliterasi ini dimaksudkan untuk 
sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, 
sehingga apa yang ditulis dalam huruf Latin dapat 
diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. 
Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat 
terhindarkan.

Arab Latin Arab Latin

ا Tidak dil-
ambangkan

ط t

ب B ظ z

ت T ع ‘

ث Ts غ gh

ج J ف F

ح h ق q

خ Kh ك k

د D ل l

ذ Dz م m

ر R ن n

ز Z و w

س S ه h

ش Sy ء ’

ص z ي Y

1 Program Pasca Sarjan UIN Ar-Raniry, Panduan Program Pasca 
Sarjana Edisi 2014/2015, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 
2015), hlm. 75.
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Arab Latin Arab Latin

ض d Huruf madd 
fathah

Ā

Diftong alīf 
wāw

Aw
Huruf madd 

kasrah
Ī

Diftong alīf 
yā’

Ay
Huruf madd 

dammaf
ū

b. Istilah Arab yang terdiri dari satu sampai tiga kata 
ditulis dengan huruf Latin yang menggunakan 
transliterasi di atas. Sementara istilah Arab yang lebih 
dari tiga kata langsung ditulis dengan huruf Arab, 
kecuali judul atau sub judul bacaan yang dijadikan 
referensi, tetap ditulis dengan huruf Latin dengan 
mengikuti kaidah transliterasi.

c. Kata asing dalam tulisan ini ditulis dengan 
menggunakan huruf miring. Kata asing yang dimaksud 
adalah selain kata Bahasa Indonesia yang sudah 
dikenal umum. Bila kata tersebut dari Bahasa Arab, 
maka disesuaikan dengan transliterasi.

d. Nama orang atau nama tempat dari bahasa asing tidak 
dicetak miring dalam penulisannya. Seperti George 
Washington, California dan seterusnya.

e. Nama orang yang berasal dari Bahasa Arab tidak dicetak 
miring, tetapi penulisannya mengikuti transliterasi.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

xiv  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

f. Dalam men-takhrīj hadis, penulis menambahkan nama 
bab di mana hadis diuraikan setelah pencantuman 
judul buku.

g. Bila suatu sumber dikutip dari sebuah website, maka 
dicantumkan nama website serta nama penulis dan 
judulnya bila ada.

h. Pemakaian tanda koma pembuka dan penutup 
(“...”) pada sebuah kata dianggap perlu, bila tanpa 
penggunaan tanda tersebut dapat mengganggu 
pemahaman terhadap kata itu dalam sebuah kalimat.

i. Bila sebuah kata Bahasa Arab yang berartikel “al-” 
terletak pada awal kalimat, maka huruf pertama “al-
” ditulis dengan huruf kecil, tetapi kata setelahnya 
ditulis dengan huruf besar (kapital), seperti al-Qur’an 
dan lain sebagainya.

j. Bila tā’ marbūtah bertemu “al-” di depannya, maka 
ditulis dengan huruf “h” bukan “t”. Contohnya: al-
syāri‘ah al-Islāmiyyah, bukan: al-syarī‘at al-Islāmiyyat.

k. Dalam penulisan daftar pustaka, “al” tidak diabaikan 
dalam mengurut abjad.

l. Bila suatu kata merupakan nama, istilah, agama dan 
seterusnya sebagai “yang diterangkan” ditulis dengan 
huruf besar, maka unsur “yang menerangkan” juga 
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ditulis dengan huruf besar (kapital), maka unsur 
“yang menerangkan” juga ditulis dengan huruf besar. 
Contonya: Hukum Islam, Undang-undang Amerika 
dan seterusnya.
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Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

a. Kemunculan Fikih Sampai Mazhab 

 Fikih1 merupakan sekumpulan aturan 

1 Fikih dipakai dalam dua pengertian: pertama, 
dalam arti ilmu hukum, yaitu ilmu yang 
mengkaji hukum Islam; dan kedua, dalam arti 
hukum itu sendiri, yaitu kumpulan norma-
norma hukum syar‘i yang menurut beberapa 
fuqahā’ dibatasi pada hukum-hukum syar‘i 
hasil ijtihad, sementara hukum-hukum syar‘i 
yang langsung ditetapkan dalam al-Qur’an dan 
hadits dinamakan syari‘ah. Menurut beberapa 
fuqahā’ yang lain fikih meliputi hukum-hukum 
baik yang ditetapkan langsung di dalam al-
Qur’an dan hadits maupun hasil ijtihad. Lihat: 
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agama yang mengatur perilaku kehidupan kaum Muslimin 
dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual 
(fardī) ataupun kolektif (ijtimā‘ī). Karena karakteristik 
yang universal (syumūliyyah) ini, hukum Islam menepati 
posisi penting dalam khazanah peradaban (hadārah) 
dan intelektualitas (tsaqāfah) Islam. Bahkan, sejak awal 
perkembangannya, hukum Islam telah dianggap sebagai 
pengetahuan par exellence, suatu posisi yang belum 
pernah dicapai disiplin ilmu lain dalam studi Islam. Itulah 
sebabnya para pengamat Barat menilai bahwa adalah 
suatu kemustahilan memahami Islam tanpa memahami 
hukum Islam.2

Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam, (Banda Aceh: Program 
Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, t.th.), hlm. 14. Dalam studi fikih 
di Indonesia, sering sekali dijumpai terminologi hukum Islam, 
syariat dan fikih, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah 
hukum Islam khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islāmī 
atau dalam konteks tertentu hukum Islam merupakan padanan 
dari terjemahan al-syarī‘ah al-Islāmiyyah. Terminologi ini dalam 
wacana Islamic studies di Barat disebut dengan Islamic law. Dalam 
al-Qur’ān maupun Sunnah terminologi al-hukm al-islāmī tidak 
ditemukan, tetapi istilah yang digunakan ialah al-syar‘iyyah yang 
dalam penjabarannya kemudian lahirlah istilah al-fiqh. Lebih 
jauh lagi mengenai pembahasan ini lihat: Ahmad Rofiq, Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 3; T. M. 
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, jilid. I, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1980);  T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam 
Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 
hlm. 3 dan 5; H. M. Rasidi, Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1980), hlm. 7; Abd. Shomad, Hukum Islam 
Penormaan Prinsip dalam Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, cet. II, 
2012), hlm. 22-23.

2 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (London: Oxford 
at the Clarendon Press, 1971), hlm. 7.
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 Pada awalnya, fikih merupakan sesuatu kekuatan 
yang dinamis, kreatif dan responsif. Hal ini dapat dilihat 
dari munculnya sejumlah mazhab fikih yang memiliki 
corak dan karakter sendiri-sendiri, sesuai dengan latar 
belakang sosio-kultur dan politik di mana mazhab fikih itu 
tumbuh dan berkembang.

Perkembangan yang dinamis, kreatif dan responsif 
ini, dalam pandangan penulis setidaknya didorong 
oleh empat faktor utama. Pertama, adanya dorongan 
keagamaan. Ajaran Islam merupakan sumber nilai 
sekaligus norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan 
kaum Muslim, maka kebutuhan untuk membumikan serta 
mengintegrasikan nilai dan norma tersebut ke dalam 
kehidupan kaum Muslim selalu muncul ke permukaan. 
Demikian juga fikih yang bersifat serba mencakup harus 
selalu dapat memberikan pemecahan terhadap problema-
problema baru yang dihadapi masyarakat. Jadi perubahan 
sosial memang merupakan sebab primer perkembangan 
hukum Islam, akan tetapi perkembangan itu tidak bisa 
dilepaskan dari dorongan keagamaan yang ada dalam diri 
individu-individu yang terlibat di dalamnya, sudah barang 
tentu bahwa itensitas pemahaman keagamaan individu-
individu tersebut memainkan peranan penting dalam hal 
ini. Dorongan keagamaan ini selalu eksis dalam rentang 
sejarah Islam yang begitu panjang dan mengambil bentuk 
dalam konsep ijtihad yang secara tepat disebut oleh Iqbal 
sebagai “prinsip gerak dalam struktur Islam”.3

3 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Riligious Thought in 
Islam, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148. Buku ini 
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Kedua, dengan meluasnya domain politik Islam pada 
masa kekhalifahan ‘Umar bin Khattāb, terjadi pergeseran-
pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan 
sejumlah problema baru sehubungan dengan hukum 
Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, kondisi masyarakat 
Muslim masih dalam keadaan sederhana dan patriarki. 
Setiap permasalahan hukum yang muncul dapat 
dipecahkan oleh Nabi baik melalui al-Qur’an maupun 
hadisnya. Tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, keadaan 
seperti disebut di atas juga terjadi pada masa kekhalifahan 
Abū Bakar, di mana situasi masyarakat belum berubah 
terlalu drastis dari masa Nabi, dan setiap problematika 
hukum yang muncul selalu dapat diatasi oleh khalifah 
sebagai pemangku kekuasaan eksekutif, legeslatif dan 
yudikatif sekaligus.4 Tentu saja permasalahan yang 
muncul tersebut dapat dipecahkan dengan bantuan para 
sahabat yang lain di bawah pancaran sinar al-Qur’an dan 
Sunnah. Akan tetapi dengan terjadinya perubahan sosial 
yang masif sebagai akibat meluasnya wilayah teritorial 
kekuasaan kaum Muslim pada masa kekhalifahan 
‘Umar, maka problematika hukum yang muncul sebagai 
bandingan dari perluasan teritorial tersebut mendorong 
‘Umar untuk memberikan perhatian serius terhadap 
problematika hukum yang muncul. Dengan latar belakang 

telah diterjemahkan dua kali ke dalam bahasa Indonesia: [1] 
Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought 
in Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1966); dan [2] Muhammad 
Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam, (Yogyakarta: 
Lazuardi, 2002).

4 Noel J. Coulson, The History of Islamic Law, terj. Hamid Ahmad, 
(Jakarta: P3M, cet. I, 1987), hlm. 100-102.
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tersebut, ‘Umar tampil dengan sejumlah kebijakan radikal 
dan progresif yang belakangan ini sering digunakan 
sebagai sumber justifikasi terhadap gagasan-gagasan 
pembaharuan fikih pada abad modern.5 Di masa dinasti 
Banī ‘Umayyah berkuasa, wilayah teritorial kaum Muslim 
semakin luas yang menyebabkan terjadinya perubahan 
sosial yang lebih masif lagi. Faktor inilah – selain faktor 
pertama – yang memunculkan suatu kasta spesialis 
dalam kajian hukum Islam yang di kemudian hari dikenal 
dengan sebutan faqīh (jamak. fuqahā’) yang mengkristal 
keberadaan mereka di dalam mazhab-mazhab fikih (school 
of thought). Dari sinilah kaum Muslim memperoleh 
otoritas dalam kehidupan keagamaan dan bahkan sampai 
batas-batas tertentu dalam kehidupan keduniaan mereka.

Faktor ketiga adalah indepedensi para ahli fikih dari otaritas 
politik.6 Keindepedensian ini telah menyebabkan para 
ahli fikih mampu mengembangkan pemikiran hukumnya 
tanpa mendapatkan tekanan penguasa. Akan tetapi di lain 
pihak, faktor ini merupakan salah satu yang menyebabkan 
fikih terisolasi dari realitas sosial yang berkembang ketika 
itu, karena kebanyakan fuqahā’ – dengan kemandiriannya 

5 Mengenai kebijaksanaan Umar ini, dapat ditelusuri lebih lanjut 
dalam: T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam..., hlm. 20-
23; Fazlur Rahman, Methodology in History, (Karachi: Central 
Institute o Islamic Research, cet. I, 1965), hlm. 25.

6 Menurut Snouck Hurgronje, kemandirian para ahli hukum Islam 
ini bermula dari pemisahan kekuasaan spiritual dan temporal 
pada masa dinasti Banī ‘Umayyah. Lihat: Snouck Hurgronje, 
Selected Works, ed. G. H. Bousquet dan Joseph Schacht, (Leiden: 
Ej. Brill, 1957), hlm. 264.
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– hanya bergelut di ranah teoritis fikih saja, dan jarang 
sekali ditemukan fuqahā’ pada masa tersebut yang terjun 
ke ranah praktis dengan menjadi seorang qādī (hakim).7

Sementara faktor keempat, yang juga tidak kalah 
pentingnya, adalah fleksibilitas (murūnah) fikih itu sendiri 
yang menjadikannya memiliki kemampuan natural 
untuk berkembang secara responsif dan progresif dalam 
mengatasi perkembangan ruang, waktu, tradisi dan 
bahkan ilmu pengetahuan  (yataghayyaru al-ahkām bi 
taghayyuri al-zamān wa al-makān wa al-hāl wa al-ma‘rifah).8 
Kebijakan ‘Umar sebagaimana yang telah disinggung 
sebelumnya, merupakan cerminan dan ilustrasi yang baik 
dalam hal ini.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, terdapat lima prinsip yang 
memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti 
perkembangan zaman: (1) prinsip ijmā‘ (konsensus);9 (2) 

7 Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, sangat jarang 
ditemukan fuqahā’ yang bersedia menjadi seorang hakim, hanya 
segelintir fuqahā’ yang bersedia dinobatkan menjadi hakim, 
diantara mereka qādī Syuraih, al-Māwardī, Ibrāhīm ibn Jarrah 
al-Hanafī, Ismā‘īl ibn al-Yasa‘, Laits al-Hanafī, al-Hārits al-Mālikī 
dan Hārūn al-Mālikī. Lihat: Wael B. Hallaq, A History of Islamic 
Legal Theories: An introduction to Sunni Ushul Fiqh, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), hlm. 309; Noel J. Coulson, 
The History..., hlm. 100-102.

8 Muhammad Sa‘īd Ramadhān al-Būṭhī, Dhawābit al-Maslahah 
fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyah, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, cet. I, 
1977), hlm. 40.

9 Yang dimaksudkan oleh Ash-Shiddieqy di sini bukanlah ijmā‘ 
yang berorientasi ke masa lampau, tetapi kesepakatan ahl al-hall 
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prinsip qiyās (analogi); (3) prinsip maslahah mursalah; 
(4) prinsip pelestarian ‘urf (local wisdom); dan (5) prinsip 
berubahnya hukum dengan berubahnya masa.10 Kelima 
prinsip ini menunjukkan bagaimana fleksibel dan luwesnya 
hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum Islam 
yang dinamis, responsif dan kreatif pada masa awal 
tersebut,11 kemudian menjelma dan mengkristal ke dalam 
bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum 
popular. Dengan terbentuknya mazhab-mazhab tersebut, 
hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya 
dinyatakan tertutup. Di sekitar pertengahan abad ke-III 
H/IX M, mulai muncul gagasan bahwa hanya ulama-ulama 

wa al-‘aqd tentang suatu permasalahan hukum yang dapat saja 
digantikan dengan adanya kesepakatan baru. Lihat: T. M. Hasbi 
Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam..., hlm. 31.

10 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam..., hlm. 31.

11 Masa awal  di dalam tulisan ini merujuk kepada periode di mana 
fiqh maupun ushul al-fiqh belum menjelma wujudnya ke dalam 
mazhab-mazhab fiqh. Penggunaan kata ini dapat ditemukan di 
dalam tulisan-tulisan ilmiah hukum Islam kotemporer, seperti: 
Noel J. Coulson, The History of Islamic…, hlm. 87; 59. Ahmad 
Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, terj. Agah 
Garnadi, (Bandung: Pustaka, cet. III, 2001)., hlm. 11-27; Wael 
B. Hallaq, A History of Islamic…, hlm. 10-23; A. Qodri Azizy, 
Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik 
Modern, (Jakarta: Teraju Mizan, cet. III, 2004), hlm. 38; David 
S. Power, Studies in Al-Qur’an and Hadith: The Formation of The 
Islamic Law of Inheritance, terj. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: LKiS, 
cet. I, 2001), hlm. 21; Jalaluddin Rakhmat, ‘Tinjaun Kritis Atas 
Sejarah Fiqh: Dari Fiqh Al-Khulafa’ Al-Rasyidin Hingga Madzhab 
Liberalisme’  dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, 
(Jakarta: Paramadina, cet. II, 1995), hlm. 296.
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besar masa lampau saja yang berhak untuk melakukan 
aktivitas ijtihad, dan gagasan ini mulai mendapatkan 
tempat di tengah-tengah para ahli fikih pada abad yang 
sama. Di awal abad selanjutnya (abad ke IV H) mencapai 
puncak kritis, di mana para ahli fikih dari berbagai mazhab 
memandang bahwa seluruh permasalahan esensial telah 
dibahas secara tuntas oleh ahli fikih generasi sebelumnya.

Pandangan ini segera memperoleh konsensus dan secara 
gradual mulai memapankan dirinya. Mulai saat itu tidak 
seorang pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya memiliki 
kualifikasi untuk melakukan aktivitas ijtihad mutlak, dan 
bahwa seluruh aktivitas ijtihad masa mendatang hanya 
boleh dilakukan jika bertitik tolak pada jalan pikiran 
para pendiri mazhab, bahkan kemudian dikembangkan 
sedemikian rupa sehingga yang terwujud ialah sebuah 
aliran yang meluas, mendalam serta cukup pada dirinya 
saja (self–sufficient). Maka dari titik tolak pemikiran al-
Syāfi‘ī, misalnya, tumbuh dan berkembang pemikiran yang 
lebih meluas dan mendalam, yang serba berkecukupan. 
Karena itu yang ada bukanlah pemikiran al-Syāfi‘ī itu 
secara an sich, melainkan pemikiran yang meskipun 
berwatak “kesyafi‘ian”, padahal dalam banyak hal al-
Syāfi‘ī sendiri mungkin tidak lagi bersangkut paut dengan 
pemikiran tersebut. Inilah yang dimaksud dengan istilah 
“mazhab”, yaitu suatu kesatuan pemikiran yang tumbuh 
dan berkembang, bertitik tolak dari produk intelektual 
satu orang, namun belum tentu orang tersebut sepenuhnya 
dapat dipandang ikut bertanggung jawab terhadap produk 
tersebut. Penilaian ini sangat beralasan, karena tokoh 
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pemikir yang menjadi pangkal pengembangan mazhab 
tersebut semasa hidupnya, keberatan dijadikan kiblat 
pengikutan.12 Jadi, sesungguhnya seorang pemikir seperti 
al-Syāfi‘ī menjadi imam mazhab adalah secara post factum, 
yaitu setelah perkembangan pemikiran yang bertitik tolak 
dari dia, menjadi kenyataan, setelah keberadaanya lama 
tiada.13

b. Kemunculan Ushul Fikih

Selain tantangan di atas, dewasa ini fikih menghadapi 
tantangan yang lebih serius lagi, terutama di abad modern 
yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalah baru yang 
berhubungan dengan hukum Islam, para ahli hukum Islam 
sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan ilmu tentang 

12 Hal ini dapat kita lihat misalnya dari ucapan-ucapa al-Syāfi‘ī, 
misalnya:“Jika ada hadits yang shahih maka itu merupakan 
mazhabku, campakkanlan pendapatku – yang bertentangan dengan 
hadits shahih – ke atas dinding”. Lihat: al-Bujairimī, Tuhfah 
al-Habīb ‘alā Syarh al-Khatīb, jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, cet. I, 1996), hlm. 77. Dalam kesempatan lain al-Syāfi‘ī 
berkata:“Mazhab kami yang paling benar (menurut kami), tapi boleh 
jadi salah, dan mazhab yang berbeda dengan kami – menurut kami 
– salah, tapi boleh jadi benar”. Lihat: Ibn Hajar al-Haytamī, al-
Fatāwā al-Kubrā  al-Fiqhiyyah, jilid. IV, (Beirut: Dār al-Fikr, cet. II, 
1997), hlm. 313.

13 Nurcholish Madjid, “Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan 
Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam” dalam Kontekstualisasi 
Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, cet. II, 1995), 
hlm. 312. 
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fikih atau hasil ijtihad di masa lampau yang mengkristal 
wujudnya di dalam mazhab-mazhab klasik. Alasannya, 
karena ternyata warisan mazhab fikih yang terekam dalam 
berbagai kitab klasik, bukan saja terbatas kemampuannya 
dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada 
sebelumnya, tetapi juga di sana-sini mungkin terdapat 
pendapat-pendapat yang tidak atau sudah kurang relevan 
dengan abad modern ini.

Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penyegaran 
kembali terhadap warisan fikih tersebut, dan yang paling 
penting lagi agar mampu merumuskan rumusan-rumusan 
baru fikih dalam rangka memberikan jawaban terhadap 
masalah-masalah kekinian yang belum mendapatkan 
problem solved-nya dalam kitab-kitab klasik. Dalam 
konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kemestian yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi dan metode ijtihad mutlak harus 
dikuasai oleh mereka yang melakukannya. Metode ijtihad 
itulah yang dikenal dengan ilmu ushul fikih.

Ilmu ushul fikih yang sudah berusia sekian abad itu 
semenjak pertama kali dicetuskan oleh al-Syāfi‘ī (w. 204 H), 
meskipun di sana sini perlu mendapatkan pembenahan, 
namun tetap saja dibutuhkan oleh pemerhati ushul 
fikih. Dengan mempelajari ushul fikih, di samping secara 
teoritis mampu mengetahui bagaimana terbentunya 
mazhab-mazhab fikih di masa klasik, ilmu ini juga dapat 
digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab 
permasalahan-permasalahan kotemporer yang belum 
mendapatkan solusi hukum yang bercitarasa Islam.
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Penerimaan Ushul fikih menjadi sebuah disiplin ilmu 
metodologis dalam studi hukum Islam tidak terlepas 
dari peran al-Syāfi‘ī  sebagai peletak dasar-dasar ilmu 
ini,14 lewat magnum opus-nya yang dinamai al-Risālah. 
Bahkan karena jasanya ini, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī 
menempatkan al-Syāfi‘ī sebagai perumus nalar Islam. ia 
mengatakan bahwa di tangan al-Syāfi‘īlah, kaidah-kaidah 
bahasa Arab (al-qawā‘id al-lughāwiyyah) dijadikan acuan 
untuk menafsirkan teks-teks suci (al-nusūs al-syar‘iyyah),15 
terutama hukum qiyās, dan dijadikan sebagai salah satu 
sumber penalaran yang absah untuk memaknai persoalan-
persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka dalam 
konteks ini yang dijadikan acuan utama adalah nas (al-
Qur’an dan Sunnah).

Al-Syāfi‘ī sebagaimana dijelaskan al-Jābirī, meletakkan al-
usūl al-bayāniyyah (interpretasi linguistik) sebagai faktor 
penting dalam metode penafsiran wacana.16 Bahkan lebih 
jauh lagi, al-Jābirī menyamakan al-Syāfi‘ī dengan Rene 
Descartes. Kalau Descartes meletakkan dasar epistimologi 
Barat, maka al-Syāfi‘ī dengan sistematika dan metode 
linguistiknya dianggap sebagai “bapak” ontologi dan 
epistimoogi Islam melalui disiplin ilmu ushul fikih.17 

14 Al-Nawāwī, Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughah, jilid. I, (Mesir: Idārah 
al-Tibā‘ah al-Munīriyyah, cet. I, t.t.h), hlm. 49.

15 Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī, (Beirut: al-
Markaz al-Tsaqafī al-‘Arabī, cet. I, 1993), hlm. 15.

16 Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, Bunyah al-‘Aql..., hlm. 18.

17 Nirwan Syafrin, “Konstruk Epistimologi Islam; Tela’ah Bidang 
Fiqh dan Ushul al-Fiqh,” dalam Jurna ISLAMIA, tahun II, no. 5, 
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Sedangkan Fakh al-Dīn al-Rāzi (w. 606 H) menyamakan 
al-Syāfi‘ī dengan Aristoteles dalam kemiripan ushul fikih 
dengan logika.18

Berdasarkan kerangka ushul fikih yang dikembangkan 
al-Syāfi‘ī, berpikir dan menalar adalah berpikir dalam 
kerangkan nas (al-Qur’an dan Sunnah). Bahkan juga ada 
yang menjastifikasi usaha al-Syāfi‘ī dalam meletakkan 
pondasi berpikir ushul fikih ini tidak hanya sekedar usaha 

April-Juni 2005, hlm. 38.  

18 Al-Rāzī, Manāqib al-Imām al-Syāfi‘ī, tahqīq: Muhammad Hasan 
Balṭū, (Beirut: Dār al-Jīl, cet. I, 1993), hlm. 146. Seperti 
diketahui bahwa ilmu ushūl fikih mengalami perkembangan 
pesat setelah dibukukan. Namun merupakan suatu kekeliruan 
jika dikatakan bahwa perkembangan awal tersebut disebabkan 
oleh pengaruh eksternal termasuk filsafat deduktif Aristoteles di 
atas, khususnya manṭīq yang pada saat itu mulai diterjemahkan 
ke dalam bahasa Arab. Memang di dalam menyusun kitab al-
Risālah – yang dianggap sebagai kitab pertama dalam bidang ini 
– al-Syāfi‘ī menempuh metode deduktif filsafat, yaitu menyusun 
kaidah-kaidah kulliyyat yang dapat diaplikasikan dalam masalah-
masalah juz‘iyyah. Dengan demikian, ada yang mengira bahwa 
al-Syāfi‘ī terpengaruh oleh pemikiran filsafat, khususnya metode 
manṭiq dalam penulisan kitabnya itu. Argumentasi yang sering 
digunakan adalah bahwa manṭiq telah dikenal oleh Islam 
sebelum masa al-Syāfi‘ī dan bahkan al-Syāfi‘ī sendiri mengerti 
bahasa Yunani dan ternyata metode qiyās yang dikembangkan 
oleh al-Syāfi‘ī memiliki kemiripan yang begitu seignifikan dengan 
metode tamsil Aristoteles. Namun faktanya, argumen-argumen 
tadi tidaklah benar, karena al-Syāfi‘ī sangat membenci manṭiq 
Aristoteles.  Dengan demikian sulit bagi penulis untuk menerima 
pendapat yang mengatakan al-Syāfi‘ī terpengaruh dengan logika 
deduktif Aristoteles. Lihat: ‘Ali Sāmi al-Nasyār, Nasy‘ah al-Fikr al-
Falsafī fī al-Islām, jilid. I, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, cet. IX, 1978), 
hlm. 668-669.
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konseptual belaka, tapi juga sebagai upaya rasionalisasi 
pemahaman terhadap hukum Islam.19

Al-Syāfi‘ī dalam al-Risālah membagi kajian ushul fikih ke 
dalam lima tingkatan bayān terhadap al-Qur’an. Pertama, 
bayān yang tidak memerlukan penjelasan. Kedua, bayān 
yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan 
Sunnah. Ketiga, bayān yang keseluruhannya bersifat 
umum dan membutuhkan penjelasan Sunnah. Keempat, 
bayān yang terdapat dalam al-Qur’an, namun terdapat 
pula dalam Sunnah. Kelima, bayān yang tidak terdapat 
dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. Poin kelima inilah yang 
kemudian memunculkan prinsip qiyās sebagai metode 
ijtihad. Dari lima tingkatan bayān tersebut, al-Syāfi‘ī 
merumuskan dasar pokok agama, yaitu al-Qur’an, Sunnah, 
ijmā‘ dan qiyās.20

Hirarki sumber hukum tersubut di atas merupakan 
konsep referensi teratur dalam naungan worldview Islam 
yang melihat kebenaran secara proporsional, begitu juga 
dengan menempatkan posisi akal pada tempatnya, tanpa 
harus diagungkan melebihi wahyu, ataupun dikucilkan. 
Pembenaran hirarkis sumber hukum tersebut di atas 
bersumber dari riwayat naqlī, yakni hadis Rasulullah saw. 
Ketika mengutus Mu‘adh bin Jabbal ke Yaman untuk 

19 Nirwan Syafrin, “Konstruk Epistimologi..., hlm. 38.

20 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah, tahqīq: Ahmad Muhammad Syākir, (Kairo: 
Maktabah Musṭafā al-Babay al-Halabī wa awlāduhu, 1940), hlm. 
39 dan 508.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

14  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

menjadi qadī di sana.21

 Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, metode 
ilmiah yang dikembangkan oleh al-Syāfi‘ī banyak menarik 
minat usuliyyūn (pakar ushul fikih) sesudahnya, baik dari 
kalangan ahli fikih (al-fuqahā’) maupun dari kalangan 
teolog (al-mutakallimīn).

Seperti telah disebutkan di atas, kaum teolog seperti al-
Qādī al-Jabbār dan Husain al-Basrī keduanya teolog dari 
kalangan Mu‘tazilah; Abū Hasan al-Asy‘ārī, al-Juwaynī 
dan Abū Hāmid al-Ghazālī, ketiganya dari aliran sunni. 
Mereka inilah yang mewarnai ilmu ushul fikih dengan 
corak pemikiran kalam, dengan menggunakan dalil-dalil 
pikiran yang bersifat teoritis.22 Di antara mereka, orang 
yang pertama yang memasukkan metode mantiq (logika) 
ke dalam pemikiran ilmu ushul fikih adalah al-Juwaynī 
meskipun dalam bentuk yang masih sangat terbatas.23

21 Bunyi hadis itu secara lengkap adalah di mana ketika Rasulullah 
mengutus Mu‘ādh bin Jabbal ke Yaman, Rasulullah bertanya 
kepada Mu‘ādh, bagaimana engkau putuskan perkara jika 
diajuakan kepada-Mu suatu perkara?, Mu‘adh menjawab: dengan 
kitabullah, kalau tidak engkau temukan di dalam kitabullah?, 
Mu‘ādh menjawab: dengan Sunnah Rasulullah, kalau tidak engkau 
temukan di dalam Sunnah?, Mu‘adh kemudian menjawab: aku 
akan menemukannya dengan akal pikiranku. Lihat: Abū Dāwūd, 
Sunan Abī Dawūd, tahqīq: Syu‘aib al-Arna’ut, jilid. III, hadis nomor: 
3594, (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, cet. I, 2009), hlm. 
330.

22 Mizaj Iskandar, Sejarah Sunni-Wahabi, (Banda Aceh: Naskah 
Aceh, cet. I, 2015), hlm. 74.

23 ‘Ali Sāmi al-Nasyār, Nasy‘ah al-Fikr..., hlm. 73.
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Usūliyyūn  yang dianggap menerima pengaruh mantiq 
relatif komprehensif ialah al-Ghazālī,24 secara mencolok 
al-Ghazālī mengemukakan teori-teori mantiq di dalam 
mukadimah kitabnya al-Mustasfā, di dalam kitab 
tersebut al-Ghazālī menegaskan barangsiapa yang tidak 
menguasai mantiq, maka ilmunya tidak dapat dipastikan 
kebenarannya. Atas dasar inilah, al-Ghazālī menilai mantiq 
sebagai salah satu syarat ijtihad dan fard kifāyah untuk 
dipelajari.25 Pengaruh logika inilah yang akhirnya merubah 

24 Nama lengkapnya adalah Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad 
Ibn Ahmad al-Thusī al-Ghazzālī, terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan para penulis biografinya sejak zaman klasik mengenai 
ejaan al-Ghazzālī dengan z ganda (al-Ghazzālī) atau dengan satu z 
(al-Ghazālī). Kebanyakan ulama Islam menyebutnya al-Ghazzālī 
(dengan z ganda), dihubungkan kepada kata al-ghazzāl (pemintal) 
yang merupakan profesi ayahnya. Sebagian lagimenyatakan 
bahwa nisbahnya adalah al-Ghazālī (tanpa menggandakan z), 
dihubungkan kepada Ghazālah, nama sebua desa di Thūs negeri 
kelahirannya. Dalam kitab siyar a‘lām al-Nubalā’ diriwayatkan 
bahwa al-Ghazzālī sendiri pernah mengatakan kepada temannya 
Tāj al-Islām, “orang-orang memanggil saya al-Ghazzālī, padahal 
saya bukan al-Ghazzālī; akan tetapi saya adalah al-Ghazālī, 
dihubungkan kepada sebuah desa yang bernama Ghazālah. 
Lihat: Al-Dhahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, tahqīq: Mahy al-Dīn 
bin ‘Abd al-Hāmid, jilid. XIX, (Kairo: Dār al-Hadīts, cet. II. 2007), 
hlm. 343. Namun riwayat ini sangat diragukan, bahkan adanya 
desa dengan nama tersebut juga diragukan para ahli sejarah. 
Al-Zabīdī mengatakan bahwa dikalangan ahli sejarah dan ilmu 
nasab mutakhir ia dikenal sebagai al-Ghazzālī. Lihat: Daghī, 
“Pengantar” dalam al-Ghazzālī, al-Wāsith fī al-Madhab, jilid. I, 
(Irak: al-Lajnah al-Waṭhaniyyah, t.t), hlm. 101. Penulis-penulis 
Barat menulis namanya al-Ghazālī (tanpa menggandakan z), 
tetapi ada juga yang menggandakan z seperti Franz Rosenthal 
dalam karyanya Knowledge Triumphant; The concept of Knowledge 
in Medieval Islam diterbitkan di Leiden: E.J. Brill, 1970.

25 Di dalam al-Mustasfā al-Ghazālī menjelaskan bahwa ilmu hukum 
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ushul fikih dari sebuah ilmu yang mengandung relativitas 
menjadi idiologi yang sarat dengan imunitas.

Dengan bantuan ilmu logika, al-Ghazālī menyatakan 
bahwasanya yang menjadi objek kajian dari ilmu ushul 
fikih adalah dalil-dalil syara‘ yang universal (al-adillah al-
syar‘iyyah al-kulliyyah) yang kemudian diasosiasikan ke 
dalam empat hal utama, yaitu: (1) buah (tsamrah) yang 
meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya; 
(2) pemberi buah (mustmirah) yang meliputi dalil-dalil 
umum, seperti: al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘ dan qiyās; (3) 
metode pengambilan buah (turuq al-ististmār) yang 
meliputi metode-metode interpretasi linguistik dan 
kausasi (bayānī wa ta‘līlī); dan (4) pengambil buah (al-

Islam memadukan secara seimbang antara wahyu dan akal. Lihat: 
Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Usūl, tahqīq: Hamzah bin Zuhair 
Hāfiz, jilid. I, (Madinah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, cet. II, 1996), 
hlm. 13. Pada tempat lain ia menegaskan, “ketahuilah bahwa akal 
tidak akan mendapat bimbingan tanpa syara‘, dan syara‘ tidak 
akan menjadi jelas tanpa akal. Akal seperti pondasi dan syara‘ 
seperti bangunan; suatu pondasi tidak berguna tanpa bangunan 
dan bangunan tidak akan kokoh tanpa pondasi. Akal juga dapat 
diibaratkan seperti mata dan syara‘ seperti sinar; mata tidak 
akan dapat melihat selama tidak ada sinar dari luar, dan sinar 
tidak akan bermanfaat untuk melihat apabila tidak ada mata ... 
... ... maka syara‘ tanpa akal tidak dapat menjelaskan sesuatu dan 
akan menjadi sia-sia seperti sia-sianya sinar tanpa ada mata; dan 
sebaliknya, akal tanpa syara‘ tidak mampu menjelaskan banyak 
sal seperti tidak mampunya mata untuk melihat tanpa adanya 
sinar. Lihat: Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 9; Al-Ghazālī, 
Ma‘ārij al-Quds fī Madārij Ma‘rifa al-Nafs, (Beirut: Dār al-Afāq al-
Jadīdah, cet. II, 2015), hlm. 59; Sulaimān Dunyā, al-Haqīqah fī 
Nazar al-Ghazālī, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.), hlm. 280-281. 
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mustmir) yang meliputi kriteria mujtahid.26

Sudah dapat dipastikan bahwa epistimologi ushul fikih 
al-Ghazālī ini sudah jauh berkembang dari epistimologi 
ushul fikih bayānī yang disusun oleh al-Syāfi‘ī. Apalagi 
setelah itu epistimologi al-Ghazālī diikuti secara masif 
oleh usūliyyūn yang lain dalam meramu materi ushul 
fikih. Sampai akhirnya al-Syātibī (w. 790 H) memasukkan  
maqāsid-nya ke dalam kajian ushul fikih melalui magnum 
opus-nya al-muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah.

Namun begitu, ontologi al-Ghazālī sudah terlalu 
“didewakan,” di kalangan usūliyyūn. Sehingga dapat 
dikatakan hampir seluruh sistematika ushul fikih 
menggunakan ontologinya al-Ghazālī. Bahkan buku-
buku ushul fikih modern pun seperti Usūl al-Fiqh karya 
Abū Zahrah, Usūl al-Fiqh karya ‘Abd al-Wahhāb al-Khallaf, 
Usūl al-Fiqh al-Islāmī karya Wahbah al-Zuhaylī, al-Wajīz fī 
Usūl al-Fiqh karya ‘Abd al-Karīm Zaidān, Usūl al-Fiqh karya 
Muhammad Khudarī Bik dan seterusnya menggunakan 
sistematika al-Ghazālī. Dari sini dapat diketahui kenapa 
kajian maqāsid al-Syātibī tidak mendapatkan tempat 
dalam buku-buku ushul fikih tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa 
epistimologi ushul fikih yang dikembangkan al-Ghazālī 
sudah menjadikan ushul fikih sebagai suatu sistem 
keilmuan yang tertutup, atomistik, dan bahkan cenderung 
menjadikan ushul fikih sebagai idiologi bukan lagi ilmu 

26 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., hlm. 23
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yang mengandung unsur relatif dan nisbi, sehingga 
ushul fikih tidak mampu menampung ragam teori yang 
berkembang dalam lintasan sejarah ilmu ini.

Dalam pengajarannya ushul fikih dianggap sebagai ilmu 
baku yang tidak dapat diutak-atik lagi. Dalam hal ini 
menarik dinukilkan anekdot yang pernah diceritakan oleh 
Prof Sartono Kartodirdjo dari Universitas Gadjah Mada 
mengenai perilaku mahasiswanya, termasuk mahasiswa 
asing. Mahasiswa Jepang yang membeli sepeda motor 
baru memanfaatkan hari liburnya pada akhir pekan untuk 
membongkar seluruh sepeda motor dan memereteli 
berbagai bagiannya, kemudian disusun kembali untuk 
mengetahui struktur mesin dan sistem mekaniknya. 
Sebaliknya, mahasiswa Indonesia yang membeli 
sepeda motor baru akan segera mengunjungi pacarnya, 
mengajaknya keliling kota, dan melewatkan acara malam 
minggu bersama. Dari segi mentalitas, mahasiswa Jepang 
itu punya mentalitas teknologis, sementara mahasiswa 
kita masih hidup dalam mentalitas konsumeristis.

Bercermin pada anekdot di atas seharusnya usūliyūn harus 
memiliki mentalitas teknologis yang siap mengutak-atik 
sistematika ushul fikih sehingga menemukan bagian 
mana saja yang dianggap tidak lagi relevan dengan 
perkembangan zaman.  Para usūliyūn seharusnya dilatih 
berpikir, bertanya, dan perlahan-lahan memahami 
bagaimana ushul fikih disusun dengan metode dan 
sistematika tertentu, dan bagaimana pula pengetahuan 
itu telah diperoleh dan apakah dapat diuji kesahihannya.
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Melalui alur itu, para usūliyūn akan terbuka wawasannya 
tentang alam dan masyarakat, dan bagaimana mestinya 
orang bersikap terhadap alam dan berperilaku terhadap 
anggota masyarakat. Sehingga pada tahap selanjtnya 
mereka mampu menyusun epistimologi yang sesuai dengan 
kebutuhan alam dan masyarakat di mana mereka hidup. 
Oleh karena itu, sudah menjadi suatu tantangan zaman 
untuk tidak hanya menyajikan ushul fikih sebagai  science 
products (produk ilmu pengetahuan), tetapi mendorong 
ushul fikih sebagai science production (bagaimana ilmu 
diproduksikan). 

Dari sini penulis merasa perlu kembali merekonstruksi 
epistimologi ushul fikih, sehingga ilmu ini diharapkan 
menjadi suatu ilmu metodologis yang bersifat inklusif, 
holistik, sistematis, akomodatif dan responsif dengan 
perkembangan peradaban manusia. Untuk tujuan ini 
penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh Ushul Fikih 
Teologis Dalam Paradigma Ontologis.

   

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, di 
sini dirumuskan  beberapa masalah yang akan ditelesuri 
lebih lanjut dalam research ini sebagai berikut: pertama, 
bagaimana kontruksi ushul fikih klasik sepanjang sejarah 
perkembangannya? Apakah ia memiliki satu bentuk 
sistematika dari awal munculnya sampai di zaman 
sekarang, atau ia mengalami pertambahan-pertambahan 
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pembahasan di dalam sistematika pembahasannya?

Pertanyaan ini tentu masih menyisakan beberapa 
pertanyaan lanjutan untuk dapat mengkonstruksi kajian 
ushul fikih klasik. Oleh sebab itu penulis kemudian 
mencoba mencari ilmu-ilmu apa saja yang telah menyusun 
dan mempengaruhi terbentuknya ushul fikih?

Setelah dua perntanyaan ini mampu ditemukan 
jawabannya, baru kemudian penulis berusaha untuk 
merekonstruksi ushul fikih baru yang lebih dinamis dan 
responsif untuk menjawab tantangan zaman. Karena 
pada prinsipnya, pengetahuan bukan saja harus dijaga 
dan dirawat dari masa ke masa, tetapi perlu diperbarui 
dengan temuan baru. Inilah dimensi heuristik dalam ilmu 
pengetahuan. Temuan baru itu dapat berupa obyek baru 
dalam sebuah bidang studi dan penelitian. Temuan juga 
dapat berupa penjelasan baru tentang data lama yang 
sudah dikumpulkan dan obyek penelitian yang sudah 
diketahui sebelumnya. Diterjemahkan ke istilah yang 
lebih sederhana

Ketiga rumusan masalah di atas dirancang sebagai rumusan 
masalah yang akan diteliti dan sekaligus sebagai tahapan 
penelitian buku ini, dalam artian permasalahan pertama 
dijawab setelah terlebih dahulu dijawab permasalahan 
kedua. Sejauh ini, rumusan masalah di atas dipandang 
cukup memadai untuk sampai pada maksud dan tujuan 
penelitian.
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C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Ilmu ushul fikih sebagai kumpulan teori yang berfungsi 
memandu para usūliyyūn dalam menjalankan aktivitas 
ijtihadnya, berperan penting dalam pembaharuan hukum 
Islam. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia  
dewasa ini, problem kemanusiaan pun datang silih 
berganti. Untuk itulah, ushul fikih dituntut untuk dapat 
menjawab problematika manusia yang muncul. Ushul 
fikih dituntut untuk dapat berkembang dan memperbaiki 
dirinya sendiri. Ini menjadi tantangan serius, mengingat 
secara faktual ditemukan keadaan berkata sebaliknya.

Sejak dibangun pertama sekali oleh al-Syāfi‘ī,27 ilmu ushul 
fikih tidak mengalami perkembangan yang signifikan 
pada masa-masa selanjutnya.28 Baru di tangan al-Ghazālī 
ushul fikih mendapatkan “suntikan” ontologi baru. 
Tetapi, Karya-karya yang muncul setelahnya kebanyakan 

27 Mayoritas usūliyyūn berpendapat bahwa sebenarnya prinsip-
prinsip ushūl fikih telah ada dan dipraktikkan oleh para sahabat 
misalnya, Ibn Mas‘ūd, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, ‘Ali bin Abī Tālib. 
Namun dengan al-Risālah-nya al-Syāfi‘ī dipandang sebagai 
peletak dasar batu pertama bangunan ilmu ushūl fikih. Lihat: 
Muhammad Syahrūr, Nahw Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islamī, 
(Damaskus: al-Ahālī lī al-Tibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, t.t.), 
hlm. 171; Satria Effendi M. Zein, “Pengantar”, dalam Murtadha 
Mutahhari dan M. Baqir ash-Shadr, Pengantar Ushul Fiqh dan 
Ushul Fiqh Perbandingan, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 
hlm. 11-12; Hasan Hanafī, Mawsū‘ah al-Hadārah al-‘Arabiyyah al-
Islāmiyyah, jilid. II, (Aman: Dār al-Fāris li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 
cet. I, 1995), hlm. 52.

28 Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia 
Modern, (Yogyakarta: LKiS, cet. I, 2010), hlm. 20-21. 
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hanyalah seputar anotasi (syarah). Akibat terlalu lama 
“tidak difungsikan”, maka ilmu ushul fikih ini dianggap 
telah final dan bersifat ideologis. Mereka menjadikan 
hampir seluruh produk ulama pada zaman keemasan 
sebagai model yang harus diikuti tanpa boleh melakukan 
rekonstruksi apalagi dekonstruksi. Setiap ada upaya 
pembaharuan selalu mendapat respon yang negatif dan 
penuh kecurigaan dari berbagai pihak. Mereka dianggap 
telah berusaha menggulingkan bangunan yang sudah 
mapan dan kokoh. Persepsi semacam ini merupakan hal 
yang kontra-produktif, sebab akan menggiring umat Islam 
untuk bersikap apologetic, hanya melakukan reproduksi, 
imitasi dan romantisme terhadap masa lalu sejarah umat 
Islam yang gemilang tanpa berupaya membangun dan 
menciptakan penemuan yang baru.29 Bak memancing 
ikan di lautan,  yang diambil hanyalah ikannya saja, tanpa 
memperbaiki kailnya. Yang diadopsi hanyalah produknya 
saja, bukan proses dan bukan pula metodologi untuk 
menghasilkan produksi tersebut.

Sebagai hukum Tuhan (teosentris), hukum Islam selalu 
bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu 
sangat terbatas (limited), sementara perubahan sosial 
masyarakat tak pernah ada batasnya (unlimited), dalam 
adagium hukum Islam terkenal suatu ungkapan “al-nusūs 
mutanāhiah wa al-waqā’i‘ ghair mutanāhia” .30 Di sinilah 

29 Sri Lum’atus Sa’adah, Peta Pemikiran Fiqh Progresif, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, cet. I, 2012), hlm. 2.

30 Al-Syarastānī, al-Milal wa al-Nihal, jilid. I, (Mesir: Maṭba‘ah al-
Bābay al-Halabī wa Aulāduh, 1967), hlm. 199.
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ijtihad berfungsi menjembatani antara wahyu dan realitas 
sosial agar tidak terjadi kesenjangan. Sebab, idealnya 
realitas harus selalu bersambung dan tunduk pada wahyu, 
dan wahyu pun tidak boleh asing dari realitas.

Revolusi sciense yang terjadi di Barat sejak abad XVII M 
banyak menghasilkan temuan-temuan baru baik dari 
sisi ilmu pengetahuan, gaya hidup, pola pikir dan tentu 
semua itu menyebabkan peralihan peradaban manusia 
yang dahulunya berperadaban agro culture (peradaban 
agraris) dan sekarang menjadi peradaban serba industri 
(industrializing culture). Perubahan masif ini dihasilkan 
oleh bertumpunya manusia kepada kemampuan nalarnya 
yang diperoleh dari mengidupkan kembali tradisi berpikir 
kritis yang terdapat dalam khazanah filsafat. Oleh karena 
itu setiap sesuatu yang berkembang di dalam peradaban 
industri ini dinilai dengan ukuran-ukuran filsafat, 
termasuk juga di dalamnya dalam mengukur kebenaran-
kebenaran premis ilmu pengetahun.

Penelitian ini hadir untuk melacak landasan-landasan 
filsafat ilmu yang terdapat dalam struktur ilmu ushul 
fikih, terutama landasan ontologis yang menjadi hakikat 
pembahasan dari setiap ilmu pengetahuan. Sehingga 
diharapkan ilmu ini mendapatkan ukuran-ukuran 
kajian yang sama dengan ukuran-ukuran kajian yang 
dikembangkan di dalam ilmu pengetahuan modern. 
Dengan itu diharapkan perkembangan ilmu ushul fikih 
pada akhirnya beralih dari hanya sebatas wacana menjadi 
suatu yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan 
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permasalahan-permasalahan keumatan yang hadir di abad 
modern ini.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah 
satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah 
metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan 
bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni, 
menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian 
lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan 
saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-
literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam 
penelitian-penelitian sebelumnya.31 

Selanjutnya Geoffrey mengemukakan bahwa tujuan 
utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa 
yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan 
topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dengan 
kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian 
orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan 
wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik 
penelitian yang dilakukan dalam kerangka logis. Dengan 
mengkaji penelitian sebelumnya, dapat memberikan 
alasan untuk hipotesis penelitian, sekaligus menjadi 
indikasi pembenaran pentingnya penelitian yang akan 

31 Creswell John W, Research Design: Qualitative, Quantitative, and 
Mixed Methods Approaches, 3th, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: 
LKiS, 2010), hlm. 40.
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dilakukan.32 Lebih lanjut, Anderson mengemukakan 
bahwa kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, 
menganalisis dan menafsirkan konsep dan teori yang 
berkaitan dengan sebuah proyek penelitian.33

Berkaitan dengan itu semua, sejauh ini belum ditemukan 
suatu tulisan khusus yang berbicara mengenai ranah 
ontologis kajian ushul fikih. Namun begitu, banyak juga 
buku-buku pembaharuan ushul fikih dan pembaharuan 
studi keislaman secara umum yang membahas tema kajian 
ini di dalam eksemplar yang terpencar-pencar.

Diantaranya Min al-Nas ilā al-Wāqi‘: Takwīn al-Nas (dari 
tekstual menuju kontekstual: pelacakan terhadap format 
teks) karya Hasan Hanafī. Di dalam buku ini Hasan Hanafī 
mengajukan satu konsep keniscayaan merivitalisasi turāts 
(literatur klasik) melalui satu slogan “ min al-naql wa al-
ibdā‘ ilā al-nas wa al-wāqi‘ (dari teologis statis-irasional 
menuju anarkis-rasional).34 Di dalam karya ini yang 
menjadi fokus kajian Hasan Hanafī ialah rekonstruksi 
ulang ilmu ushul fikih.  Demi tujuannya itu, ia tidak segan-
segan mengkritisi epistimologi ilmu ushul fikih klasik.35 

32 L. R. Gay, Geoffrey E. Mills, Peter Airasian, Educational Research: 
Competencies for Analysis and Applications 9th,  (New Jersey: 
Pearson Education Publisher, 2009), hlm. 80.

33 Gary Anderson, Nancy Arsenault, 1998, Fundamentals of 
Educational Research, 2nd Edition, (Philadelphia: The Falmer 
Press, 1998), hlm. 83.

34 Hasan Hanafī, Min al-Nas ilā al-Wāqi‘: Takwīn al-Nas, jilid. I, 
(Kairo: Maktabah al-Kutub al-‘Arabiyah, cet. III, 2006), hlm. 5.

35 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 18-28.
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Kemudian ia juga membuat klasifikasi kitab-kitab klasik 
ushul fikh berdasarkan kapasitas materinya, ada yang 
disebut sebagai kitab-kitab original (al-mutūn al-asliyyah); 
kitab anotasi dan ringkasan (al-syurūh wa al-hawāsyī wa 
al-mukhtasarāt); dan kitab-kitab diktat kuliah (al-dirāsāt 
al-tsānawiyyah).36

 Permasalahan yang juga mendapatkan perhatian besar 
dari Hasan Hanafī dalam buku ini adalah penelaahan 
pilar utama (kasyf al-baniyyah) pembahasan ilmu ushul 
fikih dengan cara membedah hampir seluruh kitab-kitab 
ushul fikih klasik sepanjang sejarah dan menunjukkan 
kepada para pembaca bahwa ada kerancuan akut dalam 
sistematisasi penulisan ushul fikih klasik. Buku ini sendiri 
memiliki halaman yang cukup tebal yaitu 1054 halaman.

Selain itu Hasan Hanafī juga mengarang sebuah buku lagi 
yaitu Dirāsāt Islāmiyyah yang terdiri dari dua jilid. Buku 
ini juga banyak berbicara mengenai ushul fikih. Namun 
begitu buku ini sama sekali tidak menyentuh pembahasan 
ontologis ilmu ushul fikih sebagaimana buku pertama tadi. 
Namun begitu, di dalam jilid pertama dari buku ini Hasan 
Hanafī secara panjang lebar berbicara mengenai ontologi 
kajian ilmu-ilmu keislaman secara umum.37

Kemudian terdapat juga sebuah artikel yang berjudul 
Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis) tulisan 

36 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 29-36

37 Hasan Hanafī, Dirāsāt Islāmiyyah, jilid. I, (Kairo: Maktabah al-
Anglo al-Misriyyah, cet. II, 1981), hlm. 13-22.
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Muhyar Fanani yang dimuat dalam Jurnal Al-Ihkam Vol. 
I. IV No. 2 Desember 2009. Di dalam artikel ini Muhyar 
Fanani mengkaji ontologi dan aksiologi ilmu ushul fikih 
dengan berangkat melalui pengkajian epistimologinya. 
Setelah dikaji ranah epistimologi ilmu ushul fikih, ia 
baru merumuskan aspek-aspek ontologis ilmu ushul 
fikih. Namun begitu tulisan Muhyar Fanani tidak cukup 
komprehensif dan mendetail karena hanya dituangkan 
dalam 12 halaman saja.38 Selain itu, tulisan Muhyar Fanani 
yang disebut di atas memiliki kelemahan, karena dalam 
penentuan hipotesa muatan ontologis ilmu ushul fikih 
tidak didasarkan kepada asumsi-asumsi yang menjadi 
dasar dari dibangunnya hipotesa tersebut. Padahal dalam 
filsafat ilmu, asumsi-asumsi ini memiliki peranan strategis 
sebagai penentu ontologis suatu kajian. 

E.  Kerangka Pemikiran Konseptual dan 
Landasan Teoritis

Berdasarkan kajian kepustakaan di atas terlihat satu 
kerangka umum dari pemikir-pemikir hukum Islam 
kotemporer. Yaitu modernisasi dan pembaharuan (tahdīts 
wa tajdīd) kajian ushul fikih klasik. Konsep modernisasi 
dan pembaharuan kajian ushul fikih ini kiranya perlu 
diteruskan, oleh karena itu modernisasi dan pembaharuan 
dijadikan sebagai kerangka pemikiran konseptual buku ini. 

38 Lihat: Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan 
Aksiologis), Jurnal Al-Ihkam Vol. I. IV No. 2 Desember 2009, hlm. 
1-12.
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Dalam kerangka pemikiran konseptual modernisasi dan 
pembaharuan inilah penulis melakukan kajian atas ilmu 
ushul ushul fikih dalam perspektif filsafat ilmu sebagai 
suatu usaha pelacakan wilayah ontologis ilmu ushul fikih.  

Sebelum lebih jauh masuk dalam pembahasan tentang 
landasan teoritis, kiranya di sini perlu ditegaskan bahwa 
fokus kajian buku ini dibatasi hanya dalam ranah ontologis 
saja. Penegasan ini penting, karena pada permukaan 
kajian terlihat buku ini berkisar pada usaha memahami 
teks. Jadi bisa dianggap sebagai soal penafsiran (exegesis) 
yang sepatutnya menggunakan “metode” hermeneutika.39

Adapun yang dimaksud dengan ontologi adalah kajian 
yang memusatkan diri pada pemecahan esensi sesuatu 
atau wujud, tentang asas-asasnya dan realitas.40 Asas-

39 Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja 
herm eneuien, yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda herm 
eneia, yang bermakna “interpretasi”. Penjelasan dua kata ini, dan 
tiga bentuk dasar makna dalam pemakaian aslinya, membuka 
wawasan pada karakter dasar interpretasi dalam teologi dan 
sastra, dan dalam konteks sekarang ia menjadi keywords 
untuk memahami hermeneutika modern. Lihat: Richard. E, 
Palmer, Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi, terj. 
Masnur Hery dan Damanhuri Muhamed, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, cet. II, 2005), hlm. 14; E. Sumaryono menyimpulkan 
bahwa hermeneutika adalah sebuah metode filsafat. Lihat: E. 
Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1999), hlm. 141.

40 Jalaluddin, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, cet. I, 2013), hlm. 157; Alkhadiah, Sabarti dan Winda 
Dewi Listyasari (Ed.), Filsafat Ilmu Lanjutan, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2011), hlm. 65.
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asas tentang sesuatu wujud yang nyata. Keberadaan dan 
realitasnya dapat dicermati dan ditangkap oleh panca 
indera manusia. Dengan demikian, ontologi adalah 
telaah secara filsafat yang bertujuan menjawab objek apa 
yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud hakiki dari objek 
tersebut? Bagaimana hubungan objek tersebut dengan 
daya tangkap manusia?.41 

Cabang utama metafisika adalah ontologi, yakni studi 
mengenai kategorisasi benda-benda di alam dan hubungan 
antara satu dan lainnya. Ahli metafisika juga berupaya 
menjelaskan pemikiran-pemikiran manusia mengenai 
dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, 
waktu, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan. Di 
samping itu, metafisika juga merupakan kajian tentang 
keberadaan zat, hakikat pikiran, dan hakikat kaitan zat 
dengan pikiran.42 Jadi di sini terjelaskan bahwa objek 
kajian ilmu pengetahuan dalam tataran ontologis tidak 
hanya menyangkut dan terbatas pada jangkauan panca 
indera manusia, melainkan juga akal pikiran manusia.

Penafsiran metafisika keilmuan harus didasarkan kepada 
karakteristik objek ontologi sebagaimana adanya dengan 
deduksi-deduksi yang dapat diverifikasi secara fisik.43 

41 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 33. 

42 Jalaluddin, Filsafat Ilmu..., hlm. 158; Ahmad Fuad al-Ahwani, 
Filsafat Islam, terj. Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1998), hlm. 14.

43 Alkhadiah, Sabarti dan Winda Dewi Listyasari (Ed.), Filsafat 
Ilmu..., hlm. 23.
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Melalui pemahaman seperti ini, maka penempatan aspek-
aspek yang bersifat metafisik ke dalam objek kajian ilmu 
pengetahuan menjadi “legal” dan “mulus”. Kajian mengenai 
kejiwaan (metafisik), dideduksi ke gejala-gejala kejiwaan 
yang dapat diverifikasi secara fisik. Demikian pula kajian 
tentang ketentuan-ketentuan Allah (khitab al-Allāh) dapat 
dideduksi dan diverifikasi  ke dalam satuan-satuan dalil-
dalil syariah (al-adillah al-syar‘iyyah), metode-metode (al-
qawā‘id al-istidlāl), norma-norma (al-ahkām al-syar‘iyyah).

Dalam pengertian yang lebih luas, secara garis besar, 
pengertian ontologi dapat dirumuskan menjadi (1) 
ontologi adalah studi tentang arti “ada” dan “berada”, 
tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam arti dirinya 
sendiri, menurut bentuknya yang paling abstrak; (2) 
ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang 
cara dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, 
dengan menggunakan kategori-kategori seperti: ada 
atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau 
penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, 
ruang dan waktu, perubahan dan sebagainya; (3) ontologi 
adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat 
terakhir yang ada, yaitu Yang Satu, Yang Absolut, Bentuk 
Abadi, Sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang 
mutlak bergantung kepada-Nya, dan (4) ontologi adalah 
cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas 
apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata dan 
sebagainya.44

44 George F. Kneller, Introduction to The Philosophy of Education, 
(New York: John Wiley and Son, 1964), hlm. 43.
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F. Metode Penelitian

a. Pendekatan

Merujuk pada Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi 
Agama Islam, penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu 
ushul fikih.45 Adapun dilihat dari masalah yang diteliti, 
kajian ini lebih bersifat penelitian deskriptif (wasfī)46 dari 
pada penelitian normatif (mi‘yārī).47 Sebab objek yang 
diteliti berupa materi-materi yang terdapat dalam ilmu 
ushul fikih.48 Oleh karena itu penelitian ini dirancang 

45 Departemen Agama RI, Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan 
Tinggi  Agama Islam Fakultas Syariah, (Jakarta: DEPAG RI, 1998), 
hlm. 39.

46 Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif dalam penelitian 
hukum Islam ialah penelitian yang berorientasi pada penelitian 
hukum sebagai independent variable (variabel yang berdiri sendiri) 
dan hukum sebagai dependent variable (variabel yang tidak berdiri 
sendiri). Lihat: Syamsul Anwar, Metodologi Hukum..., hlm. 40.

47 Penelitian normatif dalam hukum Islam menurut metodologi 
klasik umumnya bersifat sui generis, dalam arti penyelidikan 
mengenai norma-norma hukum Islam lebih banyak dilihat 
dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada teks-
teks keagamaan (al-Qur’an dan hadis). Berdasarkan tesis al-
Ghaza>li> tentang pemaduan wahyu dan akal (yang meliputi 
rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya bahwa 
ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, kiranya penelitian 
normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya 
melalui teks-teks saja (bersifat sui generis), tetapi juga dapat 
dipadukan dengan pengalaman sehingga menjadi penelitian sui 
generis-kum-empiris, yang berarti norma-norma hukum tidak 
hanya dicari di dalam teks-teks keagamaan belaka, tetapi juga di 
dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri. 
Lihat: Syamsul Anwar, Metodologi Hukum..., hlm. 40.

48 Cik Hasan Basri, Model Penelitian Fiqh; Paradigma, Penelitian Fiqh 
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sebagai penelitian dalam bidang ushul fikih, bukan 
penelitian dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Hanya 
saja, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu 
pengetahuan untuk mendeskripsikan wilayah ontologis 
ilmu ushul fikih. Pendekatan filsafat ilmu pengetahuan 
dikenal memiliki perhatian besar dalam memahami hakikat 
dari ilmu pengetahuan, metode dan cara memperoleh 
ilmu pengetahuan serta memahami kegunaan, manfaat 
dan nilai dari ilmu pengetahuan. Sehingga suatu ilmu 
pengetahuan dengan mudah diarahkan untuk kemudian 
dikembangkan. Namun karena kajian ini dibatasi hanya 
pada wilayah ontologis, maka hanya teori ontologis dari 
filsafat ilmu inilah yang digunakan sebagai alat pendekatan.

Menurut Robert J. Ackerman, tugas ontologis ialah sebagai 
refleksi kritis atau objek atau bidang garapan, konsep-
konsep, asumsi-asumsi atau postulat-postulat yang 
sudah tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Seperti 
dunia ini ada, dan kita dapat mengetahui bahwa dunia 
ini benar-benar ada.49 Selain itu ontologi membantu ilmu 
untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, 
komprehensif, dan koheren. Ilmuan dalam hal ini tidak 
mampu mengintegrasikan pengetahuannya tersebut tanpa 
bantuan ontologi, dengan bantuan pengetahuan ontologi 
membantu ilmuan dalam menyusun pandangannya 

dan Fiqh Penelitian, jilid. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 
50.

49 Robert Ackerman, The Philosophy of Science, (Mishawaka: Pegasus 
Publisher, cet. I, 1970), hlm. 71.
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terhadap suatu disiplin ilmu secara komprehensif.50 
Yang pada akhirnya diharapkan pendekatan ontologi 
membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah 
yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. 
Seperti terjadinya konflik perebutan bidang kajian, 
misalnya tumpang tindihnya antara bidang kajian ushul 
fikih dengan disiplin ilmu fikih, ushul fikih dengan metode 
penelitian hukum atau ushul fikih dengan filsafat Islam 
dan filsafat hukum Islam. Dalam hal ini ontologi berfungsi 
membantu memetakan batas-batas kajian suatu disiplin 
ilmu pengetahuan. 

Selain menggunakan pendekatan filsafat ilmu 
pengetahuan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
filosofis. Karakter dari pendekatan ini menekankan 
fundamental structure (struktur fundamental) dan ide-ide 
dasar serta menghindarkan detail-detail persoalan yang 
kurang relevan.51 Pendekatan filosofis yang dipergunakan 
dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: Pertama, menentukan model penelitian 
filosofisnya, yaitu penelitian mengenai teori ilmiah. Kedua, 
mencari fundamental structure dan ide-ide dasar pada data 
untuk digunakan sebagai pijakan bagi refleksi filosofis. 
Ketiga, melakukan analisis filosofis dengan berpegang 
pada unsur-unsur metode ilmiah, seperti: interpretasi, 

50 Reza A. A Wattimena, Filsafat Ilmu Pengetahuan; Sebuah 
Pendekatan Kontekstual, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 
II, 2008), hlm. 48.

51 Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian 
Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 116-119.
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induksi-deduksi, koherensi intern, deskripsi, holistika, 
kesinambungan dan kontinuitas (on going), historis, 
idealisasi, heuristika, dan refleksi pribadi.52

b. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan 
(library research), maka data yang dihimpun berasal dari 
literatur-literatur dan bukan bersumber dari lapangan,53 
sehingga data yang dikumpulkan bersifat studi dokumen.54 
Penulis melakukan pencarian data di pustaka (manual dan 
digital) untuk mencari serta mengumpulkan berbagai ide 
pembaharuan dari berbagai literatur yang ada. Sumber 
data primer dalam penelitian ini penulis bagi menjadi 
dua. Pertama, sumber data primer yang berkaitan dengan 
filsafat ilmu yang berfungsi sebagai alat analisa dalam 
penelitian ini seperti Filsafat Ilmu karya Ali Mudhafar; 
Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi 

52 Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian..., 
hlm. 116-119.

53 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2004), hlm. 4. Ada empat ciri studi kepustakaan: 
(1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; (2) data pustaka 
bersifat siap pakai; (3) data pustaka umumnya adalah sumber 
sekunder; (4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu.

54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan 
Parktik, edisi revisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202. 
Studi dokumen adalah upaya pencarian data mengenai hal atau 
variabel yang diteliti baik berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.
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Pengetahuan karya Ahmad Tafsir; Filsafat Ilmu: Sebuah 
Pengantar Populer karya Jujun S. Suriasumantri; Pengantar 
Epistemologi Islam karya Mulyadhi Kartanegara; Ilmu, 
Filsafat dan Agama karya Endang Saifuddin Anshari; dan 
Filsafat Ilmu karya Amsal Bakhtiar.

Kedua, sumber data primer ushul fikih yang di dalam buku 
ini dijadikan sebagai objek kajian seperti al-Risālah karya 
al-Syāfi‘ī; al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām karya Ibn Hazm; 
al-Mustasfā min ‘Ilm al-Ushūl, karangan al-Ghazālī; al-
Mahsūl fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh karangan Fakh al-Dīn al-Rāzī; 
al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah karangan al-Syātibī; dan 
Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl karya al-
Syawkānī.

Sedangkan sumber sekunder data dalam penelitian ini 
berupa karya-karya lain yang langsung atau tidak langsung 
yang berkaitan dengan ide pembaharuan hukum Islam 
dan pembaharuan ushul fikih baik melalui pendekatan 
filsafat ilmu maupun pendekatan-pendekatan lainnya 
seperti Crisis in the Muslim Mind karya Abdul Hamid Abu 
Sulaiman; Metode Pemikiran Islam karya Ali Garisyah; Source 
Methodology in Islamic Jurisprudence karya Taha Jabir al-
Alwani; Nalar Islam dan Nalar Modern karya Mohummad 
Arkoun; Pengantar Filsafat Islam karya Ahmad Hanafi; dan 
Pintu Ijtihad sebelum Tertutup karya Ahmad Hasan.

Selain buku-buku yang tersebut di atas, untuk mendapatkan 
data pendukung untuk kajian ini, penulis juga merujuk 
pada komentar-komentar peneliti lain (termasuk pemberi 
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komentar kitab: muhaqqiq), dan tulisan yang secara 
khusus mengkaji permasalah filsafat ilmu dari ushul fikih 
terutama di wilayah kajian ontologis.

c. Pengumpulan Data

Mengingat kajian ini berupa penelitian kepustakaan, 
maka pengumpulan data bersifat studi dokumen.55 Penulis 
melakukan pencarian di pustaka-pustaka baik manual 
maupun digital untuk mengumpulkan data tentang filsafat 
ilmu dan materi-materi kajian ushul fikih, baik bersumber 
dari buku utama maupun buku-buku pendukung lainnya.

Pertama, penulis melakuan pencarian teoritis dasar-dasar 
kajian ontologis. Termasuk kriteria-kriteria, asumsi-
asumsi dan konsep-konsepnya. Kedua, penulis menelusuri 
definisi, konsep-konsep, sistematika dan materi-materi 
ilmu ushul fikih dengan menelaah berbagai literatur 
klasik ushul fikih secara diakronis dan sinkronis.56 Setelah 
mengumpulkan data-data pada langkah yang pertama 
dan kedua, kemudian data-data tersebut diinventarisir 
untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai 
metode analisis yang relevan.

55 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 131.

56 Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam 
ruang.  Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas 
dalam waktu. Lihat: Johan Galtung, Members of two Worlds: A 
Development Study of Three Villages in Western Sicily, (Columbia: 
Columbia University, cet. I, 1971), hlm. 21.
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d. Metode Analisis

Langkah pertama, dilakukan kajian deskriptif atas 
data-data yang ditemukan dalam buku-buku filsafat 
ilmu. Mengingat materi ontologi tidak hanya dapat 
ditemukan dalam buku-buku filsafat ilmu, namun juga 
dapat ditemukan dalam buku-buku filsafat, maka penulis 
menerapkan metode analisis intertekstualitas. Menurut 
Jacques Derrida (1930-2004 M)57 suatu teks tidak pernah 
terisolir, tetapi selalu berkaitan dengan teks-teks lain.58 
Di sisi lain dugaan adanya pengaruh pemikiran tokoh 
terdahulu terhadap yang belakangan juga menjadi alasan 
tersendiri sehingga kajian deskriptif ini perlu dianalisis 
secara intertekstualitas.59

57 Muhammad al-Fayyadl, Derrida, (Yogyakarta: LkiS, cet. I, 
2005), hlm. 2. Derrida keturunan Yahudi, lahir di el-Biar, salah 
satu wilayah Aljazair yang agak terpencil pada 13 Juli 1930, 
dan meninggal pada Sabtu dinihari, 9 Oktober 2004. Derrida 
memperoleh gelar doktor pada tahun 1980, dengan disertasi 
yang berjudul “The Time of thesis: Punctuations”. Pada tahun 
1986 ia diangkat menjadi guru besar humaniora di Universitas 
California, Ivine. Karya fundamentalnya adalah Of Grammatology, 
Writing and Differences dan Speech and Phenomena.

58 Menurut Jaques Derrida, tidak ada sesuatu yang di luar teks. Dan 
jika fenomenologi dulu asyik berbicara tentang intersubjektivitas, 
maka Derrida sekarang berbicara tentang intertekstualitas, 
karena suatu teks tidak pernah terisolir, tetapi selalu berkaitan 
dengan teks-teks lain. Lihat: K. Bertens. Filsafat Barat Abad XX; 
Jilid II Perancis, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 496.

59 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian; Paradigma Positivisme 
Objektif, Phenomenologi Interpretatif, Logika Bahasa Platonis, 
Chomsky, Hegelian dan Hermeneutik, paradigma Studi Isla, 
Matematik Recursion, Set-Theory dan Struktural Equation Modeling 
dan Mixed, Edisi Pengembangan 2011 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 
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Persoalan terminologi juga menuntut perhatian sendiri. 
Tidak jarang penulis menemukan istilah-istilah yang 
berbeda-beda baik untuk menunjuk kepada suatu 
objek yang sama, atau menunjukkan perbedaan objek. 
Misalnya untuk menyatakan pokok pembahasan ilmu 
ushul fikih al-Syāfi‘ī dan Ibn Hazm menggunakan istilah 
al-bāb; sementara al-Ghazālī lebih senang menggunakan 
istilah al-aqtāb (bentuk jamak dari al-qutb); sedangkan 
al-Rāzī lebih senang menggunakan istilah al-kalām fīhi; 
al-Syāttbī menggunakan istilah al-kitāb; dan al-Syawkānī 
menggunakan istilah maqāsid (jamak dari maqsad) untuk 
menyatakan pokok pembahasan dalam Irsyād al-Fuhūl. 
Untuk masalah ini, penulis menerapkan metode analisis 
isi (content analysis).60 Sehingga jelas bahwa aspek yang 
dikaji dari pikiran para usūliyyūn masih dalam konteks 
yang sama.

Kajian deskriptif menjadi pendahuluan bagi penelitian 
tentang ushul fikih dalam perspektif filsafat ilmu yang 
dilakukan dalam tiga rentang tahapan, yaitu identifikasi, 
verifikasi dan validitasi. Ketiga tahapan ini didedikasikan 
untuk menjawab dua permasalahan dalam buku ini 
sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Pada 

2011), hlm. 153.

60 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 
Rakesarasin, 1992), hlm. 78. Menurut Noeng Muhajir, content 
analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan 
yang terkandung dalam komunikasi atau ungkapan yang 
mencangkup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam 
komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan 
menggunakan teknik tertentu untuk membuat prediksi.
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tahap indentifikasi, dilakukan uji faksifikasi terhadap 
teori-teori filsafat ilmu pengetahuan terutama mengenai 
pembahasan ontologi.

Untuk menjawab permasalahan pertama tentang 
ontologi ushul fikih, penulis menerapkan metode analisis 
interpretif, bukan analisis interpretasi. Menurut Noeng 
Muhadjir, interpretif adalah membuat pemaknaan 
berdasarkan objek itu sendiri, sedangkan insterpretasi 
adalah membuat pemaknaan berdasarkan subjek yang 
meneliti.61 Hal ini dimungkinkan karena deskripsi 
atas karya-karya usūliyyūn dilakukan dengan metode 
intertekstualitas. Dengan demikian subjektivitas peneliti 
dapat diminimalisirkan.

Hasil indentifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan 
verifikasi (tasdīqiyyah) sebagai upaya untuk mengkritisi 
dasar kebenaran indentifikasi wilayah ontologis ushul fikih. 
Pada tahap ini, di samping melakukan analisis interpretatif, 
penulis juga melakukan analisis secara dialektis agar 
dinamika ontologis dalam berbagai karya ushul fikih dapat 
dipaparkan secara relatif eksplisit dan komprehensif. 
Dengan metode analisis seperti ini penulis berusaha 
melihat adanya pengembangan kajian yang dilakukan 
oleh usūliyyūn yang sifatnya saling menambahkan atau 
menyempurnakan. Perlu juga ditegaskan bahwa penulis 
tidak menggunakan metode analisis komparatif, sebab 

61 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu; Kualitatif dan Kuantitatif Untuk 
Pengembangan Ilmu dan Penelitian, edisi III revisi, (Yogyakarta: 
Rake Sarasin, 2006), hlm. 32.
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kajian ini tidak bertujuan untuk mencari persamaan dan 
perbedaan dari pemikiran-pemikiran antara usūliyyūn.

Berpijak pada hasil identifikasi dan verifikasi, penulis 
sampai pada tahap akhir, yaitu validitas wilayah ontologis 
ilmu ushul fikih. Untuk mengujinya penulis menerapkan 
metode kebenaran integratif. kemudian dilakukan proses 
penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi 
agar kebenarannya teruji. Proses reduksi, diskripsi, dan 
penyimpulan dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, 
terus-menerus agar penelitian ini mendapatkan hasil yang 
akurat.62 Setelah itu, barulah disusun sebuah teks naratif 
kedua, yang berupa laporan akhir penelitian ini.  

e. Langkah Penelitian

Penelitian ini bermaksud memberikan sumbangan 
kepada pemikiran agar ilmu ushul fikih menjadi suatu 
disiplin ilmu modern yang mendapatkan ukuran-ukuran 
keilmuan modern melalui filsafat ilmu. Maka penelitian 
ini dimulai dari metode pemaparan konsep-konsep, teori-
teori dan asumsi-asumsi ilmu pengetahuan sebagaimana 
yang dijelaskan dalam filsafat ilmu. Selanjutnya hasil 
yang diperoleh dari analisa data yang didasarkan kepada 
metode yang disebutkan di atas, penulis tuangkan ke 
dalam bentuk tulisan baik narasi maupun deskripsi.

62 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 
Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20.
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Dari langkah di atas penulis merumuskan hipotesa bahwa 
ranah ontologis ilmu ushul fikih ialah artikulasi dasar-
dasar fundamental (al-wa‘y al-wusūlī); artikulasi teoritis 
(al-wa‘y al-nazarī); dan (al-wa‘y al-‘amalī). Hipotesa ini 
berangkat dari asumsi bahwa ilmu ushul fikih memiliki 
dua ontologi klasik yang memuat di dalamnya meteri-
materi ushul fikih. Kedua ontologi klasik itu adalah 
ontologi bayānī (linguistik) yang diletakkan oleh al-Syāfi‘ī 
di dalam al-Risālah-nya dan ontologi pohon (al-asyjār)63 
yang dirumuskan al-Ghazālī dalam al-Mustasfā fī ‘Ilm al-
Ushūl. Jika terbukti bahwa ilmu ushul fikih memiliki dua 
ontologi klasik yang disebut di atas maka hipotesa penulis 
mengenai kajian ontologis ushul fikih benar, karena 
ontologi artikulasi (al-wa‘y) yang penulis ajukan bersifat 
reontologis dari dua ontologi klasik sebelumnya, baru 
dari alur berpikir seperti ini lah tidak ada halangan bagi 
penulis untuk menginstal ontologi artikulasi bagi ushul 
fikih dengan harapan ontologi ini mampu menampung 
teori-teori baru yang berkembang dalam ushul fikih. 
Sehingga teori-teori baru itu tidak lagi menjadi “anak tiri” 
dalam sistematika objek kajian ushul fikih.

63 Al-Ghazālī mengatakan bahwa ontologi ushul fikih itu adalah 
dalil-dalil syariat universal (al-adillah al-syar‘iyyah al-kulliyyah) 
yang terdiri dari tsamrah (hukum syariat); mustmir (dalil-dalil 
syariat); turuq al-ististmār (metode penggalian hukum; dan 
mustastsmir (ijtihad). Penamaan ontologi ini sebagai ontologi 
pohon (al-asyjār) merupakan pinjaman istilah dari Hasan Hanafī 
dalam berbagai karyanya tentang ushul fikih yang menamakan 
ontologi al-Ghazālī sebagai ontologi pohon. Lihat: Hasan Hanafī, 
Min al-Nas..., jilid. I dan II, hlm. 110 dan 16; Hasan Hanafī, 
Dirāsah Islāmiyyah..., jilid. I, hlm. 232.
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G. Sistematika Pembahasan

Sebagai konsekuensi dari penggunaan filsafat ilmu sebagai 
alat analisa, sistematisasi penulisan bab-bab dalam buku 
ini akan menggunakan sistematisasi instrumentatif dan 
bukan substantif.64 Yang dimaksud dengan sistematisasi 
instrumentatif adalah seperti model baku matematik 
kuantitaf. Bab satu: pendahuluan yang berisi identifikasi 
masalah sampai tujuan penelitian. Bab dua membahas 
mengenai kajian teori. Bab tiga membahas mengenai 
data-data yang akan dianalisa. Bab empat membuat 
analisis terhadap hasil penelitian serta merumuskan dan 
mensistemasikan temuan-temuan dari data yang telah 
dianalisa. Dan terakhir bab lima terdiri dari kesimpulan, 
saran, dan rekomendasi.65Penulis mendeskripsikan hasil 
penelitian ini dalam bentuk laporan hasil penelitian yang 
dibagi dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab 
pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai latar 
belakang masalah sebagai penjelasan tentang alasan 
pemilihan masalah penelitian, dan mengapa penelitian 
ini perlu dilakukan. Lalu dilanjutkan dengan rumusan 
masalah yang hendak dijawab dalam penelitian. Berikutnya 
maksud dan tujuan penelitian menjelaskan signifikasi 

64 Yang dimaksud dengan sistematisasi substantif ialah sistema-
tisasi yang bersifat generatif, artinya data langsung dianalisis 
dan disimpulkan, diteruskan dengan data berikut dianalisis 
dan disimpulkan, diteruskan dengan data berikut dianalisis 
bersama kesimpulan pertama, lalu dibuat kesimpulan kedua. 
Dalam analisis selalu dikaji dengan teori-teori yang relevan. 
Dan akhirnya pada setiap tema kajian, perlu dibuat kesimpulan 
generatif. Lihat: Noeng Muhadjir, Metode Penelitian..., hlm. 474.

65 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian..., hlm. 474.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

43
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

penelitian ini dan konstribusinya bagi kajian keislamaan 
(islamic studies/ dirāsĀt islamiyyah), khususnya dalam hal 
pengembangan keilmuan ushul fikih. Bab satu juga berisi 
telaah kepustakaan yang memperlihatkan posisi kajian 
ini dalam khazanah keilmuan Islam. Adapun kerangka 
pemikiran konseptual dan landasan teoritis diperlukan 
untuk membantu pemecahan masalah, mengidentifikasi 
masalah, dan memperlihatkan ukuran atau kriteria yang 
dijadikan dasar untuk membuktikan temuan-temuan 
penelitian. Selanjutnya untuk memudahkan evaluasi 
terhadap hasil penelitian, metode penelitian yang 
diterapkan dalam buku ini, dijelaskan secara eksplisit, 
lalu bab ini ditutup dengan penjelasan sistematika 
pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan tentang ontologi sebagai dasar 
teoritis yang di dalamnya terdiri dari pembahasan: Pertama,  
Pemataan ranah teoritis yang di dalamnya terdiri dari tiga 
pembahasan, yaitu: (1) Filsafat ilmu; (2) Teori ontologi; 
dan (3) Aliran-aliran pemikiran dalam ontologi. Kedua, 
sarana pementaan ontologi, yang pembahasannya terdiri 
dari (1) Asumsi-asumsi; (2) Definisi; dan (3) Kategori.

Bab ketiga berbicara mengenai ontologi ushul fikih 
klasik. Kemudian bab ini juga melakukan refleksi filosofis 
terhadap ilmu ushul fikih. Kemudian dilanjutkan dengan 
pelacakan ranah ontologi ushul fikih dengan membedah 
setiap data-data dari definisi yang ada di dalam kitab-kitab 
ushul fikih dan melacak sistematika kajian ushul fikih 
yang merupakan turunan dari konsepsi-konsepsi yang 
terkandung dalam definisi.
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Bab keempat membahas mengenai ontologi ushul fikih 
modern yang pembahasannya terdiri dari analisa filsafat 
ilmu terhadap data-data yang terdapat dalam bab tiga. 
Kemudian dilanjutkan dengan mensistematisasi temuan-
temuan yang terdapat di dalam bab sebelumnya ke dalam 
tiga bentuk artukulasi, yaitu: (1) artikulasi dasar-dasar 
fundamental; (2) artikulasi eidetis; dan (3) artikulasi 
norma-norma praktis. 

Bab terakhir, yaitu bab lima, menjadi penutup dari 
keseluruhan kajian buku ini. Bagian ini berisi kesimpulan 
umum dari keseluruhan kajian dan jawaban atas pertanyaan 
yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Penulis 
tidak memaksudkan bab lima ini sebagai ringkasan dari 
keseluruhan materi tulisan. Pada bab ini juga dikemukakan 
beberapa saran bagi kelanjutan penelitian. Diharapkan 
adanya kajian lanjutan, baik yang memperkuat temuan-
temuan dalam kajian ini, maupun kritik konstruktif yang 
memperbaiki temuan-temuan dalam buku ini.
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Bab II

FILSAFAT ILMU 
DALAM 
USHUL FIKIH

 Filsafat1 dan

1 Kata filsafat merupakan terjemahan dari kata 
philosophy dalam bahasa Inggris. Adapun 
istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu 
philosophia, yang terdiri dari dua suku kata, kata 
philos (cinta) atau philia (persahabatan, tertarik 
kepada) dan kata sophos (hikmah, kebijaksanaan, 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis 
dan intelengisia). Jadi, secara etimologis filasafat 
berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (love 
of wisdom). Orangnya disebut filosof yang dalam 
bahasa Arab diterjemahkan menjadi failasūf. 
Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat 
berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa dengan 
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wazan fa‘ala, fa‘lalah, fi‘lāl. Dengan demikian, menurut Harun 
Nasution, kata benda dari falsafa seharusnya falsafah atau filsaf. 
Masih menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak terpakai 
kata filsafat, padahal kata tersebut bukan berasal dari kata Arab 
falsafah dan juga bukan dari kata Inggris philosophy. Harun 
Nasution mempertanyakan apakah kata fil berasal dari kata 
Inggris dan safah terambil dari kata Arab, sehingga terjadilah 
gabungan keduanya, yang pada akhirnya memproduksi kata 
“filsafat”.  Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat 
berasal dari bahasa Arab, karena orang Arab lebih dulu datang 
dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia dari pada 
bahasa Inggris. Oleh karena itu, Harun Nasution dalam berbagai 
karyanya konsisten menggunakan kata “falsafat”, bukan filsafat. 
Karya-karya mengenai filsafat ditulis dengan “falsafat”, seperti 
Falsafat Agama dan Falsafat dan Mistisisme dalam Islam. Kendati 
istilah untuk filsafat yang lebih tepat adalah “falsafat” yang 
berasal dari bahasa Arab, tetapi kata “filsafat” juga dapat diterima 
dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagian kata Arab yang telah 
menjadi serapan dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan 
dalam huruf vokalnya, seperti “masjid” menjadi “mesjid” dan 
“karāmah” menjadi “keramat”. Oleh karena itu, perubahan huruf 
“a” menjadi “i” dalam kata “falsafah” dapat ditolelir. Apalagi 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan 
pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan 
dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal 
dan hukumnya. Adapun beberapa pengetian pokok mengenai 
filsafat yang dapat penulis rangkum di sini adalah: (1) Upaya 
spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik 
serta lengkap mengenai seluruh realitas; (2) Upaya untuk 
melukiskan hakikat realitas akhir yang bersifat mendasar dan 
nyata. (3) Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan 
pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya dan 
penilainya. (3) Penyelidikan kritis atas pengadaian-pengadaian 
dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang 
pengetahuan. (5) Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu 
manusia melihat apa yang dikatakan dan untuk mengatakan apa 
yang dilihat. Lihat: Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: 
Logos, 1997), hlm. 7; Harun Nasution, Falsafat Agama, (Jakarta: 
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ilmu2 merupakan dua kata yang saling terkait, baik secara 
substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak 
lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya perkembangan ilmu 
memperkuat keberadaan filsafat. Filsafat telah berhasil 
mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat 
manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. 
Awalnya bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lain di 

Bulan Bintang, cet. III, 1979), hlm. 9; Lorens Bagus, Kamus 
Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 242.

2 berasal dari bahasa Arab: ‘alima, ya‘lamu, ‘ilman, dengan wazān: 
fa‘ila, yaf ‘alu, yang berarti: mengerti, memahami secara benar-
benar sebagaimana adanya (ma‘rifah ma‘lum ‘alā mā kāna ‘alaihi). 
Jadi pengertian ilmu yang terdapat dalam kamus bahasa 
Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang 
disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, 
yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu 
di bidang pengetahuan itu. Mulyadhi Kartanegara mengatakan 
bahwa ilmu adalah any organized knowledge (segala pengetahuan 
yang terorganisir). Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab 
mengalami sedikit kebingungan tatkala menghadapi kata “ilmu”. 
Dalam bahasa Arab kata al-‘ilm (ilmu) berarti pengetahuan  
(knowledge), sedangkan kata ilmu dalam bahasa Indonesia 
biasanya merupakan terjemahan science (sains). Ilmu dalam arti 
science itu hanya sebagian dari al-‘ilm dalam bahasa Arab. Oleh 
karena itu kata science seharusnya diterjemahkan menjadi sains 
saja, agar orang yang mengerti bahasa Arab tidak dibigungkan 
dalam membedakan kata ilmu yang bermakna sains (science) 
dengan kata ilmu yang bermakna pengetahuan (knowledge). 
Lihat: Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistimologi 
dan Aksiologi Pengetahuan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
cet. II, 2006), hlm. 3; Al-Bazdawī, Kanz al-Wusūl ilā Ma‘rifah 
al-Usūl, (Karachi: Matba‘ah Jāwid Barīs, cet. I, 1997), hlm. 12; 
Wihadi Admojo, et.al., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, cet. I, 1998), hlm. 324; Jujun S. Suriasumantri, Filsafat 
Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
cet. I, 1998), hlm. 324.
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dunia ini beranggapan bahwa semua kejadian di alam 
semesta ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya para 
dewa harus dihormati dan sekaligus ditakuti dan terakhir 
untuk disembah. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu 
tergantung pada dewa ini diubah menjadi pola pikir yang 
tergantung kepada penalaran manusia. Kejadian alam, 
seperti gerhana tidak lagi dianggap sebagai kegiatan 
para dewa yang sedang tertidur, tetapi lebih merupakan 
kejadian alam yang disebabkan oleh matahari, bulan dan 
bumi berada pada garis yang sejajar, sehingga bayang-
bayang bulan menimpa sebagian permukaan bumi.

Perubahan pola pikir ini membawa implikasi yang 
sangat besar. Alam dengan segala gejalanya yang selama 
ini ditakuti kemudian malah didekati dan bahkan 
dieksploitasi (taskhīr). Perubahan yang mendasar adalah 
ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah 
yang menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi, baik 
di alam semesta (makro kosmos) maupun alam manusia 
(mikro kosmos). Dari penelitian alam semesta inilah yang 
dikemudian hari memunculkan ilmu-ilmu kealamanan, 
seperti ilmu astronomi, kosmologi, fisika, kimia dan 
seterusnya. Sedangkan dari penelitian terhadap pola laku 
manusia juga memunculkan ilmu-ilmu sosial-humaniora, 
seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu bahasa dan 
seterunya. Ilmu-ilmu tersebut kemudian menjadi lebih 
kongkrit lagi bentuknya dalam format yang lebih spesifik 
dan aplikatif sehingga terasa betul manfaatnya bagi 
kehidupan manusia.
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Pada perkembangan selanjutnya, ilmu terbagi dalam 
beberapa disiplin, yang membutuhkan pendekatan, sifat, 
objek, tujuan dan ukuran yang berbeda antara disiplin 
ilmu yang satu dengan yang lainnya. Pada gilirannya, 
cabang ilmu semakin subur dengan segala variasinya. 
Namun, tidak dapat juga dipungkiri bahwa ilmu yang 
semakin aplikatif itu semakin menambah sekat-sekat 
antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. 
Tidak hanya sekadar sekat-sekat antar disiplin ilmu dan 
arogansi ilmu, tetapi yang terjadi adalah terpisahnya ilmu 
itu dengan nilai luhur ilmu, yaitu untuk menyejahterakan 
manusia. Bahkan bukanlah suatu hal yang mustahil, ilmu 
dapat menjadi bencana bagi eksistensi manusia, seperti 
pemanasan global dan dehumanisasi yang sekarang ini 
marak terjadi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa satu sisi ilmu 
berkembang begitu pesatnya, tetapi di sisi yang lain muncul 
kekhawatiran yang sangat besar terhadap perkembangan 
ilmu itu. Hal ini disebabkan tidak adanya seorang pun atau 
lembaga apa pun yang memiliki otoritas dan wewenang 
untuk menghambat implikasi negatif dari ilmu. John 
Naisbitt mengatakan, era informasi menimbulkan 
gejala mabuk teknologi, yang ditandai dengan beberapa 
indikator, yaitu: (1) Masyarakat lebih menyukai 
penyelesaian masalah secara kilat dan instan, dari mulai 
permasalahan agama sampai permasalahan kesehatan 
dan gizi; (2) Masyarakat takut dan sekaligus memuja 
teknologi; (3) Masyarakat mengaburkan perbedaan antara 
yang nyata dan yang semu; (4) masyarakat menerima 
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kekerasan sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar; (5) 
masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan; 
dan (6) Masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak 
dan terenggut.3

Dalam konteks ini, ilmu dan teknologi telah kehilangan 
ruhnya yang fundamental. Karena ilmu kemudian 
mengeliminir peran manusia dan bahkan manusia tanpa 
sadar menjadi budak ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, 
filsafat ilmu berusaha mengembalikan ruh dan tujuan 
luhur ilmu agar tidak menjadi bumerang bagi kehidupan 
manusia. Di samping itu, salah satu tujuan filsafat ilmu 
adalah untuk mempertegas bahwa ilmu dan teknologi 
adalah instrumen bukan tujuan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pandangan 
yang komprehensif tentang ilmu dan nilai-nilai yang 
berkembang di tengah masyarakat. Dalam masyarakat 
religius, ilmu adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
nilai-nilai ketuhanan. Karena sumber ilmu yang hakiki 
adalah Allah. Manusia hanya menemukan sumber itu dan 
kemudian merekayasanya untuk dijadikan instrumen 
dalam kehidupan. Manusia adalah ciptaan Allah yang 
paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk 
yang lain. Hal ini dikarenakan manusia dianugerahkan oleh 
Allah daya berpikir, daya berpikir inilah yang menjadikan 
manusia memiliki kemampuan mengolah pengetahuan 
yang bersumber dari Allah, untuk kemudian dibuatkan 

3 John Naisbitt, et. All., High Tech High Touch, terj. Nunung 
Suhardja, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2002), hlm. 23-24.
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postulat-postulat ilmiah dan disusun secara sistematis 
dan kait-berkaitan. Pada waktu yang bersamaan, daya 
pikir tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
keberadaan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan 
Allah, sehingga manusia tidak hanya bertanggungjawab 
kepada sesama manusia, tetapi juga bertanggungjawab 
kepada Allah yang telah menciptakannya.

Namun, di sini juga perlu diperhatikan bahwa ikatan 
agama yang terlalu kaku, stagnan dan kosntan kadangkala 
dapat menghambat perkembangan ilmu. Oleh karena itu, 
dibutuhkan kejelian dan kecerdasan dalam mengamati 
sisi kebebasan dalam ilmu dan sistem nilai dalam agama 
agar keduanya dapat bersinergi dan tidak saling bertolak 
belakang. Di sinilah diperlukan suatu rumusan yang 
jelas tentang ilmu dan agama secara filosofis, akademik 
dan ilmiah. Kajian filosofis, akademik dan ilmiah secara 
timbal balik antara ilmu dan agama menjadikan ilmu tidak 
terlepas dari nilai-nilai agama, begitu juga sebaliknya 
agama tidak akan bersifat statis, konstan, dogmatis dan 
kaku.

A. Pemetaan Ranah Teoritis

a. Filsafat Ilmu

Dahulu orang lebih mudah dalam memberikan definisi 
mengenai ilmu dari pada sekarang. Dahulu ilmu 
merupakan salah satu bagian dari filsafat. Definisi tentang 
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ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Lama-
kelamaan ilmu memperoleh posisi yang lebih bebas 
sampai akhirnya mandiri dari filsafat. Definisi mengenai 
keilmuan sekarang ini tidak lagi dirumuskan berdasarkan 
sifat ilmu yang ditinjau dari segi filsafat, melainkan 
berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh ilmu tersebut 
dengan mengacu kepada metodologinya masing-masing. 
Pokok definisi semacam itu ialah masalah pembatasan 
(hadd) atau demarkasi ilmu. Tetapi pembatasan semacam 
ini mengakibatkan definisi mengenai ilmu menjadi sebuah 
masalah. Secara singkat faktor-faktor yang berpotensi 
menimbulkan masalah itu dapat disebutkan sebagai 
berikut.

Peranan ilmu-ilmu semakin lama semakin besar 
sehingga semakin ikut menentukan kehidupan sehari-
hari perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu, 
definisi mengenai apakah ilmu itu sebenarnya makin sukar 
dirumuskan. Inilah masalah pertama yang muncul dalam 
filsafat ilmu, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan baru: apakah ilmu sebagai ilmu atau hanya 
ahli ilmu yang bertanggungjawab? Bagaimana hubungan 
antara ilmu dan etika? Masalah berikutnya yang timbul 
ketika istilah ilmu makin meluas, tidak hanya mencangkup 
ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam, melainkan 
juga meliputi ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu sosial 
humaniora dan juga ilmu-ilmu agama. Apakah semua 
ilmu dapat dimasukkan ke dalam satu wadah metodologi? 
Masalah terakhir yang mungkin juga muncul karena ilmu-
ilmu mengalami perkembangan yang makin pesat. Apakah 
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perkembangan itu lurus atau berliku-liku? Bagaimana 
hubungan antara petunjuk-petunjuk metodologis dan 
pembaharuan-pembaharuan kreatif?

Renungan mengenai apakah ilmu itu, setua ilmu itu 
sendiri. Filsafat ilmu mencangkup dua kecondongan 
utama. Pertama dapat disebut dengan tendensi metafisik. 
Haluan ini menyelidiki dasar-dasar ilmu. Apabila ilmu 
ukur mempergunakan istilah ruang, apakah ruang itu 
merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh ada sebagai 
ruang mutlak atau hanya skematisasi yang dipaksakan 
pada gejala-gejala oleh pengamatan manusia? Bagaimana 
peranan hukum sebab-akibat dalam realitas alam? 
Apakah gejala historis dapat ditampilkan dalam suatu 
ilmu berdasarkan alasan-alasan objektif? Bagaimana 
sifat pengetahuan yang mendasari ilmu? Pertanyaan-
pertanyaan ini dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan 
lain lagi sangat berperan pada banyak pemikir sepanjang 
abad, seperti Aristoteles, Collingwood, Newton, Kant, 
Descartes dan juga Russell. Tendensi ini disebut metafisik 
karena mengatasi bahasa “fisik”. Fisik dalam arti apa yang 
berasal dari metode-metode telaah empiris ilmu tertentu 
(fisika, biologi, dan ilmu sejarah). Keuntungan haluan ini 
ialah bahwa ilmu ditempatkan di dalam suatu kerangka 
yang lebih luas. Bukankah ilmu yang terisolasi merupakan 
sebuah abstraksi? Kerugian akibat haluan ini ialah bahwa 
ilmu memasuki suatu kancah diskusi yang tidak dapat 
dikendalikan bahkan diraihnya pun tidak.4

4 Ali Mudhafar, Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet. 
I, 1996), hlm. 22.
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Kecondongan kedua, dapat disebut dengan kecondongan 
metodologik. Ilmu disepadani terhadap apa yang terletak 
di luar pagar, dan yang di luar pagar dikecualikan dari 
analisis tentang struktur ilmu pengetahuan. Sebagai 
pengganti, dicari kriteria-kriteria intern yang terdapat 
pada cara kerja dan susunan ilmu, pertanyaan-pertanyaan 
akan data relevan dan konstruksi dari argumentasi-
argumentasi yang sahih menjadi pusat perhatian. Apakah 
itu verifikasi (tasdīq) dan apakah itu falsifikasi? Peran 
apa yang dipegang oleh sebuah hipotesis? Terdapatkah 
cara penalaran induktif (istiqrā’) di samping cara deduktif 
(istinbāt)? Walaupun haluan ini lebih menonjol di zaman 
modern, namun sebenarnya haluan ini sudah lama 
berkembang sejak dulu. Tidak hanya pada Carnap tetapi 
juga pada Chrysippus, tidah hanya pada Stegmuller tetapi 
juga pada Francis Bacon, tidak hanya pada Popper tapi 
juga terdapat dalam salah satu karya Rene Descartes yang 
berjudul Regulae. Keuntungan haluan ini ialah bahwa ilmu 
dibatasi secara sistematik dan dijadikan kancah tempat 
hasil-hasil penyelidikan dibenarkan secara menyakinkan.5 
Kerugiannya ialah bahwa ilmu terlalu dilindungi terhadap 
denyut pembaharuan sebagaimana yang terjadi dengan 
ilmu ushul fikih klasik.

Setelah filsafat, ilmu dan pengetahuan ini dipahami dengan 
baik, maka di sini dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu 
merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar 
ilmu, sehingga filsafat ilmu bertujuan menjawab beberapa 

5 Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat, (Jakarta: PT Bina Aksara, 
cet. II, 1988), hlm. 56.
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persoalan berikut:

1. Pertanyaan landasan ontologis yang meliputi: Objek 
apa yang ditelaah? Bagaimana wujud yang hakiki 
dari objek tersebut? Bagaimana korelasi antara objek 
tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, 
merasa, dan mengindera) yang menghasilkan ilmu? 
Landasan ontologis ini merupakan landasan untuk 
mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-
bidangnya.

2. Pertanyaan landasan epistimologis yang meliputi: 
Bagaimana proses pengetahuan yang masih berserakan 
dan tidak teratur itu menjadi ilmu? Bagaimana 
prosedur dan mekanismenya? Hal-hal apa yang harus 
diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan 
yang benar? Apa yang disebut dengan kebenaran itu 
sendiri? Apakah kriterianya? Bagaimana cara, teknik, 
sarana yang membantu kita dalam mendapatkan 
pengetahuan yang berupa ilmu?

3. Pertanyaan landasan aksiologis yang meliputi: Untuk 
apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? 
Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut 
dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan 
objek dan metode yang ditelaah berdasarkan pilihan-
pilihan moral? Bagaimana korelasi antara teknik 
prosedural yang merupakan operasionalisasi metode 
ilmiah dengan norma-norma moral?6

6 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 33.
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Namun karena penelitian dalam buku ini dibatasi hanya 
untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang berada 
dalam ranah ontologis saja, maka pembahasan mengenai 
epistemologis dan aksiologis tidak akan dibahas di sini. 

b. Teori Ontologi 

Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu 
berusaha untuk menjawab “apa” yang menurut Aristoteles 
merupakan the first philosophy yaitu ilmu mengenai esensi 
benda. Ontologi sendiri telah mengalami perkembangan 
evolutif yang berangkat dari pemikiran-pemikiran 
elementer di sekitar “yang ada” (mawjūd) dan “yang tiada” 
(ma‘dūm), esensi (jawhār) dan eksistensi (māhiyyah), yang 
eternal (abadi) dan yang baharu (hadast), hingga memuat 
diskursus filosofis, yaitu yang niscaya (wujūb), yang 
mungkin (imkān) dan mustahil (istihālah) yang satu dan 
yang banyak, ‘illah (reasioning) dan ma‘lūl (unreasioning). 
Ontologi memperluas diskursus tentang aksidensi (‘ard) 
dan substansi (jawhār) sehingga kedua diskursus ini 
menjadi lebih dari separuh dari seluruh ilmu pengetahuan. 
Ini adalah sesuatu yang menunjukkan urgensi objek yang 
diketahui bagi ilmu pengetahuan dan kemungkinan 
mentransformasikan “teologi” menuju “ontologi”.

Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani “on (being), 
dan logos (logic). Jadi ontologi adalah the theory of being 
qua being (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan).7 

7 James K. Feibleman, Ontologi dala Dagobert D. Runes (ed), 
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Louis O. Kattsof dalam Elemets of Philosophy mengatakan, 
ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan 
bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah 
pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang 
menjadi ultimate subtance yang mengeluarkan semua 
benda. Jadi menurutnya, semua benda hanya satu saja, 
yaitu air.8

Noeng Muhadjir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, 
ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat 
oleh perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang 
yang ada yang bersifat universal, menampilkan pemikiran 
semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang 
termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan 
Lorens Bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua 
realitas dalam semua bentuknya.9 Sedangkan Jujun S. 
Suriasumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif 
mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita 
ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan 
perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang 
“ada”.10

Dictinary Philoshophy, (Totowa New Jersey: Little Adam and Co., 
1976), hlm. 219. 

8 Louis O Katsoff, Element of Philosophy, (New York: The Roland 
Press Company, 1953), hlm 178.

9 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, Positivisme, Post Positivisme dan 
Post Modernisme, edisi. II, (Yogyakarta: Rekesarin, cet. I, 2001), 
hlm. 57.

10 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif; Sebuah Kumpulan 
Karangan Tentang Hakekat Ilmu, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, cet. I, 2001),hlm. 5.
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Sementara itu A. Dardiri dalam bukunya Humaniora, 
Filsafat dan Logika mengatakan bahwa ontologi merupakan 
penyelidikan sifat dasar dari apa yang nyata secara 
fundamental dan cara yang berbeda, di mana entitas dari 
kategori-kategori yang logis dan berlainan (objek-objek 
fisik, hal universal, abstraksi) dapat dikatakan ada. Dalam 
kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori 
mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan 
dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi 
dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada.11

Sidi Gazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat 
mengatakan, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan 
terakhir dari kenyataan. Oleh karena itu ia disebut sebagai 
ilmu hakikat yang bergantung kepada pengetahuan. Dalam 
agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan.12

Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan 
bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang 
ada ini? Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua 
macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa 
materi (kebenaran) dan yang kedua,  kenyataan yang 
berupa rohani (kejiwaan).

Terma ontologi pertama sekali dikenalkan oleh Rudolf 

11 A. Dardiri, Humaniora, Filsafat dan Logika, edisi. I, (Jakarta: 
Rajawali, cet. I, 1986), hlm. 17.

12 Sidi Gazalba, Sitematika Filsafat: Pengantar Kepada Teori 
Pengetahuan, Buku II, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1973), hlm. 
106.
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Goclenius pada tahun 1636 M. Untuk menamai teori 
tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam 
perkembangannya Christian Wolff (1679-1754 M) 
membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum 
dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan 
sebagai istilah lain dari ontologi.13 Dengan demikian, 
metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat 
yang membicarakan prinsip yang paling mendasar atau 
paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Kemudian 
prinsip yang paling mendasar atau paling dalam ini jika 
dikaitkan dengan hakikat suatu ilmu akan mendiskusikan 
permasalahan-permasalahan seperti “objek apa yang 
ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek 
tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan 
daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan 
mengindera) yang membuahkan pengetahuan?14

c. Aliran-Aliran Pemikiran dalam Ontologi

Di dalam pemahaman ontologi, dapat ditemukan 
pandangan-pandangan pokok pemikiran yang di antaranya 
sebagai berikut:

Monoisme

Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari 

13 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu..., hlm. 134.

14 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 33.
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seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin 
dua. Hakikat dalam pemahaman kelompok ini hanya 
memiliki satu sumber saja yang asal, baik yang asal berupa 
materi ataupun rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-
masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya 
merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan 
perkembangan yang lainnya. Istilah monoisme ini oleh 
Thomas Davidson disebut dengan block universe.15 Paham 
ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran.

Pertama, aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa 
sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Aliran 
ini sering juga disebut dengan naturalisme.16 Menurutnya 
bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya 
fakta.17 Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau 
ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri 
sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat 

15 Paul Edwards, (ed), The Encyclopedia of Philosophy, (New York: 
Mac Millan Publishing Co., ed. II, 1972), hlm. 542.

16 Sebenarnya terdapat sedikit perbedaan antara materialisme 
dengan naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja 
yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksudkan 
dengan alam di sini ialah segala-galanya, meliputi benda dan ruh. 
Jadi benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang 
satu. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian 
dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam 
aliran naturalisme. Lihat: Louis O. Kattsofd, Elemen of Philosophy, 
terj. Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, cet. VII, 1996), hlm. 216; Hasbullah Bakry, Sistematika 
Filsafat, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 52. 

17 Sunarto, Pemikiran Tentang Kefilsafatan Indonesia, (Yogyakarta: 
Andi Offset, 1983), hlm. 70.
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saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara 
tertentu.

Dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan 
teori atomisme. Menurut teori ini, semua materi tersusun 
dari sejumlah bahan yang disebut dengan unsur. Unsur-
unsur itu bersifat tetap, tak dapat dirusakkan. Bagian-
bagian yang terkecil dari unsur itulah yang dinamakan 
atom-atom. Atom dari unsur sama rupanya dengan unsur-
unsur itu sendiri. Namun terdapat perbedaan pada berat 
dan besarnya. Mereka bisa bersatu menjadi molekul 
yang terkecil dari atom-atom itu. Selanjutnya atom-atom 
dengan kesatuan molekul-molekul itu bergerak terus 
menuruti undang-undang tertentu.18 Jadi, materialisme 
menganggap bahwa kenyataan ini merupakan suatu 
mekanis seperti suatu mesin yang besar.

Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu 
Thales (624-546 SM). Ia berpendapat bahwa unsur 
asal adalah air, karena pentingya air bagi kehidupan.19 
Anaximander (585-528 SM) berpendapat bahwa udara 
merupakan sumber dari segala kehidupan.20 Demokritos 
(460-370 SM) berpendapat bahwa hakikat alam ini 
merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak 
dapat dihitung dan sangat halus. Atom-atom inilah yang 

18 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 53.

19 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Akal dan Hati Sejak Thales Sampai 
capra, (Bandung: Remaja Rosda Kaya, 2002), hlm. 29.

20 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 29.
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merupakan asal kejadian alam.21

Kedua, aliran idealisme. Idealisme diambil dari kata “idea”, 
yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan 
bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua 
berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yang 
merupakan sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati 
ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari pada 
penjelmaan ruhani.22 Oleh sebab itulah aliran ini juga 
dinamakan dengan spiritualisme.

Adapun argumen yang diajukan oleh aliran ini untuk 
menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit 
atau sejenisnya adalah (1) nilai ruh lebih tinggi dari pada 
badan, dan juga lebih tinggi nilainya dari materi. Ruh 
itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya. Sehingga 
materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan 
saja. (2) manusia lebih dapat memahami dirinya dari pada 
dunia luar dirinya. Dan (3) materi ialah kumpulan energi 
yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi 
itu saja.23

Pada perkembangan awalnya, aliran ini dapat ditemui 
pada ajaran Plato (428-348 SM) dengan teori idenya. 
Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam semesta, 

21 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 64.

22 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 56; Sunoto, Dkk, 
Pemikiran Tentang Kefilsafatan Indonesia, (Yogyakarta: Andi 
offset, 1983), hlm. 70.

23 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 30.
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mesti memiliki ide, yaitu konsep universal dari setiap 
sesuatu.24 Alam nyata yang menepati ruang ini hanyalah 
berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi idelah yang 
menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu.25 
Sedangkan Aristoteles (384-322 SM) memberikan sifat 
keruhanian dengan ajarannya yang mengambarkan alam 
ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-
benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari 
dalam benda itu.26

Pada filsafat modern, pandangan ini mulai kelihatan pada 
George Barkeley (1685-1753 M) yang menyatakan objek-
objek fisik adalah ide-ide. Kemudian Immanuel Kant 
(1724-1804 M), Fichte (1762-1814 M), Hegel (1770-1831 
M), dan Schelling (1775-1854 M).27

Dualisme

Setelah dipahami bahwa hakikat itu satu (monoisme) 
baik materi ataupun ruhani, ada juga pandangan yang 
mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut 
dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dua 

24 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
cet. I, 1997), hlm. 169.

25 Harun Nasution, Filsafat Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 
hlm. 53.

26 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 57.

27 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 144-172.
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macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat 
materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 
Materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari 
benda, keduanya merupakan sama-sama berkedudukan 
sebagai hakikat. Kedua jenis hakikat ini masing-masing 
bebas dan berdiri sendiri, sama-sama bersifat azali dan 
abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan 
dalam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja 
sama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia.28

Tokoh paham ini adalah Rene Descartes (1596-1650 
M) yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia 
menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia 
kesadaran (ruhani) dan dunia ruang (kebendaan). Hal 
ini terekam di dalam bukunya yang berjudul Discours de 
la Method (1637 M) dan Meditations de Prima Philosophia 
(1641). Dalam kedua bukunya ini pula ia menuangkan 
metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes (metode 
keraguan Descartes/Cartesian Doubt). Di samping 
Descartes, terdapat pula Benedictus de Spinoza (1632-
1677 M) dan Gitifried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716 
M) yang juga sering dianggap sebagai pioner aliran ini.

Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat 
diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang 
dapat diindera, objek yang sebenarnya tidak mungkin 
diragukan. Ia bahkan meragukan badannya sendiri. 
Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman 

28 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: 
Kanisius, cet. XVIII, 2002), hlm. 18.
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mimpi, halusinasi, ilusi dan juga pada pengalaman 
dengan ruh halus sebenarnya terdapat sesuatu yang 
tidak jelas. Pada keempat keadaan tersebut seseorang 
dapat mengalami sesuatu seolah-olah dalam keadaan 
yang sebenarnya. Di dalam mimpi seolah-olah seseorang 
mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi persis 
seperti dalam keadaan nyata, begitu pula halnya dalam 
keadaan halusinasi, ilusi dan kenyataan gaib. Akibatnya, ia 
menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat diragukan, 
yaitu saya sedang ragu. Boleh saja badan saya ini saya 
ragukan adanya, hanya bayangan misalnya, atau hanya 
seperti dalam mimpi, tetapi mengenai saya sedang ragu 
benar-benar tidak dapat diragukan adanya.29

Aku yang sedang ragu ini disebabkan oleh aku berpikir. 
Kalau begitu aku berpikir pasti ada dan benar. Jika 
berpikir ada, berarti aku ada sebab yang berpikir itu 
aku. Cogito ergo sum, aku berpikir jika aku ada. Paham 
ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu paham 
filsafat yang mengatakan bahwa akal (reason) adalah alat 
terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji 
coba pengetahuan.30

Umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk 
menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan 

29 Rene Descartes, Discours de la Method. Translated by Donald A. 
Creess, edisi. III, (USA: University of Notre Dame, 2004), hlm. 
43.

30 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah..., hlm. 18; K. Bertens, Ringkasan 
Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, cet. XVIII, 2001), hlm. 
45.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

66  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

lahir dapat segera ditangkap oleh pancaindera, sedangkan 
kenyataan batin dapat segera diakui keberadaanya oleh 
akal dan perasaan hidup.

Pluralisme

Paham ini berpandangan bahwa segenap macam 
bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari 
keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk 
itu semuanya nyata.31 Pluralisme dalam Dictionary of 
Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang 
menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari 
banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh 
aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan 
Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada 
itu terbentuk dan terdiri dari empat unsur, yaitu tanah, 
air, api dan udara.32

Tokoh modern aliran ini adalah William James (1842-
1910 M). Dalam bukunya yag berjudul The Meaning of 
Truth, James mengemukakan bahwa tiada kebenaran 
yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, 
yang berdiri sendiri dan lepas dari akal. Sebab pengalaman 
manusia berjalan terus (ongoing), dan segala yang dianggap 

31 Sunarto, Pemikiran Tentang..., hlm. 71.

32 William L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern 
and Western Thought, (New York: Humanity Books, 1996), hlm. 
591.
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benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa 
berubah, karena dalam praktiknya apa yang dianggap 
benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh 
karena itu, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada hanyalah 
kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam 
pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali 
dapat diubah oleh pengalaman berikutnya.33 Kenyataan 
terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia 
bukanlah suatu universum, melainkan multi-versum.34 
Dunia adalah suatu wadah yang terdiri dari banyak hal 
yang beraneka ragam dan warna-warni yang juga disebut 
dengan pluralis.

Nihilisme

Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing 
atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui 
validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme 
sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pandangan 
Gorgias (483-360 SM) yang memberikan tiga proposisi 
tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. 
Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga 
pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran 
itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan 
bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak 

33 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah..., hlm. 132.

34 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah..., hlm 133.
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terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karena kontradiksi 
tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak 
menyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu 
itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh 
penginderaan itu tidak dapat dipercaya, penginderaan 
itu merupakan sumber ilusi. Akal juga tidak mampu 
menyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini, karena 
kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir 
sesuai dengan kemauan, ide kita, yang kita terapkan pada 
fenomena. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, 
ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain.35

Tokoh modern dari aliran ini di antaranya adalah Friedrich 
Nietzche (1844-1900 M). Dalam pandangannya bahwa 
“Tuhan telah mati”. Tuhan dengan segala perintah dan 
larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia 
terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata 
manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang 
atau di atas dunia di mana ia hidup. Nietsche mengakui 
bahwa pada kenyataannya moral di Eropa mayoritasnya 
masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani. Tetapi tidak 
dapat dihindarkan bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. 
Dengan sendirinya manusia modern terancam dengan 
nihilisme. Dengan demikian ia sendiri harus mengatasi 
bahaya itu dengan menciptakan nilai-nilai baru dengan 
melakukan transvaluasi semua nilai.36

35 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 515.

36 K. Bertens, Ringkasan Sejarah..., hlm. 89.
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Agnostisisme

Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk 
mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun 
hakikat ruhani. Kata agnosticisme berasal dari bahasa Grik 
Agnostos yang berarti unknown. A berarti not, dan gno 
artinya know.37

Munculnya aliran ini dikarenakan belum mampunya 
manusia mengenal dan mampu menerangkan secara 
kongkrit akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan 
dapat dikenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal 
adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat tracendent.38 
Aliran ini dapat ditemui dalam filsafat eksistensi dengan 
tokoh-tokohnya seperti, Soren Kierkegaar (1813-1855 
M), Martin Heidegger, Jean Paul Sartre (1905-1980 M) 
dan Karl Jaspers (1883-1969 M). Soren Kierkegaard 
yang terkenal dengan julukkan sebagai bapak filsafat 
eksistensialisme menyatakan bahwa manusia tidak pernah 
hidup sebagai “aku umum”, tetapi sebagai “aku individual” 
yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam 
sesuatu yang lain.39

Sementara itu Martin Heidegger, seorang filosof Jerman 
menyatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah 
manusia. Hal ini dikarenakan hanya manusialah yang 

37 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 30.

38 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 60.
39 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 222.
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dapat memahami dirinya sendiri. Jadi, dunia ini adalah 
manusia itu sendiri, tidak ada tempat bagi persoalan alam 
metafisik.40

Dalam pemahaman yang lain, Jeal Paul Sartre yang 
merupakan seorang filosof dan sastrawan ateis 
berkebangsaan Perancis mengatakan bahwa manusia selalu 
menyangkal. Hakikat beradanya manusia bukan etre (ada), 
melainkan a etre (akan atau sedang). Menurutnya segala 
perbuatan manusia tanpa tujuan. Hal ini dikarenakan 
tidak adanya sesuatu yang tetap (selalu disangkal).41 Segala 
sesuatu mengalami kegagalan, das sein (ada/berada) dalam 
cakrawala gagal. Ternyata segala macam nilai hanya terbatas 
saja. Manusia tidak boleh mencari dan mengusahakan 
kegagalan dan keruntuhan. Sebab hal itu bukanlah hal 
yang asli. Kegagalan dan keruntuhan itu mewujudkan 
tulisan sandi (chiffre) sempurna dari “ada”. Di dalam 
kegagalan dan keruntuhan itu orang mengalami “ada”, 
mengalami yang transenden.42 Sedangkan Karl Jaspers 
menyangkal adanya suatu kenyataan yang transenden. 
Oleh karena itu, dalam pandangannya manusia hanyalah 
berusaha mengatasi dirinya sendiri dengan membawakan 
dirinya yang belum sadar kepada kesadaran yang sejati, 
namun suatu yang mutlak (trancendent) itu tidak ada sama 

40 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 60.

41 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 229.

42 Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Sartre, Sumur Tanpa Dasar 
Kebebasan Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2002), 
hlm. 131.
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sekali.43

Jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau 
penyangkalan terhadap kemampuan manusia untuk 
dapat mengetahui hakikat benda, baik yang berupa 
materi maupun ruhani. Aliran ini mirip dengan paham 
skeptisme yang menyatakan bahwa manusia diragukan 
kemampuannya dalam mengetahui hakikat.44 Namun 
demikian, kuat dugaan bahwa paham agnostisisme lebih 
radikal dari paham skeptisisme, karena agnostisisme 
berpandangan bahwa manusia menyerah sama sekali 
untuk dapat mengetahui hakikat sesuatu.

Dari uraian di atas dapat diketengahkan bahwa pada 
dasarnya setiap ilmuan boleh mempunyai filsafat 
individual yang berbeda-beda. Seorang ilmuwan dapat 
menganut paham monoisme, materialisme, idealisme, 
dualisme, pluraslisme, nihilisme dan agnostisisme. Titik 
pertemuan kaum ilmuwan dari semua ini adalah sifat 
pragmatis dari ilmu.45 Dengan tingkat konsistensi yang 
tinggi dalam pengaplikasian setiap aliran pemikiran terbut 
dalam suatu ranah kajian ilmu pengetahuan. 

43 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 60.

44 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 30.

45 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 70.
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B. Sarana Pemetaan Ontologi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek 
telaah ontologi adalah yang ada (being, al-mawjūdāt). 
Cabang ini menguak tentang objek apa yang ditelaah ilmu? 
Bagaimana wujud yang hakiki (al-māhiyyah, al-jawhār) 
dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek 
tadi dengan daya tangkap manusia (al-idrākāt) seperti 
berpikir, merasa dan mengindera yang menghasilkan 
pengetahuan? Atau dengan kata lain bagaimana logika 
dapat menjelaskan semua fenomena-fenomena yang ada.

Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti 
logos (kata, pikiran atau berpikir), sedangkan logis adalah 
berkata benar, tepat, jernih dan lurus.46Berdasarkan 
pengertian tersebut maka terbuktilah bahwa ternyata 
terdapat hubungan erat antara pikiran dan perkataan 
yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Adapun bapak 
logika adalah Aristoteles (384-322 SM), ia adalah filosof 
Yunani kuno murid Plato, dan pemikirannya dikenal 
dengan Logika Aristoteles, logika dasar, dasar logika atau 
logika klasik.47

Secara umum dapat dikatakan bahwa logika adalah cabang 

46 Jacobus Ranjabar, Dasar-Dasar Logika; Sebuah Langkah Awal 
Untuk Masuk ke Berbagai Disiplin Ilmu dan Pengetahuan, (Jakarta: 
Alfabeta, cet. II, 2008), hlm. 7.

47 Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Filasafat, (Bandung: PT 
Refika Aditama,cet. I, 2006), hlm. 81-82.
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filsafat yang membicarakan prinsip48 serta norma-norma 
penyimpulan yang sah,49 dan secara sederhana logika 

48 Diantara beberapa prinsip pemikiran berdasarkan logika formal 
ialah, pertama:prinsip identitas (principium identitas/qanūn 
dzatiyyah), adalah dasar dari semua pemikiran manusia. Karena 
asas ini menerangkan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri dan 
bukan lainnya. Contoh: jika seseorang mengajui bahwa sesuatu 
itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A. kedua, prinsip kontradiksi 
(Principium Contradictoris/qanūn tanāqud), yaitu pernyataan 
pengingkaran atas sesuatu dan menyatakan bahwa sesuatu itu 
tidak sesuai dengan pengakuannya. Contoh: Jika kita mengakui 
bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin ia adalah 
A.ketiga, prinsip penolakan kemungkinan ketiga (principium 
exclusi tertii = qanūn imtinā‘) adalah pernyataan bahwa kebenaran 
itu terletak antara pengakuan dan pengingkaran, karena 
pertentangan keduanya mutlak. Lihat: Mundiri, Logika, (Jakarta: 
Rajawali Pers, cet. III, 2012), hlm. 39-42.

49 Diantara norma-norma penyeimpulan yang sah ialah: pertama, 
Keyakinan, yaitu: sikap subyek atau senantiasa bersifat 
subyektif. Sehingga berdasarkan subyek yang diketahui dengan 
sungguh-sungguh saat itu, tidak ada alasan untuk berpendapat 
lain. Namun, keyakinan mungkin keliru sehingga terkadang 
diperlukan adanya sebuah pembetulan higga muncullah 
keyakinan baru yang benar. Contoh: seseorang meyakini bahwa 
warna bunga mawar adalah merah.Kedua, kepastian, yaitu: 
keyakinan atas suatu hal yang disampaikan hingga tidak ada 
keraguan didalamnya. Contohnya dalam ilmu pasti adalah2 x 2 = 
4, sehingga jawaban untuk 2 x 2 = 5 adalah salah.Ketiga, Wilayah 
kesungguhan, berawal dari sebuah keyakinan yang melahirkan 
kepastian lalu muncullah kesungguhan yang biasa disebut 
realitas. Dan wilayahnya meliputi: kesungguhan yang disebut 
kongkrit, dan kesungguhan yang merupakan asal dari pemikiran.
Keempat, hukum kesungguhan dan hukum pikir, yaitu: keduanya 
saling berkatian, karena kesungguhan merupakan objek dari 
berpikir, sehingga gerak dari berpikir harus sejalan dengan 
hukum kesungguhan. Kelima, Mencintai kebenaran, sebagai 
sikap fundamental dalam berpikir supaya tidak menyeleweng 
dari kebenaran. Keenam,ketahuilah (dengan sadar) apa yang 
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adalah cabang filsafat yang membahas metode penalaran 
yang sah dari premis ke kesimpulan.50Pada intinya logika 
adalah menempatkan aspek pikiran sebagai pokok 
pembahasan utama, yang dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan thinking. Adapun pembahasan logika adalah asas 
dan aturan-aturan yang dapat menghasilkan kesimpulan 
yang benar, sehingga secara lebih cermat logika merupakan 
bidang pengetahuan yang teratur dan bagian dari filsafat 
yang mempelajari segenap asas dan aturan serta tata cara 
mengenai penalaran yang benar.

Untuk memahami logika secara lebih mendalam, perlu 
memahami tentang tiga unsur dasar yang menjadi pilar 
pembangunan logika, yaitu: pertama, istilah (term) atau 
pengertian, yaitu konsep atau ide. Dan pengertian dalam 

sedang anda kerjakan, yaitu kegiatan berpikir untuk memperoleh 
sebuah kebenaran. Ketujuh, Ketahuilah (dengan sadar) apa yang 
sedang anda katakan, karena pikiran diungkapkan ke dalam kata-
kata. Kedelapan, Buatlah distingsi (pembedaan) dan pembagian 
(klasifikasi) semestinya. Kesembilan, Cintailah definisi yang tepat, 
sehingga dapat mencapai pemahaman.Kesepuluh, ketahuilah 
(dengan sadar) mengapa anda menyimpulkan sesuatu. Kesebelas, 
hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, 
serta sangguplah mengenali jenis, macam dan nama kesalahan, 
demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran 
(penalaran). Keduabelas,  Hukum buatan, yaitu: hukum-hukum 
dalam berpikir bukanlah buatan dari logika namun ia hanya 
mengikuti realitas saja, meskipun yang menemukan hukum 
tersebut adalah logika. Lihat: Poedjawijatna, Logika Filsafat 
Berpikir, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. I, 1992), hlm. 19-26; 
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, cet. X, 2011)., hlm. 213-217.

50 Benyamin Molan, Logika: Ilmu dan Seni Berpikir Kritis, (Jakarta: 
PT Indeks, cet. I, 2015), hlm. 12.
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logika diartikan sebagai hasil dari penalaran manusia 
mengenai suatu objek. Contoh: kepala sekolah.51 Kedua, 
pendapat, yaitu hubungan kesatuan dari dua atau lebih 
pengertian, contoh: pak budi adalah seorang guru. Ketiga, 
perdalilan, yaitu gabungan dari dua atau lebih pendapat, 
sehingga terbentuk wacana atau argumentasi. Salah 
satunya adalah silogisme.52

Dengan menggunakan ilmu logika, Lorens Bagus 
memperkenalkan tiga tingkatan abstraksi yang merupakan 
sarana pemetaan ontologi dalam suatu kajian ilmu, yaitu: 
abstraksi metafisik, abstraksi fisik, dan abstraksi bentuk.53 
Abstraksi metafisik mengetengahkan prinsip umum yang 
menjadi dasar dari semua realitas; adapun abstraksi fisik 
menampilkan keseluruhan sifat khas sesuatu objek; 
sedangkan abstraksi bentuk mendeskripsikan sifat umum 
yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis.54

Menurut Jujun S. Suriasumantri abstraksi metafisik dapat 
diketahui dengan mengetengahkan asumsi-asumsi umum 
yang terjadi dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan abstraksi 
fisik dan abstraksi bentuk dapat diketahui masing-masing 
melalui definisi dan kategori-kategori yang dalam suatu 

51 Surajiyo, Sugeng Astanto dan Sri Andiani, Dasar-Dasar Logika, 
(Jakarta: PT Bumi Aksara,cet. I, 2010), hlm. 29.

52 Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Filasafat, (Bandung: PT 
Refika Aditama,cet. I, 2006), hlm. 81-82.

53 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, cet. IV, 2005),  hlm. 303.

54 Lorens Bagus, Kamus Filsafat..., hlm. 307.
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ilmu pengetahuan.55

Oleh karena itu di sini akan dibahas tiga sarana tersebut 
secara komprehensif, kemudian dengan ketiga sarana 
tersebut diharapkan wilayah ontologi ushul fikih klasik 
dapat dipetakan untuk meretas jalan dalam penentuan 
wilayah ontologi ushul fikih modern.

a. Asumsi-Asumsi

Untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu membuat beberapa 
andaian (asumsi) mengenai objek-objek kajiannya. 
Asumsi ini dianggap perlu, sebab pernyataan asumtif 
inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan 
penelaahan buku ini. Sebuah pengetahuan baru dianggap 
benar selama bisa diterima asumsi yang dikemukakannya. 
Semua teori keilmuan mempunyai asumsi-asumsi 
tertentu, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun 
yang secara tersirat. Sebagai contoh segelas air, di satu 
pihak dapat diasumsikan sebagai sebuah gelas yang berisi 
air, tetapi di lain pihak dapat pula diasumsikan sebagai 
sejumlah air yang tengah berada di dalam sebuah gelas. 
Seseorang yang religius dalam contoh lain akan cenderung 
melihat manusia sebagai ruh yang terpenjara dalam tubuh 
yang fisikal, sedangkan seseorang yang lebih berorientasi 
sekular akan lebih cenderung mengasumsikan manusia 
sebagai tubuh fisikal yang berfungsi secara bio-khemikal 

55 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, 
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet. I, 1998).
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sebagai konverter energi yang memungkinkan terjadinya 
berbagai gerakan.56 Begitu juga fikih yang diasumsikan 
sebagai ilmu hukum Islam berbeda dengan fikih yang 
diasumsikan sebagai fikih (pemahaman) itu sendiri.

Ilmu mengemukakan beberapa asumsi mengenai objek 
kajiannya. Sama halnya dengan contoh di atas, maka 
kita baru bisa menerima suatu pengetahuan keilmuan 
mengenai objek tertentu selama kita menganggap 
bahwa pernyataan asumtif ilmu mengenai objek tertentu 
tersebut benar. Ilmu menganggap bahwa objek-objek 
tertentu yang menjadi bidang penelaahannya mempunyai 
sifat keragaman, memperlihatkan sifat berulang dan 
semuanya jalin-menjalin secara teratur. Suatu peristiwa 
tidaklah terjadi secara kebetulan, namun setiap 
peristiwa mempunyai pola tetap dan teratur. Secara 
lebih terperinci, ilmu memiliki enam asumsi mengenai 
objek kajiannya, yaitu: watak kognitif (cognitive nature), 
kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), 
hirerarki yang saling mempengaruhi (interrelated 
hierarchy), multidimensionalitas (multi-dimensionalty) dan 
determinisme.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah perlu diberikan 
pembatasan dalam bentuk asumsi yang kian sempit? 
Jawabannya adalah sederhana sekali: sekiranya ilmu 
ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat analistis, 

56 Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-
Kajian Sosial dan Hukum, (Malang: Setara Press, cet. I, 2013), 
hlm. 9.
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yang mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala 
yang tertangguk dalam pengalaman manusia, maka 
pembatasan ini adalah perlu.

Dalam mengembangkan asumsi ini, maka harus 
diperhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi ini harus 
relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin 
keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan 
dasar dari pengkajian teoritis. Kedua, asumsi ini harus 
disimpulkan dari “keadaan sebagaimana adanya” bukan 
“bagaimana keadaan seharusnya”. Asumsi yang pertama 
adalah asumsi yang mendasari telaahan ilmiah, sedangkan 
asumsi kedua adalah asumsi yang mendasari telaahan 
moral.57 Seorang peneliti harus benar-benar mengenal 
asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuannya, 
sebab mempergunakan asumsi yang berbeda, maka berarti 
berbeda pula konsep pemikiran yang dipergunakan.

Berangkat dari ontologi, akan menjadi jelas relasi 
metafisika dengan fisik dan domain-domain pemikiran 
di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Maka ontologi 
menunjukkan urgensi objek yang diketahui bagi ilmu 
pengetahuan dan kemungkinan mentransformasikan 
teologi menuju ontologi.

Watak Kognitif
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa 
filsafat ilmu memandang hubungan konsepsi dengan 

57 S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu..., hlm. 89.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

79
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

realitas sebagai korelasi. Menurut filsafat ilmu, 
terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa 
mengharuskan adanya identitas, di mana konsepsi sama 
dengan realitas; maupun dualitas, di mana konsepsi sama 
sekali tidak ada hubungannya dengan realitas.

Watak kognitif filsafat ilmu adalah ekspresi dari korelasi 
ini. Hipotesis ushul fikih dalam bahasan penulis adalah 
kaidah-kaidah universal (al-qawā‘id al-kulliyyāt) yang 
merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam 
kognisi para usūliyyūn (fi dzihn al-usūliyyīn), sebagaimana 
yang pernah dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (w. 728 H).58

Kemenyeluruhan
Dari perspektif filsafat ilmu, manfaat utama dari 
penjelajahan filsafati terhadap suatu ilmu pengetahuan 
ialah bersifat holistik (menyeluruh) dan tidak atomistis 
(parsial). Pemikiran parsial sebab-akibat telah menjadi 
fitur umum pemikiran manusia hingga era modern.

Sekarang ini, penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam 
dan sosial telah bergeser secara luas dari analisis sepotong-
potong (parsial), penyamaan klasik, dan pernyataan logis, 
menuju kepada penjelasan seluruh fenomena dalam 
kaiatannya dengan suatu sistem pengetahuan terhadap 
suatu objek ilmu secara holistik.59 Bahkan, fenomena 

58 Ibn Taimiyyah, Kutub wa Rasā’il wa Fatwa, tahqīq: ‘Abd al-Rahman 
al-Najdī, edisi. II, (Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), hlm. 
131.

59 Ervin Laszlo, The Systems View of The World: A Holistic Visions 
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fisik dasar, seperti ruang dan waktu; badan dan pikiran, 
tidak dapat dipisahkan secara empiris menurut ilmu 
pengetahuan masa kini.60

Filsafat ilmu memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai 
satu bagian dari keseluruhan gambar, di mana sekelompok 
hubungan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang 
bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan 
yang lebih dari pada hanya sekadar penjumlahan bagian-
bagiannya (sum of the parts).

Inklusifitas
Para ahli filsafat ilmu membedakan antara sistem terbuka 
(inklusif) dan sistem tertutup (eksklusif). Sistem hidup 
haruslah sistem yang inklusif, demikian ditegaskan para 
pakar filsafat ilmu.61 Hal ini berlaku bagi organisme hidup 
seperti halnya sistem apa pun yang ingin bertahan hidup.62

for Our Time, (Chicago: Hampton, cet. II, 1996). hlm. 4; Smuts, 
Holism and Evolution, (London: Macmillan and Co., Limited, 
1927), hlm. 1-3.

60 Alfred Korzybski, An Introduction to Non-Aristotelian Systems 
and General Semantics, edisi. IV, (Lakevilie, Connecticut: The 
International Non Aristotelian Library Publishing Company, 
1958), hlm. Xxxviii.

61 Humberto R. Maturana, The Tree of Knowledge: The Biological 
Roots of Human Understanding, (USA: Shambala Publisher, 1992), 
hlm. V.

62 Ludwig Von Bertalanffy, General Systems Theory: Foundtions, 
Development, Applications, (New York: George Braziller, cet. II, 
1969), hlm. 15.
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Ludwig Von Bertalanffy – salah seorang filosof 
– menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dan 
kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti 
kesepadanan, ekuifinalitas. Ekuifinalitas berimplikasi 
bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk 
meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi 
awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang 
setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, 
di mana sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan di 
luarnya, tidak seperti sistem tertentu yang terisolasi dari 
lingkungan.

Hierarki Saling Mempengaruhi
Asumsi ini menganggap objek-objek tertentu mempunyai 
keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, 
struktur, sifat dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, dapat 
dikelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam satu 
golongan. Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan 
yang pertama terhadap objek-objek yang ditelaahnya 
dan kategori63 merupakan cabang keilmuan yang mula-
mula berkembang. Konsep ilmu yang lebih lanjut seperti 
konsep perbandingan (komparatif) dan kuantitatif hanya 

63 Kata taksonomi terambil dari bahasa Yunani “tassein” yang 
berarti “untuk mengelompokkan” dan “nomos” yang berarti 
atuuran. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokkan 
suatu hal berdasarkan hierarki (tingkatan) tertentu. Di mana 
taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi 
yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Lihat: Gembong 
Tjitrosoepomo, Taksonomi Umum: Dasar-Dasar Taksonomi 
Tumbuhan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 
hlm. 21.
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dimungkinkan dengan adanya taksonomi yang baik. 
Linnaeus (1707-1778 M) merupakan pelopor dalam 
penggolongan hewan dan tumbuh-tumbuhan secara 
sitematis. Dengan adanya klasifikasi ini, sehingga kita 
menganggap bahwa individu-individu dalam suatu kelas 
tertentu mempunyai ciri-ciri yang serupa, maka ilmu 
tidak berbicara mengenai kasus individu, melainkan suatu 
kelas tertentu. Istilah manusia misalnya, memberikan 
pengertian tentang suatu kelas yang anggota-anggotanya 
mempunyai ciri-ciri tertentu yang serupa.

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan 
umum di antara metode-metode sistematis maupun 
dekomposisi. Kotegorisasi merupakan proses 
memperlakukan entitas-entitas yang terpisah-pisah, 
yang tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik 
multidimensi, sebagai padanan yang membentuk grup 
atau kategori yang sama.64 Ini merupakan salah satu dari 
aktivitas-aktivitas kognitif yang paling fundamental, 
di mana manusia memahami informasi yang diterima, 
membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan 
menilai berbagai item dan ide.65

Menurut sains kognitif, ada dua alternatif teoritik untuk 
menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia, yang 
merepresentasikan dua alternatif metode kategorisasi itu 
sendiri. Metode-metode alternatif ini adalah kategorisasi 

64 Jasser Auda, On Systems Analysis, (University of Waterloo: Ph.D 
Dissertation, 1996), hlm. 19.

65 Jasser Auda, On Systems..., hlm. 6.
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berdasarkan kemiripan  fitur (feature similiarity) dan 
kategorisasi berdasarkan konsep mental (mental 
concepts).66

Kategorisasi berbasis fitur berusaha menemukan 
kesamaan dan perbedaan natural di antara entitas-entitas 
yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan antara 
dua entitas diukur berdasarkan sejauh mana keduanya 
cocok atau berbeda dalam kaitannya dengan fitur atau 
karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu.67 
Item-item tersebut akan dinilai sebagai bagian dari 
kategori tertentu melalui kecocokan fiturnya dengan fitur 
prototipe atau model ideal.68

Di sisi lain, kategorisasi berbasis konsep menetapkan 
kategori berdasarkan konsep mental, dibandingkan 
persamaan fitur. Konsep mental adalah prinsip atau teori 

66 Robert A. Wilson and Frank C. Keil, ed. The MIT Encyclopedia of 
The Cognitive Sciences, (London: The MIT Press, 1999), hlm. 104-
105.

67 Jasser Auda, On Systems..., hlm. 32.

68 Fitur-fitur di sini bisa berupa visual, fungsional, numerik atau 
kombinasi faktor-faktor. Misalnya, beberapa objek dapat 
dikategorikan menurut vitur-vitur warna, berat, volume, harga, 
bentuk, dan seterusnya. masing-masing karakteristik ini dapat 
menghasilkan sejumlah kategorisasi. Misalnya, kategorisasi 
warna, yaitu bagaimana umat manusia mendefinisikan sensasi-
sensasi warna dalam kaitannya dengan kata-kata, beraneka 
ragam melintasi berbagai bahasa dan kultur dan dia dipengaruhi 
oleh sejumlah faktor-faktor Psikofisikal dan neorofisiologikal. 
Lihat: Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid 
Syariah, (Jakarta: Mizan, cet. I, 2015), hlm. 90.
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pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, 
yang mencangkup kombinasi sebab-musabab kompleks 
dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka 
terstruktur.

Sebuah konsep tidak sekadar fitur yang dinyatakan ada 
atau tidak, melainkan sebuah grup kriteria multidimensi, 
yang dapat melahirkan sejumlah kategorisasi simultan 
untuk sejumlah entitas yang sama. Sebuah konsep juga 
menyatakan secara tersirat sebuah barisan kategori kasar 
(rough), samar-samar (vague) dan lunak (soft). Ketimbang 
kategori kasar (hard),69 yaitu garis antara kategori-kategori 
bukanlah nomor atau ukuran yang jelas, melainkan 
persepsi yang berbeda, dalam barisan yang masuk akal 
(reasonable), dari satu orang dengan orang yang lain.70

Kategorisasi berbasis fitur dikritik atas sejumlah 
keterbatasan dibandingkan kategorisasi berbasis konsep. 
Berikut ini alasan-alasan teoritis di balik pengutamaan 

69 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 90.

70 Dalam contoh yang diberikan di atas, objek-objek yang sama dapat 
dikategorikan dalam kaitannya dengan suatu konsep, misalnya 
kegunaan (utility). Kegunaan adalah objek yang bukan sekedar 
fitur benar atau salah; di mana kita dapat menentukan jika 
suatu objek memiliki kegunaan atau tidak memiliki kegunaan. 
Kegunaan bisa jadi kompleks, yaitu kombinasi harga objek, nilai 
estetika, nilai historis, kegunaannya untuk masyarakat tertentu, 
dan dimensi-dimensi lain. garis samar-samar (vague) antara 
kategorisasi-kategorisasi itu, misalnya, kegunaan yang tinggi, 
menengah dan rendah, bukanlah suatu penilaian yang biner 
maupun angka-angka yang kasar, melainkan sebuah kategorisasi 
yang bersifat lunak. Lihat: Jasser Auda, On Systems..., hlm. 65.
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metode kategorisasi berbasis konsep dibandingkan 
kategorisasi berbasis fitur, yang akan digunakan nanti 
dalam mencari ontologi ilmu ushul fikih.

Pertama, metode berbasis konsep merupakan metode 
integratif dan sistematis, tidak seperti metode berbasis 
fitur, yang berhubungan dengan entitas-entitas sebagai 
daftar atribut atau fitur yang tidak berhubungan, sehingga 
kehilangan banyak analisis yang signifikan. Kedua, 
metode-metode berbasis fitur bisa jadi mengarahkan pada 
generalisasi berlebihan dengan meringkas begitu banyak 
informasi menjadi penilaian sederhana tentang ada atau 
tidak adanya satu fitur atau lebih. Ketiga, klasifikasi berbasis 
fitur tidak menyediakan barisan atau perpangkatan multi-
level, karena didasarkan pada pigeon hole (sarang merpati) 
yang cenderung berpandangan simpel antara dua pilihan 
saja, yaitu: benar/ada atau salah/tidak ada. Keempat, untuk 
menjaga homogenitas fitur-fitur yang dikategorikan, 
faktor penting non-biner terkadang diabaikan.

Dalam buku ini, kategorisasi konsep akan diterapkan 
dalam usaha melacak ontologi ilmu ushul fikih modern, 
sedangkan kategorisasi berbasis fitur akan dikritik. 
Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki ontologi 
bayānī dan “struktur pohon” (al-asyjār), melainkan 
juga diperluas untuk menganalisis hubungan saling 
mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang telah 
dihasilkan. Pertimbangan struktur tidak akan terbatas 
pada analisis logika formal, seperti silogisme Aristoteles 
ataupun mata rantai deduktif Russel, tetapi akan fokus 
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pada prosedur penilaian dalam implementasi praktis 
ushul fikih dari konsep tersebut.

Multidimensi 
Investigasi filosofis yang populer cenderung berpikir 
dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan. 
Fenomena, bahkan ide-ide, dengan tendensi-tendensi yang 
bertentangan biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi 
saja, sehingga tampak saling bertentangan, ketimbang 
saling melengkapi, dan dianalisis sebagai pertandingan 
yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan 
kemenangan di pihak lain (zero-sum games), dibandingkan 
pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama 
(win-win games).71 Fenomena dan ide-ide, dalam investigasi 
yang populer, selalu diekspresikan dalam istilah dikotomis 
sehingga telihat bertentangan, seperti: agama vs sains, 
empirik vs rasional, fisik vs metafisik, realis vs nominalis, 
deduktif vs induktif, universal vs spesifik, kolektif vs 
individual, teologis vs deontologis, akal vs materi, objektif 
vs subjektif, dan seterusnya.

Dikotomi-dikotomi di atas merepresentasikan pemikiran 
satu pangkat dan dua tingkatan, di mana perhatian hanya 
diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing 
pasangan bisa dilihat saling melengkapi pada dimensi-
dimensi lain. Misalnya: agama dan sains dalam konsepsi 
yang populer, bisa jadi terlihat kontradiksi terkait dimensi 

71 Jamshid Gharajedaghi, “Systems Methodology: A Holistic Language 
of Interaction and Design. Seeing Thoungh Chaos and Understanding 
Complexities.” Dalam systemsthinkingpress.com (2004), hlm. 28.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

87
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

sentralitas konsep “perintah Tuhan,” tetapi keduanya bisa 
saling melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraih 
kebahagian umat manusia, dan dalam kaitannya dengan 
usaha menjelaskan asal-usul kehidupan, dan seterusnya. 
Akal dan materi bisa dipandang saling bertentangan 
dalam dimensi hubungan keduanya dengan data sensual 
(indrawi), tetapi bisa dipandang saling melengkapi dari 
dimensi teori kognitif (ilmu otak dan kecerdasan buatan), 
dan lain-lain.

Analisis sistematik, bakal disajikan nanti, akan 
menunjukkan bahwa ijtihad dalam mazhab-mazhab fikih 
melibatkan banyak pemikiran satu dimensi dan pemikiran 
biner. Metode-metode satu dimensi mempertimbangkan 
hanya satu faktor dalam sebuah kasus hukum.

Determinisme
Sedangkan asumsi terakhir dalam ilmu pengetahuan 
adalah determinisme.72 Determinisme merupakan 

72 Determinisme berasal dari bahasa Latin determinare yang artinya 
menentukan atau menetapkan batas atau membatasi. Secara 
umum, pemikiran ini berpendapat bahwa keadaan hidup dan 
perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, 
biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang 
ada. Determinisme juga berpegangan bahwa perilaku etis 
manusia ditentukan oleh lingkungan, adat-istiadat, tradisi, 
norma dan nilai etis masyarakat. Istilah ini dimaksudkan menjadi 
istilah filsafat oleh William Hamilton yang menerapkannya pada 
Thomas Hobbes. Penganut awal pemikiran determinisme ini 
adalah  demokritos  yang percaya bahwa sebab-akibat menjadi 
penjelasan bagi semua kejadian. Lihat: Lorens Bagus, Kamus 
Filsafat..., hlm. 31; A. Mangunhardjana, Isme-Isme Dalam Etika 
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asumsi ilmu yang keenam. Kita menganggap setiap gejala 
merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Setiap 
gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan 
urut-urutan kejadian yang sama. Seperti al-Qur’an yang 
yang berhasa Arab, Injil berbahasa Suryani dan Taurat 
berbasa Hebrew. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, sebab 
memang sudah demikian hakikatnya suatu pola, karena 
Tuhan selalu akan menurunkan wahyunya dalam bahasa 
umat di mana seorang Nabi berasal. Demikian juga dengan 
berbagai gejala lainnya yang ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari, sesudah langit mendung maka turunlah 
hujan atau sesudah gelap maka terbitlah terang. Namun 
sebagaimana juga dengan asumsi kelestarian, ilmu tidak 
menuntut adanya hubungan sebab-akibat yang mutlak 
sehingga suatu kejadian tertentu harus selalu diikuti 
oleh suatu kejadian yang lain. Ilmu tidak mengemukakan 
bahwa X selalu mengakibatkan Y, melainkan mengatakan 
bahwa X mempunyai kemungkinan (peluang) yang besar 
untuk mengakibat terjadinya Y. Determinisme dalam 
pengertian ilmu mempunyai konotasi yang bersifat 
peluang (probabilistik).73

Dari A Sampai Z, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 203-206.

73 Di dalam filsafat ilmu, sifat probabilistik ilmu dapat ditemukan 
aplikatifnya dalam statistika. Statiska sendiri merupakan metode 
yang menyatakan hubungan probalistik antara gejala-gejala 
dalam penelaahan keilmuan. Sesuai dengan peranannya dalam 
kegiatan ilmu, maka dasar statiska adalah teori peluang. Statiska 
mempunyai peranan yang menentukan dalam persyaratan-
persyaratan keilmuan sesuai dengan asumsi ilmu tentang alam. 
Tanpa statiska, hakikat ilmu akan sangat berlainan. Lihat: Jujun 
S. Suriasumantri, Ilmu Dalam..., hlm. 10.
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b. Definisi

Definisi berasal dari kata Latin definire yang berarti 
menandai batas-batas pada sesuatu, menentukan batas, 
memberi ketentuan atau batasan arti. Jadi, maksud 
dari definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat 
penjelasan tentang arti suatu term (istilah). Definisi terdiri 
dari dua komponen; pertama, bagian pangkal (definiendum) 
yaitu sebuah istilah yang harus diberi penjelasan secara 
komprehensif, dan bagian pembatas (definiens) yaitu 
sebuah uraian mengenai arti dari bagian pangkal. Contoh: 
Manusia adalah makhluk berakal (al-nās hayawān al-nātiq), 
dalam definisi tersebut manusia adalah difiniendum dan 
makhluk berakal adalah  definiens.74

Definisi secara etimologi adalah sebuah usaha untuk 
memberikan batasan terhadap sesuatu yang dikendaki 
seseorang, sehingga ia dapat dipahami oleh orang lain. 
Dengan kata lain, memberikan definisi adalah menjelaskan 
sebuah materi yang hakikatnya mungkin dapat dibahas 
oleh para cendekiawan.

Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah 
sesuatu yang menguraikan makna lafaz kullī (common 
redaction) dan menjelaskan karakteristik khusus pada 
diri individu. Berangkat dari penjelasan di atas, penulis 
memberikan pengertian definisi sebagai pengurai makna 
lafaz kullī, karena lafaz juz’ī (particular redaction) tidak 

74 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 108.
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mempunyai pengertian terminologi dengan adanya 
perubahan karakteristik yang konsisten menyertainya. 
Sehingga pengertian dari definisi itu harus jāmi‘ wa māni‘ 
(menyeluruh dan membatasi). Hal ini sejalan dengan kata 
definisi itu sendiri, yaitu definit (membatasi, tahdīd). Jadi, 
definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas 
antara objek-objek yang didefinisikan.75 Lebih jelasnya 
lagi, definisi adalah perumusan yang singkat, padat, jelas 
dan tepat, yang mampu menerangkan apa sebenarnya 
pengertian dari suatu hal itu sehingga dapat dimengerti 
dan dibedakan dengan jelas dari semua hal yang lainnya.76

Dalam filsafat ilmu, terdapat aturan, syarat dan patokan 
tertentu yang harus dipenuhi dalam membuat definisi; 
diantaranya ialah, pertama, sebuah definisi tidak boleh 
lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang 
didefinisikan. Contoh definisi yang terlalu luas adalah: 
merpati adalah burung yang dapat terbang cepat (karena 
banyak burung yang dapat terbang cepat selain merpati). 
Definisi yang terlalu sempit adalah: Jujur adalah sikap 
mau mengakui kesalahan sendiri, (karena mau mengakui 
kelebihan lawan juga termasuk sikap jujur).77

Kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang 

75 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2009), hlm. 221-222.

76 W. Poespoprodjo, Logika Ilmu Menalar, (Bandung: Pustaka 
Grafika, 2006), hlm. 67.

77 Muhammad Nur Ibrahimi, Logika Lengkap, (Jakarta: Diva Press, 
cet. 1, 1998), hlm. 46.
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didefinisikan, dan definisi yang melanggar patokan ini 
disebut definisi sirkuler (berputar, tautologi, tahsil al-
hasil).78 Contoh yang salah adalah: hukum waris adalah 
hukum untuk mengatur warisan, dan definisi yang tepat 
adalah: hukum waris adalah hukum yang mengatur 
pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah 
meninggal. Ketiga, definisi tidak boleh menggunakan 
penjelasan yang justru membingungkan. Misalnya: sejarah 
adalah samudera pengalaman yang selalu bergelombang 
tiada putus-putusnya.Keempat, definisi tidak boleh 
menggunakan bentuk negatif. Misalnya: indah adalah 
sesuatu yang tidak jelek.79

Kelima, definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal 
yang didefinisikan itu. Dan perbalikan ini merupakan tes 
yang paling baik untuk memeriksa tepat-tidaknya sebuah 
definisi. Contoh yang salah adalah: kerbau didefinisikan 
sebagai binatang berwarna kelabu yang berekor panjang, 
definisi ini tidak memenuhi syarat karena tikus dan gajah 
juga binatang yang berwarna kelabu serta berekor panjang.
Keenam, definisi tidak boleh memuat metafora (kata-kata 
kiasan tanpa maksud yang jelas), karena penggunaan 
definisi tersebut justru akan menimbulkan kedwiartian 
dan mengaburkan makna yang dimaksud.80

78 Al-Jurjānī, Mu‘jam al-Ta‘rīfāt, tahqīq: Muhammad Siddīq al-
Mansyāwī, (Beirut: Dār al-Fadīlah, cet. III, 2011), hlm. 16. 

79 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: 
Bumi Aksara, cet. I, 2010), hlm. 108-109.

80 Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: PT 
Tiara Wacana Yogya, cet. II, 2003), hlm. 119.
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Secara garis besar di dalam filsafat ilmu definisi dapat 
dibedakan menjadi tiga macam,81 yaitu:

Definisi nominalis, yang dimaksud dengan definisi 
nominalis  (menurut kata atau nama) ialah penjelasan 
sebuah kata menggunakan kata lain yang lebih umum 
dimengerti, atau menerangkan arti mengenai “istilah 
tertentu”. Definisi ini terbagi lagi ke dalam enam jenis, 
yaitu: Pertama, definisi sinonim, yaitu penjelasan 
menggunakan persamaan kata atau memberikan 

81 Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa definisi adalah 
pengertian yang lengkap tentang suatu istilah dan mencakup 
semua unsur-unsur sebagai ciri utama dari istilah tersebut. 
Sehingga macam-macam definisi adalah sebagai berikut: 
pertama, Definisi demonstratif(Ostentive definition). Definisi 
ini menjelaskan sesuatu secara demonstratif saja, misalnya: 
Kursi ialah ini (sambil menunjuk ke arah kursi). Kedua, Definisi 
persamaan (Biverbal definition) Definisi ini menerangkan sesuatu 
dengan memberikan sinonim katanya atau terjemahannya saja. 
Misalnya: Sapi adalah lembu (bahasa jawa), sapi adalah cow 
(bahasa Ingris), sapi adalah baqar (bahasa Arab). Ketiga, definisi 
secara luas (Extensive definition). Definisi ini menerangkan 
sesuatu dengan memberikan contoh-contohnya sekaligus. 
Misalnya: Ikan ialah hewan yang hidup dalam air sebagaimana 
tongkol, mujair, bandeng, kakap dsb. Keempat, Definisi lukisan 
(Descriptive definition) Definisi ini menerangkan sesuatu dengan 
melukiskan sifat-sifatnya yang mencolok,misalnya: Gajah ialah 
binatang yang tubuhnya besar seperti gerbong, kakinya besar 
seperti pohon nyiur, hidungnya panjang seperti pohon pisang, 
telinganya lebar seperti daun talas dan suaranya nyaring seperti 
peluit kereta api. Kelima, Definisi uraian (Analitie definition) 
definisi ini menerangkan sesuatu dengan menguraikan bagian-
bagiannya satu persatu. Misalnya: Negara ialah suatu teritorial 
yang memiliki pemerintahan, rakyat dan batas-batas daerah. 
Lihat: Hasbullah Bakry, Systematik Filsafat, (Solo: AB. Sitti 
Sjamsijah,cet. I, 1964), hlm. 21-22.
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penjelasan dengan kata yang lebih dimengerti. Misalnya: 
dampak adalah pengaruh yang menimbulkan akibat, 
kendala adalah halangan atau hambatan, motif adalah 
alasan.Kedua, definisi simbolis, yaitu penjelasan dengan 
memberikan persamaan pernyataan berbentuk simbol-
simbol. Misalnya: A  B  Ax (x  A  x  B), maksudnya: A adalah 
pelengkap dari B, hanya bila A dikalikan x. Sehingga, (jika 
x adalah unsur/bagian A, maka x adalah unsur/bagian 
B). Ketiga, definisi etimologis (mengupas asal usul istilah 
tertentu), yaitu penjelasan dengan memberikan asal usul 
katanya. Misalnya: demokrasi berasal dari kata demos 
berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan. Jadi, 
demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau rakyat yang 
berkuasa. Keempat, definisi stipulatif, yaitu penjelasan 
tanda dengan cara memberikan nama atas dasar 
kesepakatan bersama. Misalnya: planet yang paling dekat 
dengan matahari disebut dengan nama planet merkurius. 
Kelima, definisi denotatif (makna yang sebenarnya), 
yaitu penjelasan istilah dengan cara menunjukkan atau 
memberikan contoh dari suatu benda atau hal yang 
termasuk dalam cakupan istilah tersebut. Keenam, definisi 
semantis, yaitu penjelasan tanda dengan suatu arti yang 
telah terkenal. Misalnya: tanda             berarti : jika . . . . 
maka . . . .berarti : bila dan hanya bila. Misalnya: jika hujan 
maka jalan basah, berarti jika jalan tidak basah maka tidak 
ada hujan. Simbol proposisi matematisnya adalah: (p q) (-q 
-p).82

82 Alex Lanur, Logika Selayang Pandang, (Yogyakarta: Al-Ruz, cet. I, 
1983), hlm. 18.
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Definisi realis (penjelasan berdasarkan kenyataan) adalah 
penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term 
(istilah). Definisi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
Pertama, definisi esensial (logis) dari sifat khas atau 
hakiki, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan bagian-
bagian yang menyusun suatu hal. Dan ia dibedakan 
menjadi: (1) Definisi analitis, yaitu memberikan definisi 
dengan menunjukkan bagian-bagian dari suatu benda 
yang mampu mewujudkan esensinya. Misalnya: manusia 
adalah suatu substansi yang terdiri dari badan dan jiwa, 
air dan H2O. (2) Definisi konotatif (arti tambahan), yaitu 
menunjukkan isi dari suatu istilah yang terdiri dari genus 
dan diferensia. Hal ini disebut juga definisi essensial 
metafisika. Misalnya: manusia adalah makhluk yang 
berakal. Kedua, definisi deskriptif (dari kumpulan sifat-
sifat), yaitu penjelasan dengan menunjukkan sifat-sifat 
yang dimiliki oleh hal yang didefinisikan. Dan ia dibedakan 
menjadi: (1) Definisi aksidental, yaitu penjelasan dengan 
cara menunjukkan jenis yang disertai dengan penyebutan 
sifat-sifat khususnya dengan menggunakan rumus lain, 
yakni penjelasan yang disusun dari genus dan propium 
(self concept). Misalnya: manusia adalah makhluk yang 
berpolitik. (2) Definisi kausal (dari sebab-sebab dan atau 
tujuannya), yaitu penjelasan dengan cara menyatakan 
bagaimana suatu hal itu dapat terjadi atau terwujud. 
Misalnya: awan adalah uap air yang terkumpul di udara 
karena penyinaran laut oleh matahari.83

83 Khalimi, Logika; Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Gramedia, cet. I, 
2008), hlm. 59.
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Definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang 
suatu hal yang ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya 
yang sederhana. Definisi ini terbagi menjadi tiga, yaitu: 
Pertama, definisi operasional, yaitu penjelasan suatu istilah 
dengan menegaskan langkah-langkah pengujian khusus 
yang harus dilaksanakan atau dengan metode pengukuran 
serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. 
Misalnya: magnit adalah logam yang dapat menarik 
gugusan besi.84 Definisi ini pertama kali mengalami 
perkembangan yang pesat adalah dalam ilmu-ilmu eksak, 
karena berdasarkan pada keperluan akan ukuran-ukuran 
yang dapat ditangani secara obyektif.85Kedua, definisi 
persuasif, yaitu penjelasan dengan cara merumuskan 
suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain. 
Misalnya: lux adalah sabun yang dipakai oleh selebritis. 
Ketiga, definisi fungsional, yaitu penjelasan sesuatu 
berdasarkan kegunaan atau tujuannya. Misalnya: Negara 
adalah suatu persekutuan besar yang bertujuan untuk 
mencapai kesejahteraan bersama dan bersifat pragmatis 
(berguna untuk umum).

84 Surajiyo, Filsafat Ilmu..., hlm. 108-109.

85 Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat..., hlm. 119.
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Ragaan I: Macam-Macam Definisi

c. Kategori

Di dalam Kamus Ilmiah Populer tertulis bahwa pengertian 
dari kategori adalah golongan, tingkat, kelas atau 
bagian.86 Sedangkan pengertian dari klasifikasi adalah 
penggolongan, pembagian menurut kelas, atau penjenisan 
dalam bagian-bagian.87Sehingga, menurut hemat penulis 

86 Windya Novia, Kamus Ilmiah Populer: Referensi Ilmiah, Sains, 
Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: Wacana 
Intelektual, cet. I, 2008), hlm. 711; Lorens Bagus, Kamus 
Filsafat..., hlm. 342.

87 Pius A. Partanto dan M. Dadlan Al Barry, Kamus Ilmiah 
Populer,(Surabaya: Arkola, 2001), 321-345.
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kata kategori, klasifikasi maupun penggolongan adalah 
sinonim. Sedangkan konsep dari klasifikasi atau kategori 
tersebut hanyalah untuk menempatkan objek tertentu 
dalam sebuah kelas atau untuk mengemukakan hubungan 
mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup 
pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek 
lain. Seperti: panas atau dingin, lebih panas atau lebih 
dingin.88

Sehingga pengertian klasifikasi adalah pengelompokan 
barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda 
menurut spesialisasi atau kelasnya. Adapun dalam 
kehidupan sehari-hari, pekerjaan mengelompokkan sangat 
sering dilakukan, sebagai contoh: seorang penjual buah-
buahan menyusun dagangannya berdasarkan macam buah 
yang dijual, menurut harganya ataupun berdasarkan besar 
kecilnya buah. Para ilmuan mengelompokkan klasifikasi 
menjadi tiga golongan, yaitu: ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu 
kealaman dan ilmu-ilmu humaniora. Adapun tujuan dari 
pengelompokan tidak lain agar kita lebih mudah dalam 
berhubungan dengan benda-benda tersebut. Dapat kita 
bayangkan, alangkah sulitnya mencari satu judul buku bila 
seluruh buku-buku diperpustakaan tidak diklasifikasikan.

Dalam filsafat ilmu, membuat klasifikasi dapat dilakukan 
dengan dua cara berikut, yaitu: pertama, pembagian. 
Pengertian dari pembagian (logical division) adalah 
membagi suatu jenis kepada spesialisasi yang dicakupnya. 
Adapun kaitan antara definisi dengan pembagian adalah: 

88 Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu..., hlm. 64.
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definisi membahas tentang pengertian kata atau analisis 
konotasi (arti tambahan), maka pembagian membahas 
tentang analisis denotasi (makna yang sebenarnya). 
Sehingga pembagian merupakan penjelasan yang lebih 
lengkap mengenai suatu genera (jenis) kepada spesianya 
(kelas).89 Sebagai contoh: manusia adalah hewan yang 
berakal (manusia: spesia atau kelas, dan hewan yang 
berakal: genera atau jenis). Namun perlu dipahami 
bahwa pembagian logika berdasarkan jenis dan kelas 
tersebut adalah tidak mutlak, karena manusia adalah 
spesia bila dilihat dari jurusan binatang, tetapi bila dilihat 
dari ras bangsa-bangsa maka ia adalah jenis. Sehingga, 
manusia menjadi jenis dan ras menjadi spesia. Supaya 
didapatkan spesia yang benar, maka dalam pembagian 
perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Pembagian 
harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada 
genera secara menyeluruh (fundamentum divisionis), 
sehingga spesia merupakan perubahan tertentu dari sifat 
persamaannya.90 Misalnya: jika kita ingin membagi bidang 
datar, maka kita harus membagi berdasarkan perubahan 
tertentu dari sifat genera atau jenisnya, yaitu jumlah 
sisi yang membentuknya, sehingga kita dapat membagi 
menjadi: segi tiga, segi empat, segi lima, segi enam, dan 
segi lebih dari enam (tiga sisi), (empat sisi), (lima sisi) 
atau (enam sisi). (2) Setiap pembagian harus berdasarkan 
satu dasar saja, karena pembagian yang berdasarkan lebih 

89 Endang Komara, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, 
(Bandung: PT Refika Aditama, cet. I, 2011), hlm. 150.

90 Konrad Kebung, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Surabaya: Prestasi 
Pustaka Publisher, cet. I, 2001), hlm. 121.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

99
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

dari satu dasar akan menghasilkan spesia yang simpang 
siur (overlap, cross division, dan terselip tidak karuan). 
Misalnya dari pembagian yang overlap adalah manusia 
dibagi menjadi: manusia berkulit putih, manusia asia 
atau manusia penyabar. Adapun pembagian yang benar 
atas manusia adalah pembagian manusia berdasarkan 
warna kulit, sehingga dapat menghasilkan spesia-spesia 
(kelas): manusia berkulit putih, berkulit hitam, berkulit 
kuning dan berkulit  merah. (3) Pembagian harus lengkap, 
yaitu harus menyebutkan keseluruhan spesia (kelas) yang 
dicakup oleh suatu genera (jenis). Hal ini amat rumit 
dan bergantung pada keluasan pengetahuan kita atas 
kelompok barang-barang. Misalnya: membagi manusia 
atas dasar warna kulit menjadi manusia berkulit putih 
dan hitam saja adalah tidak benar, karena ada spesia 
yang masih tertinggal, yaitu manusia berkulit kuning dan 
merah.91

Selain pembagian di atas, ada pembagian model lain 
yang timbul karena keterbatasan kita akan kelompok 
barang-barang secara menyeluruh, sehingga muncul 
pembagian lain yang disebut dengan pembagian 
dikotomik.92Pembagian dikotomik adalah pembagian dari 
suatu genera kepada spesia yang dicakupnya dengan cara 

91 Poespoprodjo dan T. Gilarso, Logika Ilmu Menalar, Dasar-Dasar 
Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis, (Jakarta: Pustaka 
Grafika, cet. I, 1999), hlm. 84.

92 Dikotomi berasal dari bahasa Latin dichotomia yang artinya 
pembagian secara dua-dua atau berpasangan. Dalam bahasa 
Arab disebut tsunna’iyyah. Lihat: Ibn Sīnā, al-Mantiq, (Kairo: 
Maktabah al-Usrah, cet. III, 2003), hlm. 27. 
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mengelompokkan menjadi dua golongan berdasarkan atas 
ada dan tidak adanyakualitas tertentu, contoh:

Ragaan II: Contoh Pembagian Dikotomik

No Binatang Binatang Binatang

1 Berin-
sang

Tidak 
Berin-
sang

Meny-
usui

Tidak 
Meny-
usui

Ber-
sayap

Tidak 
Ber-
sayap

Kedua, penggolongan. Penggolongan adalah lawan dari 
pembagian, dan penggolongan mengatur barang-barang 
dalam kelompok spesia, dimana pembagian bergerak 
dari atas ke bawah, sedangkan penggolongan bergerak 
dari bawah ke atas atau dari individu menuju spesia. 
Karena penggolongan dilakukan berdasarkan kemiripan 
dasar yang dimiliki oleh setiap individu barang, sehingga 
barang-barang dengan ciri-ciri atau persamaan tertentu 
dapat dikelompokkan kedalam golongan yang sama. 
Misalnya: kita mendapati barang-barang seperti: melati, 
besi, kenanga, mawar, timah, emas, cempaka, tembaga 
dan platina. Maka melati, kenanga, mawar, dan cempaka 
adalah kelompok dari golongan bunga, karena seluruhnya 
memiliki persamaan-persamaan yang sangat menonjol. 
Sedangkan besi, timah, emas, tembaga dan platina adalah 
golongan logam, karena seluruhnya bukan kelompok 
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bunga.93

Penggolongan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: 
penggolongan alam dan penggolongan buatan. 
Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun 
atas kecerdasan kita, seperti: penggolongan mawar, 
melati, kenanga ke dalam golongan bunga. Sedangkan 
pengolongan buatan adalah penggolongan yang 
didasarkan atas satu sifat, dan disebut buatan karena 
penggolongan itu dimaksudkan untuk tujuan tertentu. 
Seperti, penyusunan kata dalam kamus, penyusunan 
buku di perpustakaan, atau pengelompokan barang di 
toko. Adapun tujuan dari pengelompokan tersebut adalah 
untuk mendapatkan kemudahan dalam pencarian sesuatu 
yang diinginkan.94

Di dalam penggolongan atau pengklasikasian sesuatu, 
terdapat empat syarat dan aturan yang harus dipenuhi. 
Syarat-syarat tersebut ialah, pertama, penggolongan harus 
lengkap, yaitu jika suatu hal dibagi-bagi maka bagian yang 
kita perinci harus meliputi semua bagian, sehingga jika 
bagian-bagian itu dijumlah lagi maka hasilnya tidak akan 
kurang atau lebih dari kesatuan yang telah dibagi-bagi 
tersebut. Contoh: makhluk hidup digolongkan menjadi 
manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.

93 Arief Sidharta, Pengantar Logika; Sebuah Langkah Pertama 
Pengenalan Medan Telaah, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 
2001), hlm. 93.

94 Mundiri, Logika..., hlm. 45-51.
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Syarat kedua, penggolongan harus sungguh-sungguh 
memisahkan, yaitu bagian yang satu tidak boleh 
mengandung bagian yang lain, sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih (overlapping) dalam pemisahan. Contoh: 
makhluk hidup ada yang hidup di darat, di laut dan di 
udara. Syarat ketiga, penggolongan harus menurut dasar 
atau garis yang sama, yaitu sebuah penggolongan harus 
konsekuen dan tidak memakai dua atau lebih dasar 
sekaligus dalam pembagian yang sama. Contoh: jika murid 
dalam kelas dibagi menjadi murid yang pandai, kurus dan 
cantik, maka penggolongan ini tidak memakai dasar sifat 
yang sama. Akibatnya golongan-golongan di sini saling 
berimpitan, karena mungkin ada anak yang sekaligus 
termasuk ke dalam ketiga golongan itu, atau sama sekali 
tidak termasuk ke dalam salah satu golongan tersebut.

Sedangkan syarat terakhir (keempat) penggolongan 
harus cocok untuk tujuan yang hendak dicapai. Contoh: 
sensus penduduk: seorang ahli antropologi menyusun 
penduduk menurut suku bangsa, ahli politik memerlukan 
penggolongan menurut agama atau ideologi yang dianut, 
dan ahli ekonomi akan mengutamakan pembagian 
menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan dsb.95

Adapun manfaat yang ditimbulkan dari penggologan atau 
klasifikasi ialah pertama, membantu pikiran kita supaya 
dapat melihat sekilas fenomena pengelompokan yang 
sekiranya memiliki banyak variasi. Kedua, memungkinkan 
pikiran kita untuk memahami benang merah yang terdapat 

95 W. Poespoprodjo, Logika Ilmu..., hlm. 63-64.
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dalam hubungan antara objek yang satu dengan yang 
lain. ketiga, membantu kita untuk memahami benda atau 
objek menurut struktur kodratnya supaya lebih mudah 
mencermatinya.96 

96 Surajiyo, Sugeng Astanto dan Sri Andiani, Dasar-Dasar Logika, 
(Jakarta: PT Bumi Aksara,cet. I, 2010), hlm. 29.
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Bab III 

KONSTRUKSI 
USHUL FIKIH 
KLASIK

Penulis menempuh tiga cara untuk 
mengungkapkan kontruksi ushul fikih 
klasih. Pertama, mengkaji ilmu-ilmu apa 
saja yang menjadi pondasi bangunan atau 
setidaknya yang mempengaruhi ushul fikih. 
dan kedua melakukan kajian terhadap skema 
pembahasan ushul fikih mulai dari kitab al-
Risālah karya al-Syāfi‘ī (w. 204/820 M) hingga 
kitab Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm 
al-Usūl, Karya al-Syawkānī (w. 1255/1834 M).
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Kedua metode ini dirasa cukup untuk mencapai tujuan 
dari penelitian ini, yaitu melakukan konstruksi ushul fikih 
klasik dan kemudian berdasarkan kontruksi ini digagas 
kontruksi ushul fikih modern yang lebih sistematis dan 
responsif terhadap perkembangan zaman. 

A. Ilmu-Ilmu Yang Menkonstruksi Ushul Fikih

Sebuah ilmu pengetahuan pasti memiliki materi-materi 
yang menjadi konstruksi utama dari ilmu itu. Tidak 
terbantahkan lagi bahwa suatu ilmu pengetahuan 
memiliki relasi dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu 
matematika murni pasti memiliki korelasi dengan ilmu 
matematika terapan seperti ilmu teknik, kimia, arsitektur 
dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu-ilmu humaniora 
pasti terdiri dari unsur-unsur yang diambil dari ilmu lain. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menguak ilmu-ilmu yang 
menjadi konstruksi ilmu ushul fikih, sehingga struktur 
ushul fikih dapat dideskriptifkan secara komprehensif, 
holistik dan integral dalam struktur baru. Dengan 
harapan struktur baru ini mampu menampung segala 
gejala perkembagan teori yang muncul dalam sejarah 
perkembagan ushul fikih.

Berdasarkan berbagai literatur ushul fikih yang penulis 
kaji, maka ilmu-ilmu yang menjadi konstruksi ushul 
fikih dapat dibedakan ke dalam dua bagian. Pertama: 
ilmu-ilmu yang berasal dari luar tradisi Islam (eksternal), 
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yaitu filsafat yang diimpor dari peradaban Yunani. Kedua, 
ilmu-ilmu yang merupakan produk asli tradisi keilmuan 
Islam (internal), yang berupa ilmu-ilmu ushuluddin1 dan 
linguistik.

a. Ilmu-Ilmu Eksternal: Filsafat

Filsafat bukanlah istilah asli dalam pemikiran Islam, tetapi 
merupakan hasil kontak Islam, sebagai agama pembebas, 
dengan daerah-daerah dibebaskan. Secara intelektual, 
filsafat merupakan salah satu hasil gerakan penerjemahan 
yang disponsori oleh Khalīfah al-Ma’mūn dengan Bait al-
Hikmah-nya. Sebagai ideologi pembebas, Islam sukses 
luar biasa secara politik dan teologis, tetapi kurang 
berpengalaman dalam kancah keilmuan, sehingga harus 
membuka diri untuk melihat prestasi peradaban lain. Bait 
al-Hikmah (house of wisdom) mempercayakan orang-orang 
Kristen Nestorian untuk menerjemahkan buku-buku 

1 Yang penulis maksud dengan ilmu ushuluddin di sini adalah 
ilmu-ilmu yang di perguruan tinggi Islam (PTAI) dikaji pada 
fakultas ushuluddin. Ilmu-ilmu tersebut berikaitan dengan ilmu 
metodologi al-Qur’an (‘Ulūm al-Qur’an), ilmu metodologi hadis 
(‘ulūm al-hadīts) dan ilmu teologi (‘ilm al-kalām). Penggunaan 
ilmu ushuluddin dalam arti ini dapat ditemukan misalnya dalam 
Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 1998); Kamaruzzaman 
Bustamam Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 
UII Press, cet. I, 2004); Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus 
Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika, 
(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet. VI, 2010).
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Filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab.2

Dalam konteks ini, jasa Hunain bin Ishaq (w. 257 H/873 
M) dan puteranya Ishaq bin Hunain (w. 294 H/910 M) 
tidak boleh dilupakan.3 Penerjemahan ini juga mencakup 
penerjemahan dari bahasa Syiria ke dalam bahasa Arab. 
Problem teknis pun muncul ke permukaan karena banyak 
istiah filsafat Yunani yang tidak ditemukan padanannya 
dalam bahasa Arab. Sebagai konsekuensinya, para 
penerjemah menciptakan istilah-istilah baru, walau 
banyak istilah yang sekedar merupakan transposisi ke 
dalam bahasa Arab seperti yang akan terlihat nanti. Di sini, 
menjadi jelas bahwa kata falsafah hanyalah transposisi 
Arab dari kata philo sophia. Demikian pula kata failūsuf 
(filsuf atau filosof) dan tafalsafa (berfilsafat). Keduanya 
merupakan transposisi Arab dari kata philosopher dan 
philosophize.4

Ushul fikih merupakan metodologi pemikiran Islam yang 
terpenting. Ia menampilkan dasar-dasar rasional dan 
koherensi  bagi pemikiran Islam. Walaupun ilmu ushul 

2 Eric L. Ormsby, “Arabic Philosophy,” dalam Robert. Solomon 
dan Kethleen M. Higgins, eds, From Africa to Zen: An Ivitation to 
World Philosophy, (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 
1993), hlm. 142.

3 Selain Hunain bin Ishaq dan Puterannya, juga dikenal beberapa 
penerjemah lain seperti Yohana bin Patrik (w. 199 H/815 M), al-
Farabī (w. 334 H/950 M), Ibn Sinā (w. 421 H/1037 M), Jibrīl al-
Baktīsyū. Lihat: George N. Atiyeh, al-Kindī: The Philosopher of The 
Arabs, (Rewalpindi: Islamic Research Institute, 1996), hlm. 10.

4 George N. Atiyeh, al-Kindī..., hlm. 12.
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fikih resmi disusun dan dikodifikasikan oleh al-Syāfi‘ī, tapi 
ilmu ini sebagai disiplin tersendiri telah dibangun oleh 
tābi‘īn dan tābi‘ al-tābi‘īn.5

Ilmu ushul fikih juga merupakan komponen metodologi 
terpenting yang dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik. 
Ia disebut juga sebagai metodologi tradisional Islam.6 Oleh 
karena itu, ilmu ini adalah produk khas umat Islam, yang 
tidak dimiliki oleh Barat maupun peradaban manapun di 
dunia ini.7

Menurut para pakar, ilmu ini tersusun dari gabungan 
berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah 
bahasa Arab, teologi (ilmu kalam), ilmu fikih, dan ilmu-
ilmu al-Qur’an dan Sunnah.8 Bahkan menurut al-Ghazālī, 
ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang paling tinggi 
derajatnya, karena merupakan gabungan dari dua jenis 
ilmu yakni ilmu naql murni seperti al-Qur’an, Hadis, dan 
ilmu ‘aql murni seperti logika (mantiq).9

5 Abdul Hamid Abu Sulaiman, Crisis in the Muslim Mind, (Herndon-
Virginia: IIIT, 1414/1993), hlm. 37.

6 Abdul Hamid Abu Sulaiman, Crisis in..., hlm. 37.

7 Ali Garisyah, Metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Tafkir al-Islami,) 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 56.

8 Taha Jabir al-Alwani, Source Methodology in Islamic Jurisprudence, 
(Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 
1415/1994), hlm. 5-6. Pendapat serupa dapat baca juga dalam 
Muhammad Arkoun, Nalar Islam dan Nalar Modern, (Jakarta: 
Serambi, cet. I, 2010), hlm. 81.

9 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī...., hlm. 32. Bandingkan dengan ‘Alī 
ibn Abd al-Kāfī al-Subkī dan anaknya, al-Ibhāj fî Syarh al-Minhāj, 
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Unsur logika Aristoteles terlihat pada cara kata menentukan 
makna, pembahasan yang bersifat konseptual dan definitif, 
validitas kesimpulan yang berdasarkan pada penalaran 
induktif, pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang 
ta‘ārud al-adillah (disikronisasi dalil),10 dan lain-lain.11

Secara historis, logika Aristoteles (384-322 SM) diadopsi 
orang Arab Islam melalui penerjemahan. Penerjemah 
logika pertama ke dalam bahasa Arab dilakukan oleh 
Yohana bin Patrik (815 M) dengan judul Maqūlāt Asyarat 
li Aristū. Akan tetapi, terjemahan paling sempurna baru 
muncul di tangan al-Farabī (873-950 M) dan disusul 
kemudian oleh terjemahannya Ibn Sinā (980-1037 M). 
Oleh karena itu, al-Farabī dikenal sebagai guru kedua 
logika (the second master/al-mu‘allim al-tsānī) dan Ibn Sinā 
sebagai guru ketiga (the third master/al-mua‘llim al-tsālits). 
Sedangkan Aristoteles sebagai guru pertama (the first 
master/al-mu‘llim al-awwal).12

Namun demikian, menurut Ahmad Hanafi, penerjemahan 
besar-besaran buku-buku Yunani termasuk logikanya, 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. I 1995/1416), hlm. 5.

10 Ta‘ārud al-adillah adalah dua dalil atau lebih yang berlawanan. Ia 
biasanya diselesaikan melalui tarjīh (memilih salah satu pendapat 
yang terkuat), dengan berpegang pada dalil yang lebih kuat dari 
dalil- dalil yang berlawanan tersebut atau dengan memastikan 
mana yang terlihat dari kedua dalil yang berlawanan tersebut 
tersebut yang dapat dijadikan pegangan.

11 Lihat: Taha Jabir al-Alwani, Source Methodology..., hlm. 5.

12 M. Joesoep Sou’yb, Logika: Hukum Berfikir Tepat, (Jakarta: 
Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 236-238 dan 243.
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telah berlangsung sebelum Yohana bin Patrik, yakni masa 
sebelum al-Syāfi‘ī lahir (150 H/767 M), tepatnya antara 
tahun 750-850 M.13

Al-Syāfi‘ī peletak dasar ilmu ushul fikih nampak sangat 
mengenal logika Aristoteles ini. Jadi, cukup beralasan 
apabila al-Syāfi‘ī dalam menyusun ilmu ini, juga sedikit 
tidaknya terpengaruhi dengan logika Aristoteles.14 Jika 
benar ushul fikih itu merupakan logika bagi fikih, maka 
yang perlu dipermasalahkan apakah benar ia terpengaruh 
dari mantiq atau filsafat-filsafat logika, yang juga 
merupakan kaidah berpikir bagi para filosof ?

Seperti diketahui bahwa ushul fikih mengalami 
perkembangan pesat setelah dikodifikasikan. Namun, 
merupakan suatu kekeliruan jika dikatakan bahwa 
perkembangan itu disebabkan oleh pengaruh eksternal 
Islam (logika Aristoteles), terlebih ilmu logika yang ketika 
itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penulis 
mengakui bahwa dalam menyusun kitab al-Risālah, 
al-Syāfi‘ī menempuh metode deduktif-filsafat, yaitu 
menyusun kaidah-kaidah umum (kulliyāt), kemudian 
diaplikasikan ke dalam kasus-kasus partikular. Dengan 
demikian, banyak yang menduga bahwa al-Syāfi‘ī 
terpengaruh oleh pola pikir filsafat, khususnya metode 
logika dalam penulisan kitabnya itu.

13 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 
cet. IV, 1990), hlm. 40.

14 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, alih bahasa: Agah 
Garnadi, (Bandung: Pustaka, cet. II, 1994), hlm. 186.
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Alasan mereka adalah bahwa ilmu logika telah dikenal 
peradaban Islam sebelum masa kelahiran al-Syāfi‘ī 
sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Hasan,15 dan 
al-Syāfi‘ī sendiri mengerti bahasa Yunani, dan ternyata 
metode qiyās-nya mirip dengan metode tamsil Aristoteles 
(qiyās tamtsīlī/reasonning by analogy).16

Namun demikian, alasan-alasan itu kurang kuat dan 
kurang dapat diterima, karena al-Syāfi‘ī ternyata sangat 
membenci logika Aristoteles17 dan tidak ada satu pun 
pernyataan dari al-Syāfi‘ī di dalam entri-entri bukunya 
yang mendukung penggunaan logika filsafat dalam kajian 
ushul fikih. Dalam pandangan penulis, kedekatan metode 
berpikir antara dua pemikir tidak mengharuskan adanya 
saling pengaruh mempengaruhi, tetapi boleh jadi hanya 
kebetulan sejarah saja. Dengan demikian, hal tersebut 
tidak menjadikan al-Syāfi‘ī terpengaruh oleh logika 
deduktif Aristoteles.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, metode 
ilmiah yang dikembangkan oleh al-Syāfi‘ī banyak menarik 
minat usūliyūn sesudahnya, baik dari kalangan fuqahā’ 
(ahli fikih) maupun dari kalangan mutakallimūn (teologi).

15 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad..., hlm. 186.

16 ‘Alī Sāmī al-Nasyār, Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 668-669. Bandingkan 
dengan Toha ‘Abdurrahmān, al-Istidlāl fī Nas al-Khaldūnī, (Kairo: 
Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1991, cet. I), hlm. 
64.

17 Alī Sāmī al-Nasyār, Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 70.
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Diantara para ulama mutakallimūn yang terpengaruh 
dengan metode ilmiah al-Syafi‘ī adalah al-Qādī al-Jabbār, 
al-Husainī al-Basrī keduanya dari aliran Mu‘tazilah. Abū 
Hasan al-‘Asy‘arī, al-Juwaynī dan al-Ghazālī, ketiganya 
dari aliran ‘Asy‘ariyyah. Mereka inilah yang mewarnai 
ilmu ushul fikih dengan corak pemikiran kalam, dengan 
menggunakan dalil-dalil logika yang bersifat teoritis. Di 
antara mereka, al-Juwaynī seorang pelopor ilmu kalam 
yang memasukkan pendekatan ilmu mantiq ke dalam 
kajian ushul fikih walaupun dalam bentuk yang masih 
sangat terbatas.18

Usūliyyūn yang dianggap menerima pengaruh mantiq 
secara sungguh-sungguh adalah al-Ghazālī, karena 
secara mencolok ia mengemukakan teori-teori mantiq di 
dalam pengantar kitabnya al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Usūl (al-
muqaddimah al-mantiqiyyah). Di dalamnya, ia menegaskan 
barang siapa yang tidak menguasai logika deduktif 
Aristoteles, maka ilmunya tidak dapat diverifikasi 
kebenarannya (mi‘yār al-‘ilm fi al-mantiq).19

Dalam karyanya yang lebih komprehensif mengenai 
logika, Mi‘yār al-‘Ilm fi al-Mantiq, di samping memberi 
contoh-contoh penerapan berbagai bentuk silogisme 
dalam masalah-masalah fikih, al-Ghazālī menyatakan 
secara tegas bahwa penalaran hukum (fikih) tidak berbeda 
dengan penalaran ilmu-ilmu rasional selain dalam 

18 Alī Sāmī al-Nasyār, Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 73.

19 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., hlm. 19; Al-Ghazālī, Ma‘ārij al-
Quds..., hlm. 59; Sulaiman Dunya, al-Haqīqah fī..., hlm. 280-281.
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premisnya saja.20

Dalam kitabnya yang lain Syifā’ al-Ghalīl, al-Ghazālī 
membuat satu bab khusus dengan judul “Uraian Tentang 
Bentuk-Bentuk Argumen Rasional Dalam Masalah-
Masalah Hukum”.21 Di dalam kitab ini, al-Ghazālī 
menunjukkan contoh-contoh penerapan bentuk-bentuk 
silogisme dalam melakukan penalaran masalah-masalah 
fikih.22

Atas dasar inilah, al-Ghazālī menilai logika deduktif 
Aristoteles sebagai salah satu syarat dalam berijtihad 
dan merupakan suatu ilmu yang diberi nilai fardu kifāyah 
bagi kaum muslimin untuk dipelajari. Hal ini membawa 
al-Ghazālī pada posisi yang bertentangan dengan para 
usūliyyūn ketika itu.23

Sekalipun begitu, al-Ghazālī dengan keras mengkritik 
filsafat Yunani karena paganismenya24 dan menuduh 

20 Al-Ghazālī, Mi‘yār al-‘Ilm, tahqīq: Mahy al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, 
(Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1971, cet. I), hlm. 60.

21 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl, tahqīq: Ahmad Muhammad Syākir, 
(Baghdad: Matba‘ah al-Irsyād, cet. I, 1971), hlm, hlm. 435.

22 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 455.

23 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī ‘Ilm..., hlm. 5-44; Alī Sāmī al-Nasyār, 
Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 74.

24 Di dalam Tahāfut al-Falāsifah, al-Ghazālī sebenarnya tidaklah 
total anti filsafat, yang pada waktu itu merupakan “induk 
pengetahuan” dalam pengertian mencangkup metafisika dan 
fisika. Itulah mengapa karnya itu tidak dinamakan dengan 
Tahāfut al-Falsafah (Inkohensi Filsafat), tetapi ia menamakan 
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murtad kepada para filosof muslim,25 pada satu sisi.26 Pada 
sisi lain, al-Ghazālī menerima logika Aristoteles, bahkan 
menilainya sebagai sebuah kata pengantar wajib bagi 
seluruh cabang ilmu pengetahuan, dan tanpa logika ilmu 
seseorang sulit untuk dipercayai dalam ranah pengetahuan 
apa pun.27

Al-Ghazālī menginternalisasikan logika Yunani sebagai 
cara berpikir, kemudian pada akhirnya dapat memperke-

karyanya Tahāfut al-Falāsifah (Inkoherinsi Filosof). Yang rancu, 
bagi al-Ghazālī, bukanlah filsafat tetapi kaum filosof (falāsifah), 
dalam hal ini yang ia maksudkan dengan kaum filosof adalah al-
Farabī dan Ibn Sinā. Penekanan al-Ghazālī sebenarnya adalah 
umat Islam tidak boleh menggantikan metafisika al-Qur’an dan 
Sunnah dengan metafisika Yunani.Wahyu monotisme tidak 
boleh ditukar dengan mitos politeis. Bagi al-Ghazālī, kaum filosof 
sudah murtad setidaknya dalam tiga masalah besar metafisika. 
Pertama, mereka mengatakan bahwa alam adalah eternal 
(azalī). Tidak berawal (qadim), sehingga mengimplikasikan 
ada dualisme tuhan; Allah dan alam (universe). Kedua, karena 
menolak kebangkitan jasmani, berarti mereka meremehkan 
kemahakuasaan Allah. Ketiga, mereka berpendapat Allah tidak 
mengetahui hal-hal partikular. Pandangan ini, kata al-Ghazālī, 
menentang kemahatahuan Allah. Lihat: Al-Ghazālī, Tahāfut al-
Falāsifah..., hlm. 71.

25 Sebenarnya tidak seluruh filosof muslim yang dituduh murtad 
oleh al-Ghazālī. Yang ia tuduh murtad sebenarnya hanya al-
Farabī dan Ibn Sinā dikarenakan filsafat emanasi yang mereka 
cetuskan. Sarjana-sarjana modern menyayangkan sikap al-
Ghazālī ini. Kalau itu tujuannya, mestinya buku al-Ghazalī diberi 
judul Tahāfut al-Farabī wa Ibn Sinā (Inkoherensi al-Farabī dan Ibn 
Sinā). Lihat: Eric L. Ormsby, “Arabic Philosophy..., hlm. 142-143.

26 Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah..., hlm. 63.

27 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., hlm. 3.
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nalkan suatu cara penggabungan logika penalaran pada 
hukum Islam. Dalam kitabnya al-Qistās al-Mustaqīm, al-
Ghazālī membuktikan beberapa kesimpulan Aristoteles, 
seperti penegasan berdasarkan (modus ponens) dan 
penafian berdasarkan negasi (modus tollens), dengan 
mengacu pada argumen-argumen logis al-Qur’an.28 
Misalnya, setelah mengutip Q.S, 21:22 yang berbunyi, 
“sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain 
Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa.” Al-Ghazālī 
mengikuti penalaran modus tollens: “lebih dari satu tuhan 
(ālihah)29 menyiratkan kekacauan (lafasadatā). Dan karena 
ada kekacauan, maka tiada tuhan selain Allah (ālihah illā 
al-Allāh).

Kemudian, al-Ghazālī menggunakan akar kata yang 
diderivasi langsung dari al-Qur’an atau terminologi ushul 
fikih yang popular, alih-alih terminologi filsafat pada 
umumnya. Misalnya, al-Ghazālī mengembangkan al-

28 Al-Ghazālī, al-Qistās al-Mustaqīm; al-Mawāzin al-Khamsah li 
al-Ma‘rifah fī al-Qur’ān, tahqīq: Mahmūd Bījū, (Damaskus: al-
Matba‘ah al-‘Alamiyyah, cet. I, 1993), hlm. 11. Dua kesimpulan 
(inferences) yang disebutkan di sini secara formal dapat dijelaskan 
sebagai berikut: “modus ponens”: jikalau benar bahwa jika P 
adalah benar, kemudian Q adalah benar, maka jika P adalah 
benar, maka Q akan benar. “Modus tollens”: jikalau benar bahwa 
jika P kemudian Q adalah benar, kemudian jika Q adalah tidak 
benar, maka hal itu berarti bahwa P adaah tidak benar. Lihat: 
Rosalind Ward Gwynne, Logic, Rhetoric and Legal Reasoning in The 
Qur’an, (London and New York: Routledge, 2004), hlm. 156; Rafīq 
al-‘Ajam, al-Mantiq ‘Inda al-Ghazālī fī Ab‘ādihi al-Aristūwiyyah 
wa Khusūsiyyātihi al-Islāmiyyah, (Beirut: Dār al-Masyriq, cet. I, 
1989), hlm. 163-165.

29 Al-Ghazālī, al-Qistās al-Mustaqīm..., hlm. 62.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

117
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

mahmūl (predikat sifat) pada al-hukm (hukum); al-hadd al-
awsat (middle term/terma penengah dalam suatu silogisme) 
pada ‘illah (kausa); al-muqaddimah (premis) pada al-asl 
(hukum dasar); al-natījah (conclusion, kesimpulan) pada al-
far‘ (hukum cabang) dan al-mumkin (kemungkinan) pada 
al-mubāh (kebolehan).30

Ide paling kreatif yang dikembangkan oleh al-Ghazālī adalah 
menggambungkan deduksi silogistik dalam metodologi 
qiyās.31 Guna mensistematisasi tanqīh al-manāt (verifikasi 
kausa suatu hukum), al-Ghazālī menerapkan serangkaian 
silogisme verifikatif terhadap situasi pertama (kasus 
yang terjadi pada masa Nabi yang dijadikan acuan bagi 
kasus yang ditangani).32 Misalnya, ia membuat penalaran 
berikut, “satu nilai dibandingkan dengan yang lain pasti 
lebih besar, setara atau lebih kecil. Jika kita membuktikan 
salah satunya, maka dua hal yang lain pasti salah.”33

Kemudian al-Ghazālī menggunakan silogisme hipotesis, 
mempertimbangkan terma penengah dari dua proposisi 
sebagai ‘illah itu sendiri, agar dapat meneruskan penilaian 

30 Rafīq al-‘Ajam, al-Mantiq ‘Inda..., hlm. 65.

31 Silogisme disjungtif (disjunctive syllogisme), entah satu sisi atau 
sisi yang lain adalah benar (atau bisa jadi keduanya benar). Tidak 
ada salah dua-duanya. Jadi, jika anda mengetahui bahwa satu 
sisi salah, maka pasti bahwa sisi yang lain adalah sisi yang benar. 
Secara formal, jika p v q dan ~ p. Maka, q (adalah benar).

32 Rafīq al-‘Ajam, al-Mantiq ‘Inda..., hlm. 66.

33 Al-Ghazālī, Mahakk al-Nazar, (Kairo: al-Matba‘ah al-Adabiyyah, 
cet. I, 2010), hlm. 43.
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pada situasi yang pertama kepada situasi yang kedua.34 
Misalnya, ia menulis, “setiap khamar adalah memabukkan. 
Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Oleh 
karena itu, khamar adalah haram.”35 Dari sini dapat 
diperhatikan bahwa al-Ghazālī menilai memabukkan 
sebagai terma tengah, atau dalam terminologi ushul fikih 
disebut dengan ‘illah.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa masuknya pengaruh 
logika Aristoteles ke dalam kajian ushul fikih, yang 
dimulai sejak al-Juwaynī dan kemudian dikembangkan 
oleh al-Ghazālī, ternyata merupakan suatu bukti bahwa 
pengaruh itu masuk dalam ilmu ushul fikih melalui tangan 
ulama mutakallimīn ’Asy‘ariyyah dan bukan dari kalangan 
Mu‘tazilah sebagaimana dugaan banyak orang selama ini.36

Pengaruh logika deduktif Aristoteles dalam ilmu ushul 
fikih yang terjadi sejak akhir abad V H. ini banyak men-
dapat tantangan dari para ulama yang hidup semasanya. 
Di antara para ulama yang paling keras menentang ialah 
Ibn ‘Aqīl (w. 516 H/1119 M), al-Qusyairī (w. 524 H/1127 

34 Silogisme hipotesis (hypothetical syllogism): jika kita memiliki dua 
implikasi statemen, di mana sisi pertama (statemen) pertama itu 
sama dengan sisi kedua (statemen) yang lain. Maka kita dapat 
mengiliminasi komponen umum ini dan menghubungkan sisi-
sisi yang tersisa satu sama lain. Misalnya, jika p = = > q (p meliputi 
q) dan q = = >r. Maka, p = = > r. Al-Ghazālī menggunakan q 
sebagai ‘illah dalam contoh ini. Lihat: Jasser Audah, Membumikan 
Hukum..., hlm. 272.

35 Al-Ghazālī, Mahakk al-Nazar..., hlm. 31.

36 Alī Sāmī al-Nasyār, Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 79-80.
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M), Ibn Ṣalāh (w. 643 H/1246 M),  al-Nawawī (w. 656 
H/1277 M), al-Suyūtī (w. 884 H/1505 M), al-Syarbīnī (w. 
958 H/1579 M) dan Ibn Raslān (974 H/1595 M) semuanya 
bermazhab Syāfi‘īyyah.

 Fatwa Ibn Salāh adalah yang paling banyak dikutip terkait 
topik ini. Dalam fatwanya, Ibn Salāh menyatakan bahwa 
“filsafat merupakan akar kedunguan dan perselingkuhan, 
dan pedang adalah cara terbaik untuk berhubungan dengan 
para guru filsafat.37 Selain itu Ibn Salāh juga membantah 
keras al-Ghazālī yang berpendapat bahwa barangsiapa 
yang tidak menguasai mantiq maka ilmunya tidak dapat 
diverifikasi kebenarannya. Ibn Salāh berpendapat bahwa 
Abū Bakar, ‘Umar, dan lain-lain, dapat mencapai tingkat 
keyakinan padahal tidak seorang pun di antara mereka 
yang menguasai ilmu logika. Ketika Ibn Salāh ditanya 
apakah para sahabat, tabi‘īn dan mujtahid generasi salaf 
membolehkan mempelajari ilmu logika? Ia menjawab: 
“Ilmu logika suatu jalan masuk ke kesesatan, sedangkan 
masuk ke dalam kesesatan adalah sesat”.38

Reaksi keras ini menekan minat terhadap filsafat dalam 
mayoritas lingkaran kaum muslimin.39 Para cendikiawan 

37 Al-Suyūtī, al-Durr al-Mantsūr fī al-Tafsīr bi al-Ma‘tsūr, tahqīq: ‘Abd 
al-Allāh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkey, jilid. III, (Riyadh: Markaz 
Hajar li a-Buhūts wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 
cet. I, 2003), hlm. 86; Ibn Salāh, Fatāwā Ibn Salāh, (Beirut: 
Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, cet. I, 1407), hlm. 2005.

38 Alī Sāmī al-Nasyār, Nasy’ah al-Fikr..., hlm. 144-155.

39 Hasan Basyīr Sālih, ‘Alāqah al-Mantiq bi al-Lughah ‘inda Falāsifah 
al-Muslimīn, (Alexandria: al-Wafā’, 2003), hlm. 86.
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harus mempelajari filsafat atau logika secara rahasia, 
hanya menginformasikan kepada murid terdekatnya, dan 
tidak akan pernah menampilkan aktivitas-aktivitas ini 
dalam tulisan-tulisan mereka.40 Ibn Rusyd (w. 595 H/1192 
M) adalah contoh ahli fikih atau filosof yang dianiaya dan 
buku-bukunya dibakar karena dia melanggar fatwa-fatwa 
di atas.41

Secara serentak, beberapa cendikiawan mengumumkan 
ketidaksenangan mereka terhadap filsafat Yunani dan 
metode-metode non-islami, dan melakukan upaya kritik 
secara formal, bahkan menyarankan ide-ide alternatif, 
khususnya dalam logika, dari sudut pandang mereka 
sendiri. Inilah posisi yang diambil oleh Ibn Hazm (w. 456 
H/994 M)42 dan Ibn Taimiyyah (w. 728 H/1328 M).43

Ibn Hazm tidak mencela logika, meski bermazhab literalistik 
(zāhirī), sebagaimana yang dilakukan oleh mazhab lain. 
Faktanya, ia meyakini bahwa logika adalah kriteria di 
mana seseorang dapat mengevaluasi pengetahuan apa 

40 ‘Abd al-‘Azīm al-Dīb, Fiqh Imām al-Haramain ‘Abd al-Malik bin ‘Abd 
al-Allāh al-Juwainī, (Beirut: Dār al-Wafā’, cet. I, 2007), hlm. 39.

41 ‘Ismat Nassār, al-Khitāb al-Falsafī ‘inda Ibn Rusyd wa Atsaruhu fī 
Kitābāt Muhammad ‘Abduh wa Zakī Najīd Mahmūd, (Kairo: Dār al-
Hidāyah, 2003), hlm. 16-21.

42 Wadie Mustafā, Ibn Hazm wa Mawqifuhu min Falsafah wa al-
Mantīq wa al-Akhlāq, (Alexandria: Majma‘ al-Tsaqafī, 2000), hlm. 
21.

43 Ibn Taimiyyah, Dar’ Ta‘ārud al-‘Aql wa al-Naql, tahqīq: Muhammad 
Rasyād Sālim, jilid. I, (Riyadh: Maktabah Ihyā’ al-Sunnah, cet. II, 
2001), hlm. 201
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pun (mi‘yār kull ‘ilm).44 Ibn Hazm menjelaskan bagaimana 
kemiripan antara persyaratan logika dan kewajiban-
kewajiban dalam hukum Islam, sebuah ide di mana ia 
mungkin berutang kepada al-Ghazālī.45

Menurut Jasser Auda, karya Ibn Hazm yang berjudul 
Taqrīb Mantiq (mendekatkan limu logika) adalah usaha 
pertama untuk mengelaborasi kesesuaian antara istilah 
ilmu logika dan istilah fikih (hukum Islam);46 seperti 
kesesuaian antara kemungkinan dan kebolehan, implikasi 
dan kewajiban, dan ketidakmungkinan dan larangan.47 

Delapan abad sebelum teori kotemporer Von Wright 
tentang akhlak, kewajiban dan logika.48 Ibn Hazm 
menyajikan sebuah rekonstruksi kontroversi terhadap 
silogisme Aristoteles agar selaras dengan filsafatnya 
sendiri (zāhirī).49 Misalnya, ia mendukung sebab-akibat 
dalam fenomena alam, namun bukan pada hukum ilahiah. 
Oleh karena itu, ia menolak seluruh bentuk penalaran 

44 ‘Abd al-Latīf Syarārah, Ibn Hazm al-Rā’id al-Fikr al-‘Alamī, 
(Beirut: Mansyurāt al-Maktab al-Tijārī, t.t.h), hlm. 203. 

45 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., hlm. 123.

46 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 270.

47 Ibn Hazm, Taqrīb al-Mantiq, tahqīq: Ihsan ‘Abbās, (Beirut: Dār al-
Fikr, cet. I, 2001), hlm. 21.

48 Von Wright, “Deontic Logic,” Mind, New Series 60, no. 237 (1951), 
hlm. 71.

49 Anwār al-Zaabī, Zāhiriyyah Ibn Hazm al-Andalusī: Nazariyyah al-
Ma‘rifah wa Manāhij al-Bahts, (Amman: International Institute of 
Islamic Thought, 1996), hlm. 49.
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logis (qiyās) dan mengkritik mazhab-mazhab lain yang 
mengesahkannya.50

Di sisi lain, kritik Ibn Taimiyyah terhadap Aristoteles 
adalah jelas dan masih terlihat relevan.51 Ia menolak 
pembedaan Aristoteles antara esensi dan aksiden dalam 
teori definsinya, dan menilainya sebagai sewenang-
wenang, oleh karena itu, menolak kebenaran apa pun 
yang diputuskan, perdefinisi, berdasarkan proposisi-
proposisi universal.52 Menurut Ibn Taimiyyah,53 misalnya, 
perbedaan-perbedaan antara busr (kurma mentah), rutb 
(kurma agak matang) dan tamr (kurma matang) tidak 
mencerminkan tiga perbedaan esensi, sebagaimana yang 
disarankan Aristoteles.54 Semua istilah ini adalah tiga 
keumuman yang bersifat kognitif (kulliyyāt fī dhihn), 
dalam istilah Ibn Taimiyyah.55

50 Anwār al-Zaabī, Zāhiriyyah Ibn Hazm..., hlm. 100-103.

51 John F. Sowa, Knowledge Representation: Logical, Philosophical, 
and Computational Foundations, (Pacific Grove, 2000), hlm. 258.

52 Wael B. Hallaq, Ibn Taymiyya Against The Greek Logicians, (Oxford: 
Clarondon Press, 1993), hlm. 92.

53 Patut untuk dicatat, selain mengkritik secara formal filsafat 
Yunani, Ibn Taimiyyah juga di dalam beberapa bukunya 
mengeluarkan hujatan-hujatan kepada siapa saja yang 
mengunakan metode-metode non-Islam di dalam penalarannya. 
Misalnya ia menyalahkan orang yang menganggap ilmu yang 
diperoleh dengan akal (logika/mantiq) bagian dari ilmu kenabian 
sebagai pengaruh dari luar Islam dan hawa nafsu yang merusak. 
Lihat: Ibn Taimiyyah, al-Rad ‘alā al-Mantiqiyyīn, (Beirut: Dār al-
Ma‘rifah, t.th.), hlm. 371-372.

54 Wael B. Hallaq, Ibn Taymiyya..., hlm. 93.

55 Abū Yarub al-Marzūqī, Islāh al-‘Aql fī al-Falsafah al-‘Arabiyyah, 
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Lebih jauh lagi kritik Ibn Taimiyyah yang paling mendasar 
terhadap logika Aristoteles (silogisme) berkaitan dengan 
klaimnya bahwa ada premis dengan nilai kebenaran 
yang universal (kulliyyāt), yang tidak perlu dipersoalkan 
(apodietik, burhānī). Menurut Ibn Taimiyyah, kulliyyāt 
itu hanya ada dalam kenyataan luar. Karena itu, dalam 
meringkaskan kekeliruan para filosof, Ibn Taimiyyah 
mengatakan bahwa kesalahannya ialah karena mereka 
mengira bahwa apa yang ada dalam dunia pikiran tentu 
ada pula dalam kenyataan luar. Sedangkan bagi Ibn 
Taimiyyah, hakikat sesuatu ada dalam dunia kenyataan 
luar bukan dalam dunia pikiran (al-haqīqah fī al-a‘yān lā fī 
al-adhhān).56

Oleh karena itu, Ibn Taimiyyah mengkritik pembatasan 
penalaran hukum hanya pada penalaran silogisme, yang 
dimulai dari proposisi-proposisi umum. Ia mengemukakan 
analogi kemiripan (qiyās al-syabah) sebagai metode analogi 
tandingan.57 Seperti halnya Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah juga 
menggunakan analisis kritisnya dalam mendukung “agenda 
filsafatnya sendiri,” yang merupakan agenda nominal pada 
intinya.58 Lebih jauh, Ibn Taimiyyah mengkritik al-Ghazālī 
dan usūliyūn lain yang mengesahkan filsafat Yunani 

(Oxford: The Centre of Arabic Unity Studies, 1994), hlm. 176.

56 Ibn Taimiyyah, Naqd al-Mantiq, tahqīq: Muhammad Hāmid al-Fīqī, 
(Kairo: Matba‘ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, cet. I, 1951), 
hlm. 122.

57 Ibn Taimiyyah, Dar’ Ta‘ārud..., jilid. III, hlm. 203.

58 Abū Yarub al-Marzūqī, Islāh al-‘Aql..., hlm. 177; Rafīq al-‘Ajam, 
al-Mantiq ‘Inda..., hlm. 129.
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sebagai alat logika semata tanpa mengesahkan basis 
metafisikannya.59

Ibn Taimiyyah di satu pihak mengagumi dan mengikuti 
al-Ghazālī, tapi di pihak yang lain ia turut mengecam 
pendahulunya itu karena sikapnya yang tidak tuntas 
dalam mengkritik filsafat. Al-Ghazālī sebagaimana jamak 
diketahui mengkritik pedas filsafat dalam kitabnya Tahāfut 
al-Falāsifah, namun ia membatasi kritik itu hanya kepada 
bidang-bidang metafisik,60 yang oleh para filosof disebut 
sebagai al-falsafah al-ūlā.61 Hal ini menurut Ibn Taimiyyah, 
belumlah tuntas. Ibn Taimiyyah mengibaratkan kritik 
tanggung al-Ghazālī terhadapat filsafat seperti seseorang 
yang hendak membunuh seekor ular, tetapi ia hanya 
menggebuk badannya, sementara kepalanya masih 
ditinggalkan utuh. Malah – masih menurut Ibn Taimiyyah 
– al-Ghazālī ikut aktif memeliharanya. Dan “kepala ular” 
filsafat ialah ilmu mantiq atau logika formal.62

59 Ibn Taimiyyah, Dar’ Ta‘ārud..., jilid. III, hlm. 218.

60 Bagi al-Ghazālī, kaum filosof sudah murtad setidaknya dalam 
tiga masalah besar metafisika. Pertama, mereka mengatakan 
bahwa alam adalah eternal (azalī). Tidak berawal (qadim), 
sehingga mengimplikasikan ada dualisme tuhan; Allah dan 
alam (universe). Kedua, karena menolak kebangkitan jasmani, 
berarti mereka meremehkan kemahakuasaan Allah. Ketiga, 
mereka berpendapat Allah tidak mengetahui hal-hal partikular. 
Pandangan ini, kata al-Ghazālī, menentang kemahatahuan Allah. 
Lihat: Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah..., hlm. 71.

61 Eric L. Ormsby, “Arabic Philosophy..., hlm. 143.

62 Ibn Taimiyyah, Dar’ Ta‘ārud..., jilid. III, hlm. 188.
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Maka Ibn Taimiyyah menganggap al-Ghazālī bekerja 
setengah hati, sebab masih dengan yakin memelihara 
dan mengebangkan mantiq dalam kitab-kitabnya, seperti 
Mi’yār al-‘Ilm, Mihakk al-Nazar dan al-Qistas al-Mustaqīm. 
Karena itu ia berniat merampungkan kerja al-Ghazālī yang 
belum tuntas tersebut, dan ia pun menyisingkan lengan 
baju, berusaha menghancurkan logika Aristoteles.63

Jadi, di samping serangan keras al-Ghazālī terhadap 
filsafat Yunani, pengabungan logika Aristoteles ke dalam 
proses penalaran hukum Islam (ushul fikih) adalah tepat 
dan kreatif, meskipun membuatnya harus menerima 
kritik keras, baik oleh para nominalis maupun literalis.64

Al-Āmidī (w. 1236 M), al-Subkī (w. 1374 M), dan beberapa 
usūliyūn lain, khususnya dari mazhab Asy‘ariyyah dan 
Syāfī‘iyyah, yang merupakan mazhab al-Ghazālī, setuju 
dengan al-Ghazālī dalam pembedaan antara “alat-alat 
abstrak” (Yunani: orgonon, Arab: alah) yang dapat dipinjam 
umat Islam dari non-Islam, dan ide-ide maupun konsep-
konsep yang tidak boleh dipinjam.65 Pendapat ini sama 

63 Nurchalis Madjid, Ensiklopedi Nurchalis Madjid; Pemikiran Islam di 
Kanvas Peradaban, jilid. II, (Jakarta: Mizan, cet. II, 2012), hlm. 
948.

64 Kedua istilah ini mengacu kepada sosok Ibn Taimiyyah yang 
cenderung nominalis dalam memahami Islam dan Ibn Hazm 
yang cenderung literal dalam memahami Islam. Kedua istilah ini 
penulis pinjam dari Rafīq al-‘Ajam, al-Mantiq ‘Inda..., hlm. 69.

65 ‘Alī al-Subkī, Legal Opinion, (Lebanon: Dār al-Ma‘rifah, cet. I, 
2009), hlm. 644.
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dengan beberapa fatwa neo-literalis66 masa kini yang 
mengizinkan peniruan pengetahuan hanya yang berkaitan 
dengan teknologi dari Barat, alih-alih pengetahuan yang 
berhubungan dengan sains humaniora, sosial dan agama.

Di samping popularitas al-Ghazālī, larangan umum 
terhadap filsafat berkonstribusi pada stagnasi dalam 
teori dan penalaran metodologi hukum Islam yang 
berlak (ushul fikih). Ushul fikih terlihat hanya fokus pada 
implikasi linguistik secara langsung dan mengderivasi 
logika sederhana. Sistem penalaran fikih terus-menerus 
menjadi, banyak atau sedikit, sebuah sistem proposional 
mekanis yang berhubungan dengan perintah (al-awāmir) 
dan larangan (al-nawāhī).

Menurut Jasser Auda, analogi yang terdekat dengan sistem 
penalaran ushul fikih klasik dalam era modern adalah 
logika kewajiban akhlak (deontic logic).67 Meskipun deontic 
logic adalah istilah yang diciptakan oleh Von Wright pada 
pertengahan abad ke-XX M,68 seseorang dapat melihat 
bahwa standar sistem Von Wright dalam kaitannya dengan 
struktur, persyaratan logika, dan aksioma-aksioma 
utamanya sebenarnya sangat signifikan dengan penalaran 
dalam ushul fikih klasik.

66 Istilah neo-literalis merujuk kepada kelompok Salaf atau Wahabī 
(nisbat kepada Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb), penggunaan 
istilah ini dapat dilihat misalnya dalam: Mizaj Iskandar, Sejarah 
Sunni..., hlm. 119.

67 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 273.

68 Von Wright, “Deontic Logic..., hlm. 72.
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Misalnya, hukum perjanjian versi Von Wright yang 
menyatakan, “jika melakukan apa yang harus kita lakukan, 
mengharuskan kita melakukan sesuatu yang lain, maka 
perbuatan baru ini juga sesuatu yang harus kita lakukan.69 
Pernyataan tersebut sama dengan kaidah ushul fikih yang 
berbunyi “mā lā yatimm al-wājib illā bihi fahuwa wājib,”  
(sesuatu perkara yang tanpanya kewajiban tidak sempurna 
dijalankan, maka perkara itu juga menjadi wajib).70

Filsafat hukum kotemporer tidak menerima deontic 
logic sebagai sistem penalaran hukum yang sah.71 Alasan 
utamanya adalah klasifikasi kewajiban-kewajiban versi 
deontic logic yang kaku-biner, kekurangpekaan terhadap 
faktor waktu, dan ketidakpeduliannya terhadap kasus-
kasus yang bersifat eksepsional (istitsnā’iyyah).72

69 Von Wright, “Deontic Logic..., hlm. 73.

70 Untuk beberapa contoh aplikasi yang lain, dapat dilihat lebih 
lanjut dalam al-Subkī, al-Ibhāj fī Syarh al-Minhāj, tahqīq: Ahmad 
Jamāl al-Zamzamī dan Nūr al-Dīn ‘Abd al-Jabbār al-Ṣaghīrī, jilid. 
I, (Dubai: Dār al-Buhūts li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Ihyā’ al-
Turats, cet. I, 2004), hlm. 118; Al-Rāzī, al-Mahsūl fī ‘Ilm al-Usūl, 
tahqīq: Ṭoha Jābir Fayād al-‘Ilwānī, jilid. II, (Riyadh: Jāmi‘ah 
al-Imām Muhammad bin Su‘ūd al-Islāmiyyah, cet. I, 1400 H), 
hlm. 322; Ibn Taimiyyah, al-Musawwadah fī Usūl al-Fiqh, edisi. 
II, (Kairo: Maktabah al-Madanī, t.t.), hlm. 58; Al-Syātibī, al-
Muwāfaqāt fī Usūl al-Syar‘iyyah, tahqīq: Bakar ibn ‘Abd al-Allah 
Abū Zaid, jilid. I, (Madinah: Dār Ibn ‘Affān, t.th), hlm. 125; Al-
Ghazālī, al-Mustasfā fī..., jilid. I,hlm. 57.

71 C.W. De Marco, “Deontic Legal Logic” dalam The Philosophy of Law: 
An Encyclopedia, ed. Christopher Gray, (New York and London: 
Garland Publishing, 1999), hlm. 174.

72 C.W. De Marco, “Deontic Legal..., hlm. 175.
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Di sisi lain, teorisasi ushul fikih tidak mengambil manfaat 
dari konstribusi orisinil yang dibuat oleh para filosof 
Muslim terhadap filsafat Yunani, dan khususnya, logika 
sebagai sebuah ilmu. Misalnya, Ibn Sinā (w. 428 H/1037 
M) membuat konstribusi orisinal pada logika dengan 
melakukan rekonstruksi secara cermat terhadap teori 
struktur silogisme versi Aristoteles, setelah membedakan 
berbagai kasus temporal.73 Kontribusi ini dapat 
memperkaya dimensi temporal pada standar derivasi 
silogistik, dan secara potensial, menambah dimensi waktu 
yang sangat dibutuhkan pada logika ushul fikih. 

Kontribusi original lainnya, yang dibuat oleh para filosof 
Islam dan tidak dimanfaat oleh para usūliyūn adalah teori 
qiyās berdasarkan argumen induksi yang dikembangkan 
oleh al-Farabī (w. 338 H/950 M),74 yang dapat menambah 
dimensi induktif yang juga sangat dibutuhkan terhadap 
penalaran dalam hukum Islam.

Sama halnya dengan kritik-kritik Ibn Hazm dan Ibn 
Taimiyyah terhadap logika Aristoteles, serangkaian 
tahapan yang mendasari logika induktif versi J.S. Mill,75 
yang hukum Islam sendiri tidak menggunakannya.

73 Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, jilid. IV, 
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1964), hlm. 526.

74 Nicholas Rescher, The Development..., jilid. IV, hlm. 527.

75 Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, edisi. II, (London: 
New York: Longman, Colombia University Press, 1983), hlm. 
353.
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Bertentangan dengan mayoritas usūliyūn, Ibn Rusyd (w. 
595 H/1192) menegaskan pendirian yang sangat terbuka 
terhadap pengetahuan manusia. Di luar kewajiban al-
Qur’an terhadap umat Islam untuk bernalar dan berpikir 
terhadap ciptaan Tuhan, Ibn Rusyd mengesahkan manfaat 
penalaran filosofis yang berdasarkan akal sehat, tanpa 
mempedulikan agama pembawanya.76 

Solusi Ibn Rusyd terhadap kontradiksi apa pun tampak 
antara penalaran sehat dan nas (teks-teks keagamaan) 
adalah melakukan reinterpretasi atas nas, sejauh yang 
diperbolehkan bahasa, agar selaras dengan konklusi 
nalar.77

Ibn Rusyd menyalahkan al-Ghazālī dan beberapa usūliyūn 
lain yang tergesa-gesa menuduh para filosof Muslim 
sebagai murtad, tanpa berusaha memahami posisi mereka. 
Untuk itu, Ibn Rusyd dalam  Fasl al-Maqāl wa Taqrīr mā 
Bayna al-Syarī‘ah wa al-Hikmah min al-Ittisāl mengajukan 
beberapa pandangan, pertama, hukum mempelajari filsafat 
adalah wajib menimbulkan dua implikasi penting. (1) ia 
sejalan dengan al-Ghazālī yang mengharuskan umat Islam 
menggunakan logika (mi’yār al-‘ilm), yang pada waktu itu 
merupakan metode pamungkas. (2) nasib kaum filosof 
bukannya seperti kata al-Ghazālī. Mereka bukannya akan 
masuk neraka karena kafir, tetapi sebaliknya. Mereka 

76 Ibn Rusyd, Fasl al-Maqāl wa Taqrīr mā Bayna al-Syarī‘ah wa al-
Hikmah min al-Ittisāl, (Beirut: Dār al-Masyriq, cet. I, 1986), hlm. 
54.

77 Ibn Rusyd, Fasl al-Maqāl..., hlm. 55.
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justru akan masuk surga karena menjalankan kewajiban 
agama.78 Kedua, Ibn Rusyd merelativisasi pendekatan 
absolutis-teologis al-Ghazālī, karena teologi cenderung 
either-or. Menolak total atau menyamakan semua agama 
lain. sebaliknya, hukum (fikih) menyediakan ruan-ruang 
relatif atau dialog dari wajib, sunnah, mubāh, makrūh 
sampai haram. Hukuman tertinggi dalam fikih hanyalah 
haram: si pelaku dapat diampuni setelah semua amalnya 
dihitung. Sebaliknya, kafir adalah dosa teologis yang tak 
terampuni.79

Kemudian Ibn Rusyd maju selangkah, ia menulis Bidāyah 
al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, sebuah karya hukum 
Islam komparatif (fiqh muqaranah) yang penyusunannya 
membutuhkan waktu dua puluh tahun. Jadi mudah 
dimengerti ketika Ibn Rusyd mempertanyakan otoritas 
ijmā‘, salah satu pijakan al-Ghazālī dalam menghukum 
kaum filosof (idh lā yutasawwar fī dhalika ijmā‘)80. Seperti 
halnya Ibn Rusyd, al-Ghazālī adalah seorang ahli fikih. 
Namun demikian, kefakihan al-Ghazālī lebih bersifat 
teoritis, sedangkan Ibn Rusyd lebih bersifat praksi karena 
lama menjadi hakim (al-qadī).

Metode Ibn Rusyd dalam menyelaraskan antara penalaran 
dan nas, keterbukaan kepada the other (non-Islam), 
menolak tergese-gesa menuduh murtad, dan seruannya 

78 Ibn Rusyd, Fasl al-Maqāl..., hlm. 38.

79 Ibn Rusyd, Fasl al-Maqāl..., hlm. 56.

80 Ibn Rusyd, Fasl al-Maqāl..., hlm. 38.
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untuk menggunakan filsafat dalam reformasi realistis, 
yang semuanya itu memiliki pengaruh yang jelas dalam 
gerakan para reformis (mujaddid) muslim modern pada 
akhir abad ini.81

Meskipun demikian, menurut manuskrip-manuskrip yang 
diketahui saat ini,82 Ibn Rusyd tidak memadukan antara 
pandangannya dalam filsafat dengan pandangannya 
dalam ushul fikih.83 Oleh karena itu, agar ushul fikih tetap 
memelihara pembaharuan dirinya sendiri, perlu diadopsi 
keterbukaan Ibn Rusyd terhadap seluruh investigasi 
filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori-teori 

81 Yāsir Jāsim Qāsim, al-Khitāb al-Falsafī fī Mafāhīm al-Jābirī, 
(Baghdad: Matba‘ah al-Turāts wa al-Tajdīd, cet. I, 2014), hlm. 
23; Hasan al-Turābī, Qadāyā al-Tajdīd Nahy Manhaj Usūlī, (Paris: 
Institute of Research and Social Studies, t.t.h), hlm. 193.

82 ‘Ātif al-‘Iraqī, al-Naz‘ah al-‘Aqliyyah fī Falsafah Ibn Rusyd, edisi. IV, 
(Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1993), hlm. 369.

83 Tidak dapat dipungkiri memang, bagi siapa saja yang meneliti 
pemikiran Ibn Rusyd, terdapat kesenjangan antara Ibn Rusyd 
sebagai komentator filsafat dan Ibn Rusyd sebagai seorang ahli 
fikih. Sebagai filosof, Ibn Rusyd merupakan guru filsafat kedua, 
yang mempertahankan penalaran filosofis dalam karyanya 
Fasl al-Maqāl wa Taqrīr mā Bayna al-Syarī‘ah wa al-Hikmah 
min al-Ittisāl (penuntasan perdebatan tentang keterkaitan 
antara syariah dan filsafat), pembaharuan komentarnya 
terhadap karya-karya Aristoteles. Sebagai seorang ahli fikih 
yang menjabat hakim (qādī), Ibn Rusyd terlihat, dalam banyak 
kesempatan, mendukung mazhab fikih klasiknya, yaitu mazhab 
Mālikī, khususnya dalam ensiklopedia fikih komprehensif yang 
berjudul Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid (permulaan 
mujtahid dan finalisasi tendensi). Cristopher B. Gray (ed.), The 
Philosophy of Law Encyclopedia, (Cambridge: Garland Publishing, 
1999), hlm. 439; ‘Ātif al-‘Iraqī, al-Naz‘ah al-‘Aqliyyah..., hlm. 70.
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ushul fikih itu sendiri.

b. Ilmu-Ilmu Internal: Ushuluddin dan Linguistik

Berpindah dari ilmu-ilmu eksternal, ushul fikih juga 
dibangun berdasarkan konstruksi ilmu-ilmu internal yang 
merupakan produk asli peradaban Islam. Ilmu-ilmu ini 
terekam di dalam ilmu-ilmu ushuluddin dan linguistik.

Ilmu-ilmu ushuluddin mendominasi pembahasan dalam 
ushul fikih, unsur-unsur ilmu metodologi al-Qur’an (‘ulūm 
al-Qur’ān) dan ilmu metodologi hadis (‘ulūm al-hadīts) 
dapat dilihat pada pembahasan tentang periwayatan 
hadis secara ahād (transmisi individual) atau mutawātir 
(transmisi kolektif), kaidah pembacaan al-Qur’an yang 
standar (qirā’ah al-sab‘ah), kriteria jarh (penolakan) dan 
ta‘dīl (penerimaan), nāsikh-mansūkh (abrogation),84 kondisi 
matan (konten) hadis dan perawinya, dan lain-lain.85

Unsur teologi (‘ilm al-kalām) dalam ilmu ushul fikih dapat 
terlihat pada pembahasan tentang asal suatu hukum 
(apakah dari Allah atau akal manusia), konsep baik-buruk 

84 Ini berawal dari konsep naskh, yakni menghapuskan atau 
membatalkan pemberlakuan suatu ketentuan hukum syara‘ dan 
menggantikannya dengan ketentuan hukum syara‘ yang baru. 
Ketentuanhukum syara‘yang baru atau yang datangterakhir 
disebut nāsikh, sedangkan ketentuan hukum syara‘yangdihapus 
karenaadanya ketentuan hukum syara‘yang baru disebut 
mansūkh.

85 Taha Jabir al-Alwani, Source Methodology..., hlm. 5.
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(apakah dari Allah atau akal manusia). Demikian pula, 
bersyukur terhadap Allah (apakah kewajiban dari-Nya 
atau sekedar akal manusia yang menentukan).86

Bernard Weiss melihat bahwa unsur teologi dalam ushul 
fikih meliputi dua hal, yaitu persoalan teologi subtantif 
(subtantive theological matters) dan persoalan epistimologi/
metodologi (epistemological/methodological matters). 
Persoalan pertama berkenaan dengan  pengakuan atas Zat 
yang Maha Suci sebagai satu-satunya sumber hukum.87 
Persoalan kedua berhubungan dengan teori pengetahuan 
yang membedakan secara tegas antara ilmu darūrī 
(necessary knowledge) yang diperoleh sebagai anugerah 
Tuhan tanpa melalui proses penalaran dan pembuktian, 
dan ilmu al-muktasab (acquired/deduced knowledge) yakni 
ilmu yang diperoleh dari proses penalaran (reasoning) dan 
percobaan (demonstration).88

Dalam proses penalaran inilah dibutuhkan dalil sebagai 
premis. Premis bisa berwujud dalil teks (naqlī) atau 
dalil aqlī (rasional).89 Proses penalaran yang akhirnya 
melahirkan suatu pendapat, sangat berperan penting 
dalam ilmu ushul fikih.90 Akan tetapi, proses penalaran 

86 Taha Jabir al-Alwani, Source Methodology..., hlm. 5.

87 Bernard Weiss, The Search for God`s Law: Islamic Jurisprudence in 
The Writings of Saifad-Din al-Amidi (Salt Lake City: University of 
Utah Press, 1992), hlm. 34-5.

88 Bernard Weiss, The Search..., hlm. 38.

89 Bernard Weiss, The Search..., hlm. 43.

90 Bernard Weiss, The Search..., hlm. 42.
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yang dimaksud adalah penalaran yang berbasis pada dalil 
teks (naqlī), bukan murni dalil ‘aqlī semata.91

Unsur-unsur linguistik (al-qawā‘id al-lughawiyyah), 
terutama bisa kita lihat pada bab metode istinbāt dan 
istidlāl (induksi) yang menempuh jalan lafziyah (tekstual), 
bukan yang ma‘nawiyah (kontekstual). Semua pembahasan 
kebahasaan dalam metode lafziyyah (redaksional) 
berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa Arab.92 Hal ini 
terjadi karena sumber hukum utama, yakni al-Qur’an dan 
hadis tertulis dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya 
dengan benar, tentu harus berpedoman pada bahasa yang 
dipakainya, yakni bahasa Arab.

Dalam khazanah intelektual Islam, ilmu ushul fikih 
yang merupakan hasil gabungan dari berbagai ilmu itu 
(eksternal dan internal), dianggap sebagai ilmu tentang 
kaidah atau pembahasan yang mengantarkan proses 
pengambilan hukum syara‘ praktis dari dalil-dalilnya 
yang terperinci.93 Atau dengan kata lain, ilmu tentang 
metode pengambilan hukum praktis dari dalil-dalilnya 

91 Bernard Weiss, The Search..., hlm. 43.

92 Muhammad Abū Zahrah, Usūl Fiqh,  (Beirut.: Dār al-Fikr al-Arabī, 
t.t.), hlm. 116; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Usūl Fiqh, (Beirut: 
Dār al-Qalam, 1978), hlm. 140-141; ‘Abd al-Karīm Zaidān, Al-
Wajīz fī Usūl al-Fiqh, (Beirut: Mu’assah al-Risālah, 1994), hlm. 
230.

93 Nadiah Syarif al-Umari, al-Ijtihad fī al-Islām: Usūluhu, Ahkāmuhu, 
Afāquhu, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, cet. III, 1987), hlm. 14; 
Lihat: ‘Abd al-Wahhab Khallāf, ‘Ilm Usūl Fiqh..., hlm. 12.
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yang terperinci.94 Biasanya, kaidah (metode) pengambilan 
hukum syara‘ praktis itu, juga disebut sebagai dalil umum 
(al-adillah al-kulliyyāt) untuk membedakan dengan dalil 
khusus (al-adillah al-juz’iyyāt) yang berupa teks (nas).95

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat penyem-
pitan orientasi dari ilmu ushul fikih, dari yang semula 
ilmu tentang cara memahami agama menjadi ilmu tentang 
cara menggali hukum saja. Padahal permasalahan hukum 
(fikih) hanya sebagian kecil dari agama. Tetapi, memang 
begitulah para ulama bersikap dengan ilmu ushul fikih. 
Akibatnya, ilmu ini dianggap hanya milik orang “syariah” 
(ahli hukum Islam) saja. Orang “ushuluddin”, “dakwah”, 
“tarbiyah” dan seterusnya tidak merasa memiliki ilmu ini.

Di samping membahas kaidah (dalil umum), ilmu ushul 
fikih sebenarnya juga membahas tentang tata cara 
menggunakan kaidah (dalil umum) itu, dan membahas 
orang yang menggunakan kaidah (dalil umum ) itu. Oleh 
karena itu, definisi yang sempurna dan lengkap yang 
mencangkup seluruh penjelasan di atas tentang ilmu ushul 
fikih penulis temukan dalam definisi al-Qādī al-Baidāwī. 
Menurutnya, ilmu ushul fikih adalah“ma‘rifah dalā’il al-fiqh 
ijmālan wa kaifiyah al-istifādah minhā wa hāl al-mustafīd”  
(Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara umum (bukan 

94 Muh}ammad Abu} Zahrah, Usūl Fiqh..., hlm. 7.

95 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushûl Fiqh..., hlm. 12; Wahbah al-
Zuhailī, Usūl al-Fiqh..., jilid. I, hlm. 16; Abū Zahrah, Usūl al-Fiqh..., 
hlm. 7; al-Āmidī, al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām, jilid. I, (Beirut: Dār 
al-Kitāb al-‘Arabī, 1986), hlm. 23-24.
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secara khusus), cara memanfaatkannya, dan pengetahuan 
tentang orang yang memanfaatkan dalil-dalil umum itu).96 
Demikianlah definisi ilmu ushul fikih.

Berbagai disiplin ilmu ternyata telah menyatu membentuk 
ilmu ushul fikih. Oleh karena itu, ilmu ini memiliki 
kedudukan yang terhormat dalam khazanah keilmuan 
Islam. Sejak tahun 1944, Mustafā ‘Abd al-Rāziq merupakan 
orang yang pertama sekali melontarkan pikiran bahwa 
ilmu ushul fikih adalah bagian dari filsafat Islam. ‘Abd al-
Rāziq menuangkan gagasannya tersebut dalam bukunya 
yang berjudul, Tamhīd li Tārīkh al-Falsafah al-Islāmiyah 
(1944).97

Pandangan ‘Abd al-Rāziq ini kemudian didukung oleh 
banyak pemikir Islam, seperti Hāmid Ṭāhir dan Sayyed 
Hossein Nasyār.98 Alasannya, kalau ilmu kalam dan 
tasawuf dianggap sebagai bagian dari filsafat Islam, maka 
ilmu ushul fikih harus dianggap juga. Sebab, metodologi 
pembahasannya mirip dengan ilmu kalam. Bahkan ushul 
fikih juga membahas “dasar-dasar kalam”, yang sebenarnya 
masuk ke dalam wilayah kajian ilmu kalam.

Di samping itu, kalau filsafat kenabian (prophetic philosophy) 

96 ‘Alī ibn ‘Abd al-Khāfī al-Subkī wa awlāduhu, al-Ibhāj fī Syarh al-
Minhāj, jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 19.

97 Hāmid Ṭāhir, Madkhal li Dirāsat al-Falsafah al-Islāmiyyah, (Kairo: 
Maktabah Hajar, 1985/1405), hlm. 31-32.

98 Seyyed Hossein Nasyār, “The Meaning and Role of Philosophy in 
Islam”, dalam Studia Islamica, vol. 37, tahun.1973, hlm. 62-3.
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dianggap sebagai ciri khas filsafat Islam,99 maka ilmu 
ushul fikih adalah wujud kongkrit filsafat kenabian itu. 
Ia mengantarkan manusia untuk dapat menangkap misi 
kenabian secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah.

Kalau dijadikannya al-Qur’an dan hadis sebagai sumber 
inspirasi pemikiran filosofis merupakan ciri khas filsafat 
Islam,100 maka ushul fikih adalah wujud nyata filsafat 
Islam. karena ilmu ushul fikih meletakkan al-Qur’an dan 
hadis sebagai sumber utama argumentasinya. Bahkan 
argumentasi rasional tidak boleh lepas dari payungan 
dan naungan al-Qur’an dan hadis. Suatu argumentasi 
yang tidak bisa direstui oleh al-Qur’an dan hadis, maka 
argumentasi itu akan dianggap produk luar Islam. 

C. Sarana Pemetaan Ontologi: Definisi Ushul 
Fikih

Salah satu keistemewaan terpenting dari ushul fikih adalah 
perbedaan-perbedaan epistimologis yang diserap hampir 
di semua unsur-unsurnya (‘anāsir). Perbedaan-perbedaan 
ini tidak berhubungan dengan perbedaan-perbedaan 
yang ada dalam penelitian teologis (‘ilm al-kalām), sebab 

99 Sayyed Hossein Nasr, “The Qur`an and The Hadith as Source and 
Inspiration of IslamicPhilosophy”, dalam S.H. Nasr dan Oliver 
Leaman (eds), History of Islamic Philosophy, (London-New York: 
Routledge, 1996) volume: I, hlm. 36-37.

100 Sayyed Hossein Nasr, History of Islamic..., hlm. 37.
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hukum dilihat sebagai berasal dari induk ilmu, yakni 
teologi. Adapun fungsi teologi ialah untuk membuktikan 
keberadaan Allah, sifat-sifat-Nya, kenabian, wahyu dan 
semua dasar-dasar agama (arkān al-dīn). Sementara 
hukum mensyaratkan kesimpulan-kesimpulan teologis 
tersebut, dan karenanya terbangun di dalamnya.

Oleh karena itu, dalam kedua ilmu ini, pengetahuan 
dipandang sebagai sebuah sifat yang ada dalam akal Allah 
dan dalam akal-akal makhluk sekaligus. Pengetahuan 
Allah, yang studinya merupakan wilayah kajian ontologis, 
adalah abadi, mencangkup segala sesuatu dan tak 
deskriptifkan (ghair mutasawwirāt). Pengetahuan tersebut 
tidak bersifat darūrī (mesti) dan juga tidak bersifat 
muktasab (diperoleh).101

Di pihak lain, pengetahuan manusia adalah diciptakan dan 
terkena kategorisasi darūrī dan muktasab. Pengetahuan 
darūrī adalah pengetahuan yang diberikan dalam akal, 
dan sama sekali tidak bisa ditolak atau diragukan. Secara 
definisi, pengetahuan tersebut tidak didapat berdasarkan 

101 Mengenai hal ini dan diskusi berikutnya dapat dilihat dalam 
al-Syīrāzī, Syarah al-Lumma‘, tahqīq: ‘Abd al-Majīd Turkī, jilid. I, 
(Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, cet. I, 1998), hlm. 148-152; al-Bājī, 
Ihkām al-Fusūl fī al-Ahkām al-Usūl, tahqīq: ‘Abd al-Majīd Turkī, 
(Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986), hlm. 170-171; al-Baghdādī, 
Usūl al-Dīn, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981), hlm. 8; al-
Juwaynī, al-Kāfiyah fī al-Jadal, tahqīq: Husayn Mahmūd, (Kairo: 
Matba‘ah ‘Isā Babay al-Halabī, 1979), hlm. 3; al-Ghazālī, al-
Mankhūl min Ta‘līqāt al-Usūl, tahqīq: Muhammad Hasan Haytū, 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 42-62; Al-Ghazālī, al-
Mustasfā fī ‘Ilm..., jilid. I, hlm. 10.
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kesimpulan. Tetapi, menurut satu klasifikasi, pengetahuan 
ini bisa bersifat a priori atau berasal dari indera persepsi. 
Pada giliranya, pengetahuan a priori bisa dibagi ke dalam 
afirmatif (itsbāt) dan negasi (nafy). Misalnya, pengetahuan 
tentang keberadaan seseorang, kelaparan dan kebahagiaan 
bersifat afirmatif, sedangkan pengetahuan tentang fikih 
dan ushul fikih bersifat negasi. 

Keberadaan pengetahuan darūrī dalam akal bukan hasil 
dari pemikiran atau penarikan kesimpulan, tetapi secara 
sederhana diterima begitu saja. Itulah sebabnya mengapa 
sebagian usūliyyūn menyebut pengetahuan jenis ini dengan 
“bakat”, sementara sebagian yang lain menyebutnya 
dengan “‘aqlī”, yakni ada dalam pikiran manusia sejak awal 
(ab initio). Pengetahuan yang berdasarkan indera juga 
dianggap darūrī, sebab sekali seseorang melihat, misalnya, 
sebatang pohon, ia tidak membutuhkan kesimpulan bahwa 
apa yang telah ia lihat adalah sebatang pohon ketimbang 
ia memutuskan hubungan akalnya dari pengetahuan 
tersebut ke pengetahuan yang lain. Sama ketika jari kita 
menyentuh api, kita tidak perlu berpikir, karena kita telah 
menyentuh api, maka kita akan merasakan rasa sakit dan 
perih.102

Di lain pihak, pengetahuan yang didapat menurut definisi 
adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penarikan 
kesimpulan atau proses pemikiran (muktasab). Berbeda 
dengan pengetahuan darūrī, pengetahuan jenis kedua 
ini tidak mengikat akal. Kenyataan bahwa pengetahuan 

102 Wael B. Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 56.
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tersebut tidak langsung dan hanya diperoleh melalui cara 
penarikan kesimpulan oleh akal, menjadikannya bisa 
benar dan bisa saja salah. Hal ini menjelaskan mengapa 
pengetahuan jenis ini dianggap lebih mengarah kepada z}
ann (sebatas dugaan) yang unsur probabilistiknya sangat 
kuat, sementara pengetahuan darūrī lebih mengarah 
kepada keyakinan atau definitif (yaqīn, qat‘ī).

Sementara keyakinan bukan sebuah persoalan tingkat, 
tetapi kemungkinan (probabilistik) lah yang merupakan 
persoalan tingkat. Dalam jargon usūliyyūn, untuk 
mengatakan bahwa sesuatu mencapai tingkat sebatas 
dugaan (zann) berarti bahwa kemungkinan untuk 
menjadi benar adalah lebih dari 0,5 (setengah), sementara 
keyakinan (yaqīn) adalah 1,0 (satu). Kalau kebenaran 
sebuah proposisi, misalnya dianggap sebagai zann, bukti-
bukti pendukung langsung atau tidak langsung dapat 
meningkatkan kesempatan bahwa proposisi itu benar, jadi 
mempertinggi kemungkinannya sampai pada tingkatan 
yang lebih tinggi. Tergantung pada kualitas dan kuatnya 
bukti, kemungkinan bisa saja bertambah atau meningkat, 
maka kemungkinan yang meningkat ini disebut dengan 
ghalabah al-zann (kuat dugaan) yang dalam proposisi 
kualitas mencapai lebih 0.8,  atau kemungkinan bertambah 
begitu besar sampai pada “batas keyakinan”, dan kejadian 
tersebut disebut  dengan “al-zann al-mutakhīm li al-yaqīn” 
yang dalam proposisi kualitas mencapai angka 0.9. Hal ini 
lah yang menjadikan ilmu hanya sampai pada kebenaran 
ralatif dan nisbi. Tingkat pertengahan lainnya dari 
kemungkinan juga dibeda-bedakan lagi ke dalam beberapa 
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tingkatan.

Meskipun diskursus mengenai keyakinan (yaqīn) dan 
zann (dugaan) yang probabilistik mendominasi wacana 
ushul fikih, usūliyyūn masih membedakan pengetahuan 
ke dalam dua tingkatan kategori lagi, yakni ragu-ragu 
(syakk), estimasi (wahm) dan ketidaktahuan (jahl). 
Ragu-ragu menggambarkan keadaan pengetahuan 
di mana kemungkinan akan kebenaran, katakanlah, 
dari sebuah proposisi, betul-betul sama derajatnya 
dengan kemungkinan untuk menjadi salah 5.5 (fivety-
fivety). Sedangkan estimasi menggambarkan keadaan 
pengetahuan akan kebenaran dari sebuah proposisi 
lebih dekat kepada kekeliruan (kira-kira 6.4). Tetapi 
ketidaktahuan adalah mempercayai sesuatu yang tidak 
mungkin, yang secara sederha disebut keadaan yang salah.
Diskursus keilmuan ushul fikih ini sangat dekat dengan 
filsafat ilmu yang telah kita urai di dalam bab sebelumnnya.

Dalam ushul fikih, semua pengetahuan dipandang 
mempunyai predikat terhadap definisi (al-hadd) dari 
konsep-konsep (al-tasawwur) dan hubungan satu konsep 
dengan konsep yang lain. oleh karenanya, membatasi 
definisi adalah sesuatu yang esensial untuk menentukan 
bagaimana konsep-konsep itu kemudian didefinisikan, 
sebab melalui al-hadd (pendefinisian, ta‘rīf) realitas 
sesuatu dapat diketahui.103 Dalam studi filsafat ilmu,al-
hadd didefinisikan sebagai pernyataan yang mencangkup 

103 Hasan Hanafī, Dirāsah al-Falsafiyyah... jilid. I, hlm. 116; Hasan 
Hanafī, Dirāsah Islāmiyyah..., hlm. 101. 
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kualitas-kualitas  yang dimiliki oleh sebuah konsep, dan 
mengeliminasi kualitas-kualitas lain yang tidak dimiliki 
oleh sebuah konsep.

Lebih jauh lagi, definisi harus sama-sama luas (al-
jāmi‘) dan eksklusif (al-māni‘) dengan definiendum (yang 
didefinisikan), yakni definisi harus ada kapan saja 
definiedum ada, dan ketika definiedum tidak ada maka 
definisi pun tidak ada. Pembenaran logis dari persyaratan 
ini adalah bahwa kalau sebagian definisi dari sesuatu 
(thing) adalah kualitas keberadaannya, maka mesti, untuk 
mengesahkan definisi, bahwa benar segala sesuatu ada 
(being), dan apa pun yang ada mestilah sesuatu. Demikian 
juga sebaliknya, apa-apa yang tidak ada (nihillo) bukanlah 
sesuatu, dan yang bukan sesuatu pasti tidak ada.

Sementara konsepsi definisi seperti ini sangat dominan di 
kalangan usūliyyūn abad ke-V H/XI M, ada juga sekelompok 
minoritas, diantaranya adalah al-Juwaynī (w. 478 H/1084 
M) yang cenderung memandang definisi dengan term-term 
yang kongkrit tidak sebatas kepada sesuatu yang abstrak, 
sehingga lebih dekat dengan tradisi filsafat. Bahkan murid 
al-Juwaynī yang bernama al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M) 
memutuskan sama sekali, paling tidak pada teori, dengan 
tradisi hukum yang sudah mapan dan tergabung. Di 
dalam al-Mustasfā fī Usūl al-Syarī‘ah kitab terakhir yang 
ia karang tentang ushul fikih, al-Ghazāli menyajikan 
sebuah pengantar panjang mengenai logika Yunani, di 
mana di dalam pengantar tersebut ia mendiskusikan 
prinsip-prinsip filsafat Yunani yang berkaitan dengan 
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definsi.104 Secara definisi, logika ini mencangkup sebuah 
teori tentang hal-hal yang bersifat umum, lima kategori 
yang bisa dinyatakan berasal dari Porphyry, ilmu tentang 
silogisme, pembuktian atau ferivikasi (tasdīqiyyah),105al-
hadd (teori tentang pendefinisian, ta‘rīf), konsepsi-
konsepsi (al-tasawwurāt), logika-logika (madārik al-‘uqūl) 
seperti logika eksperimental (burhānī).

Definisi menurut pengertian logika ini dapat dicapai 
melalui jenis dan perbedaan, yakni kategori-kotegori 
yang tidak diakui oleh mayoritas orang-orang yang hidup 
sezaman dengan al-Ghazālī. Sampai di sini harus dicatat 
bahwa al-Ghazālī sebagaimana juga para penerusnya 
yang mengikuti langkah-langkahnya dan mengabungkan 
prinsip-prinsip ushul fikih ke dalam karya-karya mereka, 
masih mengikuti, sampai pada tahap yang signifikan, 
epistimologi ushul fikih klasik yang secara keseluruhan 
telah menyerap ke dalam seluruh aspek ilmu ushul fikih. 
Ketika diskusi-diskusi kongkrit diperkenalkan, al-Ghazālī 
dan orang-orang yang mengikuti contohnya menganalisis 
materi-materi dalam hubungannya dengan kemungkinan 
dan keyakinan, dan dengan pengetahuan yang mesti 
(darūrī/necessity knowledge) dan diperoleh (muktasab/
acquired knowledge).

Untuk mengetahui definisi ushul fikih secara mendalam, 
penulis menelusurinya di dalam literatur-literatur ushul 
fikih klasik. Dalam menentukan literatur-literatur 

104 Al-Ghazālī, al-Mustaāfā..., jilid. I, hlm. 11.

105 Wael B. Hallaq, A History of..., hlm. 58.
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ushul fikih yang definisinya dijadikan sampling. Penulis 
menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) 
literatur-literatur tersebut merupakan kaya ushul fikih 
dan bukan karya dalam disiplin ilmu lain walaupun 
ilmu tersebut berkaitan dengan ushul fikih, seperti ilmu 
fikih, ilmu metodologi al-Qur’an (‘ulūm al-qur’ān), ilmu 
metodologi hadis (‘ulūm al-hadits) dan seterusnya; (2) 
literatur ushul fikih tersebut merupakan buku yang 
membahas seluruh materi-materi yang menjadi objek 
kajian ushul fikih baik yang menggunakan ontologi bayānī 
maupun ontologi al-asyjār. Oleh karena itu kitab-kitab 
ushul fikih parsial yang memuat tema-tema tertentu tidak 
dijadikan sebagai sampling seperti kitab Mulakhas Ibtāl 
al-Qiyās wa al-Ra’y wa al-Istihsān wa al-Taqlīd wa al-Ta‘līl 
karya Ibn Hazm (456 H/994 M),106 kitab Naqd Marātib 
al-Ijmā‘ karya Ibn Taimiyyah (w. 728 H/1328 M),107al-
Qiyās fī al-Syar‘ al-Islāmī juga karya Ibn Taimiyyah108 dan 

106 Dalam kitab ini Ibn Hazm menganulir empat dasar bagi 
keberlangsungan ijtihad, yaitu: qiyās, rasionalitas, istihsān, 
mengikuti pendapat otoritatif (taqlīd) dan kausasi (al-ta‘līl). 
Lihat: Ibn Hazm, Mulakhas Ibtāl al-Qiyās wa al-Ra‘y wa al-Istihsān 
wa al-Taqlīd wa al-Ta‘līl, tahqīq: Sa‘īd al-Afghānī, (Damaskus: 
Matba‘ah Jāmi‘ah Dimasyq, cet. I, 1960).

107 Dalam kitab ini Ibn Taimiyyah melancarkan kritik terhadap kitab 
Ibn H{azm yang berjudul Marātib al-Ijmā‘ yang mendistingsikan 
antara konsensus yang sempurna (ijmā‘ tāmm) dan konsensus 
yang cacat (ijmā‘ nāqis), dan tidak menolak adanya kontroversi 
pendapat (khilāf). Lebih lengkap lagi lihat: Ibn Taimiyyah, Naqd 
Marātib al-Ijmā‘, tahqīq: Hasan Ahmad Asbar, (Riyadh: Wizārah 
al-Awqāf al-Su‘ūdiyyah, cet. I, t.t.h).

108 Di dalam kitab ini Ibn Taimiyyah menjadikan penalaran analogis 
sebagai induksi (istidlāl) dalam teks bukan sebagai dasar 
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seterusnya; (3) literatur ushul fikih yang diperuntukan 
untuk mazhab tertentu juga tidak dijadikan sebagai 
sampling, sehingga bias terhadap mazhab tertentu dapat 
dihindari, seperti kitab al-Nubdhah fī Usūl al-Fiqh al-
Zāhirī karya Ibn Hazm109; terakhir (4) dalam penentuan 
literatur sampling penulis memerhatikan rentang waktu 
historis, pertimbangan historis dibutuhkan untuk melihat 
dan mengamati perkembangan diakronis dari genelogis 
definsi-definisi itu dalam rentang sejarah. Berdasarkan 
empat kriteria di atas, penulis memilih enam literatur ushul 
fikih klasik. Keenam literatur tersebut ialah: (1) al-Risālah 
karya al-Syāfi‘ī (w. 204 H/820 M); (2) al-Ihkām fī Usūl al-
Ahkām karya Ibn Hazm al-Zāhirī (w. 456 H/994 M); (3) 
al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl, Karangan al-Ghazālī (w. 505 
H/1111 M); (4) al-Mahsūl fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh karangan Fakh 
al-Dīn al-Rāzī (606 H/1209 M); (5) al-Muwāfaqāt fī Usūl al-
Syarī‘ah karangan al-Syātibī (w. 790 H/1388 M); dan (6) 
Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Usūl karya al-
Syawkānī (w. 1255 H/1834 M). Kemudian keenam litertur 
ini, penulis kelompokkan ke dalam dua kelompok definisi, 
sesuai dengan pembagian dikotomik dalam filsafat ilmu 
yaitu definisi implisit dan definisi eksplist.

keempat yang independen dari teks. Lebih lengkap lagi lihat:Ibn 
Taimiyyah, al-Qiyās fī al-Syar‘ al-Islāmī, tahqīq: Hasan Ahmad 
Asbar, (Riyadh: Wizārah al-Awqāf al-Su‘udiyyah, cet. I, t.t.h).

109 Di dalam kitab ini Ibn Hazm meringkas nilai-nilai (al-qiyam) 
dan diorentasikan pada penggusuran penalaran analogis (qiyās). 
Lebih lengkap lihat: Ibn H{azm, al-Nubdhah fī Usūl al-Fiqh al-
Zāhirī, tahqīq: Muhammad Ahmad ‘Abd al-‘Azīz, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1985).
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a. Definisi Implisit

Dari keenam literatur yang dijadikan sampling untuk 
melihat definisi ilmu ushul fikih. Terdapat dua literatur di 
mana definisi ushul fikih tidak disebutkan secara eksplisit, 
namun hanya tersirat (implisit) dalam eksemplar-
eksemplar literatur tersebut. Kedua literatur tersebut 
ialah al-Risālah, karya al-Syāfi‘ī (w. 204 H) dan al-Ihkām fī 
Usūl al-Ahkām, karya Ibn Hazm (w. 456 H).

Sarjana-sarjana modern sepakat bahwa al-Syāfi‘ī 
mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu ushul fikih, dan kitab 
al-Risālah-nya sekarang dianggap tidak hanya sebagai 
karya pertama yang membahas materi tersebut, tetapi 
juga sebagai model bagi usūliyyūn  yang datang kemudian 
untuk berusaha mengikutinya. Konsepsi sebagai “arsitek” 
dari ushul fikih mempunyai implikasi pada munculnya 
sebuah gagasan bahwa sekali ia mengelaborasi teorinya, 
ushul fikih muncul kepermukaan dan bahwa para penulis 
ushul fikih setelahnya hanya mengikuti jejak-jejak 
langkahnya saja. Dengan kata lain, kontinuitas yang tak 
terputus dalam sejarah ushul fikih diasumsikan antara al-
Risālah-nya al-Syāfi‘ī dan karya-karya lain tentang materi 
yang sama yang datang di kemudian hari.

Penelitian ini sendiri membuktikan sebaliknya, bahwa 
kontinuitas seperti yang diasumsikan di atas tidak 
pernah terjadi dan gambaran bahwa al-Syāfi‘ī dan bahwa 
kontinuitas itu dianggap sebagai sebuah kebenaran adalah 
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sebuah kreasi yang datang kemudian (ex post facto).110 
Terdapat beberapa bukti yang memperkuat temuan ini, 
diantaranya: Pertama, usuliyyūn abad VI H dan seterusnya 
lebih mengikuti sistematika al-Ghazālī (al-asyjār) dalam 
penulisan ushul fikih ketimbang mengikuti sistematika 
al-Syāfi‘ī (al-bayān); kedua, tidak ditemukannya satu pun 
bukti bahwa al-Syāfi‘ī telah mendefinisikanilmu ushul 
fikih secara eksplisit; dan oleh karena itu (ketiga) al-
Risālah mungkin lebih cocok disebut sebagai karya hadis 
dibandingkan karya ushul fikih.111

Hal ini sebagiannya dapat dijelaskan dengan kenyataan 
bahwa al-Risālah tidak menwarkan sebuah penjelasan yang 
wajar tentang ushul fikih kecuali beberapa prinsip dasar, 
seperti: (1) bahwa hukum harus secara eksklusif berasal 
dari teks yang diwahyukan; (2) bahwa Sunnah kenabian 
merupakan sumber hukum yang mengikat; (3) bahwa 
pertentangan tidak akan pernah terjadi antara Sunnah 
dan al-Qur’an, tidak juga antara ayat-ayat al-Qur’an atau 
hadis-hadis dalam kedua sumber tersebut; (4) bahwa secara 
hermenetis kedua sumber tersebut saling melengkapi; 
(5) bahwa sebuah aturan hukum yang berasal dari teks-
teks yang tidak diragukan dan ditransmisikan secara luas 
adalah pasti dan tidak terjadi pertentangan, sedangkan 
sebuah aturan yang disimpulkan melalui ijtihad atau qiyās 

110 Wael B. Hallaq, “Was al-Shafi’i the Master Architect of Islamic 
Jurisprudence?, International Journal of Middle East Studies, XXV, 
(1993), hlm. 587-605.

111 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 
(Yogyakarta: Insan Madani, cet. I, 2010), hlm. 19.
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memungkinkan untuk terjadi pertentangan; dan terakhir 
(6) bahwa ijitihad dan qiyās, sebagaimana dukungan 
terhadap pemakaian instrumen ijmā‘, ditentukan oleh 
sumber-sumber yang diwahyukan.112

Dari keenam prinsip tersebut dapat diamati bagaimana 
wacana ilmu ushul fikih dalam perspektif al-Syāfi‘ī. Ia 
berusaha keras bagi penerimaan umum terhadap Sunnah 
Nabi sebagai basis penafsiran alih-alih dari ijtihad atau 
qiyās. Dalam pandangan al-Syāfi‘ī tidak ada ijtihad, 
qiyās dan ijmā‘ yang sah tanpa disokong oleh teks yang 
diwahyukan. Oleh sebab itu sangat wajar kalau al-Syāfi‘ī 
memulai al-Risālah dengan penjelasan elaboratif mengenai 
bayān yang sangat berorientasi kepada teks al-Qur’an dan 
hadis.

Dari sini dapat dipahami kenapa setelah muqaddimah, al-
Syāfi‘ī menulis suatu bab pembahasan tentang bagaimana 
menjelaskan hukum syara‘ (kayfa al-bayān). Dalam bab 
ini al-Syāfi‘ī mendefinisikan al-bayān sebagai sesuatu 
yang menggurai makna-makna yang terkandung dalam 
sumber syariat dan kemudian menurunkannya ke dalam 
permasalahan cabang (ism jāmi‘ lima‘ānī mujtami‘ah al-
usūl, mutasya‘ibah al-furū‘).113 Kuat dugaan penulis, al-
bayān inilah makna yang dimaksudkan dengan ilmu ushul 
fikih menurut al-Syāfi‘ī.

112 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah, tahqīq: Ahmad Muhammad Syākir, (Kairo: 
Maktabah Mustafā al-Babay al-Halabī wa awlāduhu, 1940), hlm. 
26-54.

113 Al-Syai‘ī, al-Risālah..., hlm. 21.
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Selain al-Risālah, literatur ushul fikih lainnya yang tidak 
mencantumkan definisi ushul fikih secara eksplisit ialah 
al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām karya Ibn Hazm (w. 456 H). 
Ibn Hazm adalah dikenal sebagai musuh besar bagi qiyās. 
Namun yang mengherankan adalah sebagai ahli logika ia 
justru menolak qiyās, istihsān, istinbāt, rasionalitas (al-
ra’y), dan kausa efektif (al-‘illah).114 Ada beberapa alasan 
mengapa ia menentang penggunaan qiyās dalam hukum. 
ia mengakui penggunaannya dalam ilmu kealaman seperti 
fisika, tetapi tidak dalam ilmu-ilmu keagamaan, terutama 
hukum Islam. Sebagai ahli logika,115 ia mempunyai 
pemikiran yang mendalam tentang al-Qur’an dan 
menemukan hanya ada tiga sumber hukum syara‘, yaitu: 
al-Qur’an, Sunnah dan ijma>‘. Ia berpendapat bahwa 
kaum muslimin tidak dituntut untuk mencari sebab-sebab 
perintah Allah. Jika seseorang mengambil sebab suatu 
ketetapan hukum dan menganggap bahwa itu juga yang 
dikehendaki Allah, hal itu merupakan keputusan yang 
sewenang-wenang. Jika pintu sebab-akibat aturan-aturan 
syariah terbuka, makan akan terjadi banyak perselisihan 
di antara manusia dan kekacauan akan melanda hukum. 

114 Permasalahan-permasalahan ini dibahas dalam jilid VI, VII, VIII.

115 Kepakaran Ibn Hazm dalam ilmu logika setidaknya terlihat dari 
salah satu sub bab di dalam bab pengantar (muqaddimah) kitab 
al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām yang ia beri judul dengan “legitimasi 
terhadap argumen rasional” (fī istbāt hujaj al-‘uqūl). Lihat: Ibn 
Hazm, al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, tahqīq: Muhammad Ahmad 
Syākir, jilid. I, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th), hlm. 13-29. 
Selain itu Ibn Hazm juga diketahui mengarang kitab khusus yang 
berbicara mengenai logika secara lebih spesifik yaitu al-Taqrīb 
li Hadd al-Mantiq. Lihat: Ibn Hazm, al-Taqrīb li Hadd al-Mantiq, 
(Beirut: Dār al-Fikr, 1959, cet. II).
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Ketika membandingkan yang fisik (tabi‘īn) dengan hukum 
(syar‘ī), ia berkesimpulan bahwa keduanya sama sekali 
berbeda satu sama lain. Dalam hukum tidak ada ruang 
bagi akal sama sekali hukum didasarkan pada nas (teks 
yang diwahyukan). Sebab yang tidak pernah beragam 
hanya ditemukan dalam fisika (tabi‘iyyāt).

Ibn Hazm menganggap bahwa logika dan hukum adalah 
dua ilmu yang terpisah, dan merupakan kesalahan besar 
menyamakan satu dengan lainnya. Dalam logika, sarana-
sarana untuk memperoleh pengetahuan adalah persepsi 
indera, penyelidikan dan sebab-akibat. Sedangkan dalam 
hukum, sarana-sarana untuk memperoleh pengetahuan 
adalah wahyu. Ada perbedaan besar antara objek-
objek yang terlihat (mughābāt) dengan objek-objek fisik 
(tabi‘iyyāt). Benar bahwa hasil keduanya kadang-kadang 
bertepatan. Tetapi seseorang tidak boleh tertipu oleh 
ketepatan ini, karena premis kedua ilmu ini berbeda. Oleh 
karena itu, hukum syariah tidak boleh disamakan dengan 
ilmu-ilmu kealaman. Syariah didasarkan pada premis yang 
diambil dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijmā‘ ulama.116

Dalam karyanya al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām, penulis 
menemukan pembahasan yang rinci tentang penolakannya 
terhadap qiyās dan ringkasanya dalam karyanya Ibtāl 
al-Qiyās. Pertama-tama ia menguraikan pandangan 

116 Ibn H{azm, al-Taqrīb..., hlm. 144, 163, 167, 170 dan 202. 
Dikutip oleh Sa‘īd al-Afghānī dalam pengantarnya atas Ibn 
Hazm, Mulakhas Ibtāl al-Qiyās wa al-Ra’y, (Damaskus: Matba‘ah 
Jam‘iyyah Dimasyq, cet. I, 1960), hlm. 11-13.
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mazhabnya (literalis/zāhirī) tentang sumber hukum. Ia 
mengatakan bahwa tidak ada nilai hukum yang dapat 
disematkan kepada sesuatu kecuali dengan nas al-Qur’an, 
hadis, perbuatan Nabi, persetujuannya secara diam-
diam yang umumnya dinisbatkan kepadanya (iqrār) dan 
ijmā‘ ulama pada suatu generasi. Ijmā‘ dianggap sah jika 
terbukti secara meyakinkan bahwa masing-masing ulama 
mempunyai pandangan yang sama, dan tak satupun di 
antara mereka menentangnya. Hukum dianggap sah jika 
ia ditunjukkan oleh nas atau ijmā‘ yang tidak mungkin 
ditafsirkan ke makna lain kecuali satu. Ia menegaskan 
bahwa menurut kaum literalis (ashāb al-zāhir), ijmā‘ 
adalah seperti informasi dari Nabi yang selalu didasarkan 
pada nas.117 Ibn Hazm mengikuti prinsip-prinsip ini secara 
kaku dalam penalarannya tanpa memberi ruang bagi 
penggunaan ra’y atau qiyās.

Dari latar belakang inilah dapat diketahui kenapa Ibn 
Hazm di awal al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām memasukkan 
pembahasan tentang bagaimana munculnya bahasa 
(kayfiyah zuhūr al-lughah). Kemudian semua basis 
penafsirannya dikaitkan dengan bahasa. Hal inilah yang 
memunculkan mazhab literalis dalam al-Ihkām fī Usūl 
al-Ahkam. Berangkat dari konsep, kuat dugaan penulis 
bahwa ushul fikih menurut Ibn Hazm merupakan suatu 
ilmu pengetahuan yang berbasis kepada penalaran literalis 
terhadap teks-teks keagamaan baik yang bersumber dari 
al-Qur’an maupun Sunnah. 

117 Ibn H{azm, al-Ihkām..., jili. VII, hlm. 55-56.
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b. Definisi Ekplisit

Di samping literautur-literatur ushul fikih yang hanya 
memuat makna ushul fikih secara implisit, terdapat 
begitu banyak karya-karya ushul fikih – terutama setelah 
masa al-Ghazālī (w. 505 H) – yang memuat definisi ushul 
fikih secara eksplisit. Dalam penelitian ini, karya-karya 
tersebut dibatasi hanya kepada empat karya saja, yaitu: 
(3) al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl, Karangan al-Ghazālī (w. 
505 H/1111 M); (4) al-Mahsūl fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh karangan 
Fakh al-Dīn al-Rāzī (606 H/1209 M); (5) al-Muwāfaqāt fī 
Usūl al-Syarī‘ah karangan al-Syātibī (w. 790 H/1388 M); 
dan (6) Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Usūl 
karya al-Syawkanī (w. 1255 H/1834 M).

Dalam al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl, al-Ghazālī 
menjelaskan makna ushul fikih secara definisi nominalis 
yaitu pendefinisian berdasarkan kata nama. Sebelum 
mendefinisikan kalimat ushul fikih, terlebih dahulu al-
Ghazālī mendefinisikan dua suku kata yang menyusun kata 
ushul fikih, yaitu: “usūl” dan “al-fiqh”. Namun tampaknyanya 
al-Ghazālī kurang konsisten dengan metode pendefinisian 
ini. Di mana ia hanya mendefinisikan kata “al-fiqh” dan 
mengabaikan kata “usūl”.118

Menurut al-Ghazālī kata al-fiqh secara etimologis 
merupakan suatu ungkapan untuk menyatakan ilmu dan 

118 Lihat: Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Ushūl, tahqīq: Hamzah bin 
Zuhair Hāiẓ, jilid. I, (Madinah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, cet. II, 
1996), hlm. 8-9.
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pemahaman (‘ibārah ‘ann al-‘ilm wa al-fahm).119 Numun 
menurut terminologi ulama kata al-fiqh bermakna suatu 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat, yang 
diperuntukan secara khusus untuk menilai perbuatan 
mukallaf (al-‘ilm bi al-ahkām al-syar‘iyyah, al-tsābitah li af ‘āl 
al-mukallfīn khāssah).120 Kemudian al-Ghazālī menjelaskan 
definisi ushul fikih yang berupa “dalil-dalil seputar hukum 
syariat, metode menggunakannya untuk menemukan 
hukum secara global tidak secara terperinci (adillah hadhihi 
al-ahkām, wa ‘an ma‘rifah wujūh dalālatihā ‘alā al-ahkām, 
min haitsu al-jumlah, lā min haitsu al-tafsīl).121

Tidak jauh berbeda dengan al-Ghazālī, al-Rāzī di dalam 
kitabnya al-Mahsūl fī ‘ilm Usūl al-Fiqh juga menggunakan 
definisi nominalis dalam merumuskan makna ushul fikih. 
Namun al-Rāzī selangkah lebih maju dari definisi yang al-
Ghazāli berikan. Selain menjelaskan dua suku kata yang 
menyusun ilmu ushul fikih, al-Rāzī juga menjelaskan 
setiap kata yang masuk dalam komponen definisinya.122

119 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., hlm. 8.

120 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., hlm. 8.

121 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., hlm. 9.

122 Misalnya setelah mendefinisikan al-fiqh sebagai al-‘ilm bi al-
ahkām al-syar‘iyyah al-‘amaliyyah al-mustadal ‘alā a‘yānihā bi haitsu 
lā ya‘lam kawnuhā min al-dīn darūrah (suatu ilmu yang membahas 
hukum syariat praktis yang dengannya hal-hal urgens di dalam 
agama tidak dapat dapat diketahui), al-Rāzī mulai menjelaskan 
komponen-komponen kata yang ia gunakan dalam definisinya 
tersebut. Seperti penggunaan kata “al-‘ilm bi al-ahkām” untuk 
menghindari masuknya pembahasan mengenai ilmu yang 
membahas zat dan sifat Allah. Lihat:  Al-Rāzī, al-Mahsūl fī ‘Ilm al-
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Al-Rāzī mengatakan bahwa suatu kalimat yang tersusun 
dari dua kata (al-murakab) tidak mungkin dapat diketahui 
maknanya kecuali setelah menjelaskan komponen kata 
yang menyusun kalimat tersebut (lā yumkin an yu‘lam 
illā ba‘da al-‘ilm bi mufradatihi). Oleh karena itu – masih 
menurut al-Rāzī – sebelum mendefinisikan ushul fikih, 
secara berurutan, terlebih dahulu didefinisikan kata “al-
asl”, “al-fiqh” dan kemudian baru dirumuskan definisi 
ushul fikih.123

Menurut al-Rāzī, kata “al-asl” bermakna sesuatu yang 
dibutuhkan kepadanya (al-muhtāj ilaihi). Sedangkan kata 
“al-fiqh” secara etimologis bermakna memahami maksud 
dan tujuan dari pembicaraan seseorang (fahm ghard al-
mutakallim min kalāmihi). Namun menurut terminologi 
ulama, kata “al-fiqh” bermakna suatu ilmu yang membahas 
hukum syariat praktis yang dengannya hal-hal urgens di 
dalam agama tidak dapat dapat diketahui (al-‘ilm bi al-
ahkām al-syar‘iyyah al-‘amaliyyah al-mustadal ‘alā a‘yānihā 
bi haitsu lā ya‘lam kawnuhā min al-dīn darūrah).124

Dari dua kata tersebut, al-Rāzī mendefinisikan ushul fikih 
sebagai “kumpulan metode fikih secara garis besar dan 
cara cara menggunakannya serta membahas pengguna 
metode tersebut” (majmū‘ah turuq al-fiqh ‘alā sabīl al-ijmāl 

Usūl, tahqīq: Toha Jābir Fayād al-‘Ilwānī, jilid. I, (Riyadh: Jāmi‘ah 
al-Imām Muhammad bin Su‘ūd al-Islāmiyyah, cet. I, 1400 H), 
hlm. 79.

123 Al-Rāzī, al-Mahsūl..., hlm. 78.

124 Al-Rāzī, al-Mahsūl..., hlm. 78.
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wa kayfiyah al-istidlāl bihā wa kayfiyah hāl al-mustadil 
bihā).125 Terlihat dari definisi ini bahwa al-Rāzī maju 
selangkah lebih jauh dari definisi al-Ghazālī, di mana 
al-Ghazālī belum memasukkan pembahasan mengenai 
pengguna metode ushul fikih (al-mustadil/al-mujtahid) 
dalam definisinya.

Berbeda dengan al-Ghazālī dan al-Rāzī, al-Syātibī 
merumuskan definisi ushul fikih dengan menggunakan 
definisi realis, yaitu definisi yang didasarkan kepada 
penjelasan berdasarkan kenyataan tentang hal yang 
ditandai oleh suatu term (istilah).126 Hal ini membuat al-
Syātibī memutus skema ontologi ushul fikih dengan para 
pendahulunya.

Di dalam al-muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah al-Syātibī 
mengusulkan kepastian (qat‘ī) sebagai dasar epistimologi 
sumber-sumber hukum.127 Sebaliknya sumber-sumber 
hukum tersebut tidak mengandung kemungkinan-
kemungkinan, karena apabila sumber-sumber hukum 
itu diwarnai oleh sesuatu yang mengurangi derajat 
kepastiannya, maka seluruh bangunan hukum yang 
dibentuknya menjadi terbuka untuk dipertanyakan dan 

125 Al-Rāzī, al-Mahsūl..., hlm. 80.

126 Hidanul Ichwan Harun, Logika..., hlm. 56.

127 Al-Syātibī membahas prinsip-prinsip epistimologi di berbagai 
tempat dalam kitab al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah, ah, tetapi ide 
utamanya termuat di dalam jilid I, hlm. 10 dan seterusnya dan 
jilid II, hlm. 4 dan seterusnya. Lihat: Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī 
Usūl al-Syar‘iyyah, tahqīq: Bakar ibn ‘Abd al-Allah Abū Zaid,jilid. I 
dan II, (Madinah: Dār Ibn ‘Affān, t.th).
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bahkan diragukan. Jika sesuatu yang belum pasti dijadikan 
sebagai sumber hukum, termasuk di dalamnya al-Qur’an 
dan Sunnah, maka kemudian ia juga dapat dijadikan 
sebagai dasar teologi (usūl al-dīn) yang membuktikan 
eksistensi Allah dan kebenaran kenabian Muhammad, hal 
ini jelas tidak dapat dipertimbangkan.

Untuk mensiasati hal ini, al-Syātibī mengusulkan dalil 
yang lain, yaitu bahwa semua premis fundamental (al-
muqaddimah)128 dalam teori hukum haruslah sesuatu yang 
jelas kepastiannya (qat‘ī). Premis-premis tersebut dapat 
berupa rasional (‘aqliyyah), kovensional (al-istiqrā’ al-kullī) 
dan wahyu (adillah al-syarī‘ah).129 Dalam pikiran manusia, 
ada tiga kategori benda, yaitu: (1) keniscayaan (al-wujūb); 
(2) kemungkinan (al-jawāz); dan (3) ketidakmungkinan (al-
istihālah). Hal yang sama juga terjadi pada premis-premis 
konvensional. Kebiasaan berlakunya sesuatu, atau hukum 
adat, menyatakan bahwa adalah mustahil emas berubah 
menjadi perak. Akal menyatakan bahwa angka dua, jika 
dikalikan dengan dirinya sendiri, niscaya menghasilkan 
angka empat. Apa pun masalahnya, premis-premis itu 
jelas kebenarannya. Premis-premis yang berupa naskh 
juga memiliki kepastian yang jelas, karena mereka miliki 
makna yang sama dan karena mereka diriwayatkan oleh 

128 Di dalam al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syar‘iyyah al-Syātibī membuat 
13 pengantar fundamental (al-Muqaddimah) yang memuat dasar-
dasar epistimologi dari pemikirannya dalam menyusun kitab 
tersebut. Lihat: Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syar‘iyyah, 
tahqīq: Bakar ibn ‘Abd al-Allah Abū Zaid, jilid. I, (Madinah: Dār 
Ibn ‘Affān, t.th), hlm. 1-166.

129 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., jilid. I,hlm. 17-18.
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orang banya, baik berupa tawātur ma‘nawī (kolektif secara 
makna) atau tawātur lafzī (kolektif secara redaksi),130

Dalam hal ini al-Syātibī memiliki ide yang sama dengan 
para ahli hukum yang lain. dasar-dasar epistimologi 
dari teori yang dikemukakannya disandarkan bukan lagi 
kepada hadis mutawātir (kolektif) atau teks al-Qur’an, 
melainkan pada penelitian yang komprehensif kepada 
seluruh dalil, baik itu dalam bentuk teks ataupun yang 
lainnya. Ketidakpastian hadis ahād (individual) adalah 
jelas dan diakui secara universal, dan kepastian nas al-
mutawātir lafzī (teks hadis kolektif yang diriwayatkan 
secara redaksional) bergantung kepada teks-teks yang 
kebanyakan, kalau tidak semuanya, tidak diketahui pasti 
kebenarannya. Periwayatan dari seseorang kepada orang 
yang lain dalam jangka waktu yang cukup lama adalah 
sesuatu yang tidak dapat dijamin kepastiannya, apalagi 
ketika bahasa yang dipergunakan, seperti yang terjadi di 
dalam banyak kasus, memiliki struktur yang kompleks, 
seperti metafora (majāz), homonim (musytarak lafzī) dan 
sebagainya, yang tidak mungkin berpindah tanpa adanya 
distorsi. Oleh karena itu, nas-nas tersebut dapat dikatakan 
secara kolektif memiliki kepastian (qat‘ī). Melalui cara 
semacam itulah, misalnya rukun Islam diyakini sebagai 

130 Bernard Weiss, “Knowledge of the Past: The Theory of Tawatur 
According to Ghazali,” Studia Islamica, 61 (1985), hlm. 81-105; 
Wael B. Hallaq, “On Inductive Corroboration, Probability and 
Certainity in Sunni Legal Thought,” in Heerm ed. Islamic Law and 
Jurisprudence, hlm. 9-19.
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kewajiban.131

Metode pembuktian di atas jelas sekali mirip dengan 
hadis-hadis mutawātir ma‘nawī. Namun kualitas nas-nas 
yang dijadikan rujukan oleh metode al-Syātibī ini jauh 
lebih beragam dari tawātur ma‘nawī. Sumber hukum 
yang dijadikan rujukan oleh tawātur ma‘nawī terbatas 
pada hadis Nabi, sementara pembuktian induktif yang 
diperkenalkan oleh al-Syātibī berasal dari berbagai 
sumber, baik dar al-Qur’an Sunnah, ijmā‘, qiyās, dan bukti-
bukti kontekstual (qarā’in al-ahwāl).132 Ketika sejumlah 
dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sebuah persoalan 
atau prinsip, pengetahuan akan persoalan atau prinsip itu 
akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya 
sebuah keyakinan. Ini disebabkan oleh karena kumpulan 
dalil-dalil tersebut memiliki efek terhadap pembuktian 
induktif yang lengkap.133 Al-Syātibī secara jujur mengakui 
bahwa cara mempertahankan dalil seperti itu merupakan 
dasar dari metodenya dalam membangun teori dan 
argumentasi yang ia kemukakan dalam kitabnya al-
Muwāfaqāf fī Usūl al-Syarī‘ah.134

131 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., jilid. I, hlm. 34.

132 Mengenai qarā’in al-ahwāl, lihat: Wael B. Hallaq, “Notes on the 
Term Qarina in Islamic Legal Discourse,” Journal of the American 
Oriental Society, 108 (1988), hlm. 475-480.

133 Wael B. Hallaq, “On Inductive..., hlm. 24-29.

134 Sebagai contoh, lima hal mendasar yang harus dijaga, yang 
karenanya syariah diturunkan, yaitu: hak, hidup, kekayaan, 
keturunan, akal, dan agama tidak ditemukan dalil naqlī-nya 
secara tegas baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Namun, 
pengetahuan akan hak universal ini ada dalam benak umat 
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Metode pembuktian induktif (al-istiqrā’) inilah yang 
dengan tepat menghubungkan antara teori hukum 
yang berhubungan dengan apa yang telah dicirikan 
sebagai sumber-sumber hukum dengan subtansi hukum. 
Masing-masing ketentuan hukum yang substantif ini ada 
berdasarkan dalil-dalil, baik al-Qur’an maupun hadis, yang 
beridiri sendiri. Kebanyakan dari dalil-dalil tersebut adalah 
zannī, yang dengan demikian menghasilkan ketentuan 
hukum yang tidak dapat dianggap pasti. Sebaliknya, 
teori sumber-sumber hukum menggabungkan dalil-dalil 
secara luas yang meskipun masing-masing dari dalil-dalil 
tersbut bersifat zannī, tetapi karena masing-masing saling 
menguatkan menghasilkan suatu kepastian.

Dipandang dari sudut lain, unsur utama dari teori hukum, 
seperti ijmā‘ dan kemaslahatan umum (maslahah al-
‘ammah), dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang universal 
atau yang oleh al-Syātibī disebut sebagai al-kulliyāt. Al-
kulliyāt inilah yang membentuk dasar-dasar syariah.135 
Masing-masing prinsip itu dibentuk oleh kumpulan 
prinsip-prinsip khusus (juz’iyyāt), prinsip-prinsip khusus 
yang memiliki makna atau kandungan yang sama 
membentuk sebuah prinsip khusus. Sebaliknya, sebuah 

Islam baik sebagai masyarakat maupun individu. Keyakinan ini 
disebabkan oleh adanya fakta bahwa prinsip-prinsip tersebut 
didukung oleh beragam dalil yang jika disimpulkan secara 
keseluruhan, mengarah kepada kepastian (qat‘ī), meskipun jika 
dalil-dalil itu dianalisa sendiri-sendiri tidak lebih merupakan dalil 
yang zannī (sebatas dugaan). Lihat: al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., 
jilid. I,hlm. 68.

135 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., jilid. III, hlm. 4.
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juz’ī harus merupakan bagian dari sebuah kullī, karena jika 
ia berdiri sendiri ia tidak dapat dipergunakan sebagai dasar 
bagi teori hukum. Demikian juga sebuah tidak akan berarti 
apa-apa tanpa juz’ī. Eksistensinya sangat bergantung pada 
juz’iyyāt yang membentuknya.

Berdasarkan basis epistimologi tersebut, al-Syātibī 
kemudian merumuskan ushul fikih sebagai dalil-dalil 
universal yang ditetapkan secara definitif baik dengan 
sendirinya maupun dalam sebuah konteks tertentu 
dalam bentuk ketentuan-ketentuan legis sebagai payung 
koherensif terhadap fikih (al-adillah al-kulliyyah al-tsābitah 
qat‘ān, immā bi al-dzāt aw bi al-ma‘nā, fī sūrah qawānīn 
muhakkamah, li ifādah al-fiqh).136

Tesanya al-Ghazālī (begitu juga halnya al-Rāzī) dan anti-
tesanya al-Syātibī dalam mendefinisikan ushul fikih pada 
akhirnya mendorong al-Syawkānī di dalam Irsyād al-Fuhūl 
ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Usūl membentuk sintesis baru 
dalam mendefinisikan ushul fikih. Al-Syawkānī terdorong 
untuk mengakomodir definisi nominalisnya al-Ghazālī (bi 
i‘tibār al-idāfah) dan definisi realisnya al-Syātibī (bi i‘tibār 
al-‘ilmiyyah).137

Ditinjau dari sisi nominalis, untuk mendefinisikan ushul 
fikih dibutuhkan terlebih dahulu mengurai dua kata 

136 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., hlm. 24.

137 Al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq fi ‘Ilm al-Usūl, 
tahqīq: Sa‘ad bin Nasr al-Tatsrī’, jilid. I, (Riyadh: Dār al-Fadīlah, 
2000), hlm. 57.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

161
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

yang menyusun kalimat ushul fikih, yaitu “usūl” (mudāf) 
dan “fiqh” (mudāf ilaih). Kata “usūl” secara etimologis 
merupakan bentuk plural dari kata “asl” yang bermakna 
sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain (mā 
yanbani ‘alaih ghairuhu). Sedangkan secara terminologis 
kata “usūl” setidaknya memiliki empat makna, yaitu: 
(1) sesuatu yang kuat (al-rājih); (2) sesuatu yang patut 
dijadikan teman (al-mustashab); (3) kaidah universal (al-
qā’idah al-kulliyyah); dan (4) dalil (al-dalīl). Menurut al-
Syawkānī, dalam konteks ini di antara keempat makna 
tersebut yang lebih sesuai adala makna keempat.138

Kata “al-fiqh” secara etimilogis bermakna “pemahaman” 
(al-fahm). Adapun menurut terminologi bermakna suatu 
ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang terambil 
dari dalil-dalinya yang terperinci dengan cara deduktif 
(al-‘ilm bi al-ahkām al-syar‘iyyah ‘an adillatihā al-tafsīliyyah 
bi al-istidlāl). Sampai di sini al-Syawkāni memaparkan 
beberapa kemungkinan lain dari makna “al-fiqh” secara 
terminologis, di antaranya: (1) ilmu yang menverifikasi 
perbuatan mukallaf  yang ia lakukan dengan sengaja bukan 
karena keyakinan (tasdīq bi a‘māl al-mukallafīn al-latī taqsud 
lā li i‘tiqād); (2) pengetahuan mengenai apa yang menjadi 
hak dan tanggung jawab seseorang (ma‘rifah al-nafs mā 
lahā wa mā ‘alaihā ‘amalān); (3) keyakinan mengenai 
hukum-hukum syariat praktis yang terambil dari dalil-
dalinya yang terperinci (i‘tiqād al-ahkām al-syar‘iyyah al-
far‘iyyah ‘an adillatiha al-tafsīliyyah); dan (4) sejumlah ilmu 
pengetahuan yang melaluinya dapat diketahui berbagai 

138 Al-Syawkānī, Irsyād..., hlm. 57.
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permasalahan penting di dalam agama (jumlah min al-
‘ulūm yu‘lām bi iddtirār annahā mi al-dīn).139

Setelah memaparkan sekian banyak definisi “al-fiqh” 
secara terminologi, al-Syawkānī melakukan analisis 
mendalam terdapat definisi-definsi tersebut yang pada 
akhirnya ia memilih definisi pertama sebagai definisi 
yang dipegangnya. Berdasarkan kedua kata tersebut al-
Syawkānī mendefinisikan ushul fikih sebagai suatu cabang 
ilmu khusus yang memberikan landasan legitimasi dan 
koherensi untuk ilmu fikih (ma yakhtas bi al-fiqh min h}
aitsu kawnuhu mabniyyan ‘alaih wa mustaniddan ilahi).140

Ditinjau dari sisi realis (al-‘ilmiyyah), al-Syawkānī 
mendefinisikan ushul fikih sebagai penalaran kaidah-
kaidah untuk mendeduksi hukum-hukum syariah cabang 
dari dalil-dalilnya yang terperinci (idrāk al-qawā‘id al-
latī yatawassal bihā ilā istinbāt al-ahkām al-syar‘iyyah 
al-far‘iyyah ‘an adillatihā al-tafsīliyyah). Selain itu, al-
Syawkānī masih memaparkan beberapa kemungkinan 
lain mendefinisikan ushul fikih dari sisi realis. Berbeda 
dengan sebelumnya, kemungkinan-kemungkinan definsi 
ini dipaparkan al-Syawkānī tanpa pendiskusian lebih 
lanjut. Di antara definsi-definisi tersebuat ialah, (1) ilmu 
yang berkaitan dengan kaidah-kaidah untuk mendeduksi 
hukum-hukum syariah cabang dari dalil-dalilnya yang 
terperinci (idrāk al-qawā‘id al-latī yatawassal bihā ilā 
istinbāt al-ahkām al-syar‘iyyah al-far‘iyyah ‘an adillatihā al-

139 Al-Syawkānī, Irsyād..., hlm. 58.

140 Al-Syawkānī, Irsyād..., hlm. 58.
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tafsīliyyah); (2) kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk 
mendeduksi hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya 
yang terperinci (nafs al-qawā‘id al-muwāsalah bi dzātihā ilā 
istinbāt al-ahkām al-syar‘iyyah al-far‘iyyah ‘an adillatihā al-
tafsīliyyah);  dan (3) metode ilmu fikih (turuq al-fiqh).141

D. Sarana Pemetaan Ontologi: Sistematika 
Ushul Fikih

Untuk dapat mengetahui konstruk sistematika ushul fikih, 
penulis menempuhnya dengan cara menelaah kembali 
berbagai literatur ushul fikih yang disusun dalam rentang 
sejarah perkembangan ilmu ini. Ini tidak berarti penulis 
menggunakan metode sejarah, tetapi hal ini dimaksudkan 
hanya pada membahas kitab-kitab ushul fikih sesuai 
dengan urutan sejarah untuk melihat perkembangan 
materi-materi yang dijadikan objek bahasan ilmu ini 
dalam setiap masa.

Hal didasarkan pada sebuah asumsi yang mengatakan 
bahwa objek ushul fikih tidak disusun secara simultan, 
namun ia berkembang sesuai dalam rentang perkembangan 
sejarah. Oleh karena itu mengikuti perkembangan menjadi 
penting melalui teks-teks dari literatur klasik ushul fikih 
sendiri.

Dari pengkajian seperti ini lah selain dapat mengetahui 
objek kajian ushul fikih juga dapat mengetahui geneologis 

141 Al-Syawkānī, Irsyād..., hlm. 59.
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perkembangan objek-objek itu sendiri. Jadi sejarah 
perkembangan objek ushul fikih dapat diketahui melalui 
eksemplar-eksemplar literaturnya. Literatur dalam hal ini 
menjadi cermin bagi perkembangan objek kajian ushul 
fikih.

Pada umumnya terdapat dua metode yang digunakan 
untuk menganalisa literatur klasik. Pertama, dengan cara 
menelusuri literatur yang terdapat dalam satu mazhab 
saja. Seperti mengikuti literatur yang berkembang di 
dalam tradisi ushul fikih fuqahā’, tradisi ushul fikih 
mutakkallimūn. Atau menelaah literatur fikih yang 
berkembang dalam tradisi mazhab fikih tertentu seperti 
Hanafī, Mālikī, Syāfi‘ī dan Hanbalī. Kelebihan dari metode 
ini ialah kita mampu mengikuti perkembangan pemikiran 
dan objek materi melalui literatur-literatur dalam mazhab 
tertentu dengan relatif lebih mendetail, sehingga kita 
bisa melihat apakah di dalam perkembangan berikutnya 
terdapat penambahan atau pengurangan terhadap 
prinsip-prinsip yang diletakkan oleh masing-masing imam 
mazhab. Tetapi metode ini memiliki kelemahan, yaitu 
mengkotak-kotakkan kajian ilmiah ke dalam mazhab-
mazhab tertentu.142

Metode kedua, yaitu mengikuti perkembangan geneologis 
setiap objek kajian suatu ilmu tanpa melihat kepada kitab 
itu disusun berdasarkan mazhab atau aliran pemikiran 
tertentu. Misalnya menelaah setiap kitab ushul fikih 
tanpa melihat apakah kitab itu disusun dengan metode 

142 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. I, hlm. 66-67.
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fuqahā’ maupun mutakallimūn atau apa pun mazhab 
fikih yang dianut oleh pengarang kitab tersebut.143 Dalam 
buku ini digunakan metode kedua dengan tujuan untuk 
dapat melihat perkembangan sistematika ushul fikih lebih 
komprehensif tanpa harus terkotak-kotak ke dalam aliran-
aliran tertentu.

Karya-karya yang ditulis dalam ilmu ushul fikih sangat 
banyak. Karya-karya yang masih berupa manuskrip 
(tulisan tangan) lebih banyak dari pada karya-karya yang 
sudah naik cetak. Ilmu ini tidak banyak menampilkan 
kontroversi pandangan yang terjadi di kalangan empat 
aliran hukum (al-madzāhib al-fiqhiyyah al-arba‘ah) 
mengingat eksistensi pandangan sekterian itu berada 
dalam suatu disiplin ilmu tersendiri, yaitu “ilm al-khilāf 
(ilmu perdebatan).

Hampir semua pakar sepakat menetapkan bahwa al-Syāfi‘ī 
(w. 204 H/820 M) sebagai peletak ilmu ini yang dituangkan 
dalam master piecenya al-Risālah. Ilmu pengetahuan ini 
lahir dari dalam lingkungan Islam dengan perkembangan 
dialetik, kemunculan terminologi-terminologi ilmu, 
tema-tema dan bentuk-bentuknya yang pada tahap awal 
perkembangannya tidak terpengaruh dari faktor eksternal 
sedikitpun (seperti Hellenisme), relasi ilmu ushul fikih 
dengan bahasa Arab dan penolakan atas logika Yunani 
yang dipandang mempunyai hubungan yang dengan 
filsafat Yunani.

143 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 68.
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Al-Syāfi‘ī dalam al-Risālah membagi pembahasan ushul 
fikih ke dalam lima tingkatan penjelasan terhadap 
al-Qur’an (bayānī). Pertama, keterangan al-Qur’an  
yang tidak memerlukan penjelasan atau interpretasi. 
Kedua, keterangan al-Qur’an yang beberapa bagiannya 
membutuhkan penjelasan dari Sunnah. Ketiga, keterangan 
al-Qur’an yang keseluruhannya bersifat umum dan 
membutuhkan penjelasan Sunnah. Keempat, keterangan 
yang terdapat dalam al-Qur’an, namun terdapat pula 
dalam Sunnah. Kelima, keterangan yang tidak terdapat 
dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. Poin kelima inilah yang 
kemudian memunculkan qiyās sebagai metode ijtihad. 
Dari lima tingkatan bayān tersebut, al-Syāfi‘ī merumuskan 
dasar pokok agama, yaitu al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘ dan 
qiyās.144

Al-Dabbūsī (w. 430 H) kemudian menulis kitab yang 
berjudul Taqwīm al-Adillah (pelurusan dalil-dalil) dan 
Ta‘sīs al-Nazar (fundamentalisasi persepsi). Kedua karya 
al-Dabbūsi tersebut hadir sebagai bentuk kreativitas Islam 
murni.

Kemudian Abū Hasan al-Basrī (w. 430 H) menulis al-
Mu‘tamad fī Usūl al-Fiqh. Ia adalah satu-satunya usūliyūn 
yang diketahui menulis ushul fikih dalam mazhab 
Mu‘tazilah yang kebanyakan didominasi oleh usūliyūn 
yang bermazhab Sunnī.

Ibn Hazm (w. 456 H) menyusun kitab al-Ihkām fī Usūl al-

144 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 39 dan 508.
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Ahkām dengan bahasa retorika yang kuat, bentuk kritik 
yang dominan, penolakan terhadap ijmā‘ umum dan hanya 
menerima ijmā‘ para sahabat, penolakan terhadap proses 
rasionalisasi (ta‘līl) dan segala bentuk penalaran analogis 
(qiyās), seperti istihsān, istishāb (anggapan berlakunya 
kontinuitas), dan istislah.145 Al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām 
sendiri merupakan representasi dari karya ushul fikih 
bermazhab Zāhirī.

Al-Juwaynī (w. 478 H) menyusun karya besar yang diberi 
judul al-Burhān dan sebuah kitab yang secara ukuran 
lebih kecil yang diberi judul al-waraqāt. Di dalam kedua 
kitab ini lah rumusan materi fundamental dari ushul fikih 
ditemukan untuk pertama kalinya. Yang dimaksudkan 
dengan materi fundamental di sini ialah metode dialiktis 
dalam merumuskan empat pilar utama objek ushul fikih 
yang terdiri dari al-tsamra (hukum-hukum syara‘), al-
mutsmir (dalil-dalil syara‘), turuq al-istitsmār (metode-
metode) dan al-mustatsmir (ijitihad, taqlīd dan tarjīh).

Selanjutnya Al-Bazdawī (w. 482 H) menulis kitab yang 
berjudul Kasyf al-Asrār (menguak misteri) yang kemudian 
lebih popular dengan sebutan Usūl al-Bazdawī. Kitab ini 
didominasi oleh analisis prinsip-prinsip linguistik dan 
mengulang materi-materi yang telah dibahas oleh kitab-
kitab sebelumnya. 

Al-Sarakhsī (w. 483 H) kemudian menulis sebuah karya 

145 Ibn Hazm, al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām, tahqīq: Muhammad Ahmad 
Syākir, jilid. I-VIII, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.th).
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yang terkenal yang diberi judul dengan Usūl al-Sarakhsī 
sebagai representasi ushul fikih mazhab Hanafī.

Berikutnya hadir al-Ghazālī (w. 505 H) yang menulis al-
Mustasfa fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh. Di dalam kitab ini al-Ghazālī 
menyempurnakan pekerjaan gurunya al-Juwaynī dalam 
mendefinisikan struktur ilmu ushul fikih yang terdiri dari 
empat pilar utama, yaitu al-tsamra (hukum-hukum syara‘), 
al-mutsmir (dalil-dalil syara‘), turuq al-istitsmār (metode-
metode) dan al-mustatsmir (ijitihad, taqlīd dan tarjīh). 

Di dalam al-Mustasfā al-Ghazālī juga membantah 
Mu‘tazilah dan ushul fikih kaum rasional ekstrim, 
kendatipun kata pengantarnya yang panjang berbicara 
tentang logika sebagai introduksi bagi ilmu ushul fikih. 
Sebelum itu al-Ghazālī telah menulis dua kitab yang ia 
beri judul dengan Tahdhīb al-Usūl yang merupakan sebuah 
karya detail dan al-Mankhūl sebagai ringkasanya.

Selanjutnya Al-Rāzī (w. 606 H) menulis kitab al-Mahsūl, 
Sa‘atī (w. 614 H) menulis Badā’i‘ al-Nizām dan Baidāwī 
(w. 615 H) menulis Minhāj al-Wusūl yang di dalam ketiga 
kitab tersebut diakumulasikan materi ilmu ushul fikih dan 
bahkan menambahkannya.

Al-Ansārī (w. 772 H) kemudian memberikan anotasi 
kitab Minhāj al-Wusūl di dalam kitab yang ia beri judul 
Nihāyah al-Sūl (akhir dari pertanyaan). Al-Āmidī (631 
H) menulis kitab al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām (beberapa 
ketentuan tentang pokok-pokok hukum) yang memuat 
materi fundamental dan independen serta banyak 
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mengakumulasikan teks-teks klasik ke dalamnya.

Selanjutnya al-Qarāfī (w. 684 H) menulis kitab Anwār al-
Burāq fī Nawā’ al-Furāq dan al-Dhakhīrah. Hal yang sama 
juga dilakukan al-Nasafī (w. 710 H) yang menulis al-Manār 
yang banyak mengulang materi lama tanpa melakukan 
sedikitpun analisa terhadap materi-materi tersebut.

Kemudian Ibn Qayyīm al-Jawzī (w. 751 H) menulis kitab 
I‘lām al-MuwĀqi‘īn ‘ann Rabb al-‘Ālamīn yang didominasi 
di dalamnya oleh pembahasan fikih yang dikombinasikan 
dengan pokok-pokok, prinsip-prinsip dan teori-teori 
ushul fikih. 

Selanjutnya Al-Subkī (w. 771 H) menulis kitab terkenal al-
Jam‘ al-Jawāmi‘ (koleksi ensiklopedi) sebagaimana terlihat 
dari judul kitab ini, al-Subkī dalam kitab ini berusaha 
mengkompilasi materi yang periferal-marginal.

Kemudian Al-Syātibī (w. 790 H) menulis karyanya yang 
fonumental yaitu al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah. Di 
dalamnya al-Syātibī mereformasi ilmu ushul fikih dan 
mengajukan ide mengenai maqāsid, yaitu ide tentang 
tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syāri‘) dan tujuan-
tujuan orang yang menanggung beban hukum (maqāsid al-
mukallaf). Ia menjadikan wahyu sebagai pijakan tendensius 
sebagaimana ia melakukan distingsi antara hukum-
hukum positif dan hukum-hukum taklīf serta memastikan 
struktur ilmu ushul fikih yang direlasikan pada struktur 
klasik yang berisi dari empat pilar (tsamrah, mutsmir, turuq 
al-ististmār dan mustatsmir. Namun tanpa disadari, teori 
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maqāsid-nya tidak mendapatkan tempat di dalam struktur 
al-asyjār yang dipopulerkan oleh al-Ghazālī.

Al-Zarkasyī (794 H) menyusun kitab al-Bahr al-Muhīt 
sebagai ensiklopedi ilmu ushul fikih yang besar, yang 
memuat totalitas dari hal-hal yang sudah dibahas usūliyūn 
klasik.

Berikutnya Ibn Hamām (w. 861 H) menyusun kitab al-
Tahrīr, seperti halnya Ibn ‘Abd al-Syukūr (w. 1119 H) yang 
menulis kitab Musallam al-Tsubūt yang telah diberi anotasi 
oleh al-Ansārī dalam karyanya Fawātih al-Rahamūt. Kedua 
kitab yang disebut terakhir merupakan anotasi dari teks 
al-Bihārī (w. 1110 H). Dan yang terakhir al-Syawkānī (w. 
1255 H) menulis kitab Irsyād al-Fuhūl dengan bentuk yang 
terpusat, sehingga mungkin mempersempit perluasan-
perluasan masa anotasi dan sinopsis secara khusus. 

Melalui relasi dengan karya-karya komprehensif tentang 
ushul fikih, maka bermunculan sejumlah karya-karya 
parsial yang memuat sebagian tema-tema ushul fikih, 
seperti penalaran analogis (qiyās), konsensus (ijmā‘) atau 
mengkritisi logika Aristotelian dan menempatkan ushul 
fikih pada posisinya yang dipandang sebagai logika Islam.

Dengan semangat ini, para fuqahā’, seperti Ibn Hazm 
(456 H) yang dalam kitab al-Taqrīb fī Hadd al-Mantiq 
mengaktualisasikan logika Aristoteles secara integral di 
dalam logika Islam dengan berpegang pada al-Qur’an 
dan Sunnah; dalam Mulakhas Ibtāl al-Qiyās wa Ra’y wa al-
Istihsān wa al-Tajdīd, Ibn Hazm menganulir dasar keempat 
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dari dalil-dalil syara‘ yaitu qiyās; dan di dalam al-Nubadz fī 
Usūl al-Fiqh al-Zāhirī, Ibn Hazm meringkas nilai-nilai yang 
diorientasikan untuk menggusur penalaran logis (qiyās).

Demikian juga halnya Ibn Taimiyyah (w. 728 H) menulis 
sebuah karya yang berjudul Naqd Marātib al-Ijmā‘. Dalam 
karya ini Ibn Taimiyyah mengkritik beberapa konten dalam 
kitab Marātib al-Ijmā‘ karya Ibn Hazm seperti klasifikasi 
ijmā‘ menjadi konsensus yang sempurna (ijmā‘ tāmm) 
dan konsensus yang cacat (ijmā‘ nāqis), begitu juga kritik 
yang ditujukan kepada penolakan terhadap perbedaan 
pendapat (khilāf).

Ibn Taimiyyah juga menulis kitab al-Qiyās fī al-Syar‘ al-Islāmī 
(penalaaran analogis dalam Islam) dengan menjadikan 
penalaran analogis sebagai istādlāl dalam nas dan bukan 
sebagai dasar keempat yang terlepas dari nas. Selain itu 
Ibn Taimiyyah juga menulis kitab Naqd al-Mantiq (kritik 
terhadap logika) untuk membantah logika Aristoteles, 
demikian juga dengan kitab Nasīhah Ahl al-Īmān fī al-Radd 
‘alā Mantiq al-Yānān yang telah diringkas oleh al-Suyūtī 
(w. 811 H) dalam karyanya Sawn al-Mantiq wa al-Kalām 
‘an Fann al-Mantiq wa al-Kalām untuk memperluas medan 
logika Islam dalam ushul fikih. Demikian pula dengan Ibn 
Qayyīm (w. 751 H) telah menulis al-Qiyās fī al-Syar‘ al-
Islāmī yang sebagian contoh-contoh fikihnya diafiliasikan 
pada buku karya-karya Ibn Taimiyyah.

Kemudian proses penyusunan karya tulis dalam bidang 
ushul fikih berakhir dan bergeser pada buku-buku 
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universitas yang berbentuk diktat-diktat perkuliahaan 
yang mengulang-ulang wacana klasik tanpa mengusung 
relasi baru sama sekali. Semua karya-karya ushul fikih yang 
masuk dalam kategori ini menggunakan ontologi al-asyjār. 
Sehingga muncul tulisan Manāhij al-Tafsīr Muhāwalah 
fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh  (metode-metode hermeneutika: 
transformasi dalam ilmu ushul fikih) karya Hasan Hanafī 
pada tahun 1385 H/1965 M dalam upaya merekonstruksi 
ilmu ushul fikih.  

Mengingat banyaknya literatur-literatur ushul fikih, maka 
di sini penulis hanya memilih enam literatur saja yang 
akan penulis teliti dalam buku ini, baik dari keterkaitan 
dengan definisi, segi isi materi, sistematika dan objek 
pembahasannya. Kitab-kitab tersebut ialah (1) al-Risālah 
karya al-Syāfi‘ī (w. 204 H/820 M); (2) al-Ihkām fī Usūl al-
Ahkām karya Ibn Hazm al-Zāhirī (w. 456 H/994 M); (3) 
al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usūl, Karangan al-Ghazālī (w. 505 
H/1111 M); (4) al-Mahsūl fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh karangan 
Fakh al-Dīn al-Rāzī (606 H/1209 M); (5) al-Muwāfaqāt fī 
Usūl al-Syarī‘ah karangan al-Syātibī (w. 790 H/1388 M); 
dan (6) Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Usūl 
karya al-Syawkānī (w. 1255 H/1834 M).

Kitab-kitab ini dipilih berdasarkan tiga pertimbangan. 
Pertama, keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, 
di mana dua kitab awal (al-Risālah dan al-Ihkām fī Usūl 
al-Ahkām) mewakili karya yang mendefinisikan ushul 
fikih secara implisit, sedangkan empat kitab berikutnya 
mendefinisikan ushul fikih secara eksplisit.
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Kedua, dari segi materi, subtansi pembahasan dan 
sistematika, masing-masing dari kitab-kitab tersebut 
mampu merepresentatifkan kitab-kitab ushul fikih yang 
lain, al-Risālah merupakan kitab ushul fikih pertama, yang 
sistematikanya menggunakan struktur bayānī. Al-Ihkām 
dianggap sebagai ushul fikih kontroversial yang banyak 
menolak materi-materi ushul fikih yang umum diterima 
di dalam kitab-kitab lain, al-Mustasfā merupakan kitab 
pertama yang mendefinisikan struktur utama ushul fikih 
dengan mengasosiasikannya dalam al-asyjār, al-Mahsūl 
dianggap sebagai kelanjutan dan pengembangan dari 
al-Mustasfā, al-Muwāfaqāt merupakan kitab yang berisi 
reformasi struktur ushul fikih dengan teori maqāsid-nya, 
dan Irsyād al-Fuhūl merupakan literatur terakhir ushul 
fikih sebelum beralih ke diktat-diktat kuliah yang hanya 
mengulang wacana-wacana klasik.

Sebagaimana yang telah penulis terangkan sebelumnya 
bahwa konstruksi ilmu ushul fikih telah berkembang sejak 
al-Risālah karya al-Syāfi‘ī yang menggunakan konstruk 
bayānī dalam menyusun kitabnya tersebut sampai pada 
pemakaian konstrusi al-asyjār (tsamrah, mustmir, turuq al-
istitsmār dan mustatsmir) yang dikembangkan al-Ghazālī 
dalam al-Mustasfā fi al-Usūl.

Mayoritas karya-karya utama ilmu ushul fikih didominasi 
oleh semata-mata pengungkapan materi berdasarkan 
konstruksi al-asyjār. Berdasarkan kontruksi ini kemudian 
materi-materi ushul fikih ditransformasikan ke dalam 
bab-bab, pasal-pasal, kelas-kelas, dan tulisan-tulisan, 
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seperti tiga belas bab (al-kalām fī) dalam al-Mahsūl fī ‘Ilm 
Usūl al-Fiqh karya al-Rāzī, tujuh bab dalam Irsyād al-Fuhūl 
ilā tahqīq al-haq min ‘Ilm al-Usūl karya al-Syawkānī, dua 
belas bab dalam al-Mankhūl min Ta‘līqāt al-Usūl karya al-
Ghazālī, empat belas bab dalam Usūl al-Sarakhsī, dua puluh 
bab dalam Usūl al-Qarāfī, dan empat puluh bab dalam al-
Ihkām fī Usūl al-Ahkām karya Ibn Hazm.

Pertimbangan ketiga, selain mampu mepresentasikan 
kitab-kitab terdahulu dari segi materi, substansi dan 
sistematika pembahasan, kitab-kitab tersebut juga 
merepresentasikan perkembangan sejarah ushul fikih, al-
Syāfi‘ī (w. 240 H/820 M), Ibn Hazm (456 H/994 M), al-
Ghazālī (w. 505 H/1111 M), al-Rāzī (w. 606 H/1209 M), 
al-Syātibī (w. 790 H/1388 M) dan al-Syawkānī (w. 1255 
H/1834 M). Sehingga dari sini penulis dapat mengontrol 
laju perkembangan sistematika, materi isi, teori-teori 
yang berkembang pada setiap generasi.

a. Al-Risālah karya al-Syāfi‘ī (w. 204 H)

Hampir semua pakar ushul fikih sepakat menyatakan 
bahwa Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī adalah peletak 
ilmu ushul yang dituangkan dalam karyanya al-Risālah. 
Walaupun sebenarnya al-Risālah merupakan hasil 
diktean al-Syāfi‘ī kepada muridnya yang bernama Rābi‘ 
bin Sulaimān,146 namun ia dianggap sebagai penyibak 

146 Al-Syāfi‘ī sebenarnya memberi judul kitab ini denga al-Kitāb, 
tapi kemudian dikenal dengan al-Risālah. Kedua kata tersebut 
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lima tingkatan bayān yang menjadi landasan utama ilmu 
ushul fikih. Kemudian lima tingkatan bayān ini dibagi ke 
dalam tiga bab utama. Tiga bab utama di dalam kitab ini 
seperti tidak ada pembatas, dan pembahasannya sering 
bercampur antara satu pembahasan dengan pembahasan 
yang lain.147

Secara umum, al-Syāfi‘ī memulai karyanya dengan 
sebuah referensi kepada dua jenis masyarakat, pertama 
adalah masyarakat yang menyembah berhala dan tidak 
mempunyai kitab suci, dan yang kedua adalah masyarakat 
yang mempunyai kitab suci tapi kemudian mengubahnya 
dan melakukan penyimpangan atasnya. Masyarakat 
yang terakhir adalah masyarakat Yahudi dan Kristen, 
sedangkan masyarakat yang pertama adalah masyarakat 
semenanjung Arab pra-Islam yang politeis. 

Perhatian al-Risālah-nya al-Syāfi‘ī terutama untuk 
membenarkan dasar otoritatif bagi Sunnah, Ijmā’ dan 
qiyās. Terlepas dari kenyataan bahwa otoritasnya al-
Qur’an terbukti dengan sendirinya, sehingga al-Qur’an 
sebagai sumber hukum sudah terlalu mapan yang tidak 
memerlukan pembenaran apa pun. Tetapi, hal ini tidak 
terjadi pada sumber-sumber yang lainnya.

bermakna “surat” (epistle), hal ini menjadi penjelasan yang 
akurat atas karya tersebut yang awalnya ditulis untuk, lalu 
dikirim kepada ‘Abd al-Rahman bin Mahdī (w. 198 H/813 M). 
Lihat:  Wael B. Hallaq, A History..., hlm. 31.

147 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 103-121.
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Setelah itu al-Syāfi‘ī merinci jenis-jenis bahasa yang 
Allah pilih untuk mewahyukan keputusan hukum-Nya. 
Lebih lanjut, ia membangun dasar metode otoritatif yang 
dengannya tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk bahasa 
harus ditafsirkan agar menghasilkan hukum Allah yang 
diyakini oleh ahli fikih. Pembenaran metode ini, yang ia 
sebut sebagai ijtihad dan qiyās.148

Sekali al-Syāfi‘ī telah membangun landasan tekstual 
otoritatif bagi ijtihād yang dalam perspektifnya sama 
dengan qiyās, ia membatasi cakupan metode ini. Jelas, 
ketika al-Qur’an ataupun Sunnah telah memberikan 
solusi hukum bagi sebuah persoalan tertentu, intervensi 
tidak dibutuhkan. Akan tetapi, ketika muncul sebuah 
kasus baru, di mana teks tidak memberikan suatu solusi, 
melakukan ijtihad bukan saja menjadi kebutuhan, 
melainkan juga merupakan kewajiban. Penyimpulan 
apa pun yang dilakukan kurang dari implikasi-implikasi 
kaku dan petunjuk-petunjuk teks adalah tidak sah, dan 
karenanya tidak diperbolehkan.

Atas dasar inilah, al-Syāfi‘ī menolak istihsān, sebuah 
metode pemikiran yang dianggap hanya didasarkan 
atas pemikiran bebas manusia yang didasarkan atas 
kepentingan-kepentingan dan perilaku individual. Ia 
beranggapan bahwa istihsān sama dengan menuruti 
kesenangan semata (ma istahsana faqad syara‘a).149

148 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 16-18.

149 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 219; Al-Syāfi‘ī, Kitāb al-Umm, jilid. 
VII, (Kairo: al-Matba‘ah al-Kubrā alAmiriyya, cet. I, 1907), hlm. 
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Pada titik ini, al-Syāfi‘ī meninggalkan diskusi tentang 
ijtihad, dan ia kembali mendiskusikan hal itu menjelang 
akhir kitab tersebut. Di bagian tersebut, ia menyatakan 
syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid yang 
mempunyai hak untuk menjalankan ijtihad, termasuk 
mengetahui bahasa Arab, materi hukum al-Qur’an, bahasa 
yang bersifat umum (‘amm) dan khusus (khās), mengetahui 
teori abrogation (nasakh).

Seorang mujtahid juga harus bisa menggunakan Sunnah 
dalam menafisrkan ayat-ayat al-Qur’an yang tegas dan jelas, 
dan ketika Sunnah tidak ada ia harus mengetahui adanya 
sebuah konsensus yang mungkin menginformasikan 
kasus yang ada. Akhirnya, seorang mujtahid harus 
dewasa, sehat, berkeinginan kuat untuk melakukan ijtihad 
secara sungguh-sungguh dan siap untuk sepenuhnya 
menggunakan daya intelektualnya untuk menyelesaikan 
kasus.150

Aspek lain adalah pengetahuan yang berkenaan dengan 
kata yang bermakna umum dan khusus (‘amm’khās) yang 
digunakan dalam al-Qur’an. Dalam diskusi singkat, al-
Syāfi‘ī memperkenalkan prinsipi-prinsip penafsiran dan 
komentar bahwa kadang-kadang sebuah teks al-Qur’an 
yang bersifat umum diberi makna khas oleh al-Qur’an. Hal 
ini membawanya untuk menjelaskan secara panjang lebar 
kekuatan Sunnah yang mengikat, sebuah tema yang terekam 
luas dalam kitabnya. Pada poin ini, al-Syāfi‘ī memberikan 

267-277.

150 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah...,ihlm. 211-219.
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penjelasan yang panjang tentang hubungan harmonis 
Sunnah dengan al-Qur’an, termasuk penghapusan yang 
satu oleh yang lainnya. Untuk mengambarkan hubungan 
itu, ia mendiskusiakan konstribusi keduanya dalam 
konstruksi hukum perkawinan.151

Konsensus dalam al-Risālah juga perlu didasarkan kepada 
bukti-bukti tekstual. Jika konsensus tidak didasarkan 
kepada tekstual, namun didasarkan kepada kesepakatan 
seluruh umat dianggap tidak bisa salah, karena umat tidak 
mungkin bersepakat kepada kesesatan (lā tajtami‘ummatī 
‘alā dalālah).152

Dalam membangun prinsip-prinsip umum ushul fikih, 
al-Syāfi‘ī menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada 
aturan hukum yang dikemukakan kalau akhirnya tidak 
didasarkan pada al-Qur’an atau Sunnah.153

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa tujuan 
al-Syāfi‘ī dalam menyusun al-Risālah adalah untuk 
mendefinisikan peran Sunnah dalam hukum, dan untuk 
membangun metode-metode pemikiran dan penafsiran 

151 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 52, 54, 58, 61, 68.

152 Al-Bayhaqī (w. 458 H/1065 M) melaporkan bahwa al-Syāfi‘ī juga 
menunjuk kepada sebuah ayat al-Qur’an dalam melegitimasi 
konsensus, yaitu Q.S: 4/115. Lihat: al-Bayhaqī, Ahkām al-Qur’ān, 
jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1975), hlm. 39; Wael 
b. Hallaq, “On The Authoritativeness of Sunni Consensus,” 
International Journal of Middle East Studies, XVIII, (1986), hlm. 
431.

153 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 54.
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dengan cara-cara yang darinya hukum dapat disimpulkan.

Tidak mengherankan bahwa bagian terbesar dari al-
Risālah digunakan untuk mendiskusikan Sunnah, jenis-
jenisnya, penafsiran, dan fungsinya dalam mengelaborasi 
syariah. Persoalan-persoalan lain hampir hampir 
semuanya disinggung, didiskusikan dalam porsi lebih 
besar atau lebih sedikit hanya untuk memberi isyarat atau 
menjelaskan Sunnah.

Dalam menegaskan Sunnah, sebagai satu-satunya otoritas 
tekstual yang mengikat di samping al-Qur’an, ia beralasan 
bahwa hukum yang secara eksklusif asal-usulnya bersifat 
ilahiyyah, membutuhkan cara yang dengannya sumber-
sumber non tekstual (ijmā’ dan qiyās) bisa digunakan 
sambil mempertahankan proposisi yang fundamental 
bahwa hukum berasal dari kehendak Allah. 

Menurut Wael B. Hallaq, al-Risālah mengandung beberapa 
prinsip dasar: (1) bahwa hukum harus secara eksklusif 
berasal dari teks yang diwahyukan; (2) bahwa Sunnah 
kenabian merupakan sumber hukum yang mengikat; (3) 
bahwa pertentangan tidak akan pernah terjadi antara 
al-Qur’an dan Sunnah, tidak juga antara ayat-ayat al-
Qur’an atau hadis-hadis dalam kedua sumber tersebut; (4) 
bahwa secara hermenetis kedua sumber tersebut saling 
melengkapi; (5) bahwa sebuah aturan hukum yang berasal 
dari teks-teks yang tidak diragukan dan ditransmisikan 
secara luas adalah pasti dan tidak terjadi pertentangan, 
sedangkan sebuah aturan yang disimpulkan melalui 
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cara ijtihad atau qiyās memungkinkan untuk terjadi 
pertentangan; dan terakhir (6) bahwa ijtihad dan qiyās, 
sebagaimana dukungan terhadap pemakaian instrumen 
ijmā‘ (konsensus), ditentukan oleh sumber-sumber yang 
diwahyukan.154

Secara sistematika, pada bab155 pertama al-Risālah 
berbicara mengenai “penjelasan” (al-bayān). Al-bayān 
merupakan terminologi pertama yang digunakan dalam 
kajian ushul fikih. Yang dimaksudkan dengan al-bayān 
dalam kitab al-Risālah adalah penjelasan terhadap dalil-
dalil al-naqlī dan bagaimana mempergunakannya dalam 
argumentasi ketika terjadi benturan (al-ta‘ārud) antara 
dalil baik yang berasal dari al-Qur’an maupun Sunnah, 
umum (‘amm) dan spesifik (khass), pembatalan (al-nāsikh) 
dan yang dihapus (al-mansūkh), dan bahkan di dalam bab 
ini juga diperbincangkan mengenai norma wajib dalam 
hukum taklīf.

Akan tetapi gaya penulisan dalam bab ini masih 
menggunakan gaya pendiktean, sehingga sangat sering 
kita temukan ungkapan “al-Syāfi‘ī berkata (qāla al-Syāfi‘ī)” 
atau ungkapan “Saya al-Rabī‘ bin Sulaimān, al-Syāfi‘ī telah 
menyampaikan kepada kami seraya berkata” (qāla: anā al-
rabī‘ bin Sulaimān, qāla: akhbara al-Syāfi‘ī qāla)”.

154 Wael B. Hallaq, A History..., hlm. 45.

155 Untuk pembahasan pertama, al-Syāfi‘ī menggunakan istilah bāb, 
sedangkan untuk pembahasan kedua al-Syāfi‘ī menggunakan 
istilah juz. Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 1-200, 201-389, 390-600.
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Setidaknya ada lima tingkatan bayān terhadap al-Qur’an 
yang dijelaskan al-Syāfi‘ī dalam al-Risālah. Pertama, bayān 
yang tidak memerlukan penjelasan. Kedua, bayān yang 
beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan Sunnah. 
Ketiga, bayān yang keseluruhannya bersifat umum dan 
membutuhkan penjelasan Sunnah. Keempat, bayān yang 
terdapat dalam al-Qur’an, namun terdapat pula dalam 
Sunnah. Kelima, bayān yang tidak terdapat dalam al-
Qur’an ataupun Sunnah. Poin kelima inilah yang kemudian 
memunculkan qiyās sebagai metode ijtihad. Dari lima 
tingkatan bayān tersebut, al-Syāfi‘ī merumuskan dasar 
pokok agama, yaitu al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘ dan qiyās.156

Pembicaraan dalam juz kedua juga masih seputaran hukum 
taklīf, terutama dalam permasalahan haram sebagai lawan 
dari wajib. Dalam membahas permasalahan haram al-
Syāfi‘ī menggunakan bentuk larangan (sīghah al-nahy) 
sebagai tumpuaan dalam mengharamkan sesuatu, akan 
tetapi al-Syāfi‘ī tidak menggunakan bentuk ungkapan 
perintah (sīghah al-amr) ketika mewajibkan sesuatu.

Kemudian dalam juz ini al-Syāfi‘ī juga memperbincangkan 
mengenai legitimasi hadis (al-‘ilal fi al-ahādīts) secara 
teoritis (al-‘ilal al-nazriyah) tidak secara materi hadis 
(al-ilal al-māddiyyah) dan cara berargumentasi dengan 
menggunakan hadis (turuq al-istidlāl bihā).

Di penghujung juz kedua ini al-Syāfi‘ī menutupnya dengan 
pembahasan tentang ilmu (bāb al-‘ilm) dan pembahasan 

156 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 39 dan 508.
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mengenai pengriwayatan individual (khabar al-wāhid) 
apakah dapat menghasilkam pengetahuan atau tidak. 
Secara umum juz kedua ini membahas mengenai kesadaran 
sejarah dalam menggunakan hadis sebagai dasar legitimasi 
dan kesadaran teoritis dalam pembahasan sintaksis 
kebahasaan dan kesadaran praktis dalam pembahasan 
haram sebagai salah satu hukum taklīf.

Sedangkan dalam juz ketiga, al-Syāfi‘ī masih melanjutkan 
pembahasan mengenai pengriwayatan individual (ahād) 
dan sejauhmana ia dapat digunakan dalam berargumentasi 
yang sempat dibahasnya diakhir juz kedua. Dalam juz ini 
al-Syāfi‘ī juga memaparkan al-ijmā‘ (konsensus) sebagai 
dalil yang ketiga dalam kajian ushul fikih, qiyās (analogi 
hukum), ijtihād, istihsān, dan terakhir juga dibahas 
mengenai perbedaan pendapat (al-ikhtilāf) yang komposisi 
pembahasannya terdiri dari cara menyingkapi benturan 
antar pendapat (al-ta‘ārud) dan penguatan salah satu 
pendapat (al-tarjīh).

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ketiga bab yang 
terdapat dalam al-Risālah berbicara mengenai dalil-dalil 
syariat (al-adillah al-syar‘iyyah). Kemudian dalil-dalil 
syariat ini dituangkan pembahasannya ke dalam ketiga 
bab tersebut. Di mana dalam bab pertama (bāb al-bayān) 
dikupas mengenai dalil syariat yang berkaitan dengan 
al-Qur’an, bab kedua (al-‘ilal fi al-ahādīts) mengenai dalil 
syariat yang berkaitan dengan hadis, dan bab ketiga 
diperbincangkan dalil syariat yang berkaitan dengan ijmā‘, 
qiyās, ijtihād, istihsān dan al-ikhtilāf. Masing-masing bab 
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dalam al-Risālah menghabiskan jumlah halaman yang 
hampir sama walaupun berbeda-beda dalam jumlah sub 
babnya.157

Sistematika pembahasan kitab al-Risālah menggunakan 
logika orisinil yang tidak bergantung dengan ijtihad 
sebelumnya, karena al-Risālah merupakan karangan 
pertama dalam disiplin ilmu ini. Kebanyakan paragraf dari 
kitab ini ditutup dengan ungkapan kata “Allahu a‘lam” atau 
“as’alullaha al-tawfīq insyā Allah”.

Melalui kitab al-Risālah juga terlihat dua kesadaran 
penulisnya mengenai dua hal, pertama, kesadaran dasar-
dasar fundamental (al-wa‘y al-usūlī) yang terwujudkan 

157 Juz pertama menghabiskan 200 halaman, juz kedua 185 ha-
laman, dan juz ketiga 211 halaman. Juz pertama terdiri dari 16 
bab, yaitu: bāb kaifa al-bayān, bāb al-bayān al-awwal, bāb al-bayān 
al-tsānī, bāb al-bayān al-tsālits, bāb al-bayān al-rābi‘, bāb al-bayān 
al-khāmis, bāb mā nazzala min al-kitāb ‘āman yurādu bihi khāsan, 
bāb mā anzala min al-kitāb ‘am al-zāhir wa huwa yajma‘u al-‘āmm wa 
al-khusūs, bāb bayān mā nazzala min al-kitāb ‘āmm al-zāhir yurādu 
bihi kulluhu al-khās, bāb al-sinf al-lazī yubaiyyinu siyāquhu ma‘nāhu, 
bāb mā nazzala ‘āman dallat al-sunnah khasatan ‘alā annahu yurādu 
bihi al-khās, bāb farada Allah ta‘ah rasūlullah maqru’atan bita‘tillah 
wa mazdhkhurah wahdahā, bāb mā amarallahu min ta‘ah rasulillah, 
bāb mā abānallahu likhalqihi min fardhi ‘alā rasūlihi ittibā‘ mā awhā 
ilaihi wa mā syahada lahu bihi min ittibā‘ mā amara bihi wa man 
hadāhu wa annahu hād liman ittiba‘ahu, bāb fard al-salāh al-lazī 
dalla al-kitāb tsumma al-sunnah ‘alā man tazūlu ‘anhu bi al-‘uzr wa 
‘alā man lā taktub lā taktub salātuhu bi al-ma‘siyah, bāb al-farā’id 
al-latī anzalahhu nassan. Juz kedua  terdiri dari 4 bab, yaitu: bāb 
al-‘ilal fī al-ahādīts, bāb ākhar, bāb al-‘ilm, bāb khabar al-wāhid. 
Sedangkan juz ketiga terdiri dari 5 bab, yaitu: bāb al-ijmā‘, bāb al-
qiyās, bāb al-ijtihād, bāb al-istihsān dan bāb al-ikhtilāf. Al-Syāfi‘ī, 
al-Risālah..., hlm. 622-623.
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dengan banyaknya pembahasan al-khabar (pengriwayatan). 
Kedua, kesadaran eidetis (al-wa‘y al-nazarī), yaitu diskursus 
mengenai dalil-dalil syariat yang terdiri dari al-Qur’an, 
Sunnah, ijmā‘ dan qiyās.

Walaupun demikian, tema-temanya dibahas secara 
terpencar-pencar dan kurang teratur. Seperti tema nāsikh, 
mansūkh dan permasalahan-permasalahan fardhu (al-
farā’id).158 Terkadang di tempat tertentu terdapat diskursus 
teoritis mengenai al-qawā‘id al-usūliyyah sebelum masuk 
dalam pembahasan yang mendalam dalam satu tema.159 
Terkadang juga sering ditemukan kompilasi dari beberapa 
hadis ditulis bercampur baur dengan penjelasan makna-
makna hadis tersebut, sebelum pembahasannya di akhiri 
dengan pembahasan kaidah-kaidah yang diambil dari 
penjelasan makna hadis-hadis tersebut.160

Dalam al-Risālah juga sering ditemukan pembahasan yang 
bercampur baur antara materi fikih dengan ushul fikih. 
Hal ini lah yang memperkuat dugaan sementara pakar 

158 Misalnya pembahasan mengenai al-nāsikh wa al-mansūkh 
dapat ditemukan dalam halaman 106-117 dan 137-147 dan 
permasalahan al-farā’id yang dapat ditemukan dalam 79-106, 
117-137 dan 161-204. Lihat: Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 79-204.

159 Seperti diskursus teoritis seputar abrogation (nasakh) yang 
dapat ditemukan pada halaman 106-117 dan 137-147. Begitu 
juga dengan diskursus seputar perbedaan antara riwayat 
individual dan kesaksian (al-syahādah) yang dapat ditemukan 
pembahasannya pada halaman 380-384 dan 392-394. Al-Syāfi‘ī, 
al-Risālah..., hlm. 380-394.

160 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 237.
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bahwa pada perkembangan awalnya ilmu ushul fikih belum 
dipisahkan secara masif dengan ilmu fikih.161

Begitu juga masih sering muncul pembahasan mengenai 
al-qawā‘id al-fiqhiyyah dalam al-Risālah, seperti kaidah 
“‘adam jawāz taklīf mā lā yutāq”162 (tidak boleh membebani 
di atas batas kemampuan seseorang) sebelum dibahas 
dalam disiplin ilmu sendiri.

Begitu juga muncul beberapa pembahasan mengenai 
geografis dalam kitab al-Risālah, seperti pembahasan 
mengenai negeri Syam dalam pembahasan madrasah-
madrasah fikih yang berkembang saat itu.163

Begitu juga dengan kesadaran bermazhab mulai muncul 
di dalam al-Risālah, baik bermazhab dalam fikih maupun 
ushul fikih. Hal ini terindikasi dari penyataan al-Syāfi‘ī: 
“faqāla lī qā’il: qad fahimtu madhhabuka fī ahkām al-Allah 
wa ahkām rasūlih”164 (telah berkata seseorang kepada saya: 
saya telah memahami mazhabmu dalam hukum Allah dan 
Rasul-Nya).

161 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 127-128.

162 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 128.

163 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 139 dan 292.

164 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 471.
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b. , Karangan Ibn  
 (w. 456 H)

Kitab ini memiliki kerangka penulisan yang tidak 
sistematis. Kitab ini sendiri terdiri dari delapan jilid dan 
empat puluh bab pembahasan. Setiap bab ada yang tidak 
memiliki pasal pembahasan (al-fasl)165dan ada juga yang 

165 Bab-bab pembahasan yang tidak memiliki pasal pembahasan 
terdiri dari 25 bab, yaitu: bab kesatu: tujuan dan maksud al-
Qur’an (fī al-ghard al-maqsūd min al-kitāb); bab kedua: indeks al-
Qur’an dan bab-babnya (fī fihris al-kitāb wa abwābihi); bab ketiga: 
legitimasi argumen rasional (fī itsbāt hujaj al-‘uqūl); bab keempat: 
kemunculan permasalahan bahasa (fī kaifiyah Zuhūr al-lughāt); 
bab kedelapan: penjelasan makna kebahasaan (fī al-bayān wa 
ma‘nāhu); bab kesembilan: penjelasan yang terlambat (fī ta’khīr 
al-bayān); bab kesepuluh: kemestian berpegang pada al-Qur’an 
(fī al-akhdh bi mawjib al-qur’ān); bab keenam belas: penggunaan 
kata ganti (fī al-kināyah bi al-damīr); bab ketujuh belas: isyarat 
(fī al-isyārah); bab kesembilan belas: perbuatan Rasulullah dan 
persetujuan beliau terahdap suatu tindakan (fī af ‘āl rasul al-Allah 
sala al-Allah ‘alihi wa sallam, wa fī al-syai’ yarāhu aw yuballighuhu 
fa yaqirruhu sāmitan ‘alaihi lā ya’muru bihi wa lā yanhā ‘anhu); bab 
keduapuluh satu: metaforis dalam al-qur’an dan perbedaannya 
dengan metaforis dalam hukum (fī al-mutasyābih min al-qur’Ān 
wa al-farq bainahu wa baina al-mutasyābih fī al-ahkām); bab 
keduapuluh tiga: melestarikan kebiasaan dan kebatalan setiap 
akad, perjanjian dan syarat yang bertentangan dengan al-Qur’an 
dan Sunnah (fī istishāb al-hāl wa butlān jamī‘ al-‘uqūd wa al-‘uhūd 
wa al-syurūt illā mā awjabahu minhā qur’ān aw sunnah ‘an rasul 
al-Allah sala al-Allah ‘alaihi wa sallam tsābitah); bab keduapuluh 
empat (wa huwa bāb al-hukm bi aqal mā qīla); bab keduapuluh 
lima: celaan terhadap perbedaan (fī dham al-ikhtilāf); bab 
keduapuluh enam: kebenaran tunggal (fī anna al-haq fī wāhid 
wa sā’ir al-aqwāl kulluha bātil); bab keduapuluh tujuh: tentang 
cacat (fī syuzhūz); bab keduapuluh delapan: profil sahabat dan 
ahli fikih (fī tasmiah al-sahābah al-ladzī ruwiyat ‘anhum al-fatayā’ 
wa tasmiyah al-fuqahā’ al-madhkūrīna fi al-ikhtilāf ba‘da ‘asr al-



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

187
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

memiliki pasal pembahasan. Bab yang memiliki pasal 
pembahasan berbeda-beda jumlahnya antara satu bab 
dengan bab yang lain.166

sahābah radiya al-Allah ‘anhum); bab keduapuluh sempilan: 
tentang dalil (fī dalīl); bab ketigapuluh: keniscayaan berpegang 
kepada syariat bagi muslim dan kafir (fī luzūm al-syarī‘ah al-
islāmiyyah likulli mu’min wa kāfir fī al-ard wa waqt luzūm al-syarā’i‘ 
li al-insān); bab ketigapuluh satu: syarat-syarat menjadi ahli fikih, 
mufti dan mujtahid (fī sifah al-tafaqquh fī al-dīn, wa mā yulzam 
kullu imri’in talbuhu min dīnihi, wa sifah al-muftī al-ladhī lahu an 
yuftā fī al-dīn, wa sifah al-ijtihād al-wājib ‘alā ahl al-islām); bab 
ketigapuluh dua: kewajiban niat, perbedaan perbuatan tidak 
sengaja, tersalah, dan perbuatan yang menimbulkan efek pahala 
dan dosa kepada orang lain (fī wujūb al-niyāt fī jamī‘ al-a‘māl, wa 
al-farq baina al-khat}a’ al-‘amd al-ladzī lam yaqsud bihi khilāf mā 
amar, wa al-khata’ al-ladzī lam ya‘tamid fi‘luhu, wa baina al-‘aml al-
mashūb bi al-qasd ilaihi, wa haitsu yulhaq ‘amal al-mar’ ghairuhu bi 
ajr aw itsm wa haitsu lā yulhaq); bab ketigapulu tiga: syariat umat-
umat terdahulu (fī syarā’i‘ al-anbiyā’ qabl muhammad salla al-Allah 
‘alaihi wa sallam ayulzamunā ittibā‘uhā mā lam nunha ‘anhā, am lā 
yajūz lanā ittibā‘ syai’ minhā illā mā kāna minhā fī syarī‘atinā wa 
umirnā nahnu bihi nassan bi ismihi faqat); bab ketigapuluh empat: 
kehatia-hatian dan menutup jalur yang menimbulkan keharaman 
(fī al-ihtiyāt wa qat’ al-dzarā’i‘ wa al-musytabih); bab ketigapuluh 
lima: pembatalan istihsān dan rasionalitas (fī al-istihsān wa al-
istinbāt wa fī al-ra’y wa ibtāl kullu dhalik); bab keempat puluh: 
pembahasan mengenai ijtihad dan mujtahid (wa huwa fī bayān 
al-ijtihād wa hukm al-mujtahid). Lihat: Ibn Hazm, al-Ihkām fī..., 
jilid. I-VIII.

166 Misalnya, bab yang pasal pembahasannya hanya satu ada lima 
bab, yaitu: bab lima: tentang lafadh-lafadh (fī al-fāz), bab enam: 
penggunaan akal sebelum datangnya syariat (fī al-asyyā’ fī al-
‘aql qabl wurūd al-syar‘ ‘alā al-hadr am ‘alā al-ibāhah), bab tujuh: 
prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi pengetahuan (fī usūl 
al-ahkām fī al-diyānah wa aqsām al-ma‘ārif), bab empat belas: 
batas minimal konsensus (fī aqal al-jam‘) dan bab delapan belas: 
metaforis dan homonim (fī al-majāz wa al-tasybīh). Bab yang 
jumlah pasalnya dua buah terdiri hanya satu bab, yaitu: bab kelima 
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Jika setiap bab dalam kitab ini diberikan judul, namun 
tidak demikian halnya dengan setiap fasal. Terdapat pasal-
pasal tertentu yang tidak diberikan judul seperti fasal 
kedua sampai kelima dari bab kedua puluh.167 Hampir 
dari separuh kitab ini dimulai dengan ungkapan “al-kalām 
fī” (pembicaraan tentang) yang sering digunakan dalam 

belas: pengecualian (fī al-ististnā’). Bab yang jumlah pasalnya tiga 
terdiri dari tiga bab, yaitu: bab tiga belas: pemalingan semua 
lafadh kepada makna universal (fī haml al-awāmir wa sā’ir al-
alfaz kullihā ‘alā al-‘umūm wa ibtāl qawl man qāla fī dhalika bi al-
waqf aw al-khusūs illā mā akhrajahu ‘an al-‘umūm dalīl al-haq), bab 
tigapuluh enam: ketidakbolehan taklid (fī ibtāl al-taqlīd) dan bab 
tigapuluh delapan: ketidakbolehan qiyās dalam hukum agama 
(fī ibtāl al-qiyās fī ahkām al-dīn). Bab yang jumlah pasalnya lima 
terdiri dari dua bab, yaitu: bab ketigapuluh tujuh: dalil dalam 
sapaan Tuhan (fī dalīl al-khitāb) dan bab ketigapuluh sembilan: 
pembatalan kausalitas dalam hukum agama (fī ibtāl al-qawl bi 
al-‘ilal fī jamī‘ ahkām al-dīn). Bab yang jumlah pasalnya sepuluh 
hanya satu bab saja, yaitu: bab keduabelas: perintah dan larangan 
dalam al-Qur’an dan Sunnah (fī al-awāmir wa nawāhī al-wāridah 
fī al-qur’ān wa kalām al-nabī salĀ al-Allah ‘alaihi wa sallam). Bab 
yang pasalnya terdiri dari lima belas pasal berjumlah satu bab, 
yaitu: bab keduapuluh dua: tentang konsensus (fī al-ijmā‘ wa ‘an 
ay syai’ yakanu al-ijmā‘ wa kaifa yanqilu al-ijmā‘). Bab yang pasalnya 
terdiri dari sembilan belas pasal berjumlah satu bab, yaitu: bab 
keduapuluh: tentang abrogation (al-kalām fī al-nasakh). Dan bab 
yang pasalnya terdiri dari dua puluh pasal berjumlah satu bab, 
yaitu: bab kesebelas: tentang mata rantai pengriwayatan (fī al-
kalām fī al-akhbār, wa hiya al-sunan al-manqūlah ‘an rasul al-Allah 
s}alla al-Allah ‘alaihi wa sallam). 

167 Namun begitu di dalam sebagian cetakan fasal-fasal tersebut 
telah diberi judul oleh pemberi anotasi (muhaqqiq) maupun 
oleh penerbit. Fasal-fasal tersebut diberi judul secara berurutan 
sebagai berikut: “al-fasl fī radd al-mu’allif ‘alā al-qā’ilīna – wa qad 
dhakara al-nasakh wa irtifā‘ al-lafz al-mansūkh: wa hadzā wajh min 
wujūh al-hikmah. 



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

189
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

penamaan bab pada literatur-literatur klasik.168

Keempat puluh bab pembahasan kitab ini dirangkum 
kedalam delapan jilid yang pembahasannya tidak memiliki 
tema-tema tertentu pada masing-masing jilid. Dari segi 
jumlah halaman hampir tidak ditemukan perbedaan 
yang mencolok, kecuali jilid empat yang memiliki jumlah 
halaman yang paling banyak.169 Begitu juga jumlah 
halaman antara satu bab dengan bab yang lain dan satu 
pasal ke pasal yang lain berbeda-beda antara satu dengan 
yang lainnya.170

168 Lihat misalnya al-Dabbūsī, Ta‘sīs al-Nazar, (Kairo: Maktabah al-
Khanjī al-Halabī, cet. I); Abū Husain al-Basrī, al-Mu‘tamad fī...; al-
Juwainī, al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-‘Aẓīm al-Dīb, 
(Kairo: Dār al-Ansār, 4001 H).

169 Jilid satu terdiri dari 151 halaman, jilid dua terdiri dari 150 
halaman, jilid tiga terdiri dari 162 halaman, jilid empat terdiri 
dari 240 halaman, jilid lima terdiri 189 halaman, jilid enam 
terdiri dari 184 halaman, jilid tujuh terdri dari 204 halaman dan 
jilid delapan terdiri dari 152 halaman.

170 Bab satu terdiri dari 5 halaman, bab dua terdiri dari 2 halaman, 
bab tiga terdiri dari 16 halaman, bab empat terdiri dari 6 
halaman, bab lima terdiri dari 17 halaman, bab enam terdiri 
dari 13 halaman, bab tujuh terdiri dari 15 halaman, bab delapan 
terdiri dari 4 halaman, bab sembilan terdiri dari 11 halaman, 
bab sepuluh terdiri dari 1 halaman, bab sebelas terdiri dari 
205 halaman, bab dua belas terdiri dari 94 halaman, bab tiga 
belas terdiri dari 65 halaman, bab empat belas terdiri dari 8 
halaman, bab lima belas terdiri dari 16 halaman, bab enam belas 
terdiri dari 1 halaman, bab tujuh belas terdiri dari 1 halaman, 
bab delapan belas terdiri dari 11 halaman, bab sembilan belas 
terdiri dari 10 halaman, bab dua puluh terdiri dari 62 halaman, 
bab duapuluh satu terdiri dari tujuh halaman, bab duapuluh 
dua terdiri dari 112 halaman, bab duapuluh tiga terdiri dari 48 
halaman, bab duapuluh empat terdiri dari 14 halaman, bab dua 
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Pembahasan yang mendapatkan perhatian khusus dalam 
kitab ini secara berurutuan adalah ibtāl al-qiyās fī ahkām al-
dīn (pembatalan analogi dalam hukum agama), al-akhbār 
(riwayat-riwayat), al-ījāb (kewajiban), al-ijmā‘ (konsensus), 
al-taqlīd (mengikuti pendapat yang otoritatif), al-awāmir 
wa al-nawāhī (perintah dan larangan), al-awāmir ‘alā al-
‘umūm (perintah yang bersifat universal), penggunaan 
al-nasakh (abrogation) ketika terjadi pertentangan antara 
riwayat-riwayat dan cara membantah argumentasi pihak 
kontra, pembatalan kausa efektif (al-‘ilal), dalīl al-khitāb, 
istishāb, istihsān, istinbat (deduksi hukum) dan al-ra’y 
(rasionalitas).171

Terkadang ditemukan beberapa materi fikih yang 
diafirmasikan pembahasannya ke dalam kitab ini, seperti 
pembahasan mengenai bertafaqquh dalam agama, 
pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Namun 
juga tidak sedikit materi ushul fikih yang dinegasikan 
dari kitab ini, seperti penegasian terhadap syariat umat-

puluh lima terdiri dari 6 halaman, bab duapuluh enam terdiri 
dari 16 halaman, bab duapuluh tujuh terdiri dari 3 halaman, 
bab duapuluh delapan terdiri dari 16 halaman, bab duapuluh 
sembilan terdiri dari 3 halaman, bab tiga puluh terdiri dari 13 
halaman, bab tiga puluh satu terdiri dari 20 halaman, bab tiga 
puluh dua terdiri dari 19 halaman, bab tiga puluh tiga terdiri 
dari 29 halaman, bab tigapuluh empat terdiri dari 14 halaman, 
bab tigapuluh lima terdiri dari 43 halaman, bab tigapuluh enam 
terdiri dari 110 halaman, bab tigapuluh tujuh terdiri dari 51 
halaman, bab tigapuluh delapan terdiri dari 151 halaman, bab 
tigapuluh sembilan terdiri dari 225 halaman dan empat puluh 
terdiri dari 19 halaman.

171 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 335.
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umat terdahulu (syar‘ man qablānā) dan ijtihad. Terkadang 
materi yang disajikan lebih kepada informasi mazhab 
Zahirī terhadap tema-tema tertentu, seperti kebenaran 
tunggal dan menolak kebenaran relatif, syariat wajib 
diiplementasikan bagi setiap orang tanpa memandang 
ia muslim atau kafir. Tetapi itu semua tidak menafikan 
adanya bahasan-bahasan tertentu yang bersifat objektif 
dalam kitab ini, seperti pembahasan mengenai al-istitsnā’ 
(exeption), al-kināyah, al-isyārāt, bagaimana munculnya 
diskursus kebahasaan, objek, tujuan dan klasifikasi kitab 
ke dalam beberapa tema.

Pembahasan mengenai ushul fikih, kaidah-kaidah fikih, 
prinsip-prinsip dan asas-asas ditemukan pembahasannya 
dalam banyak tempat dalam kitab ini, walaupun tidak 
secara teratur. Selain itu, dalam kitab ini juga terekam 
berbagai materi dari fikih mazhab empat (terutama Hanafī, 
Malikī dan Syāfi‘ī), begitu juga dengan materi-materi ilmu 
kalam, tentu dengan membuat komparasi antara Sunnī 
dengan Syī‘ah. Begitu juga dengan Murji’ah, Khawārij dan 
Mu‘tazilah tidak luput dari sorotan pengarang kitab ini. 
Di sinilah terjadi pencampuran antara materi ushul fikih 
dengan materi ushuluddin.172

Contoh-contoh yang disajikan dalam kitab ini masih 
berorientasi pada menjelaskan posisi lawan-kawan 
(mujādalah), bukan untuk menjelaskan konsep. Sehingga 
kesemua contoh-contoh dalam kitab ini ditujukan untuk 

172 Al-Hasan al-Hanafī, al-Madzāhib al-Islāmiyyah; Humūm al-Fikr wa 
al-Watan, jilid. I, (Kairo: Dār Qubā’, 1998), hlm. 239-246.
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memperkuat argumentasi kelompok sendiri, dan bukan 
untuk menjelaskan permasalahan-permasalah yang 
dibahas. Sehingga tidak jarang ditemukan “perdebatan 
kusir” dalam kitab ini. Mazhab menjadi pilar tempat 
berpijak untuk menentukan konsep-konsep yang diterima 
atau yang ditolak. Sehingga materi ushul fikih yang 
bertujuan sebagai sarana pembenaran koherensi dari 
materi-materi fikih nyaris tak terurai dengan sempurna.

Dari delapan jilid kitab al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām, empat 
puluh bab dan sembilan puluh pasal, dapat disimpulkan 
bahwa kitab ini memiliki tiga fokus kajian utama. 
Pertama, kajian seputar empat dalil yang disepakati, 
yaitu al-Qur’an dalam bentuk bayan (sīghah al-bayān), 
Sunnah dalam bentuk pengriwayatan,173 kata perintah 
dan larangan, nasakh yang berkiatan dengan dalil yang 
pertama dan kedua. Kemudian beralih kepada dalil ketiga 
yaitu ijmā‘.174 Kedua, kemudian juga muncul materi-materi 
seputar hukum taklīf, pembahasan seputar niat, syariat 
umat-umat terdahulu.175 Ketiga, dapat ditemukan juga 
pembahasan mengenai dalil keempat, yaitu qiyās, namun 
berbeda dengan dalil-dalil sebelumnya, dalil keempat 
ini tidak mendapatkan legitimasi sebagai dalil keempat 
dalam hukum syariat. Selain qiyās, dalil-dalil yang juga 
ditolak adalah istihsān, istinbāt, rasionalitas (al-ra’y), dan 

173 Masing-masing dibahas dalam jilid I, II dan III.

174 Ijmā‘ dapat ditemukan pembahasannya dalam bab IV.

175 Permasalahan ini dapat ditemukan dalam bab V
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kausa efektif (al-‘illah).176 Keempat, Dalil-dalil naqlī dalam 
kitab ini lebih diprioritaskan dibandingkan dalil ‘aqlī, hal 
ini dapat ditemukan hampir dalam semua entri dalam 
kitab ini.

Kebanyakan contoh dan argumentasi yang dipaparkan 
dalam kitab ini bersumber dari al-Qur’an dan hadis. 
Sehingga tidak jarang ditemukan pengulangan penyebutan 
ayat al-Qur’an dan hadis yang sama baik dalam pembahasan 
yang sama maupun dalam pembahasan yang berbeda. 
Selain al-Qur’an dan hadis, Ibn Hazm juga menggunakan 
syair Arab pra Islam untuk memperkuat argumentasi 
semantik yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis. Hal 
ini didasarkan Ibn Hazm kepada perkataan ‘Umar bin 
al-Khattāb, “‘alaikum bi syi‘r jāhiliyyatikum, fa fīhi tafsīr 
kitābukum”,177 (gunakanlah syair pra-Islam sebagai sarana 
menafsirkan kitab sucimu).

Terdapat banyak sekali kontradiktif dalam kitab al-Ihkām 
fī Usūl al-Ahkām. Misalnya di satu sisi, Ibn Hazm yang 
literalistik menolak segala bentuk interpretatif, seperti 
ta’wīl (interpretasi-alegoris), ra’y, istihsān, qiyās,‘illah dan 
sebagainya. Namun di sisi yang lain ia mengkritik taqlīd 
terhadap mazhab-mazhab fikih yang ada. Bukankah 
pelarangan taqlīd seharusnya membuka jalan kepada 
sarana-sarana interpretatif yang disebutkan tadi? Namun 
begitu, mazhab Zāhiriyyah pernah berkembang dalam 
dunia Islam, terutama di Andalusia.Selain Ibn Hazm, 

176 Permasalahan-permasalahan ini dibahas dalam jilid VI, VII, VIII.

177 Ibn Hazm al-Zahirī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. I, hlm. 29.
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tokoh yang juga dikenal memiliki pandangan Zahirī adalah 
Abū Dāwūd al-Zāhirī, yang mengembangkan pemahaman 
literalistiknya di Kūfah.

Paradigma literalistik tidak hanya mendominasi seluruh 
entri-entri dalam al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, tetapi juga 
mendominasi seluruh karya-karya Ibn Hazm yang lain, baik 
dalam disiplin ilmu ushul fikih, seperti “al-Nubdhah” yang 
merupakan ringkasan dari “al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām”, 
dan “Ibtāl al-Qiyās wa al-Ra’y wa al-Istihsān wa al-Taqlīd 
wa al-Ta‘līl” yang merupakan ringkasan dari jilid ke-VIII 
dari “al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām”. Maupun dalam disiplin 
ilmu fikih, seperti terlihat dalam penulisan “al-Muhallā”. 
Bahkan paradigma ini terlihat dalam karangannya dalam 
disiplin ilmu kalam, seperti “al-Fasl fī Ahl al-Ahwā’ wa al-
Milal wa al-Nihal”.

c.  Karya  
    al-Ghazālī (w. 505 H).

Kitab inilah yang memperkenalkan pertama sekali secara 
sistematis empat pilar utama ilmu ushul fikih (al-aqtāb al-
arba‘ah) di dalam pembahasannya. Keempat pilar tersebut 
diasosiasikan oleh al-Ghazālī seperti sebuah pohon yang 
masing-masing memiliki Buah (tsamrah/al-mustatsmir 
minhu), yaitu hukum-hukum syara‘ seperti wujūb, nadab, 
karāhah, ibāhah, sihah, butlān dan seterusnya. Penghasil 
buah (al-mutsmir), yaitu dalil-dalil syariah yang meliputi 
al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘ dan qiyās. Kemudian, mekanisme 
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proses pembuahaan (turuq al-istitsmār), yaitu pembahasan 
mengenai sintaksis kebahasaan dan pembahasan 
mengenai ‘illah. Dan terakhir syarat-syarat pemetik buah 
(al-mustatsmir) yang meliputi pembahasan ijtihād, taqlīd, 
fatwa dan tarjīh.

Sebagai teolog besar Asy‘arī, al-Ghazālī tentunya mengikuti 
garis pemikiran teologi kekuasaan ilahi (determinisme). 
Dalam salah satu karyanya ia tampak cenderung kepada 
pandangan yang menolak al-tahsīn wa al-taqbīh al-‘aqliyain 
(kemampuan akal mengetahui benar dan buruk).178 Akan 
tetapi pada bagian dalam analisis ushul fikihnya, al-
Ghazālī berhadapan dengan kenyataan bahwa rasionalitas 
harus menajadi pegangan pokok dalam analisis hukum, 
sehingga dalam Syifā’ al-Ghalīl ia menegaskan, “al-ghālib 
min ādātihi fī al-tasarrufāt ittibā‘ al-ma‘ānī” (yang lazim 
dalam kebiasaan tindakan syariat itu adalah mengikuti 
rasionalitas).179 Telah diketahui bahwa kebiasaan syariat 
itu mengikuti rasionalitas yang sesuai, bukan kesemena-
menaan yang kaku. Ini lah kelaziman dalam kebiasaan 
syariat.180 Oleh karena itu al-Ghazālī dalam kajian-kajian 
mutakhir lebih dilihat sebagai seorang kompromistis 
yang berusaha memadukan berbagai pandangan yang 
berbeda. Dalam ushul fikih, ia memadukan antara wahyu 
dan rasionalitas sebagaimana dapat disimpulkan dari 

178 Dikutip dan dilampir dalam Farid Jabre, La Notion de la Ma‘rifa 
Chez Ghazali, (Beirut: Institut de Letters Orientales, 1958), hlm. 
153-159.

179 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 201.

180 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 199.
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penegasannya dalam mukaddimah al-Mustasfā fī ‘Ilm al-
Usūl, “ilmu paling mulia adalah yang memadukan akal dan 
naql serta rasionalitas dan syariat; ilmu fikih dan ushul 
fikih termasuk dalam kategori ini.”181

Upaya al-Ghazālī untuk melakukan pemaduan wahyu 
dan rasionalitas dalam ushul fikih dilakukannya 
melalui dua cara (1) upaya mendekatkan bahkan juga 
mengintegrasikan antara dua sistem pengetahuan Islam 
bāyānī (nalar eksplikasi) yang bertitik tolak berdasarkan 
nalar independen manusia, dan (2) introduksi teori 
maqāsid al-syarī‘ah (tujuan hukum) yang bertitik tolak 
kepada penalaran inferensial (burhānī). Pemanduan antara 
sistem bayānī dan burhānī dalam ushul fikih dilakukan 
dengan upaya memperkenalkan silogisme dan metode 
induksi. Dalam karyannya al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Usūl, al-
Ghazālī meninggalkan kebiasaan para usūliyyūn aliran 
mutakallimīn (ahli ilmu kalam) –kebiasaan mana diambil 
alih dari para mutakallimīn dalam karya ilmu kalam– yang 
memberi pendahuluan dengan uraian epistimologis yang 
lazim dalam ilmu kalam. Al-Ghazālī menggantinya dengan 
uraian mengenai mantiq (logika) sembari menyatakan 
bahwa penguasaan ilmu mantiq itu amat penting sehingga 
barang siapa tidak menguasainya, ilmunya sama sekali 
tidak dapat dipercaya.182

Al-Ghazālī memulai penulisan kitab ini dengan 
pembahasan mengenai pentingnya penggunaan mantiq 

181 al-Ghazālī, al-Mustasfā min..., jilid. I, hlm. 9.

182 al-Ghazālī, al-Mustasfā min..., jilid. I, hlm. 19.
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dalam ushul fikih, al-‘illah dan sitaksis kebahasaan. 
Dalam awal pembahasannya, al-Ghazālī membagi al-
khitāb (sapaan/titah syariat) ke dalam al-lafz, ma‘nā, syai’, 
manzūm, fahw, isyārah dan qiyās. Setelah itu al-Ghazālī 
memulai pembahasan mengenai pilar pertama dari ushul 
fikih (al-qutb al-awwal), yaitu pembahasan mengenai 
hukum-hukum syariat yang disibutnya sebagai tsamrah 
(buah/hasil). Kemudian pada al-qutb al-tsāni baru dibahas 
mengenai dalil-dalil syariat (al-mutsmir), pada qutb al-
tsālits dibahas mengenai mekanisme berijtihad (kayfiyyah 
al-ististmār) dan terakhir pada qutb al-rābi‘ membahas 
mengenai mujtahid (hukm al-mustastmir).183

Dalam pembahasan dalil-dalil syariat, al-Ghazālī secara 
konsisten menyebutkan bahwa al-Qur’an, Sunnah dan 
Ijmā‘ merupakan dasar dari dalil-dalil syariat (al-asl min 
usūl al-adillah).184 Namun, perlakuan seperti itu tidak 
ditujukkan ketika membahas dalil rasionalitas (al-‘aql) 
dan istishāb, al-Ghazālī hanya menyebut “al-asl al-rābi‘ 

183 Masing-masing qutb dibahas dalam jilid-jilid yang terpisah, 
sehingga al-Mustasfā memiliki empat jilid yang masing-masih 
membahas keemapt pilar utama ilmu ushul fikih. Pilar pertama 
menghabiskan 159 halaman, pilar kedua menghabiskan 505 
halaman, pilar ketiga mengahabiskan 748 halaman dan pilar 
terakhir mengahbiskan 191 halaman. Lihat: al-Ghazālī, al-
Mustasfā fī..., hlm. 23

184 Misalnya ketika membahas al-Qur’an sebagai dalil syariat al-
Ghazālī berkata, “al-asl al-awwal min usūl al-adillah kitāb al-Allāh 
ta‘ālā” (dalil-dalil fundamental adalah al-Qur’an), begitu juga 
seterusnya. Lihat: al-Ghazālī, al-Mustasfā min..., jilid. II, hlm. 2, 
120 dan 294.
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dalīl al-‘aql wa al-istishāb”.185 Kuat dugaan perbedaan 
sikap al-Ghazālī ini dipengaruhi oleh akidah Asy‘āriyyah 
dan mazhab fikih Syāfi‘īyyah yang dianutnya, sehingga ia 
memiliki pandangan untuk “menganaktirikan” dalil ‘aql 
dibandingkan dalil naql.

Dari materi-materi yang menjadi pembahasan dalam al-
Mustasfā juga terlihat adanya tiga artikulasi dalam unsur-
unsur materi ilmu ushul fikih. Pertama, artikulasi eiditis 
(al-wa‘yū al-nazarī), yaitu, diskursus mengenai kata-kata, 
makna-makna dan argumen-argumen. Kedua, artikulasi 
dasar-dasar fundamental (al-wa‘yu al-usūlī), yaitu validitas 
sejarah melalui mata rantai periwayatan ketika membahas 
dalil-dalil syariat. Dan terakhir ketiga, kesadaran praksis 
(al-wa‘yū al-‘amalī), yaitu kesadaran akan ketentuan-
ketentuan yuridis untuk mengatur perbuatan praksis 
manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi terminologi dan sistematisasi penulisan. Sampai 
batas-batas tertentu nampaknya al-Ghazālī terpengaruh 
dengan beberapa terminologi tasawuf, seperti penggunaan 
kata qutb dan jamaknya al-aqtāb186 untuk penyebutan pilar 

185 Al-Ghazālī, al-Mustasfā min..., jilid. II, hlm. 406.

186 Adapun yang dimaksud dengan al-qut}b dalam terminologi 
tasawuf adalah “al-man‘ūt bi al-takhalluq wa al-tahaqquq bi ma‘ānī 
jamī‘ al-asmā’ al-ilahiyyah bi hikam al-khilāfah, wa huwa mir’ah al-
haq ta‘alā, wa majallā al-na‘ūt al-muqaddasah, wa mahal al-mazāhir 
ilahiyyah” (seseorang yang bersifat dengan akhlak Tuhan serta 
mampu mengimplementasikan seluruh makna dari nama-nama 
ketuhanan tersebut dalam dirinya sesuai dengan hikmah khilafah 
yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia, ia merupakan 
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utama ilmu ushul fikih. Pada permualaan al-Mustasfā, al-
Ghazālī terlebih dahulu menulis khutbah kitab, sadr al-
kitāb (isi umum dari kitab), mukaddimah kitab, al-di‘āmah 
(landasan-landasan), al-qānūn (aturan-aturandan al-
imtihān (pengujian). Kemudian masih pada jilid pertama 
al-Ghazālī membagi al-qutb ke dalam empat al-funūn,187 
yang setiap al-fan188 memiliki al-masā’il.189 Namun 
begitu,sistematika dan terminologi yang digunakan pada 
jilid kedua, ketiga dan keempat tidaklah sama dengan 
yang digunakan pada jilid pertama. 

Pada jilid kedua al-Ghazālī membagi al-qutb kedalam 

cerminan al-Haq Yang Maha Tinggi, perwujudan sifat-sifat suci 
dan tempat pemanifestasian seluruh sifat-sifat ketuhanan), 
lihat: al-Kāsyānī, Mu‘jam Istslāhāt al-Sūfiyyah, tahqīq: ‘Abd al-
‘Āl Syāhīn, (Kairo: Dār al-Manār, cet. I, 1992), hlm. 363. Dari 
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maqam tertinggi dalam 
dunia tasawuf adalah al-qutb. Di dalam al-Mustasfā seolah-olah 
al-Ghazālī ingin mengatakan puncak objek pembahasan ilmu 
ushul fikih hanya berorientasi kepada empat kutub yang telah 
dibahas di atas tadi.

187 Funūn merupakan bentuk jamak dari kata fan, yang secara 
etimologis berarti seni-seni keilmuan. Namun di dalam al-
Mustasfā, al-Ghazālī menggunakan kata ini untuk menamai 
setiap sub bab pembahasan yang berada di bawah al-qutb. 

188 Al-fan pertama (haqīqah al-hukm); al-fan kedua (aqsām al-ahkām 
al-tsābitah li af ’āl al-mukallafīn); al-fan ketiga (arkān al-hukm) dan 
al-fan keempat (fīmā yuzhar bihi al-hukm, huwa al-ladzī yusammā 
sababan wa kaifiyah nisbah al-hukm fihi). al-Ghazālī, al-Mustasfā 
min..., jilid. I, hlm. 177, 210, 276 dan 312.

189 Al-masā’il adalah jamak dari kata al-mas’alah yang berarti 
permasalahan-permasalahan.
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empat al-usūl (dasar).190 Al-asl pertama: al-Qur’an sebagai 
dalil fundamental pertama (al-asl al-awwal min usūl al-
adillah kitāb al-Allāh ta‘ālā) di bagi lagi ke dalam al-masā’il 
dan al-kitāb, sedangkan al-asl kedua: Sunnah sebagai dalil 
fundamental kedua (al-asl al-awwal min usūl al-adillah 
sunnah rasūl al-Allāh salla al-Allāh ‘alihi wa sallam) dibagi 
ke dalam dua al-qism, al-qism pertama terdiri dari tiga 
al-bāb dan al-qism yang kedua terdiri dari empat al-bāb. 
Al-asl yang ketiga: konsensus sebagai dalil fundamental 
ketiga (al-asl al-awwal min usūl al-adillah al-ijmā‘) dibagi 
lagi ke dalam tiga al-bāb yang masing-masing memiliki al-
masā’il. Sedangkan al-asl yang keempat: dalil fundamental 
keempat yaitu rasionalitas dan melestarikan kebiasaan 
(al-asl al-rābi‘ dalīl al-‘aql wa al-istishāb) hanya terdiri dari 
al-masā’il dan penutup (al-khātimah).

Pada jilid tiga al-Ghazālī menggunakan sistematika baru, 
al-Ghazālī membagi al-qutb kepada tiga al-funūn. Pada 
al-fan pertama: pembahasan sintaksis kebahasaan (fI 
al-manzūr wa kaifiyah al-istidlāl bi al-sīghah min haitsu al-
lughah wa al-wad‘u) terbagi lagi ke dalam empat al-aqsām 
dan satu al-darb, al-qism pertama dan kedua memiliki 
al-masā’il, adapun al-qism yang ketiga memiliki tiga al-
anzār yang masing-masing al-anzār memiliki al-masā’il, 
sedangkan al-qism keemapat di bagi ke dala limaal-bāb 
yang masing-masingnya juga memiliki al-masā’il. Adapun 

190 Al-ushūl merupakan jamak dari kata al-asl yang dalam bahasa 
Indonesia biasanya diartikan dengan dasar atau asal. Tetapi 
dalam al-Mustasfā, al-Ghaz al i menggunakannya untuk 
penamaan sub bab pembahasan di bawah al-qutb.
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pada al-fan kedua: mengenai indikasi dan isyarat (fī al-
fahw wa al-isyārah) terdiri dari lima al-adrāb. Sedangkan 
al-fan ketiga (fī al-qiyās) terdiri empat al-bāb yang masing-
masing al-bāb memiliki al-masā’il. Dalam jilid empat al-
Ghazālī membagi al-qutb ke dalam tiga al-funūn, al-fan 
pertama: ketentuan ijtihad (fī ahkām al-ijtihād) dan kedua: 
menggikuti pendapat otoritatif dan legal opini (al-taqlīd 
wa al-istiftā’) memiliki al-masā’il, sedangkan al-fun ketiga 
(al-tarjīh) terdiri dari dua al-bāb dan satu al-qawl.

Sikap al-Ghazālī yang moderat dalam menggunakan dalil-
dalil akal dan naql inilah yang menjadikan al-Mustasfā min 
‘Ilm al-Usūl sebagai “buku petunjuk” ilmu ushul fikih setelah 
al-Risālah-nya al-Syāfi‘ī. Kebanyakan sarjana modern 
menjadikan al-Mustasfā sebagai “tanda jalan” antara jalan 
ushul fikih sebelum dan sesudah al-Mustasfā.191

d.  Karya  
     al-Rāzī (w. 606 H).

Al-Rāzī menyusun kitabnya al-Mahsūl dengan 
menggunakan sistematika yang digunakan al-Ghazālī 
dalam menyusun al-Mustasfā. Oleh sebab itu, banyak 
pemikir Islam kotemporer yang menduga bahwa al-Mahsūl 
dan kitab-kitab sesudahnya merupakan pembacaan ulang 
dan hanya sekedar ulasan dari al-Mustasfā.192 Namun 

191 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 166.

192 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 166.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

202  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

begitu, menurut hemat penulis pernyataan ini terlalu 
berlebihan, karena walaupun memang diakui adanya 
kemiripan antara kitab al-Mahsūl dengan al-Mustasfā, 
namun bukan berarti al-Mahsūl pengulangan dari al-
Mustasfā, karena ditemukan beberapa permasalahan baru 
yang tidak ditemukan dalam al-Mustasfā. Lebih tepat jika 
dikatakan al-Mahsūl melengkapi kajian ushul fikih yang 
ada dalam al-Mustasfā.

Dari segi sistematisasi penulisan sendiri, al-Rāzī 
menyusun al-Mahsūl ke dalam tiga belas “al-kalām fī” 
(pokok pembahasan) yang dimulai dengan mukaddimah 
(al-kalām fī al-muqaddimāt) yang pembahasannya 
kemudian dirincinkan ke dalam sepuluh pasal (al-fushūl) 
pembahasan.193 Namun dalam pokok pembahasan kedua: 
pembahasan kebahasaan (al-kalām fī al-lughah), al-Rāzī 
tidak lagi membaginya ke dalam pasal-pasal, tetapi 

193 Pasal pertama: penafsiran ushul fikih (fī tafsīr ushūl al-fiqh); 
pasal kedua: pengantar yang dibutuhkan oleh ushul fikih (fīmā 
yahtāj ilaih ushūl al-fiqh min al-muqaddimāt); pasal ketiga: ilmu 
dan dugaan (fī tahdīd al-‘ilm wa al-zan); pasal keempat: teori, 
dalil dan isyarat (fī al-nazr wa al-dalīl wa al-imārah); pasal kelima: 
hukum syarak (fī al-hukm al-syar‘ī); pasal keenam: klasifikasi 
hukum syarak (fī taqsīm al-ahkām al-syar‘iyyah) pasal ini sendiri 
kemudian dibagi lagi ke dalam 7 pembagian (al-taqsīm); pasal 
ketujuh: baik dan buruk hanya dapat diketahui melalui syarak 
(fī anna hasan al-asyyā’ wa qabīhā lā yutsbit illā bi al-syar’); pasal 
kedelapan: permasalahan mensyukuri nikmat (fī mas’alah syukr 
al-mun‘im); pasal kesembilan: ketentuan sebelum kedantangan 
syariat (fī hukm al-asyyā’ qabla al-syar‘); pasal kesepuluh: 
sistematisasi bab-bab ushul fikih (fi dabt abwāb ushūl al-fiqh). 
Lihat: al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. I, hlm. 1-171.
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membaginya ke dalam bab-bab (al-abwāb).194 Pada pokok 
pembahasan ketiga: perintah dan larangan (al-kalām fī al-
awāmir wa al-nawāhī) penyusunan pembahasannya dibagi 
ke dalam mukaddimah dan tiga pembagian (al-aqsām).195 
Pada pokok pembahasan keempat: pembahasan umum-
khusus (al-kalām fī al-‘umūm wa al-khusūs) yang terbagi lagi 
ke dalam empat bagian (al-qism) dan satu jenis (al-naw‘).196 

194 Bab pertama: ketentuan universal kebahasaan (fī al-ahkām al-
kulliyyāt li al-lughah) yang kemudian dibagi lagi ke dalam enam 
sub bab pembahasan (al-anzar); bab kedua: klasifikasi lafadh 
(fī taqsīm al-alfāz) yang kemudian dibagi lagi ke dalam empat 
pembagian (al-taqsīm); bab ketiga: nama-nama yang terambil (fī 
al-asmā’ al-musytaqqah); bab empat: sinonim dan penekanan (fī 
ahkām al-tarāduf wa al-tawkīd); bab lima: ambiguitas lafadh (fī 
al-isytirāk); bab enam: hakikat dan metaforis (fī al-haqīqah wa 
al-majāz), kemudian bab ini terdiri lagi dari mukaddimah dan 
tiga pembagian (al-qism); bab tujuh: kontradiksi antar lafadh (fī 
al-ta‘ārud al-hāsil baina ahwāl al-lafāz); bab delapan: kebutuhan 
terhadap penafsiran (fī tafsīr tasytad al-hājah fī al-fiqh ilā ma‘rifah 
ma‘anīhā); bab sembilan: metode deduksi dengan al-Qur’an dan 
hadis (fī kaifiyyah al-istidlāl bi khitāb al-Allah wa khitāb rasūlihi ‘alā 
al-ahkām). Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. I, hlm. 
173-418.

195 Pada mukaddimah terdapat tiga permasalahan (al-mas’alah); 
pada pembagian pertama: pembahasan sintaksis lafadh (fī al-
mabāhits al-lafziyyah) terdapat dua belas permasalahan; pada 
pembagian kedua: pembahasan kontekstual (fī al-masā’il al-
ma‘nawiyyah) terdapat empat al-anzār; pada pembagian ketiga (fī 
al-nawāhī) terdapat lima belas permasalahan. Lihat: Fakh al-Dīn 
al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. II, hlm. 1-401. 

196 Pembagian pertama: keumuman (fī al-‘umūm) di dalamnya 
terbagi lagi ke dalam syarat, masalah dan pasal-pasal; pembagian 
kedua: kekhususan (fī al-khusūs) yang di dalamnya terbagi lagi 
ke dalam delapan permasalahan; pembagian ketiga: kemestian 
pengkhususan yang umum (al-qawl fīmā yaqtadī takhsīs al-
‘umūm) yang terdiri dari tiga pasal dan empat bab; pembagian 
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Pokok pembahasan kelima: pembahasan mengenai 
perbuatan (al-kalām fī al-af ‘āl) terbagi lagi ke dalam 
tiga masalah dan dua pembagian.197 Pokok pembahasan 
keenam: abrogation (al-kalām fī al-nāsikh wa al-mansūkh) 
dibagi lagi ke dalam empat pembagian.198

Kemudian pada pokok pembahasan ketujuh: konsensus (al-
kalām fī al-ijmā‘) terbagi lagi ke dalam tujuh pembagian.199 

empat: memagari lafadh yang bebas (fī haml al-mutlaq ‘alā al-
muqayyad); jenis kelima: global dan penjelasnya (fī al-mujmal wa 
al-mubayyan) kemudian terbagi lagi ke dalam mukadimah dan 
tiga pembagian. Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. II 
dan III, hlm. 107-408 dan 1-224. 

197 Masalah pertama: keterjagaan para Nabi (fī ‘ismah al-anbiyā’); 
masalah kedua: argumentasi dengan perbuatan Rasulullah (fī 
dilālah fi‘l rasūl al-Allah al-mujarrad); masalah ketiga kewajiban 
meniru Nabi (fī aqwāl al-‘ulamā’ fī wujūb al-ta’assā bi rasūl al-Allah); 
selain itu pokok pembahasan ini juga terdir dari dua pembagian, 
yaitu: pembagian pertama: pembahasan lanjutan terhadap 
kewajiban meniru Nabi (fī al-tafrī‘ ‘alā wujūb al-ta’assaā); dan 
pembagian kedua: pengakuan Nabi terhadap syariat terdahulu 
(fī ta‘abbud al-rasūl bi syar‘ man qablahu).   Lihat: Fakh al-Dīn al-
Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. III, hlm. 225-276.

198 Pembagian pertama: hakikat pembatalan (fī haqīqah al-nasakh) 
terdiri lagi dari sebelas permasalahan; pembagian kedua: 
pembatalan (fī nāsikh wa al-mansūkh) dibagi lagi ke dalam enam 
permasalahan; pembagian ketiga: dugaan terhadap sesuatu 
pembatal (fīmā zanna annahu nāsikh wa laisa kadhalik) yang 
kemudian terbagi lagi ke dalam dua masalah; dan pembagian 
keempat: metode mengenali pembatal (fī al-tarīq al-ladzī bihi 
ya‘rif kawn al-nāsikh). Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., 
jilid. III, hlm. 227-382.

199 Pembagian pertama: dasar konsensus (fī asl al-ijmā‘) terdiri dari 
empat masalah; pembagian kedua: apa saja yang diproduksi oleh 
konsensus (fīmā akhraja min al-ijmā‘ wa huwa minhu) terdiri dari 
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Pada pokok pembahasan kedelapan: pengriwayatan 
(al-kalām al-akhbār) terdiri dari mukadimah, tiga bab, 
dan dua pasal.200 Pada pokok pembahasan kesembilan: 
anologi (al-kalām fī al-qiyās) terdiri dari tiga pembagian.201 
Selanjutnya, pada pokok pembahasan kesepuluh: mencari 
jalan tengah dan memilih pendapat terkuat (fī al-ta‘ādul 

sembilan permaslahan; pembagian ketiga: apa yang dianggap 
konsensus, padahal bukan konsensus (fīmā adkhala fī al-ijmā‘ 
wa laisa minhu) terdiri dari sepuluh permasalahan; pembagian 
keempat: landasan konsensus (fīmā yasdiru ‘anhu al-ijmā‘) terbagi 
lagi ke dalam tiga permasalahan; pembagian kelima: dualitas 
konsensus (fī al-majma‘aini) terdiri dari mukadimah dan enam 
permasalahan; pembagian keenam: apa saja yang menjadikan 
konsensus pengikat (fīmā ‘alaihi yan‘aqid al-ijmā‘) terdiri dari 
lima permasalahan; pembagian ketujuh: ketentuan konsensus 
(fī hukm al-ijmā‘) terdiri dari empat permasalahan. Lihat: Fakh 
al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid.IV, hlm. 1-212. 

200 Mukadimah terdiri dari lima masalah; bab pertama: riwayat 
kolektif (fī al-tawātur) terdiri dari lima masalah; bab kedua: 
metode riwayat kolektif (fīmā ‘adā al-tawātur min al-turuq al-
dālah ‘alā kawn) terdiri dari dua pendapat (al-qawl); bab ketiga: 
riwayat terputus (fi al-khabar al-ladzī yaqta‘ bi kawn kadhiban) 
terdiri dari tiga permasalahan; adapun pasal terdiri dari dua, 
yaitu: pasal pertama: syarat-syarat penerimaan riwayat yang 
terputus (fī al-syurūt al-wājib tawāfuruhā fihi hattā yahil) terdiri 
dari lima syarat; pasal kedua: syarat transferisasi riwayat (fīmā 
yajib tawafuruhu hattā tahil al-riwāyah li al-rāwī) terdiri dari dua 
bagian. Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. IV, hlm. 
213-476.

201 Pembagian pertama: pendahuluan (al-muqaddimah) terdiri lagi 
dari empat permasalahan; pembagian kedua: metode kausasi 
(fī masālik al-ta‘līl) terdiri lagi atas mukadimah dan empat bab 
pembahasan; pembagian ketiga: pembahasan yang terkait 
dengan hukum, asal dan cabang (fī al-mabāhits al-muta‘alliqah bi 
al-hukm wa al-asl wa al-far‘) terdiri lagi dari tiga bab. Lihat: Fakh 
al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. V, hlm. 1-377. 
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wa al-tarjīh) pembahasannya terbagi lagi ke dalam empat 
pembagian.202 Pada pokok pembahasan kesebelas: ijtihad 
(al-kalām fī al-ijtihād) terbagi ke dalam beberapa al-
arkān (pondasi pembahasan).203 Selanjutnya, pada pokok 
pembahasan kedua belas: pembahasan mengenai juris 
council dan peminta legal opinion (al-kalām fī al-muftī 
wa al-mustaftī) pembahasan terbagi lagi ke dalam tiga 
pembagian.204 Dan dalam pokok bahasan terakhir: dalil-
dalil yang dipersilishkan (al-kalām fīmā ikhtalafa fīhi al-
mujtahidūn min adillah al-syar‘) terdiri lagi atas sebelas 
permasalahan.205

202 Pembagian pertama: kesimbangan (fī al-ta‘ādul) yang terdiri 
lagi dari dua masalah; pembagian kedua: penguatan salah 
satu pendapat (fī muwaddimāt al-tarjīh); pembagian ketiga: 
menguatkan riwayat (fī tarājīh al-akhbār) dan pembagian yang 
keempat: menguatkan analogi (fī tarājīh al-aqsiyah). Lihat: Fakh 
al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. V, hlm. 476. 

203 Rukun pertama: definisi ijtihad (fī bayān haqīqah al-ijtihād fī 
al-lughah wa al-istlāh}); rukun kedua: tentang pelaku ijtihad (fī 
al-kalām ‘alā al-mujtahid) terdiri lagi atas lima permasalahan; 
rukun ketiga: objek ijtihad (al-mujtahid fīhi) dan terakhir rukun 
keempat: ketentuan ijtihad (hukm al-ijtihād) terdiri lagi atas 
empat permasalahan. Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., 
jilid.VI, hlm. 1-64.

204 Pembagian pertama: mufti (fī al-muftī) di dalamnya terdapat 
lagi dua permasalahan; pembagian kedua: tentang fatwa (min 
aqsā al-kalām fī al-muftī wa al-mustaftī fī al-kalām ‘alā al-mustaftī) 
yang di dalamnya terdapat tiga permasalahan; pembagian ketiga; 
tentang fatwa (min aqsā al-kalām fī al-muftī wa al-mustaftī-al-
kalām fīmā fīhi al-istiftā’) yang di dalamnya hanya terdapat satu 
permasalahan. Lihat: Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid.VI, 
hlm. 64-97.

205 Permasalahan pertama: prinsip kemanfataan adalah perizinan 
dan kemuradatan adalah pelaranagan (fī al-kalām ‘alā anna al-
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Dari segi materi pembahasan, permasalahan yang paling 
banyak mendapatkan perhatian al-Rāzī dalam al-Mahsūl 
secara berturut-turut adalah qiyās (al-kalām fī al-qiyās) yang 
mengahabiskan 374 halaman, kemudian secara berturut-
turut permasalahan yang berkaitan dengan kata perintah 
dan larangan (al-kalām fī al-awāmir wa al-nawāhī) yang 
menghabiskan 298 halaman; pokok bahasan mengenai 
riwayat-riwayat (al-kalām fī al-akhbār) menghabiskan 260 
halaman;  permasalahan kebahasaan (al-kalām fī al-lughāt) 
menghabiskan 253 halaman; pokok bahasan konsensus 
(al-kalām fi al-ijmā‘) menghabiskan 198 halaman; pokok 
bahasan mengenai pembukaan kitab (al-kalām fī al-
muqaddimah) menghabiskan 98 halaman; permasalah 
lafadh umum dan khusus (al-kalām fī al-‘amm wa al-khās) 

asl fī al-manāfi‘ al-idh wa fī al-mudār al-man‘); permasalahan 
kedua: melestarikan kebiasaan (fī al-kalām ‘alā al-istishāb al-
hāl); permasalahan ketiga: tentang istihsān (fī al-kalām ‘alā al-
istihsān); permasalahan keempat: pendapat sahabat (fī al-kalām 
‘alā qawl al-sahābī); permasalahan kelima: pelimpahan otoritas 
hukum ke tangan nabi dan cendikiawan (fī al-kalām ‘alā tafwīd 
al-Allāh li al-nabiy aw al-‘ālim bi al-hukm, bi an yaqūla lahu: ahkim 
fa innaka lā tahkum illā bi al-sawāb); permasalahan keenam: batas 
minimal penerimaan suatu pendapat (al-kalām fī al-akhdh bi aqal 
mā qīla); permasalahan ketujuh: kebolehan mengambil pendapat 
teringan (hal yajib al-akhdh bi akhaf al-qawlain am bi atsqalihimā); 
permasalahan kedelapan: permasalahan induksi (fī al-kalām ‘alā 
al-istiqrā’ al-maznūn); permasalahan kesembilan: kemaslahatan 
(fī al-kalām ‘alā al-masālih al-musrsalah); bab kesepuluh: 
kebolehan argumentasi yang tidak ada (hal yajūz al-istidlāl bi 
‘adam wujūd mā yadul ‘alā al-hukm ‘alā ‘adam wujūd al-hukm am lā); 
dan permasalahan terakahir (kesebelas) berisi tentang: kaidah-
kaidah fikih (fī taqrīr wujūh min al-turuq al-kulliyah al-latī yumkinu 
al-tamassuk bihā fī al-masā’il al-fiqhiyyah). Lihat: Fakh al-Dīn al-
Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid.VI, hlm. 64-182.
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menghabiskan 94 halaman; pokok bahasan mengenai 
mencarai keseimbangan dan menguatkan salah satu 
pendapat (al-kalām fi al-ta‘ādul wa al-tarjīh) menghabiskan 
92 halaman; pokok pembahasan perbedaan pandangan 
mujtahid mengenai dali syara‘ (al-kalām fīmā ikhtalafa 
fīhi al-mujtahidūn min adillah al-syar‘) menghabiskan 90 
halaman; pokok bahasan mengenai lafadh global dan 
lafadh terjelaskan (al-kalām fī al-mujmal wa al-mubayyan) 
menghabiskan 76 halaman; pokok pabahasan mengenai 
ijtihad (al-kalām fī al-ijtihād) menghabiskan 63 halaman; 
pokok bahasan mengenai perbuatan mukallaf (al-kalām 
fī al-af ‘āl) menghabiskan 52 halaman; pokok bahasan 
mengenai mufti dan peminta fatwa (al-kalām fī al-muftī wa 
al-mustaftī) menghabiskan 28 halaman. Kesemuan pokok 
bahasan dalam al-Mahsūl menunjukkan adanya ketiga 
artikulasi teorisasi hukum Islam (al-wa‘y) yang menjadi 
penentu dalam merumuskan ontologi ushul fikih.

Penulisan kitab ini dimulai dengan mukadimah yang 
berisikan definisi ilmu pengetahuan, beberapa istilah 
penting dalam ilmu ushul fikih dan tema mengenai baik dan 
buruk apakah dapat diketahui oleh akal atau hanya dapat 
diketahui melalui perantara wahyu yang melaluinya lahir 
hukum taklīf.206 Kemudian secara urut-berurutan dikaji 
mengenai permasalahan sintaksis lafadh, dalil-dalil syariah 
empat yang dimuali dengan qiyās, ijmā‘, Sunnah dan al-
Qur’an.207 Tidak jarang ditemukan pembahasan mengenai 

206 Fakh al-Dīn al-Rāzī, al-Mahsūl fī..., jilid. I, hlm. 5-81.

207 Sebagai perbandingan mengenai muatan pembahasan, 
pembahasan mengenai sintaksis lafadh menghabiskan 610 
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sintaksis lafadh bercampur baur dengan pembahasan dalil-
dalil syariat. Dari segi tertib penyusunan kitab dan jumlah 
halaman, al-Rāzī lebih mendahulukan qiyās dibandingkan 
ijmā‘, Sunnah dan al-Qur’an. Dari sinilah terlihat orientasi 
berpikir al-Rāzī yang lebih mendahulukan dalil-dalil akal 
dibandingkan dalil-dalil naql.

Sebagaimana halnya al-Ghazālī, al-Rāzī juga dikenal 
sebagai seorang intelektual yang menguasai multi disiplin 
ilmu pengetahuan. Dalam bidang ushuluddin, al-Rāzī 
memiliki kitab karangan seperti al-Muhassal, Asās al-Taqdīs 
,Muhassal ‘Aqā’id al-Mutaqaddimīn wa al-Muta’akhirīna, 
Mu‘ālim Ushūl al-Dīn dan kitab al-Masā’il al-Khamsūn. 
Dalam bidang ushul fikih al-Rāzī punya kitab al-Mahsūl fī 
‘Ilm Ushūl al-Fiqh. Dalam bidang filsafat al-Rāzī memiliki 
karangan yang berjudul al-Mabāhits al-Masyriqiyyah. Hal 
ini menandakan kemampuan al-Rāzī dalam interdisiplin 
pengetahuan syariat.

Dalam al-Mahsūl, al-Rāzī menggunakan banyak contoh dari 
al-Qur’an, Sunnah, syair Arab pra-Islam dan gramatikal 
bahasa Arab, terutama ketika membahas sintaksis lafadh-
lafadh Arab. Dalam hal ini al-Rāzī suka mengutip tokoh-
tokoh ilmu bahasa Arab seperti Sibawaih, Ibn Jinnī, al-
Farazdaq dan al-Mubarrid.

halaman; qiyās 414 halaman; ijmā‘ 124 halaman; Sunnah 100 
halaman dan terakhir al-Qur’an menghabiskan 68 halaman.
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e.  karangan  
    al-Syātibī (w. 790 H)

Al-Muwāfaqāt dianggap sebagai salah satu bentuk inovasi 
terpenting dalam karya-karya ushul fikih sesudah al-
Risālah dan al-Mustasfā. Di saat al-Muwāfaqāt disusun 
oleh al-Syātibī, fikih sedang mengalami kemerosotan yang 
masif di tangan dua kelompok ekstrimis. Kelompok ekstrim 
pertama adalah para fuqahā’ yang sangat ekstrim dalam 
mempermudah-mudah hukum (mutasahil) dan kelompok 
kedua adalah kelompok sufi yang sangat ekstrim dalam 
bersyariat (mutasyaddid).208 Itulah mengapa al-Syātibī 
berulang-ulang kali menyatakan dalam al-Muwāfaqāt 
dalam konteks yang berbeda-beda, bahwa syariat hanyalah 
merepresentasikan posisi jalan tengah (al-tāriq al-wasāt) 
antara kesulitan yang ekstrim dengan kemudahan yang 
radikal.209

Untuk membangkitkan kembali spirit dan ruh dari 
hukum Islam, al-Syātibī mencoba menggalinya dengan 
kembali menghidupkan kembali teori maqāsid al-Syarī‘ah 
yang pernah dicetuskan al-Ghazālī, teori al-maslahah al-
mursalah yang berkembang dalam tradisi mazhab Malikī 
dan teori al-istihsān yang berkembang dalam tradisi 

208 Lihat: Wael B. Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 275.

209 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 9, 26 dan 129; Jilid. II, 
hlm. 279; jilid. IV, hlm. 265; jilid. V, hlm. 276. Tidak diragukan 
lagi bahwa dalam benak al-Syātibī yang disebut pertama tak lain 
adalah kaum sufi dan yang belakangan adalah para fuqahā’. Lihat 
juga: al-Syātibī, al-I‘tisām, tahqīq: Muhammad Rasyīd Ridā, jilid. 
I, (Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Hadītsah, t.t.), hlm. 264.
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mazhab Hanafī. Selain itu, al-Syātibī juga mencoba 
menggali nilai-nilai spirit Islam yang terkandung dalam 
ajaran tasawuf dan akhlak. Hal ini setidaknya terlihat 
dari banyaknya penggunaan istilah-istilah tasawuf dalam 
entri-entri al-Muwāfaqāt, seperti istilah al-maqāmāt wa al-
ahwāl,210 al-syaikh wa al-murīd (guru dan murid), ilhām wa 
al-ahlām (ilham dan mimpi), bahkan terdapat salah satu 
judul pembahasan di dalam al-muwāfaqāt yang dinamakan 
dengan “al-ta‘rīf bi asrār al-taklīf ” yang merupakan judul 
yang memiliki karakteristik ilmu ketasawufan yang selalu 
membagi sesuatu ke dalam dimensi eksoteris (zāhir) dan 
dimensi esoteris (bātin).211

Pada akhirnya kolaborasi antar teori tersebut, membuat 
al-Syātibī mampu merevitalisasi “al-maqāsid al-syarī‘ah” ke 
dalam bentuk yang lebih komprehensif.212Teori al-maqāsid 
al-syarī‘ah al-Syātibī ini bersifat universal dan tidak bersifat 
parsial, yang kemudian dianggap sebagai tujuan utama 
Allah menurunkan syariatnya kepada manusia. Di mulai 
dengan kemaslahatan yang bersifat darūrīyyah (primer), 

210 Yang dimaksud dengan al-maqāmāt ialah tingkatan-tingkatan 
seorang sufi dalam melakukan perjalan menuju Allah seperti 
taubat, syukur, sabar dan seterusnya. Sedangkan al-ahwāl ialah 
keadan-keadan batin tertentu yang diperoleh seorang sufi dalam 
menempuh perjalan spiritual menuju kepada Allah sebagai 
bentuk anugerah tuhan kepadannya, seperti al-‘isyq (kerinduan), 
al-khawf wa al-rajā’ (rasa takut dan harap), al-mahabbah 
(kecintaan) dan seterusnya. al-Kasyānī, Mu‘jam Istlāhāt..., hlm. 
467.

211 Al-Syātibī, al-Muwafaqāt fī...,jilid. I, hlm. 24.

212 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 245.
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hājiyyat (kebutuhan) dan tahsīniyyāt (tersier).

Perlu dicatat di sini bahwa Muhammad ‘Ābid al-
Jābirī kurang bersikap adil terhadap al-Ghazālī. Ketika 
menjelaskan perkembangan sistem pengetahuan 
eksplikasi (bayānī), ia menyatakan bahwa salah satu 
pengembangan ushul fikih adalah introduksi terori maqāsid 
al-syarī‘ah yang dilakukan oleh al-Syātibī, dan dengan teori 
itu al-Syātibī (w. 790 H/1388 M) telah melakukan suatu 
transformasi epistimologis dan sekaligus pemutusan 
terhadap epistimologi ushul fikih klasik yang berkembang 
sejak zaman al-Syāfi‘ī (w. 204 H).213

Dalam salah satu entri dari bukunya al-Jābirī menyatakan, 
“(sekarang) tinggal langkah metodologis ketiga berupa 
keharusan mempertimbangkan tujuan hukum (maqāsid). 
al-Syātibī mengambil gagasan ini dari Ibn Rusyd – 
yang menerapkannya dalam bidang akidah214 – dan 
menerapkannya dalam bidang ushul fikih. Ia menyerukan 
perlunya membangun ushul fikih berdasarkan tujuan 
hukum (maqāsid al-syarī‘ah) dan tidak membangunnya 

213 Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, Naqd al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah 
Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nuzūm al-Ma‘rifah fī al-Tsaqāfah al-
‘Arabiyyah, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, 1993) hlm. 
530, 540, dan 547.

214 Ibn Rusyd menerapkan teori maqāsid-nya dalam bidang teologi. 
Untuk itu ia menulis kitab yang berjudul Manāhij al-‘Adilah, kitab 
yang menekankan perbandingan metode teologis dan mengoreksi 
kesalahan-kesalahan kaum teolog. Dalam tahapannya, setelah 
kitab ini rampung, Ibn Rusyd kemudian baru menyusun kitab 
Tahāfut al-Tahāfut untuk mengoreksi al-Ghazālī. Lihat: Yudian 
Wahyudi, Ushul Fikih..., hlm. 18.
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berdasarkan penafsiran teks-teks keagamaan (al-nusūs 
al-syarī‘ah) sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam 
praktik para ulama sejak dari zaman al-Syāfi‘ī, dan 
dengan demikian al-Syātibī telah melakukan pemutusan 
epistimologis terhadap metode al-Syāfi‘ī dan seluruh 
usūliyyūn yang datang sesudahnya.”215

Memang harus diakui bahwa al-Syātibī mempunyai peran 
penting dalam pengembangan ilmu ushul fikih. Akan 
tetapi tidaklah dapat diterima bahwa teori tujuan hukum 
(maqāsid al-syarī‘ah) adalah penemuan al-Syātibī yang 
diilhami oleh pemikiran Ibn Rusyd yang menerapkannya 
dalam bidang akidah. Setiap orang yang membaca karya 
al-Syātibī dan al-Ghazālī secara cermat akan melihat 
dengan mudah bahwa teori itu berasal dari al-Ghazālī 
yang telah mengembangkan kerangka-kerangka dasarnya 
seperti dapat dilihat dari uraian terdahulu. Apa yang 
dilakukan oleh al-Syātibī adalah pengulasan yang bersifat 
memperluas dan memperdalam gagasan al-Ghazālī, 
sehingga artikulasinya lebih komprehensif. Bahkan 
sesungguhnya dalam banyak tempat al-Syātibī mengutip 
contoh-contoh al-Ghazālī secara harfiah.

Lagi pula, menurut manuskrip-manuskrip yang kita 
ketahui saat ini,216 Ibn Rusyd tidak memadukan antara 
pandangannya dalam filsafat dengan pandangannya 

215 Muh}ammad ‘Ābid al-Jābirī, Naqd al-‘Aql..., hlm. 540.

216 ‘Ātif al-‘Iraqī, al-Naz‘ah al-‘Aqliyyah..., hlm. 369.
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dalam fikih dan ushulnya.217 Tidak dapat dipungkiri 
memang, bagi siapa saja yang meneliti pemikiran Ibn 
Rusyd, terdapat kesenjangan antara Ibn Rusyd sebagai 
komentator filsafat dan Ibn Rusyd sebagai seorang ahli 
fikih. Sebagai filosof, Ibn Rusyd merupakan guru filsafat 
kedua, yang mempertahankan penalaran filosofis dalam 
karyanya Fasl al-Maqāl wa Taqrīr mā Bayna al-Syarī‘ah wa 
al-Hikmah min al-Ittisāl (penuntasan perdebatan tentang 
keterkaitan antara syariah dan filsafat), pembaharuan 
komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Sebagai 
seorang ahli fikih yang menjabat hakim (qādī), Ibn Rusyd 
terlihat, dalam banyak kesempatan, mendukung mazhab 
fikih klasiknya, yaitu mazhab Mālikī, khususnya dalam 
ensiklopedia fikih komprehensif yang berjudul Bidayāh 
al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid (permulaan mujtahid 
dan finalisasi tendensi).218

Di antara beberapa tokoh ushul fikih yang memiliki 
pengaruh besar terhadap pola pikir al-Syātibī dalam 
menyusun al-Muwāfaqāt adalah al-Ghazālī, terutama 
melalui empat karangan utamanya, yaitu: Syifā’ al-Ghalīl, 
al-Ihyā’ al-Ulūm al-Dīn, Jawāhir al-Qur’ān dan Misykah al-
Anwār. Keempat kitab ini dianggap sebagai pemersatu di 
antara empat mazhab fikih Sunnī (Hanafī, Mālikī, Syāfi‘ī 
dan Hanbalī); Al-Syāfi‘ī melalui al-Risālah-nya dan al-Rāzī 
melalui kitab al-Mahsūl-nya. Sedangkan dari kalangan 

217 Cristopher B. Gray (ed.), The Philosophy of Law Encyclopedia, 
(Cambridge: Garland Publishing, 1999), hlm. 439; ‘Ātif al-‘Iraqī, 
al-Naz‘ah al-‘Aqliyyah..., hlm. 70.

218 Cristopher B. Gray (ed.), The Philosophy..., hlm. 370.
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ahli ilmu kalam, terlihat al-Syātibī terpengaruh dengan 
tokoh-tokoh seperti al-Juwaynī, Ibn al-‘Arabī dan al-Rāzī. 
Dari kalangan filosof, al-Syātabī terpengaruh dengan 
pemikiran-pemikiran Ibn al-Rusyd. Dan dari kalangan ahli 
bahasa al-Syātibī terpengaruh dengan tokoh-tokoh seperti 
dzū al-Rummah, al-Asma‘ī dan al-Hatī’ah.219

Dalam memberikan contoh-contoh, selain menggunakan 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadis,220 al-Syātibī juga 
menggunakan syair-syair Arab-pra Islam untuk 
memperkuat pemahaman kebahasaan al-Qur’an dan 
hadis. Argumentasi-argumentasi dalam kitab ini disusun 
berdasarkan logika mantiq, demosnstratif (al-burhānī), 
induktif (istiqrā’ī) dan deduktif (istinbātī), sehingga sangat 
sistematis jika dibandingkan karangan-karangan lain di 

219 Tokoh-tokoh yang paling banyak disebutkan al-Syātibī dalam al-
Muwāfaqāt secara berurutan sebagai berikut; Ma>lik bin Anas 
(67 kali), al-Ghazālī (26 kali), al-Syāfi‘ī (23 kali), Abū Hanīfah (18 
kali), al-Juwainī (14 kali), Ibn al-‘Arabī (12 kali), Abū Yūsuf (9 
kali); Sibawaih (8 kali); al-Qarāfī dan al-Khalīl (5 kali), al-lakhmī 
dan al-Bājī (4 kali), al-Qusyairī, Ahmad bin Hanbal, al-Muzannī, 
Ibn Rusyd, al-Katānī dan Ibn Suraij masing masing disebut 
sebanyak 3 kali; Abū Hāsyim, Abū Yazīd al-Bustāmī, Ibn ‘Abd al-
Salām, Dāwūd al-Zāhirī, al-Rāghib al-Asfahānī, Ibn Qutaibah, al-
Syāsī, al-Syiblī, al-Syirāzī, al-Awzā‘ī, Muhammad bin al-Hasan, 
al-Farrā’ dan Ibn Wahhab masing-masing disebutkan sebanyak 
dua kali; Ibn ‘Abd al-Barr, al-Ka‘bī, Ismā‘īl al-Qādī, Abū Turāb al-
Nakhsyabī, al-Ṭahāwī, al-Muhāsibī, Dzū al-Rummah, al-Asma‘ī, 
al-Hatī’ah, al-Mubarrid dan Basyar al-Hāfī masing-masing 
disebut sebanyak sekali di dalam al-Muwāfaqāt.

220 Namun demikian penggunaan ayat al-Qur’an dalam al-
Muwāfaqāt lebih banyak dibandingkan hadis. Di mana al-Syātibī 
menggunakan 1450 ayat sebagai contoh sedangkan hadis hanya 
berjumlah 650.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

216  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

zamannya. Namun begitu, perdebatan-perdebatan masih 
sering muncul dalam banyak entri al-Muwāfaqāt, terutama 
ketika al-Syātibī membantah argumentasinya kaum 
Mu‘tazilah, kaum Zāhiriyyah, Bātīniyyah dan Murji’ah.

Al-Muwāfaqāt sendiri disusun oleh al-Syātibī didasarkan 
atas lima landasan utama (al-kitāb) sebagaimana yang ia 
jelaskan sendiri dalam mukadimah al-Muwāfaqāt. Pada al-
kitāb pertama (al-muqaddimah) yang mengahabiskan 149 
halaman, al-Syātibī membagi pembahasannya ke dalam 
tiga belas mukadimah lagi. Mukadimah pertama (ushūl 
al-fiqh qat‘iyyah) berbicara mengenai kedefinitifan ilmu 
ushul fikih dan kaidah-kaidah budi-pekerti (qawā‘id ‘āmah 
li al-sulūk); mukadimah kedua (al-muqaddimāt al-‘ilmiyyah 
fī ushūl al-fiqh) berbicara mengenai pengantar ilmiah 
mengenai kedefinitifan ilmu ushul fikih; mukadimah ketiga 
(isti‘māl al-adillah al-‘aqliyyah fi al-usūl murtabitah ma‘a al-
adillah al-naqliyyah) berbicara mengenai penggunaan dalil 
akal dalam ilmu ushul fikih harus berkaitan dengan dalil 
naql; mukadimah keempat (masā’il ushūl al-fiqh li binā’ 
furū‘ al-fiqh) berbicara seputar fungsi ushul fikih dalam 
memberikan kebenaran koherensi ilmu fikih; mukadimah 
kelima (‘amal al-jawārih wa al-qalb) berbicara tentang 
pekerjaan esoteris dan eksoteris; mukadimah keenam (fī 
al-ma‘ānī al-ijmāliyyah) membahas seputar makna-makna 
global dalam ilmu semantik bahasa Arab; mukadimah 
ketujuh (al’ilm al-syar‘ī wasīlah al-ta‘abbud li al-Allāh ta‘ālā) 
berbicara mengenai fungsi dari ilmu syariat sebagai sarana 
untuk dapat menyembah Allah. Mukadimah kedelapan 
(marātib ahl al-‘ilm) membahas seputar tingkatan-
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tingkatan ilmu; mukadimah kesembilan (salb wa milh 
al-ilm) membahas tentang kuat atau lemahnya sebuah 
ilmu; mukadimah kesepuluh (maqāsid al-‘aql wa al-naql) 
membahas mengenai tujuan-tujuan syariat melalui dalil 
akal dan naql; mukadimah kesebelas (al-‘ilm al-mu‘tabar  
mā inbanā ‘alaih ‘amal wa dallat ‘alih al-adillah al-syar‘iyyah) 
yang berbicara tentang mengenai ilmu yang bermanfaat 
adalah ilmu yang bisa digunakan untuk beramal dan 
tersusun dari dalil-dalil syariat; mukadimah kedua belas 
(akhdh al-‘ilm ‘ann ahlihi al-mutahaqqiqīna fihi) membahas 
mengenai siapa yang patut untuk dijadikan seorang guru 
yang dipelajari ilmunya; dan terakhir mukadimah yang 
ketiga belas (ittirād al-ushūl ‘alā majārī al-‘adāt) membahas 
mengenai keterkaitan ilmu ushul fikih dengan adat-
istiadat.221

Pada pokok pembahasan kedua (kitāb al-ahkām), al-
Syātibī mendiskusikan secara panjang lebar pembahasan 
mengenai ketentuan-ketentuan hukum (al-ahkām) 
sehingga sampai menghabiskan 385 halaman. Kemudian 
al-Syātibī membagi lagi pokok pembahasan ini ke dalam 
dua pembagian (al-qism). Pembagian pertama (khitāb al-
taklīf) membahas bentuk-bentuk hukum taklīf, kemudian 
pembagian pertama ini terbagi lagi ke dalam tiga belas 
permasalahan pembahasan. Pembagian kedua (khitāb al-
wad‘) yang membahas seputar hukum al-wad‘, seterusnya 
pembagian kedua ini terbagi lagi ke dalam lima jenis 

221 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 17-166.
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pembahasan (al-naw‘).222 Para usūliyūn sebelumum al-
Syātibi telah membincangkan mengenai hukum al-wad‘ 
ini, namun al-Syātibī lah yang membahasnya secara relatif 
menditail dan menyusunnya secara sistematis di bawah 
pembahasan ahkām taklīf.223

Selanjutnya, pada pokok bahasan ketiga (kitāb al-
maqāsid) al-Syātibī berbicara mengenai tujuan-tujuan dari 
pensyariatan yang merupakan pembahasan utama kitab 
al-Muwāfaqāt (menghabiskan 743 halaman). Kemudian 
al-Syātibī membagi lagi pokok pembahasan ini ke dalam 
dua pembagian (al-qism). Pembagian pertama (maqāsid 
al-syāri‘) membahas mengenai tujuan dan maksud dari 
hukum Allah kepada manusia, pembagian ini pada 
akhirnya terbagi lagi kepada enam macam (al-naw‘) 
pembagian. Pembagian kedua (maqāsid al-mukallaf) yang 
berbicara mengenai niat dan perbuatan mukallaf dalam 
penentuan hukum, penerapan syariat dalam prespektif 
al-Syātibī adalah persesuaian antara maqāsid al-syāri‘ dan 
niat mukallaf dalam meaplikasikan maqāsid tersebut.224

Seterusnya, pada pokok pembahasan keempat (kitāb 
al-adillah al-syar‘iyyah), al-Syātibī dalam 890 halaman 
membahas dalil-dalil syariat yang hanya meliputi al-
Qur’an dan Sunnah. Sedangkan ijmā‘ dan qiyās tidak 
ada pembahasannya dalam pokok pembahasan ini. Kuat 

222 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 168-552.

223 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. I,hlm. 249.

224 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I dan II, hlm. 1-578 dan 1-165.
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dugaan penulis, al-Syātibī ingin keluar dari paradaigma 
literalistik ahli fikih klasik dengan meninggalkan ijma>‘ 
dan hanya berpegang kepada wahyu (al-Qur’an, Sunnah) 
di satu sisi, serta realitas dan maslahat di sisi yang lain. 
Walaupun demikian, al-Syātibī juga tidak membahas dalil 
keempat (dalīl al-‘aql, qiyās) yang sering dipaparkan oleh 
para usuliyyūn dalam karya-karya mereka. Inilah yang 
menjadikan al-muwāfaqāt berbeda dengan karya-karya 
ushul fikih yang lain. Kemudian pokok pembahasan ini ia 
bagi ke dalam dua klasifikasi (al-tarf). Klasifikasi pertama 
(fī al-adillah ‘alā al-jumlah) yang membahas dalil-dalil 
syariat secara umum; klasifikasi kedua (fī al-adillah ‘alā 
al-tafsīl) yang membicarakan dalil-dalil syariat secara 
khusus.225

Terakhir, dalam pokok pembahasan kelima (kitāb al-ahkām 
al-ijtihād wa al-taqlīd), al-Syātibī memperbincangkan 
secara luas dan mendalam mengenai mujtahid dan 
syarat-syaratnyaserta mengikuti pendapat otoritatif 
(taqlīd) dalam 454 halaman. Menurut al-Syātibī, ijtihād 
merupakan pelindung dan sebagai sarana pengaplikatif 
teori maslahat ke dalam tatanan praktis.  Kemudian al-
Syātibī membagi pokok bahasan ini ke dalam tiga sub 
pembahasan (al-tarf). Sub pembahasan pertama (fī al-
ijtihād) berbicara mengenai hukum seputar ijtihad; sub 
bab kedua (fīmā yata‘alaq bi al-mujtahid min jihah fatawāhu) 
membahas mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh seorang 
mujtahid; dan sub bab pembahasan ketiga (fīma yata‘alaq 

225 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. III dan IV, hlm. 165-606 dan 
1-499.
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bi a‘māl qawl al-mujtahid al-muqtadi bihi) yang membahas 
seputar hukum mengikuti pendapatan otoritatif bagi para 
muqallid.226

Sebenarnya al-muwāfaqāt sebagaimana juga halnya al-
Mustasfā, terdiri hanya dari empat pokok pembahasan saja 
dengan tidak melibatkan mukadimah kitab sebagai pokok 
bahasan, yaitu pembahasan mengenai hukum-hukum (al-
ahkām) yang disebut al-Ghazālī sebagai tsmarah; dalil-dalil 
syariat (al-mustmir); dalil-dalil syara‘ (al-mustmir); metode-
metode ijtihad (turuq al-istitsmār); dan permasalahan 
ijtihād, mujtahid, taqlīd, muftī dan al-mustaftī (mustasmir). 
di dalam al-Muwāfaqāt pembahasan mengenai maqāsid al-
syarī‘ah dan maqāsid mukallaf tidak mendapatkan tempat 
dalam struktuk ontologis al-asyjār yang dikembangkan 
al-Ghazālī. Dan yang terakhir inilah yang menjadikan 
pembahasan al-Muwāfaqāt lebih maju dari karya-karya 
sebelumnya.

f.   
     Karya al-Syawkānī (w. 1255 H).

Irsyād al-Fuhūl karangan al-Syawkānī ini lebih tepat 
dikatakan sebagai ensiklopedi ushul fikih dibandingkan 
karya ushul fikih yang orisinal. Hal ini dikarenakan kitab 
ini mengoleksi dan menghimpun berbagai pendapat dan 
pandangan dari berbagai literatur ilmu ushul fikih dan 

226 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. V, hlm. 454.
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ilmu kalam. Sehingga banyak pemikir Islam kotemporer 
menganggapnya sebagai kelanjutan dari al-Bahr al-Muhīt 
karya al-Zarkasyī (w. 794) yang juga menghimpun di 
dalamnya berbagai pendapat dan pandangan dalam 
disiplin ilmu ushul fikih dan ilmu kalam.227

Salah satu keistimewaan dari kitab Irsyād al-Fuhūl adalah 
kitab ini merangkum ratusan pendapat mutakallimūn, 
usūliyyūn, informasi para perawi yang dikutip dari 
berbagai literatur-literatur. Sehingga sangat sulit untuk 
memilah-milah mana pendapat orisinal dari al-Syawkānī 
dan pendapat-pendapat yang berasal dari literatur lain.

Numun begitu, Hasan Hanafī menghitung ada sekitar 236 
kutipan  dalam Irsyād al-Fuhūl yang terambil dari karya-
karya yang lain. Masih menurut Hasan Hanafī, setiap 
kutipan dalam Irsyād al-Fuhūl memiliki kalimat penutup 
“intahā” (berakhir).228 Kitab yang paling sering dijadikan 
rujukan oleh al-Syawkānī adalah al-Mahsūl karya Fakh 
al-Dīn al-Rāzī (sebanyak 75 kali kutipan); al-Bahr al-
Muhīt karya al-Zarkasyī (sebanyak 30 kali kutipan); al-
Taqrīb (sebanyak 19 kali kutipan); Mukhtasar al-Muntahā 
(sebanyak 12 kali kutipan); al-lumma‘ dan al-Mankhūl 
(sebanyak 8 kali kutipan); al-Wajīz karya Ibn al-Burhān 
(sebanyak 6 kali); al-Mustasfā karya al-Ghazālī (sebanyak 
4 kali);al-Risālah karya al-Syāfi‘ī dan Syarah Mukhtasar 
al-Muntahā karya Ibn al-Hājib, Syarh al-Burhān karya al-
Anbārī, al-Talwīh karya al-Ṭabarī, al-Tahrīr karya Ibn al-

227 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. I,hlm. 261.

228 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 262.
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Hamām, Jāmi‘ Bayān al-‘Ilm karya al-Qādī ‘Abd al-Barr, al-
Mu‘tamad fī Ushūl al-Fiqh karya Abū Husain al-Basrī dan 
al-Mursyid karya Ibn al-Qusyairī (masing-masing sebanyak 
3 kali kutipan); al-Qawāti‘ al-Adillah karya Ibn al-Sam‘ānī, 
al-Mulakhkhas karya al-Qādī ‘Abd al-Wahhāb, al-Ihkām fī 
Ushūl al-Ahkām karya Ibn Hazm al-Zāhirī, Syarh al-Mahsūl 
karya al-Asfahānī; Siyar A‘lām al-Nubalā’ karya al-Dzahabī; 
Syarh al-Kifāyah karya al-Ṣaimarī (masing-masing 2 
kali kutipan); Minhāj al-Wusūl karya al-Baidāwī; Syarh 
al-Burhān karya Ibn al-Munīr, Syarh al-Lumma‘ karya 
al-Syīrāzī; al-Khasā’is karya Ibn Jinnī, al-Dalā’il karya 
al-Syairafī, al-wadā’i‘ karya Ibn Suraij; Ahkām al-Qur’ān 
karya al-Syāfi‘ī; al-‘iddah karya Ibn al-Ṣabbāgh; al-Talkhīs 
karya al-Juwainī; al-Masā’il karya Ibn Qutaibah; Syarh al-
Bazdawī karya ‘Abd al-‘Azīz; al-Ifādah karya al-Qādī ‘Abd 
al-Wahhāb; al-Tafsīr karya al-Rāzī; Syarh Sībawaih karya 
al-Ṣairāfī; Masa’il al-Khilāf karya al-Ṣaimarī; al-Milal wa al-
Nihal karya Ibn Hazm al-Zāhirī; Kitāb al-‘Ilal karya Ibn al-
Khilāl; Syarh Maqālāt al-Asy‘arī karya Ibn Fūrak; al-Faqīh 
wa al-Mutafaqqih karya al-Hafiz al-Baghdādī; al-Tadzkirah 
fī Ushūl al-Dīn karya al-Tamīmī; Syifā’ al-Ghalīl, al-Jām al-
‘Awwām, al-Tafarruqah Baina al-Islām wa al-Zindiqah karya 
al-Ghazālī; al-Raudah karya Ibn Qudāmah; al-Matālib 
al-‘Āliyah karya al-Rāzī; dan al-Tabsirah karya al-Syīrāzī 
(masing-masing 1 kali kutipan).229

Al-Syawkānī memiliki pandangan yang moderat, dan 
pandagan tersebut ia tuangkan dalam Irsyād al-Fuhūl. 
Bahkan lebih jauh lagi ia menjadi petentang bagi mereka 

229 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 262-263.
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yang bersikap ekstrimis dan radikal. Sikap inilah yang 
menjadikan al-Syawkānī sebagai salah satu reformis 
dalam bidang ushul fikih. Walaupun ia bermazhab Syāfi‘ī, 
tetapi tidak menjadikannya fanatik terhadap mazhabnya. 
Bahkan dengan sangat inklusif ia mendiskusikan 
pandangan-pandangan Syāfi‘ī dengan mazhab-mazhab 
lain seperti Hanafī, Mālikī dan Hanbalī. Bahkan sampai 
batas-batas tertentu, ia memasukkan Syi‘ah ke dalam 
kajiannya sebagai suatu langkah penyatuan umat. Sikap 
moderat dan inklusif ini setidaknya terlihat dalam judul 
master piecenya Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm 
al-Ushūl (petunjuk para master untuk mencapai kebenaran 
dari ilmu ushul fikih).

Sementara pakar beranggapan, sikap moderat dan 
toleran al-Syawkānī ini berasal dari akidah Matūridiyyah 
yang diyakininya. Matūridiyyah selalu berusaha 
mengabolarasikan antara dua sisi yang berbeda, antara 
tekstual ekstrim (Asy‘ariyyah) dan rasional ekstrim 
(Matūridiyyah) dalam bidang ilmu kalam, dan antara 
Syāfi‘ī (tekstualis) dan Hanafī (rasionalis) dalam bidang 
fikih.230 Kemudian dalam menggunakan contoh, al-
Syawkānī konsisten menggunakan al-Qur’an, Sunnah 
tanpa mengabaikan dalil-dalil akal. Al-Syawkānī juga 
selalu menjelaskan kualitas suatu hadis yang dijadikan 
sebagai contoh. Al-Syawkānī juga mencoba menghindar 
dari pengunaan syair-syair pra-Islam (jāhiliyyah). Dalam 
membantah suatu argumen, al-Syawkānī juga dengan 
konsisten menggunakan dalil-dalil naql dan akal.

230 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., hlm. 264.
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Dari segi sistematisasi penulisan, al-Syawkānī membagi 
pembahasan Irsyād al-Fuhūl ke dalam mukadimah dan 
tujuh pokok pembahasan yang ia sebut dengan istilah al-
maqsad (jamak maqāsid). Pada mukadimah, al-Syawkānī 
membaginya ke dalam empat pasal.231 Pada pokok 
pembahasan pertama (fī al-kitāb al-‘azīz) yang berbicara 
mengenai al-Qur’an, al-Syawkānī membaginya lagi ke 
dalam empat pasal.232 Pada pokok pembahasan kedua (fī al-
sunnah) yang membahas poisisi Sunnah, pembahasannya 
terbagi lagi ke dalam sebelas pembahasan (al-bahts).233 

231 Pasal pertama: definisi ushul fikih (fī ta‘rīf ushūl al-fiqh); pasal 
kedua: ketentuan-ketentuan hukum (fī al-ahkām); pasal ketiga: 
prinsip-prinsip kebahasaan (fi al-mabādi’ al-lughawiyyah); pasal 
keempat: klasifikasi lafadh ke dalam tunggal dan jamak (fī taqsīm 
al-lafaz ilā mufrad wa murakab). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-
Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq fi ‘Ilm al-Ushūl, tahqīq: Sa‘ad bin Nasr al-
Tatsrī, jilid. I, (Riyadh: Dār al-Fadīlah, 2000), hlm. 1-162.

232 Pasal pertama: pembahasan terkait definisi (fīmā yata‘allaq bi 
ta‘rīfihi); pasal kedua: riwayat individual (fī al-manqul ahād); 
pasal ketiga: ayat jelas dan tidak remang-remang (fī al-muhkam 
wa al-mutasyābih); pasal keempat: tentang serapan asing (fi al-
mu‘arrab). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I, hlm. 169-
225.

233 Pembahasan pertama: makna Sunnah (fī ma‘nā al-sunnah); 
pembahasan kedua: indepedensi Sunnah (fī istiqlāl al-sunnah bi 
al-tyasrī‘); pembahasan ketiga: kamaksuman para Nabi (fī ‘ismah 
al-anbiyā’); pembahasan keempat: Perbuatan Nabi (fī af ‘ālihi 
salā al-Allah ‘alaihi wa sallam); pembahasan kelima: kontradiksi 
perbuatan (fī ta‘arud al-af ‘āl); pembahasan keenam: kontradiksi 
antara perbuatan Nabi (fī al-ta‘arud} baina aqwālihi salā al-Allah 
‘alaihi wa sallam); pembahasan ketujuh: persetujuan (al-taqrīr); 
pembahasan kedelapan: cita-cita Nabi (hammuhu salā al-Allāh 
‘alaihi wa sallam); kembahasan kesembilan: isyarat dan tulisan 
(al-isyārah wa al-kitābah); pembahasan kesepuluh: ketentuan 
tentang penundaan (hukm tarkihi salā al-Allah ‘alaihi wa sallam li 
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Pada pokok pembahasan ketiga (al-ijmā‘) yang pada 
akhirnya pembahasannya terbagi lagi ke dalam dua puluh 
pembahasan (al-bahts) dan penutup (al-khātimah).234

Selanjutnya pada pokok pembahasan keempat mengkaji 
tentang kata perintah dan larangan, umum dan khusus, 
kata lepas dan pengikatnya, global dan penjelasnya, 
makna tersirat dan tersurat dan teori pembatalan (fī al-
awāmir wa al-nawāhī, al-‘umūm wa al-khusūs, al-itlāq wa 
al-taqyīd, al-ijmāl wa al-tabyīn, al-zāhir wa al-mu’awwal, 
al-mantūq wa al-mafhūm, al-nāsikh wa al-mansukh) dibagi 

al-syai’); bab kesebelas: riwayat-riwayat (fī al-akhbār); Lihat: al-
Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I, hlm. 225-344.

234 Pembahasan pertama (fī musmāhu); pembahasan kedua (fī 
imkān al-ijmā‘ fi nafsihi); pembahasan ketiga (hukm al-ijmā‘ 
‘innda al-qā’ilīna bihi); pembahasan keempat (mā yan‘aqid bihi 
al-ijmā‘); pembahasan keenam (al-tābi‘ī al-mujtahid idzā adraka 
‘asr al-sahābah); pembahasan ketujuh (hujjiyah ijmā‘ al-sahābah); 
pembahasan kedelapan (hukm ijmā‘ ahl al-madīnah); pembahasan 
kesembilan (hukm man sayūjad); pembahasan kesepuluh (inqirād 
al-‘asr); pembahasan kesebelas (fī al-ijmā‘ al-sukūtī); pembahasan 
kedua belas (hal yajma‘ ‘alā al-syai’ waqa‘a al-ijmā‘ ‘alā khilāfihi); bab 
ketiga belas (fī hudūts al-ijmā‘ ba‘d sabaqa al-khilāf); pembahasan 
keempat belas (idzā ikhtalafa ahl al-‘asr ‘alā qawlain fahal yajūz 
liman ba‘dihim ihdāts qawl tsālits); pembahasan kelima belas 
(hukm ihdāts dalīl ghair al-dalīl al-mujamma‘ ‘alaihi); pembahasan 
keenam belas (hal yasytarik ahl al-ijmā‘ fī ‘adm al-‘ilm bi dalīl lā 
mu‘ārid lahu); pembahasan ketujuh belas (lā ‘ibrah bi al-‘awwām fī 
al-ijmā‘): pembahasan kedelapan belas (al-ijmā‘ al-mu‘tabar huwa 
ijmā‘ ahl kull al-fann) pembahasan kesembilan belas (hukm al-
mujtahid idzā khālif ahl al-ijmā‘ fī ‘asrihi) bab kedua puluh (hukm 
al-ijmā‘ al-manqūl bi tarīq al-āhād). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-
Fuhūl..., jilid. I,hlm. 346-425.
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lagi ke dalam sembilan bab pembahasan.235 Pada pokok 
pembahasan kelima membahas permasalahan anologi 
(al-qiyās wa mā yattasil bihi min al-istidalāl al-musytamil 
‘alā al-talāzum wa al-istishāb wa syar‘ man qablanā wa al-
istihsān wa al-masālih al-mursalah tsumma mā lahu ittisāl bi 
al-istidlāl) yang pembahasannya kemudian terbagi lagi ke 
dalam tujuh pasal pembahasan.236 Berikutnya pada pokok 
pembahasan keenam (fī al-ijtihād wa al-taqlīd) yang terbagi 
lagi pembahasannya ke dalam dua pasal pembahasan.237 
Dan terakhir pada pokok pembahasan ke tujuh (fī al-
ta‘ādul wa al-tarjīh) dibagi pembahasannya ke dalam tiga 
pembahasan dan penutup.238

235 Bab pertama (fī al-awāmir); bab kedua (fī al-nawāhī); bab ketiga 
(fī al-‘umūm); bab keempat (fī al-khās wa al-takhsīs wa al-khusūs); 
bab kelima (fī al-mutlaq wa al-muqayyad); bab keenam (fī al-
mujmal wa al-mubayyan); bab ketujuh (fī al-zāhir wa al-mu’awwal); 
bab kedelapan (fī al-mantūq wa al-mafhūm); bab kesembilan (fī al-
nasakh). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I dan II, hlm. 
427-615 dan 626-835.

236 Pasal pertama (fī ta‘rīf al-qiyās); pasal kedua (fī hujjiyyah al-qiyās); 
pasal ketiga (fī arkān al-qiyās); pasal keempat (masālik al-‘illah); 
pasal kelima (fīmā lā yajrī fīhi al-qiyās); pasal keenam (al-i‘tirādāt); 
bab ketujuh (fī al-istidlāl). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., 
jilid. II,hlm. 837-1021.

237 Pasal pertama berbicara mengenai ijtihad sedangkan pembahasan 
kedua membahas mengenai mengikuti pendapat otoritatif 
(taqlīd). Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. II, hlm. 1023-
1111.

238 Pembahasan pertama (fī ma‘nāhumā wa fī al-‘amal bi al-tarjīh 
wa fī syurūtihi); pembahasan kedua (fī al-ta‘ārud baina dalīlain); 
pembahasan ketiga (fī wujūh al-tarjīh baina al-muta‘āridain fī al-
zāhir); sedangkan penutup pokok pembahasan ini dibagi lagi 
ke dalam dua permasalahan, permasalahan pertama (hal al-asl 
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Di antara pokok pembahasan yang mendapatkan 
perhatian terbanyak adalah pokok pembahasan keempat, 
pembahasan ini menghabiskan 407 halaman. Kemudian 
diikuti oleh pembahasan kelima yang menghabiskan 184 
halaman. Kemudian pokok pembahasan kedua dengan 
119 halam. Seterusnya pokok bahasan keenam dengan 88 
halaman, pokok bahasan ketiga dengan 79 halaman; pokok 
bahasan pertama dengan 56 halaman; dan yang terakhir, 
pokok bahasan ketujuh yang menghabiskan 55 halaman.

Walaupun demikian ketujuh pokok pembahasan yang 
tersebut di dalam Irsyād al-Fuhūl tersebut memperkuat 
kembali kecenderungan literalistik dalam kajian ushul 
fikih. Demikian juga halnya al-Syawkānī di dalamnya 
banyak karyanya masih memiliki kecenderungan ini. Hal 
ini setidaknya terlihat ketika al-Syawkānī mengarang 
kitab “al-Qawl al-Mufīd fī Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd” di 
bidang ushul fikih; kita “Fath al-Qadīr” dalam bidang tafsir; 
dan kitab “adab al-Talb” dalam bidang fikih.

Di dalam Irsyād al-Fuhūl al-Syawkānī mengkritik keras 
sikap umat yang condong kepada taqlīd. Bahkan untuk 
itu, ia mengarang kitab khusus yang diberi judul al-
Qawl al-Mufīd fī Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd (perkataan 
bermanfaat mengenai dalil-dalil ijtihad dan taqlīd). Bahkan 
di dalam salah satu entri kita tersebut ia mengatakan “al-
taqlīd qawl bilā burhān naqlī aw ‘aql”  (taqlīd merupakan 

fīmā waqa‘a fīhi al-khilāf ma‘a ‘adam al-dalīl al-ibāhah aw al-man‘ 
aw al-waqf) permasalahan kedua (fī wujūb syukr al-mun‘im ‘aqlan). 
Lihat: al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I, hlm. 1113-1168.
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mengikuti pendapat otoritatif tanpa pertimbangan dalil 
naql dan akal).239

239 Al-Syawkānī al-Qawl al-Mufīd fī Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd, 
tahqīq: ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Khāliq, (Kuwait: Dār al-Qalam, 
cet. I, 1396 H), hlm. 245.
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Bab IV 

STRUKTUR ILMU 
USHUL FIKIH 
MODERN

Sebagai konsekuensi dari penggunaan 
filsafat ilmu dalam kajian ushul fikih, 
maka – sebagaimana yang telah diutarakan 
sebelumnya – penulisan ini menggunakan 
sistematisasi instrumentatif. Oleh sebab itu 
pada bab empat ini mengandung analisis 
terhadap data-data yang telah ditemukan 
dan dituangkan dalam bab tiga. Setelah 
melakukan analisis, baru kemudian dilakukan 
rekonstruksi ulang sistematika ushul fikih 
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berdasarkan teori ontologi yang ada di dalam filsafat ilmu.

A. Analisa Filsafat Ilmu Terhadap Ushul Fikih

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam bab tiga, dari 
semua literatur ushul fikih yang dijadikan sampling 
dalam penelitian ini menunjukkan setidaknya ada empat 
komponen utama dalam ushul fikih. Keempat komponen 
ini diasosiasikan seperti sebuah batang pohon yang 
masing-masing memiliki buah (tsamrah) yang dalam 
konteks ushul fikih simbol dari hukum-hukum syariat; 
batang pohon penghasil buah (mutsmir) yang dalam 
konteks ushul fikih dimaksud sebagai dalil-dalil syariat; 
berikutnya metode memetik buah (turuq al-istitsmār) 
simbol dari metode penemuan hukum; dan terakhir 
pemetik buah (mustatsmir) yang berbicara mengenai siapa 
yang paling otoritatif dalam proses penemuan hukum. 
Skema asosiasi ini baru muncul pertama kali di dalam 
al-Mustasfā fī Usūl al-Fiqh karya al-Ghazālī (w. 505 H), 
dan diikuti secara masif oleh penulis-penulis ushul fikih 
setelahnya. Kuat dugaan penulis, pemilihan asosiasi 
sistematisasi ushul fikih dengan sebatang pohon sangat 
dipengaruhi oleh peradaban dan budaya agraris (agrarian 
culture and civilization) yang berkembang saat itu. 

Dari segi sistematika urutan, juga terlihat ada kekeliruan 
di mana seharusnya yang terlebih dahulu diprioritaskan 
adalah mutsmir dari pada tsamrah, bagaimana mungkin 
sebatang pohon akan berbuah, jika batang pohon saja 
tidak ada. Selain itu, mengambil empat kriteria utama 
pembahasan ushul fikih klasik tidak sesuai dengan 
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kriteri-kriteria penentuan asumsi suatu bidang ilmu 
pengetahuan dalam filsafat ilmu yang meliputi (1) 
watak kognitif (cognitive nature), (2) kemenyeluruhan 
(wholeness), (3) keterbukaan (openness), (4) hirerarki 
yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), (5) 
multidimensionalitas (multi-dimensionalty) dan (6) 
determinisme. Oleh sebab itu, sebelum menentukan 
wilayah ontologi dari ushul fikih, terlebih dahulu penulis 
menganalisa seluruh materi yang menjadi objek kajian 
ushul fikih dengan menggunakan asumsi-asumsi dalam 
filsafat ilmu.

Pertama, berdasarkan asumsi watak kognitif dari ilmu 
pengetahuan, ushul fikih merupakan hasil daya nalar 
manusia dalam menemukan metode-metode untuk dapat 
menemukan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di 
dalam nas, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi 
maupun implikasi praktisnya. Para usūliyyūn maupun 
teolog Muslim (ahl al-kalām) menegaskan bahwa Allah 
tidak boleh disebut sebagai ahli fikih, karena tidak ada 
yang tersebunyi dari-Nya,1 maka, fikih dan ushulnya 
merupakan bagian dari kognisi (idrāk)2 dan pemahaman 
(fahm) manusia,3 ketimbang sebagai manifestasi literal 

1 ‘Abd al-Rahman Syaikhī Zādah, Majma‘ al-Anhur, jilid. I, (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 11.

2 Ibn ‘Āmir al-Hājj, al-Taqrīr wa al-Tahrīr fi ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, jilid. I, 
(Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 26.

3 Ibn Taimiyyah,al-Majmū‘ah al-‘Aliyyah min Kutub wa Rasā’il wa 
Fatāwā Ibn Taimiyyah, tahqīq: Hisyām bin Ismā‘īl bin ‘Alī al-Ṣīnī, 
jilid. II, (Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, cet. I, 2010), hlm. 133.
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dari perintah Tuhan. Dalam hal ini, al-‘Ainī menjelaskan, 
“fikih adalah pemahaman, pemahaman membutuhkan 
persepsi yang bagus. Sedangkan persepsi adalah daya yang 
membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau 
makna holistik pada kognisi akal (idrāk ‘aqlī).4

Masih berkaitan dengan ini, al-Baidāwī menulis, “tentu 
saja, fikih dan ushulnya suatu dugaan (zann), alih-alih 
keyakinan (‘ilm), yang berada pada tingkatan yang berbeda. 
Sebab keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu 
adalah juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil 
dapat diverifikasi atau dibuktikan.”5 Asumsi watak 
kognitif mengeluarkan setiap pembahasan yang berkaitan 
dengan metafisika yang berada di luar kemampuan kognisi 
manusia, seperti al-Qur’an dalam arti kalām al-Allāh yang 
berdimensi metafisika dan seterusnya.

Kedua, asumsi kemenyeluruhan. Berdasarkan argumen 
teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujahan 
dari dalil holistik (al-dalīl al-kullī) dinilai sebagai salah satu 
bagian dari ushul fikih, di mana ushūliyyūn6 memberinya 
prioritas di atas hukum-hukum yang tunggal dan parsial.7 
Pengembangan pemikiran sistematis dan holistik pada 
ushul fikih akan berguna bagi filsafat hukum Islam, dalam 

4 Al-‘Ainī, ‘Umdah al-Qārī’ Syarh Sahīh al-Bukhārī, jilid. II, (Beirut: 
Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), hlm. 52.

5 Al-Subkī, al-Ibhāj fī..., jilid. I, hlm. 39.

6 Mengacu misalnya pada Al-Juwaynī, al-Burhān fī..., jilid. II, hlm. 
590; Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 29.

7 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 61.
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rangka mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju 
paradigma yang lebih holistik. Pendekatan holistik juga 
berguna bagi filsafat teologi (‘ilm al-kalām), dalam rangka 
mengembangkan bahasanya tentang sebab-akibat menuju 
bahasan yang lebih sistematis, termasuk ihwal bukti 
keberadaan Tuhan.

Ketiga, asumsi inklusif, yaitu suatu ilmu itu merupakan 
sistem yang terbuka  (inklusis, oppenness). Tetapi beberapa 
usūliyyūn masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad 
pada sistem teori ushul fikih.8 Yang secara nyata, akan 
menjadikan hukum Islam menjadi mati secara metaforis.  
Akan tetapi, semua mazhab fikih yang popular dan 
mayoritas ahli fikih selama berabad-abad setuju bahwa 
ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena 
teks-teks keagamaan itu terbatas, sedangkan peristiwa 
tidak terbatas (al-nusūs mutanāhiyyah wa al-waqā’i‘ ghair 
al-mutanāhiyyah).9

Kuat dugaan, salah satu penyebab kenapa ushul fikih 
menjadi suatu sistem ilmu yang eksklusif karena 
pembahasan syarat-syarat mujtahid yang ketat dan kaku 
yang menjadi salah satu pokok pembahasannya. Padahal 
dalam filsafat ilmu, yang menjadi objek ilmu itu hanya 

8 Jam‘iyyah al-Majallah, Majallah al-ahkām al-‘Adliyyah, ed. Najīb 
Hawāwinī, (Kairo: Karkhīneh Tijārah Kutub, t.t.), hlm. 100.

9 Al-Sam‘ānī, Qawā‘id al-Adillah fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: Ismā‘il al-
Syāfi‘ī, jilid. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 84; 
Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., jilid. I, hlm. 296; Ibn al-Qayyīm al-
Jawzī, I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘ālamīn, tahqīq: Ṭaha ‘Abd 
Ra’ūf Sa‘ad, jilid. I, (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), hlm. 333.
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gejala-gejala pokok yang terjadi berulang-ulang kali dalam 
disiplin suatu ilmu tanpa membahasas otoritas pelakunya. 
Di sinilah, sebenarnya pembahasan mengenai syarat-
syarat ijtihad tidak dapat dikatergorikan ke dalam wilayah 
ontologi ilmu ushul fikih, tetapi sebenarnya ia merupakan 
standar etis yang di dalam filsafat ilmu di bahas dalam 
kajian aksiologi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai 
mustastmir tidak dimasukkan ke dalam kajian ontologi 
ushul fikih.

Keempat, asumsi hierarki saling mempengaruhi. Dalam 
buku ini, kategorisasi konsep akan diterapkan dalam usaha 
melacak ontologi ilmu ushul fikih, sedangkan kategorisasi 
berbasis hierarki yang tidak saling mempengaruhi akan 
dikritik. Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki 
“struktur pohon,” melainkan juga diperluas untuk 
menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara 
subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan. Pertimbangan 
struktur tidak akan terbatas pada analisis logika formal, 
seperti silogisme Aristoteles ataupun mata rantai deduktif 
Russel, tetapi akan fokus pada prosedur penilaian dalam 
implementasi praktis ushul fikih dari konsep tersebut.
Sebagaimana sebagiannya telah dijelaskan di atas, dan 
sebagian lagi akan dijelaskan di bawah.

Kelima, asumsi multidimensi. Dalam berbagai literatur 
ushul fikih klasik, masih melibatkan pemikiran satu 
dimensi (atomistik) dan pemikiran biner. Oleh sebab 
itu, sangat banyak fatwa dikeluarkan berdasarkan satu 
dalil saja, meskipun sebenarnya selalu ada berbagai dalil 
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yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan 
berimplikasi pada hasil akhir atau hukum yang berbeda. 
Hal ini didiskusikan dalam literatur ushul fikih klasik dan 
kotemporer dengan judul “benturan antara dalil-dalil” 
(ta‘ārud wa tanāqud baina al-adillah). Metode kosiliasi antara 
dalil-dalil (al-jam‘ wa al-tawfīq baina al-adillah) merupakan 
salah satu contoh diterimanya asumsi multidimensi dalam 
kajian ushul fikih.

Di sisi lain, penilaian biner, seperti wajib dan haram, 
nasikh (penghapus) dan mansūkh (yang dihapus), sahīh 
(valid) dan bātil (tidak valid) dan lain-lain, membatasi 
kemampuan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang perlu 
dipertimbangkan dalam wilayah “abu-abu” antara poin-
poin yang ekstrim ini. Analisis menunjukkan bagaimana 
beberapa mazhab fikih menyarankan “kategori menengah” 
untuk memperluas klasifikasi biner yang sudah populer, 
dan bagaimana mereka berkonstribusi pada penyebaran 
semangat realisme dan fleksibilitas dalam hukum Islam. 
Di sinilah penulis memasukkan maqāsid mukallaf sebagai 
salah satu materi ontologi dalam bentuk artikulasi 
praktis dengan harapan dapat mengkafer permasalahan-
permasalahan yang masuk dalam ranah “abu-abu.” 

Terakhir, keenam, asumsi determinisme. Asumsi ini 
menganggap setiap gejala merupakan suatu kejadian 
yang bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai pola 
tertentu yang bersifat tetap dengan urut-urutan kejadian 
yang sama. Berkaitan dengan ini, penulis akan mencari 
pola-pola yang sama yang terjadi secara berulang kali 
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dalam berbagai pembahasan ushul fikih. Memang benar, 
ushul fikih yang diasosiasikan sebagai sebuah pohon yang 
terdiri dari buah (tsamrah), pembuah (mustmir), metode 
pemubuahan (ististmār) dan pemetik buah (mustatsmir) 
selalu hadir dalam berbagai literatur ushul fikih. Namun 
pengasosasian ini terdapat kerancuan (inkoherensi) 
sebagaimana telah penulis jelaskan di atas. Terlebih lagi 
ontologi al-asyjar terbukti gagal menampung temuan-
temuan baru dalam bidang ini seperti teori maqāsid-nya 
al-Syātibī.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menawarkan 
konsep otologis ushul fikih yang meliputi tiga jenis 
tingkat artikulasi (al-wa‘y). Pengasosasian ontologi 
ushul fikih dalam bentuk artikulasi didasarkan kepada 
asumsi metafisika Islam yang mengatakan bahwasanya 
satu-satunya yang berwujud adalah Allah. Sedangkan 
selain Allah merupakan manifestasi dari keberwujudan 
Allah, termasuk di sini adalah ketentuan-ketentuan 
Allah (khitāb al-Allāh). Untuk memperkuat asumsi ini, 
penulis mengajukan suatu hipotesa silogisme berikut ini: 
“Segala sesuatu tiada, segala sesuatu ada karena diadakan, 
diadakan oleh Yang Ada, Yang Ada sebelum kalimat ada itu 
ada, manusia menggunakan kalimat ada itu karena ada Yang 
Ada, dan manusia menggunakan kata tidak ada itu karena 
ada Yang Ada, maka semua yang ada itu Ada, yang tidak ada 
itu tidak ada.” Dari hipotesa di atas dapat disimpulkan 
bahwasanya segala yang ada di alam semesta merupakan 
manifestasi (artikulasi) dari keberadaan Allah. Maka fikih 
dan ushulnya hadir sebagai artikulasi dari keberadaan 
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Allah.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pandangan monoisme 
yang beraliran idealisme dalam filsafat ilmu. Idealisme 
diambil dari kata “idea”, yaitu sesuatu yang hadir dalam 
jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan 
yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) 
atau sejenis dengannya, yang merupakan sesuatu yang 
tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat 
itu hanyalah suatu jenis dari pada penjelmaan ruhani.10 
Oleh sebab itulah aliran ini juga dinamakan dengan 
spiritualisme, sehingga sesuai dengan hukum Islam yang 
berbasis pada teologis.

Adapun argumen yang diajukan oleh aliran ini untuk 
menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit 
atau sejenisnya adalah (1) nilai ruh lebih tinggi dari pada 
badan, dan juga lebih tinggi nilainya dari materi. Ruh 
itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya. Sehingga 
materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan 
saja. (2) manusia lebih dapat memahami dirinya dari pada 
dunia luar dirinya. Dan (3) materi ialah kumpulan energi 
yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi 
itu saja.11

Oleh karena permasalahan tentang ketuhanan dalam 
kajian Islam dikaji dalam ilmu-ilmu “ushuluddin,” maka 

10 Hasbullah Bakry, Sistematika Filsafat..., hlm. 56; Sunoto, Dkk, 
Pemikiran Tentang..., hlm. 70.

11 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum..., hlm. 30.
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di sini penulis tidak membahas ketuhanan Allah yang 
merupakan wilayah ontologis dari ilmu kalam. Selain itu 
filsafat ilmu juga mensyaratkan yang menjadi wilayah 
ontologis dari suatu bidang ilmu harus berada dalam 
wilayah pengalaman manusia.

Berangkat dari penjelasan di atas, ushul fikih modern 
dapat didefenisikan menjadi “Seperangkat artikulatif 
yang memuat berbagai kaidah-kaidah fundamental, 
teoritis dan pendoman praktis untuk mengetahui hukum-
hukum syariat (majmū‘ah al-wā‘iyyah tandarij tahtahā 
qawā‘id ushūliyyah wa nazriayyah wa ‘amaliyyah li ma‘rifah 
al-ahkām al-Syar‘iyyah). Dari sudut pandang filsafat ilmu 
sendiri, definisi tersebut lebih dekat kepada definisi realis, 
yang melihat sesuatu yang didefinisikan (difiniendum) 
berdasarkan kenyataan yang ditandai oleh suatu term 
tertentu.12

Kemudian, artikulasi ini dalam wujudnya yang berada 
dalam wilayah pengalaman manusia, memiliki tiga bentuk 
konkritisasi, yaitu (1) artikulasi fundamental (al-wa‘y 

12 Definisi ini juga sesuai dengan lima kriteria pembuatan definisi 
di dalam filsafat ilmu, yaitu: pertama,sebuah definisi tidak boleh 
lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan; 
Kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan; 
Ketiga, definisi tidak boleh menggunakan penjelasan yang justru 
membingungkan; keempat, definisi tidak boleh menggunakan 
bentuk negatif. Misalnya: indah adalah sesuatu yang tidak 
jelek; kelima, definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang 
didefinisikan itu. Lihat: Muhammad Nur Ibrahimi, Logika..., hlm. 
46; Al-Jurjānī, Mu‘jam..., hlm. 16; Surajiyo, Filsafat..., hlm. 108; 
dan Soejono Soemargono, Pengantar..., hlm. 119.
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al-ushūlī) yang meliputi pembahasan mengenai empat 
landasan pemikiran hukum Islam; (2) artikulasi teoritis 
(al-wa‘y al-nazarī) yang meliputi pembahasan mengenai 
metode-metode dalam menemukan keberwujudan Allah 
dalam hukumnya; dan (3) artikulasi praktis (al-wa‘y al-
‘amalī) sebagai bentuk pengaktualan diri dalam tataran 
praktis dengan mengamalkan seluruh ketentuan Allah. 

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya terdapat relevansi 
yang begitu kuat antara artikulasi fundamental (al-wa‘y al-
ushūlī), artikulasi teoritis (al-wa‘y al-nazarī) dan artikulasi 
praktis (al-wa‘y al-‘amalī) dalam kajian ushul fikih. Ketiga 
artikulasi ini dapat ditemukan dalam satu tema besar yaitu, 
“tarīq ma‘rifah al-ahkām fī al-syar‘”13 (metode mengenali 
ketentuan-ketentuan hukum di dalam syariat). Secara 
sederhana, terdapat dua metode untuk dapat mengetahui 
hukum-hukum syariat, yaitu (1) melalui berita (khabar) 
dan teoritis (nazr); atau trasmitasi (naql) dan rasionalitas 
(‘aql); atau (2) teks (khitāb) dan konteks (ma‘nā). Kedua 
metode itu pada akhirnya menghasilkan suatu kesadaran 
penghayatan dan pengamalan setiap ketentuan-ketentuan 
hukum dalam kehidupan praktis (al-wa‘y al-‘amalī).14

Setiap wahyu pasti dimulai melalui pemberitaan 
(khabar) kepada Nabi, yang kemudian berita tersebut 
mengalami proses transmitasi kepada umatnya (naql) 

13 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. II, hlm. 107.

14 ‘Alī bin ‘Aqīl, al-Wādih fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Allāh bin 
‘Abd al-Muhsin al-Turkī, jilid. III, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 
cet. I, 1999), hlm. 363.
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dan dikongkritkan di kemudian hari di dalam teks-teks 
keagamaan yang berupa perintah dan larangan untuk 
melakukan sesuatu (khitāb). Kemudian teks-teks kegamaan 
ini harus dipahami dengan mengunakan teori-teori 
tertentu (nazr) yang bertumpu kepada rasionalitas (‘aql) 
yang pada akhirnya membutuhkan proses kontekstualisasi 
(ma‘nā) sehingga ia mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman, tempat dan kondisi (sālih li kulli al-
zamān wa al-makān wa al-ahwāl). Kemampuan ketentuan-
ketentuan syariat dalam menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman, tempat dan kondisi inilah yang 
menuntut kaum muslimin mengimplementasikan seluruh 
ketentuan-ketentuan tersebut dalam tatanan praktis (al-
wa‘y al-‘amalī).

Di dalam pembahasan al-wa‘y al-ushūlī, hanya dijelaskan 
mengenai empat tema pokok yang menjadi dasar dari 
pemikiran hukum Islam, tanpa melakukan perincian 
terhadap cara dan metode berargumentasi dengan 
empat dasar pemikiran tersebut.15 Misalnya, di dalam 
pembahasan dasar pemikiran pertama, yakni al-Qur’an, 
di dalamnya pembahasannya sangat terkait dengan 
pembahasan kaidah-kaidah kebahasaan (al-qawā‘id al-
lughawiyyah), seperti umum, khusus, mutlaq, muqayyad, 
nas, zāhir dan seterusnya. Hal yang sama juga berlaku 

15 Al-Juwaynī, al-Talkhīs fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Allāh Jūlam 
al-Nabālī dan Basyīr Ahmad al-‘Umrī, (Beirut: Dār al-Basyā’ir al-
Islāmiyyah, cet. II, 2010), hlm. 173-174; ‘Alī bin ‘Aqīl, al-Wādih fī 
Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Allāh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkī, 
jilid. I, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, cet. II, 2008), hlm. 33-45 
dan 90-94.
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dalam pembahasan Sunnah yang menjadi landasan 
pemikiran kedua, dengan tambahan pembahasan berupa 
ucapan, tindakan dan persetujuan Rasulullah untuk suatu 
kasus hukum. Sedangkan pembahasan ijmā‘ (konsensus), 
meliputi di dalamnya pembahasan mengenai kaidah-kaidah 
kebahasaan dan penyelarasan ketika terjadi benturan 
antara teks-teks keagamaan dan ijmā’. Terakhir qiyās 
sangat berkaitan dengan metode-metode kausasi dalam 
pembahasan al-wa‘y al-nazarī, baik dengan menggunakan 
metode qiyāsī, maupun dengan menggunakan metode 
istislāhī.16Pada akhirnya semua hasil sintesis al-wa‘y al-
ushūlī dan al-wa‘y al-nazarī menghasilkan suatu tuntutan 
praktis (al-wa‘y al-‘amalī) bagi kaum muslim dalam 
mengamalkan ajaran-ajaran agama.17

Dari penjelasan di atas, pokok ontologi kajian ushul 
fikih secara umum dapat dipetakan sebagai berikut.
Pertama, artikulasi dasar-dasarfundamental (al-wa‘y al-
usūlī), yang pembahasannya meliputi al-Qur’an, Sunnah, 
ijmā‘ dan ijtihad yang meliputi dalil-dalil rasional baik 
yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Kedua, 
artikulasi teoritis (al-wa‘y al-nazarī) sebagai metode dalam 

16 Al-Sam‘ānī, Qawāti‘ al-Adillah fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Allāh 
bin Hāfiz bin Ahmad al-Hukmī dan ‘Alī bin ‘Abbās bin ‘Ustmān al-
Hukmī, jilid. I, (Madinah: Maktabah al-Tawbah, cet. I 1998), hlm. 
47.

17 Al-Barmāwī, al-Fawā’id al-Sanniyyah fī Syarh al-Alfiyyah fī Ushūl 
al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Allāh Ramadān Mūsā, (Mesir: Maktabah 
al-Taw‘iyyah al-Islāmiyyah, cet. I, 2014), hlm. 7-8 dan 67; Ibn al-
Hājib, Muntahā al-Wusūl wa al-Amal fī ‘Ilmay al-Ushūl wa al-Jadal, 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1985), hlm. 33.
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memahami empat dasar pemikiran hukum Islam, yang 
terdiri dari tiga pembahasan utama, yaitu (1) interpretasi 
linguistik; (2) interpretasi kausasi; dan (3) interpretasi 
penyelarasan. Terakhir ketiga, tuntutan praktis bagi 
umat Islam sebagai bentuk kesadaran amaliah dalam 
menjalankan titah Allah (al-wa‘y al-‘amalī).

B. ArtikulasiDasar-Dasar Fundamental

Arikulasi dasar-dasar fundamental (al-wa‘y al-usūlī)
merupakanaktualisasi dasar-dasar pemikiran dalam 
kajian hukum Islam yang merupakan sandaran (masdar) 
utama dalam rujukan setiap dalil-dalil hukum. Selain itu, 
artikulasi dasar-dasar fundamental juga mencangkup 
kesadaran seorang perawi (pembawa warta) yang bertugas 
menjamin validitas teks-teks wahyu dalam sejarah. 
Adapun wahyu tersebut di dalam ilmu ushul fikih terdiri 
dari al-Qur’an sebagai bentuk reflektif nilai-nilai universal 
kemanusian (al-tajribah al-insāniyyah al-‘ammah) yang 
terkandung di dalamnya; Sunnah sebagai bentuk reflektif 
model ideal (al-tajribah al-namūdzajiyyah) yang pertama 
dalam sejarah Islam; kemudian ijmā‘ sebagai reflektif 
kolektif dalam bentuk konsensus umat (al-tajribah al-
jamā‘iyyah) pada setiap generasi; dan terahir ijtihād atau 
qiyās sebagai reflektif individual muslim (al-tajribah al-
fardiyyah) yang berlangsung pada setiap generasi.  Adapun 
metode-metode periwayatan terdiri dari dua macam: 
pertama, metode transferensi tertulis (al-naql al-maktūb) 
dan kedua, metode transferensi oral (al-naql al-syafahī).
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Empat dasar pemikiran di atas, di dalam literatur-
literatur ushul fikih diungkapkan dengan istilah-istilah 
yang berbeda, seperti al-asl (dasar), al-adillah (dalil-
dalil), masdar hujjah (sumber argumen) dan seterusnya. 
Sebagaimana halnya usūliyyūn juga berbeda-beda di dalam 
menyikapi keempat dasar pemikiaran tersebut. Namun, 
secara umum mereka menganggap tiga landasan pemikiran 
petama (al-Qur’an, Sunnah dan ijmā‘) sebagai dalil naql, 
karena ketiganya mendapatkan legitimasi dari teks-teks 
keagamaan. Sedangkan yang terakhir qiyās dianggap 
sebagai dalil rasional (‘aql) karena penggunaannya secara 
substansi tidak mendapatkan legitimasi dari teks-teks 
keagamaan.18

Menurut hemat penulis dikotomi ini tidak benar, karena 
penggunaan qiyās sebagai masdar hujjah disokong sendiri 
oleh ayat al-Qur’an, seperti firman Allah dalam Q.S: 
4/83, “la‘alimahu al-ladzīna yastanbitūnahu minhum” 
(hukum Tuhan pasti akan diketahui oleh orang yang 
menggalinya). Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat lainnya 
yang mendorong manusia untuk bereksplorasi dengan 
akalnya,19 menjadikan dikotomi dalil menjadi naql dan ‘aql 

18 Hasan Hanafī, Min al-Nas ilā al-Wāqi‘: Baniyyah al-Nas, jilid. II, 
(Kairo: Maktabah al-Kutub al-‘Arabiyah, cet. III, 2006), hlm. 99-
100.

19 Misalnya Diantara ayat al-Qur’ān yang mempertanyakaan 
keenganan manusia untuk berpikir dengan redaksi kata afalā 
ta‘qilūn dapat kita temukan dalam: Q. S: 2/44 dan 76, Q. S: 3/65, 
Q. S: 6/32, Q.S: 7/169, Q. S: 10/16, Q. S: 11/51, Q. S: 12/109, Q. 
S: 21/10 dan 67, Q. S: 23/80, Q. S: 28/60, Q. S: 37/138. Redaksi 
kata afalā tadhakkarūn dapat kita temukan dalam: Q. S: 10/3, Q. 
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menjadi kurang relevan.

Oleh karena itu, pembahasan di dalam sub bab ini untuk 
melihat sisi ontologi ilmu ushul fikih yang pertama yang 
terjabarkan ke dalam empat dasar pemikiran sebagaimana 
telah dijelaskan di atas tadi tanpa membeda-bedakan dalil 
naql dan ‘aql.

b. Al-Qur’an

Artikulasi dasar-dasar fundamental pertama di dalam ilmu 
ushul fikih adalah al-Qur’an. Disebut al-Qur’an karena 
ia merupakan sesuatu yang dibaca (maqrū‘ wa matlū) 
sebelum dikondifisikan (maktūban).20 Tetapi setelah ia 

S: 11/24-30, Q. S: 16/17, Q. S: 23/85, Q. S: 37/155, Q. S: 45/23. 
Dengan redaksi kata afalā yatadabbarūn dapat kita temukan 
dalam: Q. S: Q. S: 4/82 dan Q. S: 47/24. Dengan redaksi kata afalā 
tatafakkarūn dapat kita temukan dalam: Q. S: 6/50. Diantara 
hadis Nabi yang mengisyaratkan pentingnya penggunaan akal 
pikiran adalah hadis di mana ketika Rasulullah mengutus Mu‘ādz 
bin Jabbal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu‘ādz, 
bagaimana engkau putuskan perkara jika diajuakan kepada-Mu 
suatu perkara?, Mu‘adh menjawab: dengan kitabullah, kalau 
tidak engkau temukan di dalam kitabullah?, Mu‘ādz menjawab: 
dengan Sunnah Rasulullah, kalau tidak engkau temukan di dalam 
Sunnah?, Mu‘adh kemudian menjawab: aku akan menemukannya 
dengan akal pikiranku. Lihat: Abū Dāwud, Sunan…, hadis nomor: 
3594, jilid. III, hlm. 330.

20 Ibn Hazm, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. I, hlm. 85-87; al-Bazdawī, 
Ushūl al-Bazdawī, tahqīq: al-Mu‘tasim bi al-Allāh al-Baghdādī, 
jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, cet. III, 1997), hlm. 67-
82; Ibn Qudāmah, Rawdah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir fī 
Ushūl al-Fiqh, tahqīq: ‘Abd al-Rahman bin ‘Alī bin Muh}ammad 
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dikondifisikan penyebutan yang lebih sesuai ialah al-kitāb, 
atau nas al-kitāb (teks kitab), atau kitāb al-Allāh.21 Karena, 
melalui jalan metode transmisi tertulis datanglah al-Qur’an 
dan melalui jalan metode oral yang ditransmisikanlah 
Sunnah. Al-Qur’an dan Sunnah adalah dua sumber tertulis 
yang pertama bagi ketentuan-ketentuan hukum.22

Usūliyyūn klasik menampilkan menampilkan al-
Qur’an sebagai dasar atau dalil yang pertama. Mereka 
mengemukakan sejumlah problematika partikular 
yang terdapat di dalam al-Qur’an, seperti penambahan 
atau pengurangan dalam teks, pembacaan teks, atau 
problematika apakah basmalah (membaca bismilah) 
merupakan bagian dari al-Qur’an atau tidak. Semua 
itu merupakan problematika yang didiskusikan 
pembahasannya oleh usūliyyūn  klasik di dalam karya-
karya mereka. Al-Qur’an sudah dikumpulkan pada waktu 
proses penurun wahyu dan mushaf-mushaf yang satu dan 
yang lainnya sudah dikomparasikan sejak saat itu. Namun 
begitu, mushaf yang paling komprehensif baru muncul di 
tangan khalifah ketiga ‘Utsmān bin ‘Affān (w. 35 H).

Mushaf ‘Ustmānī kemudian menjadi mushaf yang 

al-Namlah,jilid. I, (Kairo: Maktabah al-Rasyad, cet. I, 2014), 
hlm. 198-202; Ibn al-Humām, al-Tahrīr fī ‘Ilm al-Ushūl, jilid. III, 
(Beirut: Dār al-Fikr, cet. III, 1996), hlm. 7-9.

21 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 26-28; Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., 
jilid. I, hlm. 100; Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Ushūl..., jilid. III, hlm. 
345. 

22 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 107.
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ditransmisikan dari satu generasike generasi yang 
lain hingga masa kini sebagai sebuah mushaf yang 
dikenal dalam ilmu-ilmu tentang al-Qur’an (‘ulūm al-
Qur’ān), seperti buku al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karya 
al-Suyūtī dan Kitāb al-Masāhif karya Sijistānī dan lain 
sebagainya. Pendefinsian al-Qur’an sebagai Kalām al-Allāh 
(firman Allah) yang qadīm (eternal) dan berdiri sendiri 
(independen) tidak diprioritaskan, karena persoalan 
itu merupakan persoalan teologis yang berada di luar 
jangkauan ilmu ushul fikih. Oleh sebab itu lah dalam ilmu 
ushul fikih al-Qur’an sering didefinisikan sebagai firman 
Allah yang diturunkan kepada Rasulullah menggunakan 
bahasa Arab sebagai suatu tanda kemukjizatannya, yang 
tertulis dalam mushaf-mushaf,dinukilkan secara kolektif, 
bernilai ibadah jika dibaca yang dimulai dengan surat al-
fatihah dan berakhir dengan surat al-nas (kalām al-Allāh 
ta‘ālā al-munazzal ‘alā rasūl al-Allah sallā al-Allāh ‘alihi wa 
sallam bi al-lisān al-‘arabi, li al-i‘jāz bi aqsar surah minhu, al-
maktūb fi al-masāhif al-manqūl bi al-tawātur, al-muta‘abbad 
bi tilāwatihi, al-mabdū’ bisūrah al-fātihah, al-makhtūm 
bisūrah al-nās).23

Persmasalahan Basmalah
Basmalah adalah salah satu ayat al-Qur’an, yaitu pada 
Q.S: 27/30. Adapun mengenai status Basmalah di dalam 
surat-surat yang lain masih diperselisihkan oleh usūliyyūn. 

23 Ibn ‘Abd al-Syukūr, Fawātih al-Rahamūt..., jilid. II, hlm. 7; al-
Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I,hlm. 26; Ibn Qudāmah, 
Rawdah al-Nāzir..., jilid. I, hlm. 178; Al-Āmidī, al-Ihkām fī Ushūl..., 
jilid. I, hlm. 82.
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Dalam hal ini, usūliyyūn yang bermazhab Syāfi‘iyyah 
cenderung menetapkan basmalah sebagai ayat dari 
seluruh ayat al-Qur’an,24 bahkan untuk menegaskan hal 
ini, al-Suyutī menghimpun lima belas hadis yang memiliki 
kualitas tawātur ma‘nawi (kolektif non-redaksional) yang 
menyatakan basmalah ayat dari permulaan setiap surat.25

Adapun usūliyyūn bermazhab Hanafī menganggap 
walaupun basmalah ayat al-Qur’an, tetapi fungsinya 
hanya sebatas pemisah antar surat (al-fasl baina al-
suwar).26Sementara usūliyyūn yang beraliran Mālikī dan 
Hanbalī menganggap basmalah bukan ayat dari al-Qur’an.27

Makkiyyah dan Madaniyyah
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, al-
Qur’ān merupakan sumber pokok legislasi dalam kajian 
ushūl fikih. Beberapa ayat al-Qur’ān menunjukkan dengan 
jelas bahwa ia adalah dasar dan sumber utama hukum 
Islam.28 Rasulullah hidup di Mekkah selama tiga belas 
tahun dan di Madinah selama sepuluh tahun. Periode 

24 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 65; Al-Āmidī, al-Ihkām fī 
Ushūl..., jilid. I, hlm. 84.

25 Al-Suyutī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, tahqīq: Markaz al-Dirāsāt 
al-Qur’āniyyah, jilid. I, (Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd litibā‘ah al-
Mushaf al-Syarīf, cet. I, 1426 H), hlm. 80.

26 Ibn ‘Abd al-Syukūr, Fawātih al-Rahamūt..., jilid. II, hlm. 14.

27 Al-Ījī, Syarh al-‘Adud limukhtasar al-Muntahā al-Ushūlī, tahqīq: 
Fādī Nasīf dan Ṭarīq Yahya,jilid. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, cet. I, 2000), hlm. 19.

28 Q. S: 5/47, 48, 49, dan 50.
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setelah hijrah berbeda jauh ketika di Mekkah, tidak lagi 
merupakan masa penghinaan dan penyiksaan terhadap 
kaum muslimin. Jenis tuntunan yang diperlukan kaum 
muslimin di Madinah tidaklah sama dengan sebagimana 
yang mereka perlukan di Mekkah. Itulah sebabnya 
mengapa surat-surat madaniyah (surat yang turun pada 
periode Madinah) berbeda karakternya dengan surat-
surat yang diwahyukan di Mekkah (makkiyyah). Ayat-
ayat makkiyyah pada umumnya pendek-pendek dan 
menyangkut kepercayaan-kepercayaan dasar Islam. Surat-
surat tersebut memberikan tuntunan bagi ruh spiritual. 
Sebaliknya, surat-surat madaniyyah panjang-panjang dan 
kaya dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan 
masalah-masalah publik, perdata, kriminal, sosial dan 
politik. Surat-surat tersebut memberikan tuntutan bagi 
suatu komunitas sosial dan politik masyarakat yang baru 
lahir dan sedang tumbuh berkembang. Penulis memang 
tidak menapik dengan temuan kata zakāh dalam beberapa 
surat makkiyyah,29 tetapi tema zakāh dalam surat makkiyah 
tidak memiliki wujud dalam suatu lembaga formal. Pada 
periode Mekkah terminologi zakāh digunakan dengan 
pengertian bantuan keuangan atas dasar sukarela atau 
dengan pengertian kesucian moral. Ia bukan merupakan 
suatu kewajiban sosial dari orang-orang kaya (muzakkī).

Terlepas dari persilisihan yang terjadi mengenai jumlah 
ayat-ayat hukum dalam al-Qur’ān, adalah jelas bahwa 
al-Qur’ān bukanlah suatu undang-undang hukum 
dalam pengertian modern, ataupun sebuah kumpulan 

29 Q. S: 7/156; 23/4.
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etika. Tujuan utama al-Qur’ān adalah meletakkan suatu 
pandangan hidup (way of life) yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan 
Allah. Al-Qur’ān memberikan arahan bagi kehidupan 
sosial manusia maupun tuntutan berkomunikasi dengan 
penciptanya. Hukum waris, aturan pernikahan dan 
perceraian, ketentuan perang dan damai, hukuman 
bagi pencurian, pelacuran dan pembunuhan, semuanya 
dimaksudkan untuk pengaturan hubungan antara 
manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum 
yang khusus ini, al-Qur’an juga mengandung ajaran-
ajaran moral dalam jumlah yang relatif banyak. Jadi 
tidaklah benar bila dikatakan bahwa tujuan utama al-
Qur’ān bukanlah mengatur hubungan manusia dengan 
sesamanya tetapi tujuan utama al-Qur’ān hanya mengatur 
antara hubungan manusia dengan penciptanya.30

Tropologi Linguistik
Sudah menjadi anggapan umum dari usūliyyūn bahwa 
kata-kata biasanya dipakai untuk mengindikasikan 
makna, di mana kata-kata itu awalnya diciptakan. Dalam 
kaitannya dengan al-Qur’an, penggunaan kata-kata ini 
bisa bersifatsebenarnya (haqīqah) dan metaforis (majāz). 
Mayoritas usūliyyūn berpendapat bahwa sebagian besar 
perkataan dalam bahasa Arab dipakai dalam maknanya 
yang sebenarnya (al-lafz dalla ‘alā ma‘nā fī nafsihi). Terlebih 
lagi tidak terdapat bahasa asing dalam al-Qur’an, kata-kata 
asing yang terdapat di dalamnya sudah terserap menjadi 

30 Noel J. Coulson, Hukum Islam..., hlm. 12.
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bahasa arab (musta‘rab).31 Sebagian usūliyyūn, seperti Abū 
Ishāq al-Isfarainī (w. 418 H) berpendapat bahwa sindiran 
tidak terjadi dalam bahasa Arab, dan implikasinya adalah 
bahwa al-Qur’an terbebas dari metafora. Sebagian lain 
mengakui adanya metafora dalam bahasa Arab, tetapi 
menolak klaim bahwa al-Qur’an memuat perkataan 
semacam itu. Namun, sebagian besar berpendapat bahwa 
al-Qur’an betul-betul memuat metafora, dan untuk 
mendukung pendapat tersebut, mereka mengemukakan 
beberapa contoh, di antaranya Q.S: 19/4 “wa isyta‘ala ra’su 
syaiba” (dan kepala menyala dengan uban). Jelas bahwa 
kepala itu sendiri tidaklah “isyta‘ala” (menyala), dan 
metafora muncul dari digantikannya rambut oleh api.

Di samping itu, al-Qur’an juga memuat kata-kata yang 
bermakna tegas (al-muhkām) dan yang bermakna 
ambivalen (al-mutasyābih), jelas-tekstual (zāhir), dan 
interpretatif-alegoris (al-mu’awwal) yang semuanya 
merupakan diskursus-diskursus linguistik dari aspek 
filologi yang selengkapnya akan dibicarakan dalam 
diskursus refleksi eidentis.

Pembatalan
Selain diskursus-diskursus linguistik, problematika lain 
yang dominan di kalangan usūliyyūn klasik dan ditampilkan 
pada pokok persoalan yang pertama adalah problem 
abrogation (al-nasakh). Dalam pengertian etimologis 
(lughatan) al-nasakh bisa bermakna ganda: (1) bermakna 

31 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 52.
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pembatalan (al-ibtāl), penghapusan (al-izālah); dan (2) 
bisa bermakana pengangkatan (al-naql), pengalihan (al-
tahwīl).32 Sedangkan secara terminologis (istilāhan) al-
nasakh bermakna pembatalan suatu ketentuan syariat 
dengan dalil syariat yang datang kemudian (raf ‘ hukm 
syar‘ī bidalīl syar‘ī muta’akhir)33.

Pembenaran teori nasakh berasal dari gagasan umum, yang 
dijalankan dengan konsensus (ijmā‘), bahwa agama Islam 
menghapus banyak, dan kadang-kadang semua, hukum 
yang di bawa oleh agama-agama sebelumnya. Adalah 
sebuah keyakinan yang fundamental, lebih jauh, bahwa 
Islam tidak hanya menganggap agama tersebut ligitimate, 
tapi mengklaim dirinya sebagai pemegang warisan agama-
agama tersebut. Bahwa Nabi menggantikan hukum-
hukum nabi-nabi sebelumnya membuktikan bahwa 
nasakh adalah instrumen hermenetik yang valid yang 
secara khusus dibuktikan dalam Q.S: 2/106, “ayat yang 
Kami hapus atau Kami lupakan, maka kami berikan ayat 
yang lebih atau setara dengannya” dan Q.S: 16/101, “dan 
ketika kami menggantikan satu ayat dengan ayat yang 
lain, dan Allah lebih mengetahui yang terbaik apa yang 
Dia wahyukan, mereka mengatakan, sesungguhnya kamu 
hanyalah mengada-ada, sesungguhnya sebagian besar 

32 Al-Āmidī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. II, hlm. 160; al-Syawkānī, 
Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I, hlm. 161; Abū Husain al-Basrī, al-
Mu‘tamad fī Ushūl..., jilid. I, 394; Tiftāzānī, Syarh al-Talwīh..., jilid. 
II, hlm 31.

33 Ibn al-Hājib, Mukhtasar Muntahā al-Su’ul wa al-Amal fī ‘Ilmay al-
Ushūl wa al-Jadal, tahqīq: Nadzīr Hamādū, jilid II, (Beirut: Dār Ibn 
Hazm, cet. I, 2006), hlm. 160.
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mereka tidak mengetahui.” Ayat ini digunakan untuk 
menunjukkan bahwa nasakh dapat diterapkan pada wahyu 
dalam Islam.34

Harus ditekankan bahwa sebagian besar usūliyyūn 
mendukung pendapat yang menyatakan bahwa yang 
dihapus bukanlah teks itu sendiri, melainkan hukum yang 
dikandung dalam teks. Teks qua teks tidak bisa digantikan, 
karena untuk mengatakan bahwa Allah mewahyukan 
peryataan-pernyataan yang berbeda bahkan bertentangan 
akan menyebabkan satu pernyataan tersebut salah, dan hal 
ini pada gilirannya akan membawa kita pada kesimpulan 
yang tidak dapat disetujui bahwa Allah mewahyukan 
sesuatu yang tidak benar.35

Kenapa adanya, terutama, hukum-hukum yang berbeda 
bahkan bertentangan merupakan sebuah persoalan 
yang menarik perhatian usūliyyūn. Bahwa hukum-
hukum seperti itu memang ada, bagaimanapun, tidak 
bisa dipungkiri, dan bahwa hukum yang satu harus 
menghapus yang lainnya dianggap sebagai sesuatu yang 
pasti. Setidaknya terdapat tiga kriteria yang menentukan 
di mana teks menghapus teks lain, yaitu (1) yang paling 
menunjukkan kejelasan, kriteria bisa di dapat dalam 
pernyataan yang eksplisit dalam menghapus teks, seperti 

34 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 482-484; al-Bājī, Ihkām 
al-Fusūl fī Ahkām al-Usūl, tahqīq: ‘Abd al-Mājid al-Turkī, (Beirut: 
Dār al-Garb al-Islāmī, cet. I, 1986), hlm. 391; Ibn Barhān, al-
Wusūl ilā al-Usūl, tahqīq: ‘Abd al-Hāmid Abū Zunaid, jilid II, 
(Riyadh: Maktabah al-Ma‘aārif, cet. I, 1998), hlm. 13-21. 

35 al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 393.
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hadis Nabi, “Saya telah membolehkan bagimu untuk 
memakai kulit bangkai, tapi setelah menerima tulisan ini, 
kamu tidak boleh menggunakan kulit itu dalam bentuk 
apa pun.” Di sini, izin pertama, secara eksplisit dihapus 
dengan larangan.36 (2) kriteria paling umum bagi nasakh 
adalah aturan kronologis dari pengwahyuan dan urutan 
diakronik dari karir Nabi, yakni teks-teks tertentu yang 
lebih akhir menghapus teks-teks yang lebih awal (nasakha 
al-mutaqaddim bi al-muta’akhir). Misalnya, pada periode 
awal, Nabi mengumumkan bahwa hukuman bagi zina 
adalah dicambuk seratu kali dan diasingkan selama 
seratus tahun. Di kemudian hari, ketika Mā‘iz berzina, 
Nabi tidak menghukumnya dengan cambukan atau 
pengasingan, dan sebagai gantinya Nabi memerintahkan 
untuk dirajam. Kesulitan yang muncul disini adalah 
menentukan kronologis teks.37 (3) kriteria konsensus, 
kalau masyarakat, diwakili oleh para ulamanya, sepakat 
untuk mengadopsi sebuah hukum yang lebih disukai 
ketimbang hukum yang lain, maka yang terakhir itu 
dianggap dinasakh sebab masyarakat tidak akan sepakat 
dalam kesesatan (lā tajtami‘ ummatī ‘alā dalālah).38

Namun begitu, sejumlah usūliyyūn menolak konsensus 
yang dianggap mampu me-nasakh teks-teks keagamaan, 
hal itu disebabkan oleh prinsip utama dalam teori nasakh 
yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip cabang tidak 

36 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 515-517.

37 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 517-519.

38 Al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī, jilid. V, (Kairo: Maktabah Salafiyyah, 
cet. I, 1996), hlm. 51.
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dapat dipakai untuk menghapus semua atau sebagian 
sumber yang darinya prinsip-prinsip itu berasal. Hal 
ini menjelaskan kenapa konsensus dan qiyās, keduanya 
berdasarkan atas al-Qur’an dan Sunnah, dianggap 
oleh sebagian usūliyyūn yang beraliran Sunnī, kurang 
mempunyai kekuatan untuk menasakh baik hadis maupun 
ayat-ayat al-Qur’an.39

Prinsip utama lainnya, yang sering dipakai dalam argumen-
argumen yurisprudensi, adalah bahwa secara epistimologi 
teks yang lebih rendah tidak dapat menghapus teks yang 
lebih tinggi. Karenannya, sebuah teks yang kebenarannya 
dan keasliannya hanya dianggap dugaan atau mungkin 
(zannī) sama sekali tidak dapat menghapus teks lain 
yang definitif (qat‘ī). Di lain pihak, teks yang dianggap 
mempunyai nilai epistimologi yang sama dari jenis yang 
sama, yang satu bisa menghapus yang lainnya. Prinsip 
ini kelihatannya menggambarkan perluasan dari Q.S: 
2/106, yang berbicara tentang penghapusan ayat-ayat dan 
menggantikannya dengan yang lebih baik atau sederajat. 
Oleh karena itu, sudah menjadi prinsip umum bahwa al-
Qur’an dan hadis mutawātir dapat menghapus satu sama 
lainnya. Hal yang sama dapat diterapkan dalam hadis ahād. 
Lebih jauh, menurut logika prinsip ini, secara epistimologi 
teks yang lebih tinggi dapat menghapus teks yang lebih 
rendah. Dan oleh karena itu, al-Qur’an dan Sunnah 
mutawātir dapat menghapus hadis-hadis ahād, tapi tidak 

39 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 54-55; Al-Syīrāzī, Syarh 
al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 512.
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sebaliknya.40

Selanjutnya, dalam al-Qur’an dan Sunnah, sebuah teks 
yang mengungkapkan bahwa sebuah pernyataan (qawl) 
bisa menghapus teks sejenis lainnya, sama seperti teks 
dalam bentuk perbuatan (fi‘il) bisa menghapus lainnya 
yang sejenis. Dan sesuai dengan prinsip bahwa sebuah teks 
yang lebih tinggi dapat menghapus teks yang lebih rendah, 
penghapusan sebuah “teks perbuatan” oleh sebuah “teks 
ucapan” dianggap sah.41

Kemudian terjadi kontroversi di antara usūliyyūn dalam 
persoalan apakah Sunnah dapat menghapus al-Qur’an. 
Orang-orang yang berpendapat bahwa al-Qur’an tidak 
dapat di-nasakh oleh Sunnah mengemukakan Q.S: 2/106 
yang seperti telah kitalihat, menyatakan bahwa kalau 
Allah menghapus sebuah ayat, Dia melakukannya hanya 
untuk menggantikannya dengan ayat lain yang lebih baik 
atau sama. Sunnah, menurut mereka, tidaklah lebih baik 
atau sama dengan al-Qur’an, dan karenanya tidak ada 
hadis yang dapat menasakh ayat al-Qur’an.

Di lain pihak, para pendukung pendapat bahwa Sunnah 
dapat menasakh al-Qur’an menolak pendapat bahwa Nabi 
tidak mempunyai hak, sebab meskipun benar bahwa 
ia bertindak sendiri, tapi ia berbicara atas nama Allah 
ketika me-nasakh sebuah ayat. Namun, argumen pokok 
para pendukung ini berkisar di wilayah epistimologi: al-

40 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 505.

41 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 498.
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Qur’an dan hadis mutawātir memberikan keyakinan, dan 
memiliki status epistimologi yang sama, maka keduanya 
dapat me-nasakh satu sama lain. Usūliyyūn yang tidak 
setuju dengan pendapat ini menolak argumen ini dengan 
alasan bahwa konsensus juga memberikan kepastian, tapi 
tidak mempunyai otoritas untuk me-nasakh. Kemudian 
mereka berargumen bahwa kesamaan epistimologi kedua 
sumber tersebut tidak berarti dapat saling me-nasakh. 
Hadis ahād dan qiyās, misalnya, memberikan pengetahuan 
yang mungkin (zannī), tapi yang pertama boleh me-
nasakh sedangkan yang kedua tidak. Alasan untuk hal 
ini adalah bahwa hadis-hadis ini khususnya, dan Sunnah 
pada umumnya, merupakan sumber utama yang darinya 
otoritas qiyās diperoleh. Sesuatu yang didapat sama sekali 
tidak dapat menghapus sumbernya. Dan oleh karena itu, 
al-Qur’an adalah sumber Sunnah dan juga lebih tinggi 
dari Sunnah, Sunnah sekali-kali tidak bisa me-nasakh al-
Qur’an.42

Perbedaan yang agak bersifat konsekuensi dari perbedaan 
di atas muncul berkaitan dengan bolehnya hadis ahād 
menasakh al-Qur’an atau hadis mutawātir. Sekelompok 
usūliyyūn mengemukakan pendapat bahwa hadis 
ahād dapat menasakh al-Qur’an dan hadis mutawātir, 
menyatakan bahwa pendapat mereka bisa dipertahankan 
tidak saja dengan argumen rasional, tapi nasakh semacam 
ini pernah terjadi pada masa Nabi. Secara rasional, adanya 
gagasan bahwa hadis ahād tertentu bisa menjadi penghapus 
bagi Sunnah mutawātir atau ayat al-Qur’an adalah bukti 

42 al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 417-424.
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yang cukup bahwa Sunnah atau ayat semacam itu tidak 
memberikan kepastian kecuali dikaitkan dengannya; 
dan karena tidak pasti, hadis ahād tidak akan menjadi 
lebih rendah dari al-Qur’an dan Sunnah mutawātir, dan 
karenannya hadis ahād dapat menghapus ayat al-Qur’an 
atau hadis mutawātir.

Lebih jauh dikatakan bahwa hadis ahād telah diterima 
secara umum bisa men-takhsīs Sunnah mutawātir dan 
al-Qur’an, dan kalau hadis ahād mempunyai otoritas 
untuk men-takhsīs, maka ia juga punya kekuatan untuk 
menghapus. Tapi argumen mereka yang paling jelas 
mendukung pendapat ini mungkin adalah argumen 
yang menjelaskan dinamika pewahyuan pada masa Nabi. 
Sebuah kasus klasik dalam hal ini adalah Q.S: 2/180 
yang menyatakan bahwa “diwajibkan bagimu, bila salah 
satu dari kamu akan meninggal dunia, dan mempunyai 
harta benda, untuk berwasiat kepada kedua orang tua 
dan kerabat dekatnya dengan cara yang baik.” Ayat ini, 
menurut sebagian usūliyyūn, telah di-nasakh oleh hadis 
ahād “lā wasiyyah li al-wārits” (tidak ada wasiat bagi ahli 
waris).43 Karena orang tua dan kerabat dekat dianggap oleh 
al-Qur’an sebagai ahli waris, Q.S: 2/180 dianggap telah 
diganti, hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa hadis-hadis 
ahād dapat menasakh al-Qur’an dan Sunnah mutawātir.

Usūliyyūn yang tidak sependapat dengan doktrin ini 
menolak argumen bahwa hadis ahād telah merebut 

43 Ibn Mājjah, Sunan Ibn Mājjah, tahqīq: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-
Bāqī, jilid. II, hadis no: 2714, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 906.
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epistimologi yang sama dengan status al-Qur’an dan 
Sunnah mutawātir. Hal yang paling mungkin, menurut 
mereka, untuk memasukkan keraguan pada keyakinan 
yang diperoleh dari teks-teks ini secara a priori dihindari. 
Seperti yang mereka lihat, hadis-hadis ahād, karena hanya 
bersifat anggapan terhadap inti permasalahan, sama 
sekali tidak dapat menasakh al-Qur’an dan hadis-hadis 
mutawātir. 

Lebih jauh, usaha untuk menyamakan taksīs dengan 
nasakh gugur dengan kenyataan bahwa takhsīs melibatkan 
penggantian sebagian dari bukti tekstual dengan teks 
lain, dengan membawa kedua teks itu secara bersama-
sama, sebagai satu kesatuan, untuk mencari solusi 
persoalan hukum yang ada. Sebaliknya, nasakh secara 
definisi, menyatakan penggantian menyeluruh satu 
teks dengan teks lainnya, yang terakhir menjadi kosong 
dari hukum apa pun. Contoh qiyās yang dipakai untuk 
mendukung argumen ini: metode penyimpulan hukum ini 
telah diterima secara umum bisa men-takhsīs al-Qur’an 
dan Sunnah, tapi tidak bisa, dengan kesepakatan umum, 
mengganti sumber-sumber tekstual. 

Terakhir, peristiwa nasakh oleh hadis ahād dalam kasus 
warisan ditolak oleh para penentangnya sebagai sebuah 
contoh dari hermenika yang keliru. Hadis ahād yang 
menyatakan “tidak ada wasiat bagi ahli waris,” menurut 
mereka tidak dapat me-nasakh ayat yang telah disebut. 
Ayat tersebut di-nasakh oleh Q.S: 4/11 yang menyatakan 
bahwa kedua orang tua, tergantung kepada jumlah dan 
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tingkat hubungan dengan ahli warisnya. Mengkhususkan 
bagian orang tua setelah alokasi warisan adalah bukti 
yang jelas bahwa ayat ini me-nasakh Q.S: 2/180 dan bukan 
hadis ahād. Para usūliyyūn ini berpendapat, benar hadis ini 
muncul hanya untuk mengkonfirmasikan penghapusan 
ayat al-Qur’an, dan hal ini dibuktikan dalam bagian 
pertama dari hadis, bagian yang dihilangkan oleh orang-
orang yang menggunakannya untuk mendukung kasus 
penghapusan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis ahād. Dalam 
keseluruhannya, hadis ini menyatakan, “Allah telah 
memberikan setiap orang haknya, dan karena itu tidak ada 
wasiat untuk seorang ahli waris” (inna al-Allāh qad a‘tā kulli 
dzī haqq haqqahu, fa lā wasiyyah li al-wārits).44 Penisbatan 
perintah kepada Allah, demikian dikatakan, memberikan 
sebuah bukti yang fasih bahwa Nabi mengakui dan hanya 
mendukung nasakh Q.S: 2/180 dengan Q.S: 4/11.45

b.  Sunnah

Dasar kedua adalah Sunnah. Sunnah pada dasarnya 
berarti perilaku teladan dari seseorang tertentu. Dalam 
konteks ushul fikih, terminologi Sunnah merujuk pada 
model perilaku Rasulullah. Konsep Islam mengenai 
Sunnah, bersumber dari diutusnya Rasulullah. Karena 
al-Qur’ān memerintahkan kepada kaum muslimin untuk 
mencontoh tradisi Rasulullah, yang dinyatakan al-Qur’ān 

44 Ibn Mājjah, Sunan Ibn Mājjah…, jilid. II, hlm. 906

45 al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 426-427; Al-Syīrāzī, Syarh al-
Lummā‘..., jilid. I, hlm. 507-511.
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sebagai “teladan yang agung” (uswatun hasanah).46 
Berdasarkan konsepsi ini, maka kemudian perilaku dan 
tradisi Rasulullah menjadi ideal untuk diikuti bagi kaum 
muslimin.

Kata al-Sunnah itu lebih luas dari pada al-hadīts. Al-Sunnah 
adalah ucapan, tindakan, dan ketetapan, sedangkan al-
hadīts hanyalah ucapan saja.47 Dalam kaitannya dengan 
Sunnah, literatur ushul fikih pada umumnya membagi 
diskurus Sunnah ke dalam tiga bagian utama, yaitu 
epistimologi, transmisi (riwāyah), dan otentisitas hadis 
itu sendiri.

Epistimologi Sunnah
Analisis bahasa hukum mensyaratkan bahwa teks-teks 
yang mewujudkan bahasa ini telah dibentuk sebagai dapat 
dipercaya sejauh berkaitan dengan proses transmisinya. 
Sebuah teks yang ditransmisikan dengan cara-cara yang 
meragukan dianggap mengurangi efek hukum, meskipun 
bahasanya mungkin jelas dan tegas. Karena itu semua 
teks harus melewati pembuktian analisis linguistik dan 
transmisi sebelum teks-teks tersebut didekati dengan 
suatu pandangan untuk mengambil peraturan hukum 
darinya. Namun teks al-Qur’an tidak terkena tes transmisi 
tersebut, karenamodel transmisinya dalam komunitas 
usūliyyūn mengeluarkan kemungkinan keragi-raguan 
ataupun kesalahan.

46 Q. S: 33/21dan 68/4.

47 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 45.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

261
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

Meskipun kelihatannya telah terbukti dengan sendirinya 
bahwa al-Qur’an dan Sunnah merupakan dasar-dasar 
material dari hukum Islam (darūriyyah dīniyyah),48 namun 
usūliyyūn tidak menerima fakta ini begitu saja. Al-Qur’an 
dan kenabian Muh}ammad adalah otoritatif merupakan 
persoalan ontologis dalam kajian teologi (‘ilm al-kalām) 
yang cabangnya adalah ushul fikih. teologi membenarkan 
dan membangun dasar-dasar agama yang luas, meliputi 
keberadaan Allah, kebenaran Kitab-Nya dan nabi-
nabi-Nya, di mana yang terakhir adalah Muh}ammad. 
Wilayah ontologi Ushul fikih bermula dari persoalan yang 
ditinggalkan teologi, dengan mengasumsikan kebenaran 
postulat-postulat teologi, dua di antara postulat-postulat 
tersebut adalah kebenaran dan keotorotatifan al-Qur’an 
dan Sunnah sebagai dasar-dasar hukum.49

Mempostulatkan Sunnah sebagai salah satu dasar-
dasar hukum tidak mesti menghindari kemungkinan 
mempertanyakan unsur-unsur tertentu dari Sunnah, 
karena menunjukkan bahwa sebuah unsur adalah 
meragukan sama dengan membuktikan bahwa unsur 
tersebut tidak terjadi dalam Sunnah tersebut. Postulat-
postulat teologi juga tidak berhubungan dengan 
pembatasan wilayah Sunnah atau dengan analisis 
substansinya. Tugas-tugas ini adalah wilayah ontologis 
kajian ushul fikih.

48 Ibn al-Humām, al-Tahrīr fī ‘Ilm..., jilid. IV,hlm. 24.

49 Al-Juwaynī, al-Burhān fī..., jilid. I, hlm. 84-85; Al-Ghazālī, al-
Mustasfā..., jilid. I, hlm. 6-7.
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Langkah pertama dalam diskursus tentang Sunnah sebagai 
dasar hukum adalah mendefinisikan konstitusinya. 
Sunnah, secara definisi, meniscayakan keterlibatan Nabi. 
Bentuk yang paling banyak dari keterlibatan Nabi adalah 
ucapan-ucapan dan perilaku-perilakunya. Tapi juga yang 
termasuk dalam Sunnahnya adalah tindakan-tindakan 
dan ucapan-ucapan orang lain yang telah melihat dan 
mendengar, atau yang secara diam-diam disetujui oleh 
Nabi. Ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan semacam 
itu, sekali secara diam-diam disetujui oleh Nabi, namun 
mencapai status yang sama dengan apa yang terjadi 
pada ucapan-ucapan dan tindakan-tindaknnya. Bahkan 
tindakan-tindakan yang tidak dilihat oleh Nabi mungkin, 
dalam keadaan tertentu, masuk ke dalam meteri Sunnah. 
Kalau dapat diketahui bahwa seorang sahabat, misalnya, 
berperilaku sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi 
diketahui, atau perilaku yang disetujui oleh Nabi, perilaku 
sahabat tersebut dianggap menjadi bagian dan paket dari 
Sunnah. Misalnya, seorang sahabat yang terkenal, Mu‘ādz 
bin Jabal, dilaporkan sering melaksanakan shalat Ashar 
bersama Nabi dan setelah itu ia secara reguler sering 
mendatanginya sukunya, Bani Salamah, dan bergabung 
bersama mereka melaksanakan shalat yang sama. 
Perilakunya, diketahui dan disetujui oleh Nabi, menjadi 
sebuah Sunnah tentang shalat-shalat sunnah dengan 
alasan yang dipertimbangkan oleh usūliyyūn bahwa yang 
pertama dari dua shalat yang sama – dalam kasus ini 
shalat Ashar – adalah kewajiban dan yang lainnya adalah 
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sukarela (sunnah).50

Apakah Sunnah berasal dari ucapan-ucapan dan tindakan-
tindakan Nabi sendiri atau tidak terkena klasifikasi sesuai 
dengan norma-norma hukum. tindakan-tindakan yang 
tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan, 
seperti berjalan, tidur dan seterusnya yang disebut 
dengan Sunnah jabaliyyah, dikelompokkan ke dalam yang 
dibolehkan, di mana melakukan atau tidak melakukan 
tidak mendatangkan pahala atau hukuman. Tindakan-
tindakan dan ucapan-ucapan lain mungkin tergolong 
dalam salah satu dari ketiga kategori, yaitu: (1) taat pada 
perintah Allah (tā‘ah al-Allāh); (2) menjelaskan hal-hal 
yang meragukan (bayān al-ghumūd); dan (3) membuat 
suri tauladan (qudwah hasanah). Kalau bentuk imperatif 
(al-amr) dari suatu perintah ditafsirkan sebagi sebuah 
kewajiban, atau sebuah sunnah, maka sunnah harus 
ditafsirkan sesuai dengan perintah tersebut. Dan kalau 
sunnah tersebut merupakan klarifikasi dari sebuah teks 
yang tidak jelas, bukti linguistik di sekitar teks tersebut 
harus menentukan nilai hukumnya. Tapi, kalau Sunnah 
menggambarkan suatu tindakan atau ucapan yang benar-
benar baru, sebagian usūliyyūn berpendapat bahwa 
Sunnah seperti itu menandakan sebuah kewajiban kecuali 
ada penjelasan kontekstual yang menunjukkan hal yang 
sebaliknya. Sebagian lain berpendapat bahwa Sunnah 
semacam itu dalam dirinya atau dengan sendirinya tidak 
menandakan kewajiban ataupun sunnah, dan penilaian 
atas sunnah tersebut harus ditunda (mawqūf) sampai 

50 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 561-562.
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muncul bukti lain yang menunukkan bahwa sunnah 
tersebut termasuk satu nilai atau lainnya.51

Jika demikian, Sunnah,nilai hukum apa pun yang 
diwujudkannya, bersifat mengikat umat Islam, dan tidak 
dapat diaplikasikan hanya pada orang atau Nabi kecuali 
ada penjelasan lain yang membuktikan bahwa Sunnah itu 
dibatasi demikian. Bahwa Sunnah mengikat umat Islam, 
seperti yang kita lihat, dibuktikan oleh al-Syāfi‘ī dan 
usūliyyūn setelahnya dengan alasan bahwa al-Qur’an yang 
menyuruh umat Islam untuk patuh kepada Nabi dan tidak 
melenceng dari barisanya.52

Transmitasi
Oleh karena Sunnah itu bersifat mengikat, dan di dalam 
sebagian besar sumber hukum yang paling penting, 
Sunnah telah dieksploitasi sebagai materi mentah hukum. 
Untuk itu transmisi Sunnah menjadi perhatian utama 
usūliyyūn. Sebuah Sunnah dianggap valid dalam kondisi 
di mana Sunnah tersebut ditransmisikan. Oleh karena itu, 
kondisi ini menentukan apakah sebuah hadis dianggap 
menghasilkan kepastian, kemungkinan, atau tingkat 
pengetahuan yang dari itu yang tidak menghasilkan 
hukum apa pun.

51 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 545; al-Bājī, Ihkām 
al-Fusūl..., hlm. 309-312; Mustafā al-Sibā‘ī, al-Sunnah wa 
Makānatuhā fī al-Tasyrī‘, (Beirut: Dār al-Warāq, cet. I, 2000), hlm. 
67.

52 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 43-54; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 
309.
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Mencapai kepastian dalam transmisi sebuah hadis berarti 
bahwa tidak ada keraguan apa pun berkenaan dengan fakta 
bahwa hadis tersebut adalah otentik dan asli. Kepastian 
ini hanya terjadi pada jenis transmisi mutawātir yang 
memiliki tiga syarat. Pertama, hadis harus sampai kepada 
kita dengan jalan transmisi yang cukup jumlahnya untuk 
menghindari kemungkinan kesalahan atau kolaborasi atas 
sebuah pemalsuan (mā rawāhu jam‘un ‘an jam‘in lā yumkin 
al-tawātu’ ‘alā al-kidhb). Kedua, tingkatan pertama dari 
perawi harus melihat apa yang dikatakan atau dilakukan 
oleh Nabi. Ketiga, kedua syarat di atas harus dimiliki pada 
setiap tingkat transmisi yang dimulai dari tingkat pertama 
dan berakhir pada pendengar hadis yang terakhir.53

Model transmisi yang mutawātir menghasilkan 
pengetahuan yang pasti, di mana akal berfungsi sebagai 
penerima objek hadis tanpa harus menggunakan daya 
pikir atau refleksi. Berbeda dengan pengetahuan hasil 
dari perolehan (‘ilm muktasab) yang masuk ke dalam akal 
hanya setelah akal menggunakan metode penyimpulan, 
pengetahuan yang pasti ada dalam akal secara spontan. 
Terhadap hadis yang ditransmisikan oleh satu orang, 
seorang dianggap mungkin telah mengetahui isinya 
dan otentisitasnya. Agar sampai kepada tingkatan 

53 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 572; Bernard Weiss, 
“Knowledge of the Past: The Theory of Tawatur According to 
Ghazali,” Studia Islamica, 61, (1985), hlm. 81-105; Wael B. Hallaq, 
“On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni 
Legal Thought” in Heer, ed., Islamic Law and Jurisprudence, hlm.3-
31. Reprinted in Hallaq, Law and Legal Theory in Classical and 
Medieval Islam,hlm. 9-19.
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pengetahuan yang pasti, kita harus mendengar hadis yang 
disampaikan beberapa kali dan setiap kalinya disampaikan 
oleh perawi yang berbeda.54

Mayoritas usūliyyūn berpendapat bahwa sebuah hadis 
yang disampaikan melalui jalan transmisi yang kurang 
dari lima tidak dapat dianggap sebagai mutawātir, karena 
penerimaan hadis semacam ini mesti melibatkan daya 
pikir dan refleksi.55 Sebagian usūliyyūn menentukan 
minimum perawi sampai lima orang, sedangkan yang lain 
menentukan jumlah yang bervariasi sampai 12, 20, 7056 
atau 313.57 Tapi, diakui secara umum bahwa jumlah di 
mana pengetahuan langsung didapat harus lebih dari lima, 
tapi tidak dapat ditentukan secara pasti, karena jumlah itu 

54 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 574-577; Wael B. 
Hallaq, “On Inductive..., hlm. 10.

55 Yang dimaksud dengan melibatkan daya pikir dan refleksi di 
sini didasarkan kepada tata cara hukum kesaksian. Mayoritas 
usūliyyūn beralasan bahwa seorang hakim menerima kesaksian 
dari empat saksi dalam pengadilan, ia harus menggunakan daya 
pikirnya dalam meneliti karakter mereka untuk memastikan 
kebenaranya. Kalau terjadi bahwa kesaksian empat orang 
tersebut menghasilkan pengetahuan yang pasti, maka penelitian 
semacam itu menjadi tidak relevan. Lihat: Al-Juwaynī, al-Burhān 
fī Usūl..., jilid. I, 570-573; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 328-329.

56 Pilihan 70, misalnya, didasarkan atas dugaan jumlah orang yang 
mengikuti Nabi Musa yang dicerikan dalam Q.S, 7/155. Lihat: 
Lihat: Al-Juwaynī, al-Burhān fī Ushūl..., jilid. I, 570-573.

57 Pilihan angka 313 menggambarkan jumlah pejuang Muslim yang 
bergabung dengan Nabi dalam perang Badar. Lihat: Lihat: Al-
Juwaynī, al-Burhān fī Ushūl..., jilid. I, 570-573.
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bervariasi antara satu usūliyyūn dengan yang lainnya.58

Hadis-hadis ahād, di lain pihak, tidak membawa kepada 
pengetahuan yang pasti, meskipun dalam keadaan 
tertentu, hadis-hadis itu menghasilkan kepastian yang 
sama dengan pengetahuan yang di dapat (‘ilm muktasab). 
Kebutuhan sekarang untuk meneliti otentisitas hadis 
manambahkan ke dalam akal kita sebuah unsur pemikiran 
dan refleksi yang menghindari pengetahuan yang 
dinyatakan oleh hadis-hadis tersebut dari sifatnya pang 
pasti dan langsung. Dalam hadis ahād, kita benar-benar 
menyadari proses pengetahuan sampai pada akal kita.59

Meskipun hadis ahād mungkin saja menghantarkan kita 
kepada pengetahuan yang diperoleh (‘ilm muktasab), 
mayoritas hadis-hadis tersebut tidak melampaui 
tingkat kemungkinan (zannī). Oleh karena itu, 
usūliyyūn membedakan dua macam hadis ahād, (1) yang 
menghasilkan keyakinan dan yang ke (2) menghasilkan 
kemungkinan. Tapi, kedua macam hadis ahād tersebut 
kurang banyak pentransmisian seperti yang dilalui oleh 
hadis mutawātir melalui generasi ke generasi. Hadis apa 
pun yang tidak dirawikan oleh banyak jalur adalah ahād, 
berapa pun jumlah jalurnya. Oleh karena itu, term ahād 
menunjukkan kepada sebuah hadis yang ditransmisikan 

58 Lihat: Al-Juwaynī, al-Burhān fī Ushūl..., jilid. I, hlm. 569-570; al-
Farrā’, al-‘Udda fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: Ahmad Mubarrakī, jilid. 
III, hlm. 856-857; Wael B. Hallaq, “On Inductive..., hlm. 12.

59 al-Ghazālī, al-Mankhūl min Ta‘līqāt..., hlm. 245; Al-Syīrāzī, Syarh 
al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 578.
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melalui satu jalur atau lebih yang tidak sampai pada 
jumlah rawi dalam hadis mutawātir (mā lam yablugh h}add 
al-tawātur).60

Rangkaian petransmisian yang banyak dalam dalam 
hadis-hadis mutawātir menyingkirkan kebutuhan untuk 
meneliti keterpercayaan para perawi (tsiqqah al-ruwwah), 
sebuah fakta yang menjelaskan kenapa hadis-hadis ini 
menghasilkan pengetahuan yang pasti dan meyakinkan. 
Dalam hadis ahād jenis pertama, saksi yang banyak pada 
tingkat rawi pertama merepresentasikan dukungan 
koraboratif yang memberikan hadis sebuah nilai kepastian 
epistemik. Ketiadaan dukungan seperti ini dalam tingkat 
selanjutnya, menjadikan sebuah kebutuhan untuk 
meneliti kejujuran setiap rawi dari tingkat kedua sampai 
pada tingkat terakhir.

Jenis kedua dari hadis ahād yang hanya membawa kita 
kepada kemungkinan kurang unsur dukungan koroboratif 
dalam tingkat pertama petransmisian. Kekurangan bukti 
koraboratif dan jumlah perawian yang cukup banyak 
dalam setiap tingkat perawian tidak dapat menjamin 
keraguan atas keontentikan hadis. Pertama kali, hadis 
tersebut ditransmisikan tanpa interupsi dan kalau setiap 
rawi telah lulus tes kepercayaan (al-jarh wa al-ta‘dīl), maka 
hadis tersebut dianggap menghasilkan pengetahuan yang 
mungkin dan dapat diterima dalam hal-hal yang bersifat 
amaliah praktis, tapi tidak dalam hal-hal yang berkaitan 

60 al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 319.
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dengan keyakinan (i‘tiqādiyyāt).61

Pada abad ke-V H/XI M, ushul fikih Sunnī mengakui 
elemen hadis lain yang mutawātir tapi tidak identik dengan 
hadis-hadis yang sebelumnya kita temui.62 Yang terakhir 
ini adalah mutawātir lafzī (kolektif-redaksional), yakni, 
setiap hadis yang merepresentasikan sebuah teks yang 
dirawiyakan secara identik, kata demi kata, melalui semua 
cara dalam bentuk mutawātir. Tapi, materi hadis-hadis 
lain disebut mutawātir sejauh berkaitan dengan jumlah 
jalur, tapi tiap jalur tersebut, meskipun terdiri dari hadis 
yang secara tekstual berbeda antara satu dengan lainnya, 
memberikan makna yang sama, inilah yang disebut dengan 
mutawātir ma‘nawi.63

Sebagaimana halnya hadīts mutawātir lafzī yang 
menghantarkan kepada kepastian, begitu juga halnya 
hadīts mutawātir ma‘nawī yang menghantarkan kepada 
keyakinan melalui pembenaran logis dalam korobasi 
induktif setiap hadis yang memberikan dukungan arti 
yang sama kepada hadis lain. oleh para usūliyyūn, hal ini 
dipersamakan dengan tetesan air atau butiran roti; kalau 
keduanya dikosumsi secara terus-menerus akhirnya akan 
menghilangkan rasa haus atau mengenyangkan, kalau 
dikonsumsi secara terpisah, tidaklah cukup.64

61 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 606.

62 Wael B. Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 94.

63 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 569; Wael B. Hallaq, 
“On Inductive..., hlm. 20-21.

64 Wael B. Hallaq, “On Inductive..., hlm. 20-21.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

270  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

Dalam sebagian hadis-hadis ahād, rangkain transmisi 
tidak hanya sempurna tapi juga berlipat ganda selama 
generasi ketiga dan keempat setelah Nabi. Dikenal 
dengan hadis masyhūr (popular), hadis-hadis ini dianggap 
menghasilkan pengetahuan yang pasti, meskipun bersifat 
diperoleh (muktasab). Asumsi bahwa generasi pertama, 
dengan alasan bahwa mereka hidup dalam periode Islam 
yang begitu asli, tidak mungkin berbohong atau sepakat 
untuk pemalsuan, mengeyampingkan kemungkinan 
bahwa sebuah hadis yang diberikan telah dipertanyakan 
pada periode pertama dari kemunculannya, ketika hadis 
tersebut masih ahād. Dan sekali hadis tersebut beredar 
lebih banyak lagi setelah generasi pertama, sebagian besar 
petransmisian ini betul-betul menyelamatkan keyakinan 
hadis ini. Tapi karena sebagian kesadaran berpikir terlibat 
dalam menverifikasi kesahihan hadis tersebut dalam fase-
fase awalnya, pengetahuan yang dicapai dari padanya 
haruslah tetap diperoleh (‘ilm muktasab).65

Otentisitas
Seperti yang terlihat bahwa kejujuran perawi memerankan 
peranan penting dalam menentukan status dan keotentikan 
hadis-hadis Nabi. Tentu kebanyakan sifat-sifat yang harus 
dimiliki seorang perawi yang tak tercela berkisar disekitar 
kejujuran. Sifat yang paling tinggi nilainya, dan dianggap 
sangat diperlukan, adalah bersikap adil, yakni menjadi 
benar secara moral dan agama, tidak melaksanakan dosa 

65 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 49; al-Bājī, Ihkām al-
Fusūl..., hlm. 349.
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besar, sedikit melakukan dosa kecil. Sifat adil kelihatannya 
mengimplikasikan persyaratan lain, yakni, bersifat dapat 
dipercaya (sādiq) dan tidak berbohong. Persyaratan ini 
dimaksudkan untuk menghindari pemalsuan kata-kata 
dalam teks yang ditransmisikan, atau menyisipkan ke dalam 
teks tersebut materi palsu. Ini juga mengimplikasikan 
bahwa perawi tidak dapat berbohong sama seperti kepada 
sumber-sumbernya, ketika ia mengklaim bahwa ia telah 
mendengar hadis dari seorang yang otoritatif padahal 
sebenarnya tidak demikian. Ia juga harus benar-benar 
sadar dan tahu akan materi yang ia hubungkan, sehingga 
ia metransmisikannya dengan persis (dabt). Terakhir, 
ia tidak boleh terlibat dalam perbuatan bid‘ah (inovasi 
dalam agama) demi kepentingan gerakan yang ia ikuti. 
Persyaratan terakhir benar-benar mengimplikasikan 
bahwa seorang rawi harus mengikuti komunitas Sunnī, 
guna mengeluarkan gerakan-gerakan sekterian yang 
dianggap bid‘ah.66

Hanya hadis-hadis yang dirawikan oleh orang-orang 
yang memenuhi persyaratan ini di segala tingkatan yang 
diakui sebagai sahīh (otentik), dan tidak ada hadis yang 
bisa diterima sampai integritas perawi dikonfirmasikan 
dengan pembuktian seorang saksi yang memberi saksi 
bahwa perawi adalah terpercaya. Secara formal, kalau 
kesaksian itu positif, cukup bagi saksi untuk menyatakan 

66 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 155-162; Al-Syīraāzī, Syarh 
al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 630-633; al-Sarakhsī, Ushūl al-Sarakhsī, 
jilid. I, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, cet. I, 
1973), hlm. 345-355.
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secara singkat bahwa perawi itu jujur, tapi kalau perawi itu 
negatif, saksi berkewajiban untuk memberikan penjelasan 
terperinci untuk kesaksiannya. Kesaksian di mana saksi 
hanya mengatakan bahwa perawi tidak dapat dipercaya 
adalah tidak cukup untuk mendeskritkan perawi. Di lain 
pihak, bila dua saksi saling bertentangan satu sama lain 
berkaitan dengan kejujuran perawi tertentu, kesaksian 
negatif dianggap menggantikan kesaksian lain, karena 
diasumsikan bahwa hal itu didasarkan atas informasi lain 
tentang karakter perawi yang tidak ada pada saksi lain.67

Dalam rangka mencari solusi untuk kasus hukum, 
usūliyyūn mungkin menemui dua hadis atau lebih yang 
kelihatannya berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau 
semua hadis sama-sama (dalam satu bentuk) mendukung 
solusi tertentu, maka peraturan usūliyyūn mendapatkan 
dukungan tambahan. Bagaimanapun sebuah persoalan 
mungkin muncul ketika hadis-hadis semacam itu 
kelihatannya relevan dengan kasus tersebut, padahal 
jelas-jelas bertentangan. Kalau hadis-hadis tersebut 
tidak dapat disatukan, usūliyyūn berusaha kembali ke 
prosedur nasakh, di mana salah satu hadis dibuat untuk 
mencabut hadis lain. Kalau gagal, ia harus berusaha untuk 
menjadikan satu hadis lebih kuat dari yang lain dengan 
membagun argumen bahwa hadis tertentu mempunyai 
sifat-sifat yang superior dari sifat-sifat hadis yang lain. 
Kriteria menjadikan lebih kuat (tarjīh) berkaitan dengan 
bentuk pentransmisian (isnād), juga dengan materi (matn) 

67 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 614; Ibn Barhān, al-
Wusūl..., jilid. II, hlm. 186.
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hadis. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Pertama, 
hadis yang para perawinya cukup umur dan dikenal 
dengan ketepatan (dabt}) dan kuat kuat ingatan (quwah al-
hifz}) mereka, dianggap lebih dipercaya ketimbang hadis 
lain yang salah satu rawinya atau lebih, belum cukup usia 
atau kurang teliti/ketepatan dan kemampuan hafalan/
ingatan kurang. Kedua, hadis yang mencangkup di antara 
para rawinya ahli fikih yang lebih banyak ketimbang hadis 
lain jelas lebih tinggi. Ketiga, hadis yang dirawikan oleh 
orang yang lebih banyak lebih kuat dibanding hadis lain. 
keempat, hadis yang rawi pertamannya lebih dekat kepada 
Nabi dianggap lebih kuat ketimbang hadis yang rawi 
pertamannya baru saja mengenal Nabi. Kelima, hadis yang 
disampaikan oleh seorang rawi atau lebih dari penduduk 
Madinah lebih baik ketimbang hadis yang tidak dirawikan 
oleh perawi selain penduduk Madinah. Dan terakhir, 
keenam, rangkaian transmisi yang diterima tanpa syarat 
oleh muhaddīts (ahli hadis) yang otoritatif jelas membuat 
hadis tersebut lebih dipercaya ketimbang hadis yang 
transmisinya kontroversional.68

Materi juga menentukan kekuatan dan kelemahan 
komparatif dari sebuah hadis. Kriteria pertama, dalam 
hal ini adalah kesamaan makna dari isi hadis dengan 
sumber-sumber lainyayang otoritatif, seperti ayat-ayat 
al-Qur’an, Sunnah lain atau ijmā‘. Kesamaan seperti itu 
sama denga koroborasi oleh sumber-sumber ini tentang 
kebenaran yang ada dalam hadis dan karenanya memberi 

68 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 657-660; Ibn Barhān, 
al-Wusūl..., jilid. II, hlm. 735-744.
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sebuah status yang lebih tinggi dari pada hadis yang tidak 
mempunyai koroborasi (bukti-bukti yang membenarkan) 
seperti ini. Kedua, sebuah hadis dianggap lebih tinggi 
ketimbang yang lain kalau masyarakat berperilaku seperti 
aturan yang dihasilkan dari hadis itu, karena hal tersebut 
menjadikan sebuah konsensus yang membuktikan 
kejujurannya. Ketiga, hadis yang menyatakan ucapan dan 
perilaku Nabi adalah lebih baik ketimbang hadis lain yang 
terdiri dari hanya satu dari kedua di atas. Keempat, hadis 
yang menyatakan perbuatan – seperti berdirilah – lebih 
didahulukan ketimbang hadis yang menegaskan lawan 
perbuatan – misalnya, duduklah – sebab, sejauh berkaitan 
dengan aturan, yang pertama jelas lebih eksplisiit 
ketimbang yang terakhir. Kelima, hadis yang akibat 
hukumnya adalah larangan mengungguli hadis lain yang 
memberikan izin hal yang sama; di sini alasanya adalah 
yang pertama menggambarkan sebuah jalan yang lebih 
selamat, karena mengizinkan perbuatan yang dibolehkan 
dipandang oleh banyak usūliyyūn jauh lebih tercela 
ketimbang melarang perbuatan yang dibolehkan. Tetapi 
pendapat ini kontroversial, dan banyak usūliyyūn lain yang 
menganggap bahwa kedua hadis tersebut mempunyai 
kekuatan yang sama.69

Dari analisis ini tampak dengan jelas bahwa berita-berita 
dan tindakan perawi-perawi mempunyai metode-metode 
transmisi historis yang dibentuk oleh kelompok muslimin, 
dalam hal ini mereka mendahului Barat, yaitu orang-

69 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 660-662; Ibn Barhān, 
al-Wusūl..., jilid. II, hlm. 745-752.
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orang yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah 
ini sejak abad yang lalu saja. Bahkan, metode-metode 
ini merupakan metode-metode yang berada di balik 
pertumbuhan ilmu kritik historis terhadap kitab-kitab 
yang disakralkan di Barat setelah kelompok orientalis 
mengetahui metode-metode tersebut.

c. Konsensus

Apabila dasar yang pertama dan kedua, yakni al-Qur’an 
dan Sunnah, merupakan wahyu yang tertulis yang berasal 
dari Allah dan Rasul-Nya, maka dua berikutnya, yakni ijmā‘ 
(konsensus) dan qiyās (penalaran analogis) merupakan 
wahyu yang tidak tertulis. Oleh karena itu, dasar seluruh 
ketentuan-ketentuan hukum adalah satu, yaitu kalām al-
Allāh (firman Tuhan) yang konstan. Sabda Rasul bukan 
hal yang konstan dan bukan hakim kecuali sekadar 
memberitakan nilai-nilai yang berasal dari ketentuan-
ketentuan Allah. Konsensus (ijmā‘) menunjukkan 
Sunnah sebagaimana Sunnah menunjukkan ketentuan 
(hukum) Allah. Sedangkan nalarmenunjukkan ketentuan-
ketentuan syara‘ (hukum) ketika ketentuan-ketentuan 
sam‘  (riwayat) tidak ada. Oleh karena itu, formalisasi nalar 
sebagai salah satu dasar petunjuk adalah diperbolehkan. 
Dengan demikian, wahyu terdiri atas tingkatan-tingkatan: 
wahyu langsung dari Allah, yaitu al-Qur’an, wahyu detil 
yang berasal dari Rasulullah dengan bimbingan yang 
bersumber dari Allah, yaitu Sunnah; wahyu komunal yang 
berasal dari umat (publik), yaitu ijmā‘; dan wahyu personal 
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yang berasal dari nalar yang diafiliasikan pada wahyu al-
Qur’an, Sunnah, dan ijmā‘, yaitu qiyās. 

Berdasarkan skema, sumber hukum Islam yang ketiga 
adalah ijmā‘. Ijmā‘ adalah satu prinsip untuk menjamin 
kebenaran kandungan hukum yang baru muncul sebagai 
hasil penggunaan qiyās dan ijtihad. Tetapi sebenarnya, 
ijmā‘ merupakan tindakan pembatas terhadap qiyās yang 
bersifat relatif (boleh benar dan boleh salah). Ada hal-hal 
yang telah diterima secara universal dan disepakati oleh 
seluruh ummat, ijmā‘ jenis ini umumnya terbatas pada 
hal-hal yang bersifat pasti (qat‘ī wurūd). Di lain pihak, 
terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat penulis sebut 
sebagai hukum positif yang disepakati oleh fuqahā’ dari 
suatu daerah tertentu, tetapi kesepakatan jenis ini tidak 
sampai mendapatkan legitimasi dari konsensus ummat. 
Ijmā‘ seperti ini dikenal dengan istilah ijmā‘ fuqahā’ (ijmā‘ 
khāsah).70 Ijmā‘ khāsah dalam mazhab klasik merupakan 
suatu mekanisme untuk menciptakan semacam integrasi 
dari pendapat-pendapat yang beragam yang timbul sebagai 
hasil kegiatan hukum individual para fuqahā’. Kuat dugaan 
bahwa keseluruhan sistem hukum Islam dalam periode 
pra al-Syāfi‘ī disatukan dan diperkuat oleh prinsip yang 
implisit atau eksplisit ini. Ijmā’ para fuqahā’ ini menyajikan 
pendapat umum dari masing-masing daerah berkaitan 
dengan hukum positif. Ijmā‘ jenis ini mampu menyisihkan 
pendapat-pendapat pribadi yang tidak didasari konsensus 
hampir di setiap daerah. Penting untuk dicatat bahwa 
ijmā‘ para fuqahā’ ini bukanlah berasal dari keputusan-

70 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 51.
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keputusan mengenai permasalahan hukum yang diambil 
oleh suatu dewan ahli hukum Islam. Dalam realitasnya, 
ijmā‘ ini muncul secara natural melalui proses integrasi di 
dalam kehidupan masyarakat.

 Perlu dicatat bahwa konsep al-Syāfi‘ī mengenai ijmā‘ 
berbeda dari konsep-konsep sebelumnya. Sebagaimana 
nampak dari tulisan-tulisannya, al-Syāfi‘ī berpendapat 
bahwa ijmā‘ adalah sesuatu yang bersifat statis dan 
formal, yang tidak memberi peluang bagi perbedaan 
pendapat. Itulah sebabnya mengapa al-Syāfi‘ī enggan 
untuk menerima validitas ijmā‘ para fuqahā’ sebagai 
sumber hukum Islam, hal ini disebabkan perbedaan-
perbedaan pendapat yang terjadi diantara para fuqahā’. 
Menurut al-Syāfi‘ī hanya ijmā‘ ummatlah yang valid. Untuk 
mendukung pendapatnya itu, al-Syāfi‘ī berargumen bahwa 
ummat tidak mungkin meninggalkan Sunnah Rasul, hal 
ini sangat mungkin diabaikan oleh individu-individu 
fuqahā’. Lebih jauh lagi, al-Syafi‘ī berargumen bahwa 
ummat tidak mungkin bersepakat dalam satu keputusan 
yang berlawan arus dengan Sunnah Rasulullah, ataupun 
bersepakat di dalam hal sesat.71 Oleh karena itu al-Syāfi‘ī 
membatasi ijmā‘ hanya pada ranah-ranah qat‘ī tsubūt. 
Dengan demikian menurut al-Syāfi‘ī ijmā‘ menjadi hanya 
semata-mata sumber hukum yang lebih bersifat teoritis 
daripada praktis.

Terlepas dari pandangan di atas, al-Syāfi‘ī memandang 
ijmā‘ sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur’ān dan 

71 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 66.
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Sunnah.72 Sebenarnya, al-Syāfi‘ī membatasi pengetahuan 
hukum pada dua sumber dasar, yaitu al-Qur’ān dan 
Sunnah, yang ia sebut sebagai aslānī (dua landasan). Ia 
menganggap kedua sumber ini sebagai entitas-entitas 
(‘aynān) yang independen, sedangkan menurutnya, ijtihad 
bukanlah entitas (‘ayn), tetapi hanyalah sesuatu yang 
diciptakan oleh kecerdasan manusia.73 Agar ijtihad itu 
mendapatkan legitimasi yang kuat, maka dibutuhkanlah 
konsensus.

Tidak ada dasar bagi pandangan bahwa sentralitas 
konsensus dalam ushul fikih yang berarti bahwa pembuat 
undang-undang terakhir adalah umat Islam, karena 
umat itu hanya memutuskan bagian mana dari wahyu 
yang dapat diterima dan mana yang tidak diterima. 
Ushul fikih selalu berhati-hati untuk menyatakan bahwa 
tidak ada konsensus mana pun yang disimpulkan tanpa 
sebuah dasar dalam wahyu, atau dengan kata lain, tanpa 
indikasi tekstual (dalīl). Bahkan kalau dalil semacam itu 
tidak diuraikan dalam sebuah konsensus yang diakui, 
katakanlah, dalam masa lalu, asumsi dasarya harus selalu 
bahwa konsensus semacam itu disimpulkan berdasarkan 
wahyu.74

72 Al-Syāfi‘ī, al-Umm..., jilid. VII, hlm. 246.

73 Al-Syāfi‘ī, al-Umm..., jilid. VI, hlm. 203.

74 Lebih lengkap tentang otoritas konsensus dapat dilihat 
dalam al-Ghazālī, Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 173-
181; Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 665-682; Ibn 
Barhān, al-Wusūl..., jilid. II, hlm. 72-76; Wael B. Hallaq, “On the 
Authoritativeness of Sunnu Consensus” International Journal of 
Middle East Studies, 18 (1986): 427-454. Reprinted in Hallaq, 
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Asumsi dasar ini, ditambahkan dengan otoritas konsensus 
yang menyakinkan, memunculkan doktrin bahwa 
konsensus lebih tinggi dari al-Qur’an dan Sunnah, dan 
kedua bentuk dari hadis-hadis ahād dan mutawātir. 
Superioritas ini berarti bahwa ketika sebuah konsensus 
tentang persoalan tertentu diperoleh, bukti-bukti tekstual 
yang dipakai dalam konsensus ini menjadi, meskipun hanya 
hadis ahād, lebih tinggi dari bukti “yang bertentangan,” 
termasuk bukti dari al-Qur’an dan Sunnah Mutawātir. 
Pemikiran yang dimunculkan dalam pembenaran doktrin 
ini adalah bahwa konsensus dianggap tidak relevan, 
sebab kalau tidak demikian, umat tidak akan sepakat 
berdasarkan atas bukti lain. jadi, meskipun konsensuslah 
yang memberikan keyakinan yang final kepada teks yang 
tidak bersifat mungkin, sebenarnya teks itu sendiri yang 
memberikan pembenaran kepada konsensus.75

Jika demikian, apa pun sifat dasar dari kasus di mana 
konsensus disimpulkan, tetap ada kebutuhan untuk 
membangun peristiwa setiap konsensus yang aktual. 
Pengetahuan tentang keberadaan konsensus atas 
kasus tertentu ditentukan dengan melihat masa lalu 
dan meneliti bahwa para mujtahid sepakat dalam hal 
yang berkaitan dengan solusi kasus tersebut. Tapi, 
secara teoritis, peristiwa konsensus dianggap mampu 
ditentukan dengan kriteria formal yang lebih banyak. 
Maka, orang-orang yang pendapatnya dipakai dalam 

Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam.

75 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 682-683.
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konsensus mungkin sepakat mengutarakan sebuah solusi, 
atau mungkin mereka sepakat berperilaku seperti itu, 
atau mengajarkan keduannya. Dalam keadaan-keadaan 
tertentu, sebagian mujtahid secara aktif sepakat atas 
kasus tertentu, sementara sebagian lainnya, meskipun 
mengetahui kesepakatan semacam itu, memilih untuk 
tidak mengutarakan pendapat mereka tentang hal 
tersebut. Jenis pertama dari konsensus ini, di mana semua 
mujtahid terlibat aktif di dalamnya, dianggap valid, karena 
kemungkinan untuk menyuarakan pendapat lain betul-
betul dihilangkan. Tapi, jenis terakhir, sikap diam para 
mujtahid sama sekali tidak menghilangkan kemungkinan 
tersebut. Kalau benar – demikian mereka berargumen – 
bahwa sikap diam itu disebabkan karena intimidasi atau 
tekanan – baik secara politik maupun sebaliknya – dan 
karena hal ini dapat dipahami, seseorang sangat sulit 
untuk mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu 
mempunyai nilai sebuah konsensus. Lawan dari pendapat 
ini, di lain pihak, berargumentasi bahwa sikap diam tidak 
harus dinisbatkan kepada faktor-faktor seperti intimidasi 
atau tekanan. Kebiasaan yang terjadi adalah bahwa para 
mujtahid tidak pernah gagal untuk mengekspresikan 
pendapat-pendapat mereka ketika mereka tidak 
sependapat dengan kawan-kawannya; tampaknya bahwa 
sikap diam mereka harus dianggap sebagai tanda izin 
mereka ketimbang perbedaan.76

Hal kontroversi lain adalah persoalan apakah konsensus itu 
dianggap mengikat seluruh mujtahid dari satu generasi yang 

76 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 690-697.
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telah meninggal. Orang-orang yang berpendapat bahwa 
kalau mujtahid dalam satu generasi sepakat atas sebuah 
hukum, kesepakatan mereka tidak mengikat sampai yang 
terakhir dari mereka meninggal dunia. Pendapat ini secara 
organis berhubungan dengan pendapat lain, yakni bahwa 
tidak ada satu konsensus pun yang dicapai kala salah satu 
mujtahid dari generasi tersebut mengubah pendapatnya 
tentang materi konsensus. Dengan demikian, kematian 
itu sendiri memastikan bahwa perubahan pikiran tidak 
terjadi, dan bahwa konsensus tidak dapat dibatalkan. Di 
pihak lain, orang-orang yang tidak sependapat bahwa 
kematian semua mujtahid merupakan sebuah persyaratan 
bagi sifat mengikat sebuah konsensus, mempunyai 
pendapat yang berbeda tentang kemungkinan seorang 
mujtahid atau lebih, menarik kembali pendapat yang 
telah mereka keluarkan. Bagi mereka, seorang mujtahid 
yang menarik kembali pendapat mereka, yaitu sebuah 
pendapat yang telah disetujui dalam konsensus, dianggap 
telah berbeda dari masyarakat dan ini sama saja dengan 
perbuatan bid‘ah. Dan karena konsensus tidak dapat 
dibatalkan atas kesepakatan aktual para mujtahid, maka 
meninggalkan para mujtahid ini mengakhiri persyaratan 
mengikat.

Namun begitu, mayoritas usūliyyūn menganggap 
konsensus bersifat mengikat, apa pun bentuk kesepakatan 
tersebut. Dan mereka juga menolok proposisi bahwa sifat 
mengikat itu dikaitkan dengan kematian para mujtahid 
yang berpartisipasi dalam membuat konsensus tersebut. 
Mereka beralasan bahwa tidak ada bukti dalam al-Qur’an 
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dan Sunnah yang relevan dengan otoritas konsensus 
yang mengindikasikan dan menyatakan bahwa kematian 
para mujtahid merupakan sebuah persyaratan bagi 
sifat mengikatnya konsensus. Lebih jauh dikatakan 
bahwa tidak mungkin untuk menentukan kapan saatnya 
sebuah generasi berakhir dan dimulainya generasi baru. 
Kemustahilan untuk menentukan siapa mujtahid terakhir 
yang menentukan sebuah konsensus akan membawa 
kita kepada sebuah paradoks yang hanya bisa dihindari 
dengan menghilangkan pendapat bahwa kematian para 
mujtahid dari satu generasi sebagai sebuah persyaratan 
bagi mengikatnya konsensus.

Jadi, sebagian besar usūliyyūn berpegang kepada ijtihad 
sebagai satu-satunya kualifikasi yang pasti untuk 
berpartisipasi dalam pembentukan konsensus. Sifat-sifat 
lain yang personal, seperti harus adil, terkenal dan sejenis 
lainya dianggap tida relevan, karena yang dipertimbangkan 
dalam konsensus adalah kemampuan untuk mengambil 
hukum secara independen dari sumbernya sesuai dengan 
metode-metode penafsiran dan pemikiran yang diakui.77

Di sini juga perlu ditambahkan, akibat desakan dari 
mazhab Mālikī bahwa konsensus penduduk Madinah 
menjadi otoritas mengikat yang memunculkan diskusi 
apakah wilayah-wilayah Islam lainnya dapat membentuk 
konsensus secara independen atau tidak. Dalam hal ini, 
usūliyyūn yang beraliran non-Malikī berargumen bahwa 

77 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 181-183; Al-Syīrāzī, Syarh 
al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 720.
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al-Qur’an dan Sunnah membuktikan ketidaksalahan 
masyarakat secara keseluruhan, dan bahwa tidak ada satu 
hal pun dalam teks itu yang mendukung sebagian dari 
masyarakat itu sendiri bisa tidak salah. Lebih jauh, mazhab 
non-Malikī berpendapat bahwa mengakui konsensus 
dari sebuah wilayah geografis tertentu akan membawa 
kita kepada sebuah paradoks, sebab pendapat seorang 
mujtahid yang terlibat sebuah konsensus Madinah akan 
menjadi otoritatif di Madinah, tapi tidak berlaku begitu 
mujtahid itu meninggalkan Madinah.78

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
kekuatan menyetujui dari konsensus dianggap mampu 
untuk menjadikan hukum-hukumnya definitif, karena 
bersifat defenitif ia menghalangi kemungkinan generasi 
mendatang untuk berbeda darinya, baik dengan jalan 
mengeyampingkannya, atau dengan membuat konsensus 
tandingan. Tetapi, perbedaan pendapat mujtahid jelas 
berarti bahwa persoalan itu pada awalnya terbuka untuk 
penafsiran dan ini meninggalkan ruang untuk ijtihad yang 
lebih jauh oleh generasi-generasi selanjutnya.79

d. Rasionalitas

Rasionalitas di dalam ushul fikih digunakan hanya untuk 
mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap oleh 

78 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 187; al-Bājī, Ihkām al-
Fusūl..., hlm. 480-485.

79 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 198-201.
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teks keagamaan yang jelas (nas al-sārih). Penggunaan 
rasionalitas bermula dari penggunaan pendapat pribadi 
(ra’y) dalam menyelesaikan kasus-kasus kegamaan. 
Penggunaan ini, sesungguhnya sudah umum di Arabia 
pra-Islam. Orang-orang yang mempunyai pendapat (dzū 
al-ra’y) dan orang-orang yang lemah pikiran (mufannad) 
merupakan dua kategori manusia yang berbeda dalam hal 
penalaran. Karena itu, penggunaan rasionalitas bukanlah 
sesuatu yang baru dalam Islam.80 Al-Qur’an menyinggung 
penggunannya oleh Nabi81 dan menunjukkan pentingnya 
qiyās (analogi-deduktif) dalam sejarah kuno.82

Qiyās sendiri merupakan bentuk sistematis dari 
penggunaan rasionalitas di dalam ushul fikih, selain itu 
ushul fikih masih mengenal term ijtihad dan istishāb 
(presumption of continuity) sebagai instrumen rasionalitas 
yang disepakati dalam memecahkan masalah-masalah 
yang belum ditemukan solusinya di dalam teks-teks 
keagamaan.

Benar memang, di dalam perkembangan ushul fikih, 
terdapat beberapa usūliyyūn yang mengingkari penggunaan 
rasionalias (qiyās) dalam menemukan hukum Allah, seperti 
yang dicetuskan oleh Ibn Hazm al-Ẓahirī di dalam karyanya 
al-Īhkām fī Ūshūl al-ahkām dan ibtāl al-qiyās. Hal ini lah 
yang mendorong Ahmad Hasan mengatakannya sebagai 

80 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, cet. I 1986), hlm. 23.

81 Q.S, 4:105

82 Q.S, 11:27.
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“musuh besar bagi qiyās”.83 Namun, yang mengherankan, 
ternyata Ibn Hazm merupakan seorang ahli logika, dan ia 
sendiri menggunakan qiyās dalam pengambilan hukum 
dari Q.S, 2:230; 3:110; 4:23; 5:3, 95 6:145 dan 33:49. 
Demi efesiensi, penulis hanya akan menganalisis satu 
contoh saja dari ayat-ayat di atas. Dalam menentukan 
ketidakbolehan lemak babi – jantan dan betina – Ibn 
Hazm menetapkannya berdasarkan qiyās atas larangan 
daging babi yang terkandung dalam Q.S, 5:3 dan 6:145. 
Yakni, lemak babi, tulang rawan, otak, urat darah, kulit, 
tulang, otot, gigi, kuku, memilikinya, babi betina dan 
susunya semuanya dilarang didasarkan kepada ayat al-
Qur’an, yaitu daging babi (lahm al-khinzīr).84

Selain akan membicarakan instrumen rasionalitas yang 

83 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning..., hlm. 530.

84 Ibn H{azm sendiri membantah argumentasi di atas. Ia 
menyatakan bahwa pengharaman lemak babi, tulang rawan, 
otak dan seterusnya tidak di-qiyās-kan kepada kata “daging babi” 
(lahm al-khinzīr), namun di-qiyās-kan kepada “babi” itu sendiri. 
Lebih jauh ia menambahkan bahwa kalimat “nya” dalam Q.S, 
6:145 (fa innahu) merujuk kepada babi (al-khinzīr) dan bukan ke 
daging babi (lah}m al-khinzīr). Dengan demikian, keseluruhan 
babi tidak suci menurut perintah nas}, bukan berdasarkan qiyās. 
Lihat: Ibn Hazm al-Ẓahirī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. VII,hlm. 94 
Sampai di sini, perlu dicatat bahwa ketetapan Ibn H{azm tentang 
lawan kata ganti (damīr) bertentangan dengan aturan umum yang 
diterima dalam tata bahasa Arab. Menurut para ahli tata bahasa 
Arab, lawan kata ganti adalah kata benda yang dihubungkan 
(mudāf) dan bukan kata benda (ism) yang dengannya kata ganti 
dihubungkan (mudāf ilaihi). Lihat: Ibn ‘Aqīl, Syarh Ibn ‘Aqīl, tahqīq: 
Muhammad Mahy al-Dīn ‘Abd al-Hamīd, jilid. II, (Damaskus: Dār 
al-Fikr, cet. II, 1985), hlm. 48.
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disepakati, dalam sub bab ini juga akan dibicarakan 
mengenai beberapa instrumen lainnya yang belum 
disepakati legalitasnya oleh usūliyyūn, seperti: ajaran 
orang-orang yang sebelum kita (syar‘ man qablanā), 
pendapat sahabat (qawl al-sahābī), istihsān, pemblokiran 
sarana mudharat(sadd al-dharā’i‘), adat-istiadat (‘urf),dan 
kemaslahatan (istislāh).

Rasionalitas yang Disepakati
Dasar yang keempat dinamakan al-Ghazālī sebagai dalil 
‘aql (petunjuk nalar) dan istishāb (asumsi kontinuitas) 
sedangkan menurut sebagian yang lain adalah ijtihad atau 
penalaran analogis (qiyās). Berdasarkan asumsi ini dapat 
disimpulkan format rasionalitas yang disepakati oleh 
usūliyyūn adalah ijtihad, qiyās dan istishāb. 

Akan tetapi, yang lebih dominan bagi dasar yang 
keempat ini adalah ijtihad atau qiyās (penalaran analogis-
silogisme). Ijtihad adalah pengerahan segenapdaya oleh 
seorang mujtahid dalam menuntut ilmu yang berkaitan 
dengan hukum-hukum syariat (badhl al-mujtahid was‘uhu 
fī talb al-‘ilm bi ahkām al-srarī‘ah),85 sedangkan qiyās 
adalah membawa suatu entitas yang belum diketahui 
ketentuannya pada entitas yang diketahui ketentuannya 
karena terdapat kesamaan dalam kausa legisnya (ilhāq 
amr ghair mansūs ‘alā hukmihi al-syar‘ī bi amr mansūs ‘alā 

85 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 101; Muhammad al-
Khudarī, Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Matba‘ah al-Istiqāmah, cet. III, 
2001), hlm. 357.
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hukmihi li isytirākihimā fī ‘illah al-hukm).86Abū Husain al-
Basrī mendefinisikan qiyās sebagai penarikan kongklusi 
ketentuan hukum pokok (asl) dalam hukum cabang (far‘) 
karena keserupaan keduanya (li ittihād al-‘illah).87

Semua definisi tersebut merupakan definisi-definisi 
yang mengarah pada konteks-konteks diskursus 
filologi dan sesuatu yang menggunakan yang lain, dan 
memberlakukan salah satu ketentuan hukum terhadap 
yang lain, mempersamakan sesuatu terhadap sesuatu yang 
lain dalam sebagian kata dari aspek yang dipahami dan 
makna. Inilah dasar keempat yang dijadikan Muhammad 
Iqbal sebagai prinsip gerakan dalam Islam dan pijakan 
pembaharuan, perubahan, modernisasi, pertumbuhan 
(evolusi), dan kemajuan kelompok muslimin.88 Oleh 
karena itu, di dalam ijtihad ini kapabilitas kesungguhan 
manusia menjadi sebuah aspek di samping wahyu di dalam 
proses teorisasi dan pembinaan hukum Islam. Ijtihad 
adalah dasar yang memunculkan tuntutan kepentingan 
kita, yakni kesejahteraan, sejak abad yang lampau yang 
dinamakan “pembukaan kembali pintu ijtihad” yang 
selamanya tidak akan pernah ditutup.

Asumsi kesinambungan (istishāb) didefinisikan oleh 
sarjana hukum Islam dalam berbagai cara diantaranya (1) 
asumsi kebolehan sampai terbukti dilarang; (2) praduga tak 

86 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, hlm. 51.

87 Abū Husain al-Basrī, al-Mu‘tamad..., jilid. I, hlm. 81.

88 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Riligious Thought in Islam, 
(New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148.
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bersalah sampai terbukti bersalah; (3) praduga sifat-sifat 
tertentu sampai terbukti sebaliknya; (4) praduga masih 
memilki kewajiban hingga terbukti sudah terpenuhi.89

Berdasarkan berbagai definisi di atas, alih-alih konsep 
ini menjadi dalil atau sumber legislasi yang madiri, ia 
sebenarnya merupakan prinsip dalam penalaran. Istishāb 
merupakan dalil yang disepakati dalam seluruh mazhab 
fikih klasik. Yang menjadi perbedaan di antara mereka 
terletak apakah ia menjadi dalil mandiri atau hanya sebatas 
pada prinsip penalaran.

Rasionalitas yang Diperdebatkan
Selain itu, masih terdapat dasar-dasar lain yang bukan 
merupakan dasar syara‘ menurut pandangan al-Syāfi‘ī. 
Dasar-dasar itu ada enam macam, yaitu (1) ajaran orang-
orang yang sebelum kita (syar‘ man qablanā), (2) pendapat 
sahabat (qawl al-sahābī), (3) istihsān,(4) pemblokiran 
sarana mudharat (sadd al-dzarā’i‘), (5) adat-istiadat 
(‘urf),dan (6) kemaslahatan(istislāh). Enam jenis ini, dalam 
berbagai literatur ushul fikih sering disebut sebagai dasar-
dasar yang tidak disepakati (al-adillah al-mukhtalaf fīhā).

Oleh karena itu, ajaran orang-orang yang sebelum kita 
bukan merupakan dasar hukum selama belum ada 
penghapusan (al-nasakh) terhadapnya. Nabi tidak tunduk 
pada ajaran-ajaran mana pun. Jika Nabi tunduk pada 
ajaran-ajaran sebelumnya, niscaya ia akan melakukan 

89 Muhammd Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 278.
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diskursus, pembelajaran dan mentransmisikan ajaran-
ajaran itu kepada umatnya. Demikian pula umat telah 
sepakat untuk menegaskan bahwa ajaran Islam adalah 
penghapus bagi ajaran-ajaran yang sebelumnya.

Sedangkan berkaitan dengan pendapat sahabat (qawl 
al-sahābī), maka sebagian pakar berpendapat bahwa ia 
adalah h}ujjah (argumentasi) secara absolut, sedangkan 
pendapat pakar yang lain menegaskan bahwa ia adalah 
hujjah apabila berlainan dengan penalaran analogi (qiyās). 
Faksi yang ketiga menyatakan bahwa pendapat sahabat 
yang menjadi hujjah hanya terdapat dalam pendapat 
Abū Bakar dan ‘Umar. Faksi yang keempat menegaskan 
bahwa hujjah terdapat dalam pandangan-pandangan al-
khulafā’ al-rāsyidūn. Mereka semuanya, pada hakikatnya, 
bisa lupa dan salah. Tidak ada salah seorang di antara 
mereka yang maksum (terlepas dari lupa dan salah). Yang 
diperbolehkan taqlīd kepada mereka hanyalah masyarakat 
awam, sedangkan orang yang alim (berilmu pengetahuan) 
tidak diperbolehkan.90

Berkaitan dengan masalah istihsān, maka Abū Hanīfah telah 
berpendapat dengan istihsān, sedangkan al-Syāfi‘ī menolak 
dengan penegasan: “barangsiapa yang menggunakan 
istihsān, maka ia telah membuat ajaran” (man istahsana fa 
qad syara‘a).91Istihsān adalah sesuatu yang dipandang baik 

90 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 135; al-Syawkānī, Irsyād al-
Fuhūl..., jilid. II, hlm. 213; Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. II, 
hlm. 50; Al-Āmidī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. III, hlm. 133.

91 Mas’alat al-Istihsan, ed. George Makdisi, “Ibn Taymyya’s 
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oleh seorang mujtahid melalui nalar-pikirannnya; atau ia 
adalah dalil yang berkesan dalam diri seorang mujtahid 
dan tidak dibantu kata-kata untuk mengekspresikannya; 
atau ia adalah meluruskan ketentuan hukum persoalan 
dari persamaan-persamaanya dengan dalil tertentu yang 
diambil dari al-Qur’an dan Sunnah. Dalam pandangan 
al-Syāfi‘iyyah (pengikutnya al-Syāfi‘ī), jika boleh tunduk 
(al-ta‘abbud) pada istihsān secara nalar, maka tidak boleh 
tunduk secara sam‘ (riwayat).92

Adapun Sadd al-dzarā’i‘adalah prosedur penalaran lain yang 
dinilai oleh beberapa ahli hukum Islam sebagai sumber 
legislasi, khususnya dalam mazhab Mālikī.93 Mayoritas 
ahli hukum Islam tidak menyebutkan sadd al-dzarā’i‘ 
sebagai dalil mandiri, melainkan mereka memasukkannya 
ke dalam kategori kemaslahatan.94Sadd al-dzarā’i‘ memuat 
larangan atau penutupan aksi yang sah karena aksi 
tersebut dikhawatirkan mengantarkan seseorang pada 

Autograph Manuscript on Istihsan: Materials for the Study of 
Islamic Legal Thought”, dalam George Makdisi , ed. Arabicand 
Islamic Studies in Honour of Hamilton AR. Gibb, (Cambridge, Mass: 
Harvard University Press, 1965).

92 Lebih lanjut lagi tentang istihsān lihat: al-Sarakhsī, al-Sarakhsī, 
Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. II, hlm. 199-215; Al-Syīrāzī, Syarh al-
Lummā‘..., jilid. II, hlm. 687-689; John Makdisi, “Legal Logic 
and Equity in Islamic Law,” American Journal Comarative Law, 
33, (1985), hlm. 63-92; John Makdisi, “Hard Cases and Human 
Judgment in Islamic and Cammon Law,” Indiana International 
and Comparative Law Review, 2 (1991), hlm. 197-202.

93 Muhammad Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 268.

94 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 171.
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aksi-aksi yang tidak dibenarkan syariat.95

Usūliyyun dari berbagai mazhab menimbang sadd al-
dzarā’i‘ sebagai sumber legislasi jika kemungkinan 
dorongan ke arah aksi yang tidak sah (madarat), yang 
terkandung dalam sebuah sarana, melebihi kemungkinan 
dorongan ke arah aksi yang sah (manfaat). Akan tetapi 
mereka berbeda pendapat tentang bagaimana menimbang 
dan membandingkan secara sistematis kemungkinan-
kemungkinan tersebut.

Semua mazhab ushul fikih memasukkan ‘urf dalam teori 
hukum mereka. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar 
antara mazhab yang menilai ‘urf sebagai dalil mandiri, 
dengan mazhab yang menilai ‘urf sekadar konsiderasi 
yang hanya berlaku dalam penerapan hukum-hukum yang 
diputuskan berdasarkan dalil-dalil selain ‘urf. Hanafī dan 
Mālikī mengesahkan kaidah pokok yang menganggap ‘urf 
sebagai dalil yang mirip dengan dalil nas (al-tsābit bi al-
‘urf ka al-tsābit bi al-nas).96 Akan tetapi, Hanafī dan Mālikī 
menilai ‘urf itu valid ketika tidak bertentangan dengan 
dalil al-Qur’ān atau Sunnah.97 Sedangakan al-Ṭūfī berbeda 
pandangan dengan mazhabnya, yaitu Hanbalī dalam isu ini, 
ia menilai ‘urf sebagai sebuah metode untuk menetapkan 
kemaslahatan (di samping menggunakan penalaran). Oleh 
karena itu, al-Ṭūfī secara praktis memberikan prioritas 

95 Al-Syawkānī, Irsyād al-Fuhūl..., hlm. 246.

96 Al-Sarakhsī, Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. IX, hlm. 4; Al-Sayūtī, al-
Asybāh..., jilid. I, hlm. 99.

97 Muhammd Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 278.
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pada ‘urf di atas dalil-dalil khusus al-Qur’ān dan Sunnah.

Hanafī dan Mālikī tidak melangkah sejauh al-Ṭūfī dalam 
memberikan otoritas ‘urf pada evolusi sosial masyarakat, 
namun mereka menilai ‘urf menjadi dalil yang dapat 
men-takhsīs dalil-dalil umum al-Qur’ān dan Sunnah.98  
Misalnya, hadis sahih yang menyatakan, “larangan setiap 
jual-beli dengan syarat.” Akan tetap, Hanafī dan Mālikī 
membolehkan jual-beli dengan syarat yang biasanya 
disepakati oleh para pihak.99

Terakhir dari dalil rasionalisme yang tidak disepakati 
adalah istislāh.Yang dimaksud dengan istislāh di sini 
adalah sesuatu yang disebut dengan al-masālih al-mursalah 
oleh sebagian pakar ushul fikih. Telah terjadi kontradiksi 
pandangan tentang kehujjahannya di tengah-tengah 
usūliyyūn. Dalam kajian ushul fikih,dari segi pengakuan 
syara‘ kemaslahatan terbagi kepada tiga jenis, yaitu (1) 
kemaslahatan yang di dukung oleh teks-teks keagamaan 
(maslahah mu‘tabarah); (2) kemaslahatan yang tidak 
diakui oleh teks-teks keagamaan (maslahah mulghah); 
dan (3) kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam teks-
teks keagamaan (maslahah mursalah). Maslahah yang 
ditetapkan oleh syar‘ adalah hujjah dan merunjuk pada 
penalaran analogis. Ia adalah pengambilan ketentuan 
hukum dari segi rasionalitas teks dan ijmā‘. Adapun 
maslahah yang dinafikan syar‘ bukan merupakan hujjah.

98 Muhammda Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 278.

99 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 177.
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Usūliyyūn berbeda pendapat mengenai legitimasi kategori 
yang terakhir. Mālikī dan Hanbalī menerima legitimasi 
maslahah mursalah hanya berdasarkan al-Qur’ān, 
Sunnah, ijmā‘ dan qiyās. Itulah mengapa mereka tidak 
memperkenankan kemaslahatan yang bertentangan 
dengan dalil-dalil tersebut., sekalipun diklaim sebagai 
maslahah mursalah.100 Sedangkan usūliyyūn yang lain 
menilai bahwa maslahah mursalah adalah sumber 
legislasi yang tidak valid.101 Akad tetapi, semua mazhab 
sebenarnya menerapkan konsep kemaslahatan, tetapi 
dengan nama-nama yang berbeda, tergantung terminologi 
ijtihad masing-masing mazhab. Syāfi‘ī misalnya, 
memasukkan kemaslahatan dalam konsep munasabah 
qiyās (konformitas).102 Sedangkan Hanafī memasukkan 
kemaslahatan dalam konsep istihsān mereka.103

Kemudian, dari segi kekuatannya Maslahah terdiri atas 
(1) tuntutan-tuntunan kemestian (darūriyyāt, primer), 
yakni suatu tuntutan yang jika tidak terpenuhi membuat 
seseorang kehilangan nyawa; (2) kebutuhan (hājiyyāt, 
sekunder), yakni suatu tuntutan yang jika tidak terpenuhi 
maka seseorang berada dalam kesulitan; atau (3) hiasan 

100 al-Āmidī, al-Ihkām fī..., jilid. V, hlm. 216. 

101 Muhammad Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 205; al-Syawkānī, 
Irsyād al-Fuhūl..., hlm. 241.

102 Mahmūd Abū al-Manāqib al-Zanjanī, Tārikh al-Furū‘, tahqīq: 
Muhammad Adīb Ṣālih, (Beirut: al-Risālah Foundation, cet. II, 
1398 H), hlm. 320.

103 Al-Kasānī, Badā’i‘ al-Sanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘, jilid. I, (Beirut: Dār 
al-Kitāb al-‘Arabī, cet. II, 1982), hlm. 65.
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(tahsīniyyāt, tersier), yakni suatu tuntutan yang hanya 
untuk pelengkap sehingga jika tidak terpenuhi tidak 
mempunyai pengaruh yang dominan dalam kelangsungan 
kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika maslahah dalam 
pengertian bahasa (etimologi) bermakna pencapaian 
manfaat dan penolakan mudharat (dar’ al-mafāsid wa jalb 
al-masālih), maka dalam pengertian syara‘ ia bermakna 
penjagaan (suaka) terhadap lima macam maqāsid al-
syar‘ (tujuan hukum syariat), yaitu: agama, jiwa, nalar, 
keturunan, dan harta kekayaan. Ia merepresentasikan 
tuntutan-tuntunan wajib yang merupakan asas ajaran 
(hukum) Islam.104

Tuntunan-tuntunan kebutuhan merupakan bagian dari 
kepentingan-kepentingan, relevansi-relevansi dan hiasan-
hiasan. Oleh karena itu, tidak boleh menilai dengan dasar 
keduannya tanpa persaksian dasar pokok (asl) mengingat 
kontradiksi keduanya dari aspek individu-individu dan 
masa. Mazhab Malikī mengangap al-masālih al-mursalah 
sebagai salah satu dari dasar-dasar ajaran (tasyrī‘) sesuai 
dengan maksim, “lā darāra wa lā dirāra”105 (tidak ada 
kesengsaraan atau kerugian yang ditimbulkan atau 
dibalaskan dalam Islam). Pada abad kedelapan, al-Syātibī - 
salah seorang usūliyyūn yang bermazhab Malikī – berupaya 
melakukan sinkronisasi  terhadap mazhab Mālikī dan 
mazhab al-Syāfi‘ī dan menjadikan al-istislāh sebagai inti 

104 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. III, hlm. 250-259.

105 Mālik bin Anas, al-Muwāta’, tahqīq: Taqiy al-Dīn al-Nadwī, jilid. 
III, bāb al-Qadā’, (Damaskus: Dār al-Qalam, cet. I, 1991), hlm. 
224.
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atau bagian terpenting dari ushul fikih dalam melakukan 
analisis terhadap tujuan-tujuan syar‘(maqāsid al-syarī‘ah)
dan tujuan-tujuan orang yang dibebani ketentuan hukum 
(maqāsid al-mukallaf).106 Sebenarnya, bagian ini termasuk 
dalam diskursus (konteks) penalaran analogis (qiyās) dan 
cara-cara mengetahui argumen (‘illah) yang berpengaruh 
(al-mu’atsir). Oleh karena itu, dengan mengabaikan 
nama formalnya, dalam dasar yang keempat ini telah 
disempurnakan unifikasi antara kesadaran historis dan 
kesadaran eiditis (pemikiran).

C.  Artikulasi Teoritis

Fungsi artikulasiteoritis adalah memahami dan 
menginterpretasi teks setelalah validitas dan legalitasnya 
dikukuhkan (dilegitimasi) oleh artikulasi dasar-dasar 
fundamental.107 Kesadaran teoritis adalah bagian 
terpenting dalam ilmu ushul fikih,karena ia merupakan 
bagian metodologis yang melalui mediasinya profes 
inferensi ketentuan-ketentuan hukum dari dasar-
dasarnya yang empat (al-adillah al-arba‘ah) menjadi 
sempurna dan komprehensif.108 Ia merupakan bagian 
yang merepresentasikan kesungguhan dan kemampuan 
manusia terhadap pemahaman dan interpretasi alegoris 

106 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt..., hlm. II, hlm. 20.

107 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. II, hlm. 247; Hasan Hanafī, 
Dirāsah Islāmiyyah..., jilid. I, hlm. 231.

108 Hasan Hanafī, Dirāsah Islāmiyyah..., jilid. I, hlm.  
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karena di dalam dasar-dasar itu tidak ada tempat masuk 
bagi manusia.

Oleh karena wahyu telah diformalkan dalam al-Qur’an 
dan hadisdalam susunan kata-kata, maka analisis kata-
kata (filologis) merupakan langkah permulaan. Itulah 
yang mendominasi ucapan, tindakan dan diamnya atau 
ketetapan Rasul. Oleh karena itu, dalam mencoba untuk 
mendapatkan solusi kasus hukum yang belum terpecahkan, 
usūliyyūn dihadapkan dengan teks yang menjadi kerangka 
referensinya yang terakhir. Tugas seorang mujtahid 
dimulai dengan mencari sebuah teks yang kelihatannya 
sangat relevan dengan kasus yang ada. Relevansi seperti 
itu ditentukan dengan proses yang berlapis-lapis, di 
mana teks dikenakan analisis linguistik. Salah satu 
tahapan yang paling umum, analisis ini dibagi ke dalam 
dua jenis, pertama berhubungan dengan identifikasi kata 
(filologi), dan kedua berhubungan dengan makna atau 
kekuatan semantik dari kata-kata-kata ini setelah kata-
kata tersebut diindentifikasi. Terakhir, berkaitan dengan 
pemikiran hukum yang dihubungkan dengan qiyās sebagai 
tahapan berikutnya dalam konstruksi hukum Islam. maka 
artikulasi teoritis berorientasi pada interpretasi linguistik 
par excellence dan interprtasi kausasi.

a. Interpretasi linguistik

Yang dimaksud dengan pola penalaran interpretasi 
linguistik adalah pola penalaran yang pada dasarnya 
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bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (linguistik). 
Dalam ushul fikih, kaidah-kaidah ini telah dikembangkan 
sedemikian rupa dalam pembahasan al-qawa‘id al-
lughāwiyah (kaidah-kaidah kebahasaan) atau al-qawa‘id 
al-istinbat}iyyah (kaidah-kaidah deduktif) yang mungkin 
dapat diterjemahkan secara bebas dengan “semantik” 
untuk penalaran hukum Islam.109

Ketika para usūliyyūn berbicara tantang sebuah dalil 
dari al-Qur’an dan Sunnah, sebenarnya yang mereka 
maksudkan adalah keputusan hukum yang digali dari 
ungkapan khusus suatu ayat atau hadis, berdasarkan 
salah satu kategori ungkapan bahasa yang akan dijelaskan 
dalam sesi ini.

Ungkapan atau ‘istilah’ dikategorikan menurut 
hubungannya dengan tingkat kejelasan (wudūh), implikasi 
(dalālah) dan cakupan (syumūl). Ungkapan-ungkapan ini 
sekaligus merepresentasikan metode-metode penggalian 
makna hukum, sehingga menjadi perhatian bersama di 
seluruh mazhab ushul fikih. Dengan evolusi mazhab-
mazhab ushul fikih dan perkembangan popularitas filsafat 
Yunani di kalangan para usūliyyūn, klarifikasi ini tetap 
bertahan meniru bagian dari konsepsi (tasawwurāt) dalam 
karya-karya abad pertengahan tentang logika, dalam isi 
dan strukturnya. Oleh karena itu, di dalam sesi ini, selain 
membahas mengenai metode interpretatif linguistik, 
terlebi dahulu penulis akan membahas pengaruh filsafat 

109 Al-Yasa’ Abubakar, Rekonstruksi Fikih Kewarisan, Reposisi Hak-
Hak Perempuan, (Banda Aceh: LKAS, cet. I, 2012), hlm. 10.
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Yunani di dalam dalil-dalil linguistik.

Dalil-Dalil Linguistik: Pengaruh Filsafat Yunani
Kategorisasi pengetahuan, menurut filsafat Islam abad 
pertengahan, mengikuti skema “konsepsi” (tasawwur) dan 
“verifikasi” (tasdīq) sebagaimana bisa dilihat dalam ragaan 
1. Konsepsi dibagi menjadi terma-terma (alfāz), makna-
makna (ma‘ānī) dan definisi-definsi (ta‘rīf atau hudūd).110

Terma-terma dikaji dari segi hubugannya dengan implikasi 
makna, keumumam, tingkatan wujud, komposisi, dan 
hubungan kata dengan maknanya. Kata menyiratkan 
makna dalam keserasian utuh (mutābaqah), keserasian 
parsial (tadāmun), dan asosiasi (iltizām). terma-terma, 
dalam hubungannya dengan keumuman, terbagi menjadi 
umum (‘amm) dan khusus (khās). Terma-terma bisa berupa 
kata-kata yang tidak dapat dibagi, seperti kata benda 
(ism), kata kerja (fi‘il), dan kata sandang (alif wa lām), 
atau sebaliknya berupa susunan kata (murakkab) yang 
terdiri dari permintaan (talab) dan kalimat berita (kalām 
al-khabar). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-
Akhdarī, “wa al-Lafz immā talab aw khabar,wa awwalu 
tsalātsah satadhkur amr ma‘a isti‘lā du‘ā, wa fī al-tasāwī fa 
iltimās wa qa‘ā”.111

110 Mahmūd Muhammad ‘Alī, al-‘Alāqah Baina al-Mantiq wa al-Fiqah 
‘inda Mafakkirī al-Islām – Qirā’ah fī al-Fikr, (Kairo: ‘Ain li al-Dirāsāt 
wa al-Buhūts al-Insāniyyah wa al-Ijtimā‘iyyah, cet. I, 2000), hlm. 
174.

111 Al-Akhdarī, al-Sullam al-Murawnaq fī ‘Ilm al-Mantiq, tahqīq: Abū 
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Kemudian kalimat permintaan terbagi lagi menjadi tiga, 
yaitu:  perintah (amr), permohonan (du‘ā’), dan harapan 
(iltimās). Sedangkan kalimat berita (kalām al-khabar) yaitu 
kalimat yang mengandung unsur benar dan salah. Kalimat 
berita atau yang lebih dikenal dengan proposisi (qadīyyah) 
inilah yang akan menjadi topik utama dalam ilmu logika 
(mantiq).

Terakhir, kata-kata dapat berupa univokal (tawātu’), 
ekuivocal (tasyākuk), disparitas (takhāluf), homonim 
(musytarak), sinonim (murādif). Penjelasan ini didasarkan 
dua nazam sullām yang berbunyi, “wa nisbah al-fāz li al-
ma‘ānī, khamsah aqsām bi lā nuqsān, tawātu’ tasyākuk 
takhāluf, wa al-isytirāk ‘aksuhu al-tarāduf.”112

Pengaruh filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan 
paripatetik,113 pada kategorisasi di atas terlihat jelas 

al-‘Abbās al-Mursī, (Kairo: Maktabah Multaqā Ahl al-Lughah, cet. 
I, 2009), hlm. 69.

112 Al-Akhdarī, al-Sullam al-Murawnaq..., hlm. 70.

113 Paripatetik berasal dari bahasa Yunani “perepatein” yang secara 
etimologis bermakna berkeliling atau berjalan-jalan. Kata ini juga 
menunjuk pada suatu tempat, berada dan peripatos. Dalam tradisi 
Yunani, kata ini mengacu pada suatu tempat di serambi gedung 
olah raga di Athena, tempat Aristoteles mengajar sambil berjalan-
jalan. Dalam tradisi filsafat Islam, paripatetik disebut dengan 
istilah “masyisya’iyyah.” Kata ini berasal dari akar kata “masyā 
- yamsyī - masyyān wa imtisya’ān”, yang berarti melangkahkan 
kaki dari satu tempat ke tempat lain, cepat atau lambat. Filsafat 
paripatetik merupakan salah satu aliran dalam filsafat Islam yang 
memiliki ciri khas berbagai sudut pandang diantaranya dari sudut 
pandang metodologi dan epistimologinya. Filsafat paripatetik 
bersifat diskursif, menggunakan kemampuan akal dalam proses 
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dari konsepsi dan pembenaran114 hingga homonim 
dan sinonim.115 Sudah jelas bahwa filosof Muslim 
berikutnya dan para usūliyyūn umumnya mengikuti Ibn 
Sīnā (Avicenna)116 dalam komentarnya terhadap filsafat 
Yunani. Para filosof Muslim juga memandang ‘makna’ 
melalui Aristoteles dan Ibn Sīnā, sebagaimana ditunjukkan 
oleh studi mereka tantang esensi (dzāt) versus aksiden 
(‘ard), definitif (yaqīnī) versus tidak pasti (zannī), dan 
seterusnya.117

Pengaruh filsafat Yunani terhadap Ushul fikih, melalui 

penalarannya. Bersifat tak langsung dalam menangkap objeknya, 
serta tidak langsung menggunakan penalaran akalnya, tetapi 
menggunakan simbol, baik berupa kata-kata ataupun tanda-
tanda yang lainnya. Penekanan yang sangat kuat dari rasio-
rasio sehingga kurang mengutamakan peran intuitif. Dari sudut 
pandang ontologisnya, filsafat paripatetik mengatakan bahwa 
ada dua unsur di dunia ini, yaitu materi dan bentuk. Lihat: Mājid 
Fakhrī, “al-Masya’iyyah al-Qadīmah,” dalam Mā‘in Ziyādah (e.d.), 
al-Mawsū‘ah al-Falsafiyyah al-‘Arabiyyah, jilid. II, (Kairo: Ma‘had 
al-Inmā’ al-‘Arabī, cet. I, 1988), hlm. 1274; Sayyed Hossein Nasr, 
“Teologi, Philosophy and Spirituality,” dalam Sayyed Hossein 
Nasr (e.d.), Word Spirituality Islamic Spirituality; Manifestations, 
Vol. XX, (New York: The Crossroad Publishing Company, 1991), 
hlm. 411.

114 Ibn Sīnā, Remarks and Admonitions, terj. Shams Inati, jilid. I, 
(Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1984), hlm. 
49.

115 Aristoteles, The Complete Works of Aristotle, (Princeton: Princeton 
University Press, cet. I, 2014), hlm. 49.

116 Mahmūd Muhammad ‘Alī, al-‘Alāqah Baina..., hlm. 179.

117 Ibn Sīnā, Remarks and Admonitions..., hlm. 51; Mahmūd 
Muhammad ‘Alī, al-‘Alāqah Baina..., hlm. 180.
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filsafat Islam, adalah jelas. Para usūliyyūn itu bisa jadi 
tergolong dalam filosof, seperti al-Ghazālī, Ibn Rusyd 
dan Ibn Taimiyyah, atau bisa jadi terpengaruh oleh para 
filosof, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, 
tata cara kategorisasi terma-terma dan bagaimana terma-
terma itu dihubungkan dengan makna-makna adalah 
bercita rasa Yunani. Di bawah pengaruh ini, ushul fikih 
klasik, meskipun alirannya berbeda-beda, mengikuti 
logika Yunani yang dalam bahasa Arab disebut mantiq, 
yang secara literal bermakna ungkapan. Oleh karena itu, 
definisinya terlihat berbasis esensi, klasifikasinya terlihat 
biner, analoginya terlihat silogistik. Oleh karena itu, 
dalam sesi ini akan dibicarak berbagai dalil linguistik yang 
terdapat dalam ushul fikih.
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Dalil-Dalil Linguistik
Dalam hal ini untuk suatu kasus yang masih kabur yang 
dihadapi sudah ada teks hukumnya, hanya saja nas atau 
teks hukum tersebut masih kabur atau kurang jelas. 
Penyelidikan terhadap berbagai peryataan hukum dalam 
metode ini menghasilkan taksonomi yang mengklasifikasi 
(1) tingkat kejelasan peryataan tersebut, (2) dari segi 
pola-pola penunjukan kepada hukum yang dimaksudkan, 
(3) dari segi luas-sempitnya cakupan peryataan hukum 
tersebut dan akhirnya (4) menghasilkan formula taklīf.

Pertama, peryataan-peryataan tersebut dilihat dari 
segi tingkat kejelasan dan ketidakjelasannya, sehingga 
ditemukan peryataan-peryataan hukum yang jelas (sārīh) 
dan peryataan-pernyataan hukum yang tidak jelas (ghair 
al-sārīh). Pernyataan hukum yang jelas menurut metode 
fuqahā’ (Hanafiyah) meliputi empat kategori, yaitu: 
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zāhir (eksplisit),118 nas,119 mufassar (klarifikatif)120 dan 
muhkam,121 sedangkan menurut metode mutakallimīn 

118 Yang dimaksud dengan zāhir adalah setiap lafadh atau pernyataan 
yang menunjukkan kepada makna nyata yang dianggap oleh 
pendengar, tanpa membutuhkan kepada indikator-indikator 
eksternal di luar kata (kullu lafz aw kalām zahara al-ma‘nā al-
murād bihi li al-sāmi‘ bi sīghatihi, min ghair tawaqquf ‘alā qarīnah 
khārijiyyah aw ta’ammul). Jika terdapat kata atau pernyataan 
yang berkualifikasi zāhir, maka wajib diamalkan makna yang 
ditunjukkan oleh lafadh atau pernyataan tersebut. Lihat: Al-
Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 163; al-Bazdawī, Usūl 
al-Bazdawi..., jilid. I, 46.

119 Yang dimaksud dengan nas adalah bahasa yang mempunyai 
satu arti, maknanya sangat jelas karena memberikan kepastian 
dalam pikiran. Ketika kita mendengar – misalnya – kata “empat,” 
secara otomatis kita tahu bahwa itu bukan tiga atau lima, atau 
bilangan yang lain. untuk mengetahui arti kata “empat,” kita 
tidak memerlukan bahasa lain yang menjelaskan pengertian 
kata tersebut. Hal ini cukup jelas dengan sendirinya. Terhadap 
sedikit orang yang berpendapat bahwa nas sangat jarang terjadi 
dalam bahasa hukum, mayoritas usūliyyūn dari aliran fuqahā’ 
berargumen bahwa bahasa yang mempunyai satu pengertian 
itu cukup banyak dalam teks. Lihat: al-Ghazālī, al-Mankhūl min 
Ta‘lāqāt..., hlm. 165-166; al-Bājī, Kitāb a;-Hudūd fi al-Usūl, tahqīq: 
Nāzih Hammād, (Beirut: Mu’assasah al-Zu‘bī li al-Ṭibā‘ah wa al-
Nasyr, 1973), hlm. 42-43.

120 Mufassar atau yang juga sering disebut oleh sebagian usūliyyūn 
dengan mubayyan, sebuah kategori yang mencangkup semua 
jenis bahasa hukum fungsional. Kemudian mufassar terbagi lagi 
ke dalam dua kategori utama, yaitu (1) kelompok perkataan 
yang jelas sebauj makna bahasanya (nutq) yang dicakupnya jelas; 
dan (2) kelompok perkataan yang jelas pengertian (mafhūm) 
bahasanya jelas. Kemudian, kategori pertama di atas di bagi 
lagi menjadi dua yang disesuaikan dengan apakah perkataan 
memiliki suatu pengertian atau lebih. Lihat: Wael B. Hallaq, A 
History of Islamic..., hlm. 66.

121 Muhkam adalah suatu lafadh yang dengan bentuk lafadh tersebut 
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(Mālikī, Syāfi‘ī dan Hanbalī) meliputi zāhir dan nas. 
Sedangkan pernyataan hukum yang tidak jelas, menurut 
metode fuqahā’ meliputi empat kategori pula, yaitu: 
khafī,122 musykil,123 mujmal (global, ambivalen)124 dan 

menunjukkan kepada maknanya dengan jelas yang tidak 
memunculkan alegoris, pembatasan makna, dan penghapusan 
baik ketika Rasulullah masih hidup maupun setelah wafatnya 
(al-lafz al-ladzī dallā bi sīghatihi ‘alā ma‘nāhu dalālah wādihah lā 
tahtamil ta’wīlan wa lā takhsīsan wa lā naskhan fī hāl hayāh al-nabī 
salā al-Allāh ‘alaihi wa sallam wa lā ba‘d wafātihi bi al-awlā). Lihat: 
Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 165; al-Bazdawī, 
Usūl al-Bazdawī..., jilid. I, 51.

122 Khafī adalah suatu lafadh yang tersembunyi maksudnya karena 
sebab eksternal di luar kata tersebut yang dapat dipahami melalui 
penyelidikan, yakni lafadh yang maknanya telah jelas, akan tetapi 
terdapat faktor eksternal yang menyebabkan maksud pembicara 
menjadi tersembunyi dalam beberapa partikuler kata, yang 
untuk mengetahuinya membutuhkan penyelidikan dan refleksi 
(mā khafia murāduhu bi ‘ārid ghair al-sīghah lā yanāl illā bi talb. Ayy 
inna ma‘nāhu zāhi min lafzihi, wa lakinna wajada sababa ‘ārid addā 
ilā khafā’ murād al-mutakallim fi ba‘d afrādihi, yahtāj idrākuhu ilā 
nazr wa ta’ammul). Lihat:Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. 
I, hlm. 167; al-Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. I, 51.

123 Sedangkan musykil adalah lafadh yang tersembunyi maknanya 
disebabkan lafadh itu sendiri, di mana makna dari lafadh tersebut 
tidak dapat diketahui melainkan dengan cara penyelidikian dan 
indikasi yang menunjukkan kepada maksud dari lafadh tersebut 
(al-lafz al-ladzī ma‘nāhu al-murād bi sabab fī nafs al-lafz, bi haitsu lā 
yudrak illā bi al-ta’ammul wa biqarīnah tabayyana al-marād minhu). 
Menurut usūliyyūn musykil adalah antonim dari nas. Lihat: Al-
Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 168; al-Bazdawī, Usūl 
al-Bazdawī..., jilid. I, 52.

124 Mujmal dalam terminologi usūliyyūn yang beraliran fuqahā’ 
merupakan antonim dari mufassar, yaitu suatu lafadh yang 
tersembunyi maksud dan makna dari lafadh tersebut yang 
tidak diketahui maknannya melainkan melalui penjelasan 
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mutasyābih;125 adapun menurut pendekatan usūliyyūn 
beraliran mutakallimīn, pernyataan hukum yang tidak 
jelas hanya terdiri dari mujmal (mutasyābih).126

Kedua, dilihat dari segi cara penunjukkan kepada makna 
yang dimaksud, dengan kata lain, dilihat dari segi gaya 
penyampaian pesan (makna/hukum) sehingga, menurut 
metode fuqahā’, ditemukan empat macam signifikansi 
(dalālah), yaitu penunjukan secara langsung (dalālah 
al-‘ibārah),127 penunjukan secara implisit (dalālah al-

pembicara sendiri (al-lafz al-ladzī khafī al-murād minhu bi nafs al-
lafz khafā’ lā yudrak illā bi bayān min al-mutakallim bihi). Menurut 
usūliyyūn beraliran fuqahā’ mujmal lebih tersembunyi maknanya 
dibandingkan musykil. Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., 
jilid. I, hlm. 168; al-Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. I, 54.

125 Al-mutasyābih dalam terminologi usūliyyūn beraliran fuqahā’ 
merupakan tingkat ketidakjelasan kata yang hampir tidak 
mungkin dapat diketahui maknanya (mā khafiya bi nafs al-lafz 
wa inqata’a rajā’ ma‘rifah al-murād minhu liman isytabaha ‘alaihi). 
Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 169; al-
Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. I, 55.

126 Dalam termenologi usūliyyūn yang beraliran mutakallimīn mujmal 
mencangkup semua ungkapan yang pengertiannya begitu umum 
dan tidak tepat sehingga pendengar tidak akan dapat memahami 
baik niat pembicara atau maksudnya. Ketidakjelasan itu muncul 
dari kenyataan bahwa referensi dari perkataan semacam itu 
mencangkup berbagai sifat atau jenis yang berbeda. Lihat:  Al-
Juwaynī, al-Burhān fī Usūl..., jilid. I, hlm. 419; Al-Ghazālī, al-
Mustasfā..., jilid. I, hlm. 345; Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. 
I, hlm. 345; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 189-190, 183.

127 Menurut metode fuqahā’ dalālah al-‘ibārah sama dengan ‘ibārah 
al-nas}s}, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan secara 
langsung makna yang dimaksudkan baik makna itu original 
maupun makna yang diberikan kepada kata tersebut (dalālah 
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isyārah),128 penunjukan secara analog (dalālah al-dalālah)129 
dan penunjukan secara sisipan (dalālah al-iqtidā’)130 
ini merupakantaksonomi usūliyyūn yang beraliran 
fuqahā’;sementara dalam taksonomi usūliyyūn yang 
beraliran mutakallimīn peryataan hukum dibedakan 
menjadi peryataan tersuratdan menurut metode 
mutakallimīn ditemukan pernyataan tersurat (mantūq)131 

al-kalām ‘alā al-ma‘nā al-maqsūd minhu immā asālah aw tab‘an). 
Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 236; al-
Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. I, 67.

128 Dalālah al-isyārah juga disebut dengan isyārah al-nas, yaitu suatu 
pernyataan yang menunjukkan kepada suatu makna secara 
implisit tidak secara eksplisit (dalālah al-kalām ‘alā ma‘nā ghair 
maqsūd asālah wa lā tab‘an, wa lakinnahu lāzim li al-ma‘nā al-
ladzī siyaq al-kalām li ifādatihi). Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-
Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 236; al-Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. 
I,68.  

129 Dalālah al-dalālah atau yang disebut juga dengan dalālah al-nas 
adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kepada makna 
tersurat karena terdapat indikasi pada makna tersirat, hal ini 
dikarenakan terdapatnya suatu kausa legis yang mempersatukan 
antara makna tersirat dan yang tersurat yang diketahui secara 
etimologis, tanpa membutuhkan ijtihad (dalālah al-lafz ‘alā tsubūt 
hukm al-mantūq bihi li al-maskūt ‘anhu, li isytirākihimā fī ‘illah al-
hukm al-latī yumkinu fahmuhā ‘ann tarīq al-lughah, min ghair hājah 
ilā al-ijtihād al-syar‘ī). Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., 
jilid. I, hlm. 241-248; al-Bazdawī, Ushūl al-Bazdawī..., jilid. I, 73.

130 Dalālah al-iqtidā’ atau yang disebut juga dengan iqtidā’ al-nas, 
yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kepada maknanya 
dengan cara sisipan yang dibenarkan dalam norma-norma syariat 
(dalālah al-kalām ‘alā maskūt ‘annhu, yatawaqqaf sidq al-kalām aw 
sihatuhu syar‘an ‘alā taqdīrihi). Lihat: Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-
Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 248; al-Bazdawī, Usūl al-Bazdawī..., jilid. 
I, 75.

131 Yang dimaksud dengan mantūq adalah makna yang ditunjukkan 
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dan pernyataan tersirat (mafhūm). Pernyataan tersurat 
meliputi tersurat secara tegas (sarīh)132 dan tersurat secara 
tidak tegas (ghair al-sarīh).133 Pernyataan tersirat meliputi 
mafhūm al-muwāfaqah (argumen a fortiori, analogi)134 dan 
mafhūm al-mukhālafah (argumen a contrario).135

oleh sebuah lafadh ketika lafadh tersebut dibunyikan (mā dalla 
‘alaihi al-lafz fī mahall al-nutq). Lihat: Wahbah al-Zuhailī, Ushūl 
al-Fiqh..., jilid. I, hlm. 347.

132 Mantūq al-sarīh adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh 
suatu lafadh secara serasi dan seimbang (al-mutābaqah wa al-
tadammun). Lihat: Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., jilid. I, 
hlm. 347.

133 Mantūq ghair al-sarīh adalah suatu makna yang ditunjukkan 
oleh suatu lafadh yang tidak mengandung keserasian dan 
keseimbangan. Lihat: Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., jilid. I, 
hlm. 347.

134 Al-Juwayni (w. 478 H/1085 M) mendefinisikan argumen 
a fortiori (mafhūm al-muwāfaqah) sebagai “perkataan yang 
menunjukkan bahwa hukum kasus yang tidak disebutkan, secara 
a fortiori, sejalan dengan hukum kasus yang disebutkan”. Lihat: 
Lihat: Al-Juwaynī, al-Burhān fī Ushūl..., jilid. I, hlm. 449. Definisi 
lain menyatakan bahwa argumen a fortiori adalah “pernyataan 
yang menunjukkan berlakunya hukum kasus yang disebutkan 
terhadap kasus yang tidak disebutkan karena adanya causa legis 
yang sama antara keduanya yang dapat dipahami dari pernyataan 
itu sendiri.” Lihat: Fathī al-Duraynī, al-Manāhij al-Ushūliyyah fi 
al-Ijtihād bi al-Ra’y fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī, (Damaskus: Dār al-Kitāb 
al-Hadīts, 1975), hlm. 312; Badrān Abū al-Ainain Badrān, Ushūl 
al-Fiqh al-Islāmī, (Iskandariyyah: Mu’assasah Syabāb al-Jāmi‘āt, 
t.t.), hlm. 421. Dengan kata lain argumen a fortiori adalah suatu 
argumen berdasarkan substansi makna yang terkandung dalam 
ungkapan yang mencandera kasus yang disebutkan untuk 
memberlakukan hukum kasus itu pada kasus lain serupa yang 
memiliki substansi yang sama. Dalam hal ini, kedudukan mafhūm 
muwāfaqah sama dengan dalālah al-dalālah dan dalālah al-nas.

135 Al-Āmidī (w. 530 H/1232 M) mendefinisikan mafhūm mukhālafah 
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Sampai di sini, usūliyyūn memperdebatkan apakah 
argumen a fortiori (mafhūm al-muwāfaqah) termasuk 
ke dalam qiyās atau pemahaman langsung dari bahasa 
teks itu sendiri. Para Mutakallimīn, kecuali al-Ghazālī, 
penganut mazhab Zāhirī, dan mayoritas usūliyyūn Hanafī, 
berpendapat bahwa argumen a fortiori bukan merupakan 
inferensial melalui qiyās, melainkan penalaran linguistik 
dalam mana hukum dipahami sebagai implikasi bahasa 
teks itu sendiri. Tokoh-tokoh ushul fikih Hanafī seperti al-
Bazdāwī (w. 482 H/1089M), al-Sarakhsī (w. 490 H/1096 
M), al-Nasafī (w. 710 H/1310 M), al-Bukhārī (w. 730 
H/1329 M) dan al-Mīhawī (w. 1130/1718 M), menegaskan 
bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan argumen a 
fortiori disimpulkan dari bahasa teks tanpa melalui ijtihad 
dan penyimpulan rasional, serta dapat diketahui oleh 
setiap orang yang memahami dan menguasai bahasa teks 
yang bersangkutan. Argumen a fortiori bukan merupakan 
qiyās, karena qiyās dapat dipahami oleh semua orang yang 
memahami bahasa.136

sebagai pengertian yang ditunjukkan oleh pernyataan hukum 
melalui ungkapan tersiratnya yang merupakan kebalikan 
dari pengertian yang ditunjukkan melalui ungkapan tersurat. 
Lihat: Al-Āmidī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. III, hlm. 49. Usūliyyūn 
bermazhab Hanafī dan al-Ghazālī menyebut mahfūm mukhālafah 
sebagai takhsīs al-syai’ bi al-dzikr (penyebutan khusus sesuatu), 
artinya argumen berdasarkan penyebutan khusus sesuatu untuk 
menyatakan tidak berlakunya hukum itu bagi kasus lain. Lihat: 
al-Bukhārī, Kasyf al-Asrār ‘alā Ushūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī, 
jilid. II, (Pakistan: as-Sadaf Publishers, t.t.), hlm. 253; Al-Ghazālī, 
al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 374.

136 al-Bazdawī, Ushūl al-Bazdawī..., jilid. I dan II, 73-74 dan 200-201; 
Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 181; al-Nasafī, 
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Sejalan dengan pandangan ini dari mazhab Hanbalī 
adalah al-Farrā’ (w. 456/1065 M) dan dari mazhab Syāfi‘ī 
adalah al-Āmidī (w. 630 H/1232). Yang terakhir ini 
mengemukakan dua alasan: (1) bahwa di dalam qiyās, tidak 
disyaratkan bahwa atribut munasib dalam kasus cabang 
lebih relevan (asyad munāsabah) dari pada dalam kasus 
pokok, sementara penalaran dengan argumen a fortiori 
tidak mungkin terjadi tanpa adanya relevansi lebih kuat 
dalam kasus cabang; dan (2) bahwa di dalam qiyās kasus 
pokok tidak termasuk dan merupakan bagian dari kasus 
cabang, sementara dalam argumen a fortiori kasus yang 
disebutkan secara tersurat itu merupakan bagian dari 
kasus yang dipahami secara tersirat. Jadi, dalam kasus 
bahwa Tuhan memberikan ganjaran pahala terhadap 
perbuatan baik sekalipun sebesar atom dipahami bahwa 
perbuatan baik sebesar atom adalah bagian dari perbuatan 
baik yang lebih besar.137 Atas dasar itu, menurut al-Āmidī, 
argumen a fortiori bukanlah suatu bentuk qiyās, melainkan 
argumen yang murni linguistik.

Sebaliknya beberapa usūliyyūn bermazhab Syāfi‘ī, 
termasuk al-Syāfi‘ī sendiri, mengangapnya argumen a 
fortiori sebagai bagian dari qiyās dan merupakan jenis 
qiyās yang paling kuat.138 Al-Syīrāzī (476 H/1083 M) dan 

Kasy al-Asrār Syarh al-Musannaf ‘alā al-Manār, (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1998), hlm. 383-385; al-Mīhawī, Syarh 
Nūr al-Anwār ‘alā al-Manār, jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 383-384.

137 Al-Āmidī, al-Ihkām fī Ushūl..., jilid. III, hlm. 97-98.

138 Al-Syāfi‘ī, al-Risālah..., hlm. 512-516.
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al-Māwardī (450 H/1058) menganggap argumen a fortiori 
sebagai termasuk qiyās. Al-Syīrāzī menyatakan bahwa 
argumen a fortiori melibatkan suatu penalaran inferensial 
karena di dalam argumen ini bahasa teks tidak secara 
tersurat menyebutkan hukum masalahnya. Memukul 
tidak dipahami dari kata “hus” dalam Q.S, 17:23. Adalah 
dengan penalaran mengenai implikasi dapat dipahami 
bahwa kata “hus” mengandung arti menyakiti dan karena 
itu meliputi juga memukul. Pemahaman ini hanya dapat 
dilakukan melalui qiyās.139 Menurut al-Māwardī, argumen 
ini merupakan jenis qiyās jallī (analogi yang terang)
yang sangat dekat kepada pernyataan hukum yang jelas 
maknanya.

Al-Ghazālī dalam Syifā’ al-Ghalīl mengutip pandangan-
pandangan yang bertolak belakang antara mereka 
yang memasukkan argumen a fortiori sebagai qiyās 
dan yang menggapnya sebagai bersifat linguistik.140 
Dalam memahami ini, al-Ghazālī tampaknya al-Ghazālī 
mengambil jalan tengah. Menurutnya, argumen a fortiori 
tidak dianggap sebagai qiyās,141 dan keliru orang yang 
menganggap larangan memukul orang tua itu didasarkan 
kepada qiyās terhadap larangan mengucapkan kata “hus”, 

139 Al-Syīrāzī, Syarhal-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 30; al-Syīrāzī, al-
Tabsīrah fī Ushūl al-Fiqh, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. I, 1980), 
hlm. 227-228; Wael B. Hallaq, “Non-Analogical Arguments in 
Sunni Juridicial Qiyas,”Arabica, 36 (1989), hlm. 292; Wael B. 
Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 97.

140 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 55.

141 Al-Ghazālī, al-Mankhūl min Ta‘līqāt..., hlm. 335.
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jika dimaksudkan bahwa penyimpulan itu berdasarkan 
kepada penggunaan nalar dan penyimpulan kausa legis.142 
Mengaitkan larangan pemukulan dengan larangan 
mengatakan “hus” bukan merupakan qiyās, karena dalam 
qiyās kasus cabang yang tidak disebutkan hukumnya yang 
hendak disamakan kepada hukum kasus pokok melalui 
qiyās merupakan suatu yang memang tidak menjadi tujuan 
pokok dari pernyataan, sementara di dalam argumen 
a fortiori, hal yang tidak disebutkan itulah justru yang 
menjadi maksud pokok dan tujuan utama yang hendak 
dikemukakan.143 Jadi, dalam kasus larangan mengatakan 
“hus”, yang pokok hendak ditegaskan ayat itu bukanlah 
larangan ucapan “hus” itu sendiri, melainkan yang lebih 
penting adalah penegasan suatu yang tidak disebutkan 
secara tersurat dalam Q.S: 17:23, yaitu genus larangan 
menyakiti kedua orang tua dengan cukup menyebutkan 
contoh speciec-nya yang paling minimal. Genus larangan 
menyakiti dengan sendirinya meliputi speciec lain yang 
sama atau bahkan lebih berat lagi seperti perbuatan 
memukul.144

Pemahaman bahwa yang dimaksud secara a fortiori 
adalah yang tidak disebutkan diperoleh melalui indikasi 
sirkumstansial (qarīnah) dan konteks dari penyataan 
bersangkutan. Dalam kasus larangan pemukulan yang 
dipahmi melalui larangan mengatakan “hus”, larangan 

142 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 373.

143 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 423.

144 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 423.
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tersebut dipahami dari indikasi sirkumstansial dalam 
konteks ayat yang mewajibkan menghargai, menghormati 
dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sementara 
pemukulan seperti halnya mengatakan “hus” bertentangan 
atau menghalangi kewajiban tersebut, karenanya 
perbuatan itu dilarang.145 Adanya indikasi sirkumstansial 
dan konteks yang tegas itu membuat pemahaman bahwa 
unsur yang tidak disebutkan tercakup ke dalam yang 
disebut begitu gamblang dan dapat dilakukan secara 
intuitif tanpa bantuan penalaran analogis berdasarkan 
kausa legis, sehingga dengan demikian argumen a fortiori 
bukan merupakan qiyās.

Sebaliknya menurut al-Ghazālī, tidak pula tepat apabila 
dikatakan bahwa dalam argumen a fortiori hal yang tidak 
disebutkan itu dipahami langsung dari bahasa teks,146 
karena ucapan seseorang, janganlah engkau mengatakan 
“hus” menurut asal usul bahasa tidak dimaksudkan untuk 
menyatakan larangan memukul.147  Menurut al-Ghazālī, 
semata intimasi (tanbīh) terhadap larangan suatu hal yang 
lebih kecil tidak serta merta berarti juga larangan terhadap 
suatu hal yang lebih besar selama konteks dan indikasi 
sirkumstansial yang menyertai pernyataan tersebut tidak 
dipahami.148 Bisa saja seseoranga – katakanlah raja – 

145 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 373, 423.

146 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 423; Al-Ghazālī, al-Mankhūl 
min Ta‘lāqāt..., hlm. 335.

147 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 54.

148 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 373.
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mengatakan kepada algojonya “jangan hardik orang itu, 
tetapi langsung habisi!” jadi di sini larangan terhadap suatu 
yang lebih berat lagi, yaitu membunuh, akan tetapi, justru 
sebaliknya, larangan itu bermaksud mempertegas perintah 
membunuh.149 Adalah konteks, menurut al-Ghazālī, yang 
menunjukkan kepada adanya makna a fortioriyang tidak 
disebutkan itu  dengan bantuan konteks pula pemahaman 
tersebut dapat ditingkatkan ke level yang lebih pasti 
(qat‘ī).150 Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan 
bahwa argumen a fortiori merupakan pemahaman dari 
bahasa teks itu sendiri.151 Ketika mendefinisikan argumen 
ini al-Ghazālī mengatakan bahwa argumen a fortiori adalah 
memahami makna yang tidak disebutkan secara tersurat 
melalui ungkapan tersurat dengan petunjuk konteks dan 
maksud pernyataan.152

Ketiga, dilihat dari segi luas-sempitnya cakupan  pernyataan 
hukum, sehingga ditemukan pasangan kategori:peryataan 
sebenarnya (haqīqī) dan peryataan metaforis (majāzī); 
pernyataan universal (‘āmm) dan pernyataan partikular 
(khās); pernyataan berkualifikasi dan tidak berkualifikasi 

149 Al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 54-55.

150 Al-Ghazālī, al-Mankhūl min Ta‘līqāt..., hlm. 335.

151 Hanya saja dalam Syifā’ al-Ghalīl al-Ghazālī lebih cenderung 
menganggap argumentum a fortiori sebagai salah satu jenis qiyās, 
hanya saja ‘illah-nya begitu jelas sehingga untuk memahaminya 
tidak perlu penalaran dan pemikiran mendalam. Lihat: Wael 
B. Hallaq, “Non-Analogical..., hlm. 293-295; Wael B. Hallaq, A 
History of Islamic..., hlm. 98.

152 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 273.



Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M   

315
USHUL FIKIH TEOLOGIS 

dalam Paradigma Ontologis

(mutlaq wa al-muqayyad); terakhir, pernyataan sinonim 
(murādif) danperyataan ganda (ambiguitas/musytarak).

Adalah anggapan umum dari para usūliyyūn bahwa kata-
kata biasanya dipakai untuk mengindikasikan makna di 
mana kata-kata itu awalnya diciptakan. Pemakaian ini 
bersifat sebenarnya (haqīqī) ketimbang bersifat metaforis 
(majazī). Mayoritas usūliyyūn berpendapat bahwa sebagian 
besar perkataan dalam bahasa Arab dipakai dalam 
maknanya yang hakiki. Segelintir usūliyyūn, seperti Abū 
Ishāq al-Isfarayainī (w. 418 H/1027 M), berpendapat bahwa 
sindiran tidak terjadi dalam bahasa Arab, dan implikasinya 
adalah bahwa al-Qur’an bebas dari matafora. Sebagian 
lain mengakui adanya metafora dalam bahasa Arab, 
tetapi menolak klaim bahwa la-Qur’an memuat perkataan 
semacam itu. Namun, mayoritas usūliyyūn berpendapat 
bahwa al-Qur’an betul-betul memuat metafora.153 Untuk 
menentukan apakah sebuah perkataan dipakai dalam 
makna-maknanya yang hakiki atau metaforis, usūliyyūn 
bisa kembali pertama kali kepada orang-orang yang 
mempunyai otoritas dalam bahasa Arab, seperti al-
Asma‘ī dan Khalīl bin Ahmad al-Farahidī. Usūliyyūn juga 
bisa mencoba memakai daya pikirnya dengan meneliti 
perkataan tersebut dalam konteks bahasa.

Kata-kata yang sama-sama menunjukkan kepada dua 

153 Untuk mendukung pendapat tersebut, mereka mengemukakan, 
di antaranya Q.S, 19:4 “Dan kepala menyala dengan uban.” 
Jelas bahwa kepala itu sendiri tidaklah “menyala,” dan metafora 
muncul dari dingantikanya rambut oleh api. Lihat: Wael B. 
Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 63.
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individu dari jenis yang ditunjuknya dianggap bersifat 
universal (‘āmm). Oleh karena itu, semua bentuk jamak 
yang disertai dengan kata sandang tertentu adalah ‘āmm, 
seperti kata al-muslimūn. Begitu juga ketika kata sandang 
tersebut digabungkan dengan kata benda tunggal (mufrad), 
kata benda seperti itu berlaku umum bagi semua individu 
dalam golongan tersebut. Kata “al-muslim” menunjukkan 
bukan hanya kepada orang muslim tertentu, tapi secara 
berturut-turut, menunjuk kepada umat Islam pada 
umumnya.154

Sebuah kata yang bersifat umum dalam al-Qur’an dan 
hadis mungkin di-takhsīs-kan hanya dengan kata-kata 
atau pernyataan-pernyataan yang relevan yang tersedia 
dalam teks. Yang dimaksud dengan relevan di sini adalah 
kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang berlaku bagi 
golongan yang sama yang ditunjuk oleh perkataan yang 
bersifat umum. Oleh karena itu, khās berarti pengeluaran 
suatu bagian yang bersifat umum dari keumumannya.

Setidaknya ada dua jenis takhsīs yang berlaku bagi dua 
teks yang berbeda. Jenis takhsīs pertama terjadi sebuah 
ketentuan atau syarat (syart) dikaitkan, atau dibawa untuk 
menunjang, sebuah pernyataan yang umum. Misalnya Q.S, 
3:97 menyatakan: “Dan haji ke Baitullah adalah kewajiban 
bagi manusia yang mampu mengerjakannya.” Di sini jelas 
bahwa kewajiban mengerjakan haji menjadi gugur bagi 

154 al-Ghazālī, al-Mankhūl min Ta‘līqāt..., hlm. 138, 167-168; al-
Syīrāzī, al-Lumma‘ fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: Muhammad al-Na‘sanī, 
(Kairo: Matba‘ah al-Sa‘adah, 1908), hlm. 31-32.
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orang yang tidak mampu mengerjakannya. Di lain pihak, 
jenis kedua adalah takhsīs dengan cara memasukkan ke 
dalam pernyataan umum, sebuah sifat (siffah) dan bukan 
syart. Hal ini dikenal dengan pembatasan (muqayyad) 
sebuah perkataan atau pernyataan yang tak terbatas 
(mutlaq). Misalnya, ketika seorang suami bersumpah 
untuk tidak mengauli istinya (zihār), tetapi kemudian 
ia menggaulinya, maka denda yang ditentukan dalam 
Q.S, 58:3 adalah “memerdekan seorang hamba sahaya” 
(fa tahrīr al-raqabah). Akan tetapi denda (kafārah) untuk 
pembunuhan yang tidak disengaja (qatl bi ghair al-‘amd) 
dalam Q.S, 4:92 adalah “memerdekakan hamba sahaya 
yang beriman” (fa tahrīr raqabah mu’minah). Sifat “beriman” 
menyifati atau men-taqyīd perkataan “hamba.”155

Keempat, diskursus mengenai kata-kata tersebut pada 
akhirnya menghasilkan formula taklīf, yang meliputi 
perintah (amar) dan larangan (nahy). Keduanya merupakan 
jenis linguistik yang paling signifikan dalam hermanitika 
hukum Islam.156

Usūliyyūn sepakat bahwa wahyu dimaksudkan untuk 
menetapkan sistem kewajiban, dan bahwa bentuk-bentuk 
perintah dan larangan – yang prototipenya adalah, secara 
berturut-turut, “kerjakan” (if ‘al) dan “jangan kerjakan” 
(wa lā taf ‘al) – merupakan tulang punggung dan inti dari 
sistem deontologinya. Tanpa mengatasi percabangan 

155 Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 412-523; al-Bājī, 
Ihkām al-Fusūl..., hlm. 279-283.

156 al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 230.
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hermenetis dari kedua bentuk di atas, ketaatan kepada 
Allah tidak akan pernah tercapai. Karena terutama melalui 
kedua bentuk inilah Allah memilih untuk mengungkapkan 
sebagian besar dari wahyu-Nya.

Bentuk perintah, hanya ada sedikit tema dalam ushul 
fikih yang telah berhasil memunculkan begitu banyak 
kontroversi seperti yang dimunculkan oleh persoalan 
bentuk kata perintah (amr). Bahkan definisi bentuk 
perintah itu sendiri menjadi obyek perbedaan. Sebagain 
usūliyyūn, seperti al-Ghazālī, mendefinisikan bentuk 
perintah sebagai “sebuah pernyataan yang dengannya 
seorang diminta untuk mengerjakan suatu tindakan 
yang diperintahkan.” Bagi al-Syīrāzī (w. 476 H/1083 M) 
dan yang lain, definisi tersebut tidak mencakup unsur-
unsur utama lain. Mereka berpendapat bahwa kata kerja 
perintah menggambarkan “sebuah pernyataan di mana 
seseorang yang lebih tinggi meminta seseorang yang lebih 
rendah untuk mengerjakan sesuatu.” Orang-orang yang 
tidak setuju dengan definisi terakhir ini keberatan dengan 
membatasi bentuk perintah pada persoalan yang muncul 
dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sembari 
berargumen bahwa perintah bisa saja datang dari level 
yang sama. Al-Syīrāzī menjawab bahwa perintah yang 
datang dari orang yang selevel, sebenarnya, bukanlah 
perintah, melainkan sebuah permohonan (talab), di mana 
dalam kasus seperti ini, bentuk perintah dipakai hanya 
dalam pengertian metaforis.157

157 Al-Sarakhsī, al-Ushūl al-Sarakhsī..., jilid. I, hlm. 199-219; Al-
Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 411; Ibn Barhān, al-Wusūl..., 
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Sekarang perbedaan utama berkenaan dengan bentuk 
perintah terpusat disekitar akibat hukumnya. Sebagian 
kecil usūliyyūn berpendapat bahwa bentuk imperatif (amar) 
bersifat homonim, sama-sama menunjukkan kepada 
kewajiban, sunnah atau mubah. Sebagian lain berpendapat 
bahwa bentuk imperatif hanya menunjukkan sunnah. 
Tetapi mayoritas usūliyyūn menolak pendapat-pendapat di 
atas dan menyatakan bahwa bentuk imperatif adalah alat 
yang digunakan untuk menyatakan tindakan wajib (al-amr 
yadullu ‘alā al-wujūb). Ketika bentuk imperatif ditafsirkan 
sebagai hal yang mengakibatkan nilai hukum selain 
kewajiban, penafsiran semacam itu mestilah didasarkan 
atas bukti-bukti asing yang ditambahkan kepada bentuk 
imperatif.

Kalau pendapat bahwa bentuk imperatif hanya 
menunjukkan kewajiban harus diterima, lalu persoalan 
lain muncul berkaitan berapa kali pekerjaan yang wajib 
itu harus dilakukan. Lagi-lagi usūliyyūn berbeda pendapat 
dalam kasus ini, sebagian kecil memilih mengerjakan 
secara terus-menerus, sementara sebagian besar 
berpendapat mengerjakan hanya sekali. Tetapi, semua 
usūliyyūn sependapat bahwa ketika bentuk imperatif 
dibarengi dengan qarīnah yang membatasi pekerjaan 

jilid. I, hlm. 133-144; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 190-201. 
Untuk penjelasan tentang teori bentuk perintah abad ke-VII H/
XIII M, lihat: Jeanette Wakin, “Interpretation of Divine Command 
in the Jurisprudence of Mufawwaq al-Din Ibn Qudamah,” dalam 
Nicholas L. Heer, ed., Islamic Law and Jurisprudence: Studies 
in Honor of Farhat J. Ziadeh (Seattle and London: University of 
Washington Press, 1990), hlm. 33-52.



  Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

320  USHUL FIKIH TEOLOGIS 
dalam Paradigma Ontologis

hanya sekali saja, misalnya, atau sebaliknya, memastikan 
pekerjaan secara terus menerus, maka qarīnah tersebut 
harus dijadikan faktor penentu terakhir.158

Sekarang, pendapat yang mengatakan bahwa perintah 
memerlukan sekali pelaksanaa saja betul-betul 
memunculkan persoalan kapan seharusnya pekerjaan itu 
dilakukan oleh yang diperintah.159 Tampaknya, ada tiga 
pandangan tentang persoalan ini: (1) pekerjaan harus 
langsung dilaksanakan (‘alā al-fawr); (2) pelaksanaan 
langsung tidak wajib; dan (3) keputusan tentang waktu 
pelaksanaan harus ditunda sampai qarīnah tekstual 
didapatkan yang dapat mendukung salah satu alternatif 
di atas. Harus pula dicatat bahwa pendapat kedua, 
dikemukakan oleh mayoritas usūliyyūn, dinyatakan sebagai 
disarankan, karena tidak ada seorang usūliyyūn pun 
yang berpandangan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang 
diperintah ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan 
di masa mendatang (‘alā al-tarākhī).

Bentuk larangan sama halnya dengan perintah, bentuk 
larangan (nahy) menggambarkan sebuah ucapan yang 
dipakai oleh seorang yang lebih tinggi ditunjukkan kepada 
orang yang lebih rendah posisinya. Akan tetapi, sementara 

158 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 219-228; Al-Ghazālī, 
al-Mustasfā..., jilid. II, hlm. 7-8; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., hlm. 
201-207; Abū Husain al-Basrī, al-Mu‘tamad fī Ushūl..., jilid. I, hlm. 
108.

159 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 234-245; Al-Ghazālī, 
al-Mustasfā..., jilid. II, hlm. 2-7,9-20; al-Bājī, Ihkām al-Fusūl..., 
hlm. 212-215.
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dalam perintah meniscayakan pelaksanaan suatu 
pekerjaan, larangan menuntur peninggalan. Sebagian 
usūliyyūn lebih jauh berargumentasi bahwa peninggalan 
yang didikte oleh laraangan adalah kewajiban dan tidak 
dapat diklasifikan ke dalam norma hukum lain.160

Di dalam pemakaian bahasa, pernyataan “jangan 
lakukan” (lā taf ‘al) mempunyai bentuk tersendiri yang 
menunjukkan kepada sebuah perintah untuk menahan 
diri dalam melaksanakn. Berbeda dari perintah, larangan 
menggadakan peninggalan pekerjaan secara langsung, 
sebab kegagalan untuk menjaga diri dari mengerjakan 
pekerjaan secara langsung berarti mengerjakan pekerjaan 
tersebut, dan ini pada gilirannya menggambarkan 
pelanggaran larangan.

Isu lain dalam larangan yang sejalan dengan perintah 
adalah apakah kedua lawan dari pekerjaan yang dilarang 
harus dilakukan. Para usūliyyūn berargumen bahwa bila 
pekerjaan terlarang hanya mempunyai satu lawan, maka 
wajib melakukan pekerjaan lawannya. Larangan berpuasa 
pada lebaran Idul Fitri menuntut umat Islam untuk tidak 
puasa, dan karena makan adalah satu-satunya lawan dari 
puasa, maka larangan berpuasa harus mengimplikasikan 
bahwa makanan adalah sebuah kewajiban. Kalau di lain 
pihak, pekerjaan terlarang mempunyai lebih dari satu 
lawan, maka melaksanakan salah satu dari kedua lawan 

160 Al-Syīrāzī, Syarh al-Lummā‘..., jilid. I, hlm. 291-301; al-Bājī, Ihkām 
al-Fusūl..., hlm. 228-230; Ibn Barhān, al-Wusūl..., jilid. I, hlm. 
186-200.
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tersebut bermakna meninggalkan pekerjaan terlarang. 
Karena lawan dari berzina bisa jadi shalat, puasa, kerja 
dan lain-lain, melaksanakan salah satu dari pekerjaan di 
atas mewakili, ipso facto, meninggalkan perzinaan.237 
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b. Interpretasi Kausasi

Interpretasi kausasi merupakan terjemahan dari 
interpretasi ta‘līlī. Adapun kata ta‘līlī berasal dari kata ta‘līl 
yang berarti menjelaskan tentang ‘illah (kausa efektif, ratio 
legis) bagi sesuatu dan menetapkannya.161 Kata ta‘līl yang 
ditambah huruf “ya nisbah” (onomastika) di akhir kata 
tersebut, berarti disandarkan kepada ta‘līl (kausa), artinya 
sesuatu bersifat ta‘līl (kausasi) atau secara ta‘līl (kausatif). 
Secara kebahasaan, interpretasi kausasi berarti cara 
menyelidiki yang menggunakan pendekatan yang bersifat 
kausasi (ta‘līlī). Sedangkan secara terminologi penalaran 
ta‘līlī adalah penalaran yang berupaya menggunakan ‘illah 
sebagai poros utamanya.162

Penyelidikan terhadap ‘illah dilakukan dengan 
mengemukakan dalil kesahihan ‘illah baik dengan īmā’ 
(peringatan, petunjuk yang terkandung dalam teks), 
munāsabah, atau mengemukakan kandungan maslahah 
(kemaslahatan). Kemudian, jika ‘illah memiliki ma‘nā 
munāsabah yang lebih umum dari nas, maka illah tersebut 
dikausasikan (ta‘diyyah), sebaliknya jika ‘illah terbatas 
pada nas}s} maka ia tidak dapat dikausasikan (qāsirah).163

161 Mustafā Syalabī, Ta‘līl al-Ahkām, (Beirut: Dār al-Nahdah al-
‘Arabiyyah, cet. I, 1981), hlm. 12.

162 Al-Yasa’ Abubakar, Beberapa Penalaran Fiqh dan Penerapannya, 
dalam: Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 1994), 
hlm. 179.

163 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 338.
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Usaha untuk menemukan ‘illah oleh para mujtahid, 
umumnya dimaksudkan untuk tujuan peng-qiyās-an. 
Sedangkan usaha itu sendiri, tidak selalu berujung 
pada qiyās. Adakalanya seorang mujtahid membahas 
permasalahan baru dengan menelusuri ma‘nā munāsabah 
atau kandungan maslahah yang patut menjadi poros 
hukum (manāt al-hukm). Ini lah yang dinamai dengan 
istislāh atau al-maslahah al-mursalah. Atau jika usūliyyūn 
membahas maslahah yang dikandung oleh sebuah hukum 
yang memiliki nas-nya, tapi bukan untuk dikausasikan, 
melainkan untuk tujuan yang lain yang tidak terukur 
(ghair mundabit), hal inilah yang dinamakan dengan al-
‘illah al-qāsirah, atau menjelaskan hikmah.164

Berdasarkan penjelasan di atas, interpretasi kausasi 
(ta‘līlī) pada akhirnya dapat dibedakan lagi ke dalam dua 
bentuk, yaitu: pertama, metode qiyāsī (binā’ al-ahkām ‘alā 
al-‘illah); dan kedua, metode istislāhī (ta‘līl al-ahkām bi 
maqāsid al-syarī‘ah). Oleh sebab itu, pembahasan mengenai 
interpretasi kausasi akan meliputi dua metode ini.

Metode Qiyāsī
Qiyās dalam pengertian bahasa adalah mempersamakan 
sesuatu yang telah diketahui (al-asl) terhadap sesuatu yang 
belum diketahui (al-far‘) dalam menetapkan ketentuan 
hukum bagi keduanya atau meniadakan ketentuan itu dari 
keduanya karena terdapat hal yang mengakumulasikan 
(al-jam‘) keduanya, yaitu penetapan ketentuan hukum 
(ittihād al-hukm), deskripsi/atribut (ittihād al-‘illah), 

164 Mustafā Syalabī, Ta‘līl al-Ahkām..., hlm. 12.
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atau meniadakan persoalan itu dari keduanya. Jika 
yang mengakumulasikan itu menyebabkan kolektivitas 
ketentuan hukum, maka qiyās tersebut adalah valid, 
sedangkan jika tidak demikian maka ia adalah penalaran 
analogis yang tidak valid (qiyās ma‘a al-fāriq).

Bentuk argumen terpenting yang dikelompokkan di 
bawah qiyās tentu analogi, yang merupakan pola dasar 
dari semua argumen hukum. sebenarnya, argumen analogi 
yang dipakai dalam kajian hukum Islam, dalam pikiran 
sebagian teolog dan faqih, mejadi pola dasar dari semua 
argumen logis, yang mencangkup silogisme. Silogisme 
kategoris dianggap secara epistimologi sama dengan atau 
bahkan kurang argumentatif ketimbang analogi hukum.165

Di antara semua topik ushul fikih, analogi memberikan 
penjelasan yang paling luas. Dalam sebuah kitab 
khusus tentang masalah ini, analogi sendiri rata-rata 
menempati sepertiga, atau bahkan lebih, dari keseluruhan 
pembahasan. Persoalan-persoalan utama yang 
didiskusikan berhubungan dengan unsur pokok argumen 
analogis, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
secara individual, dan prinsip-prinsip yang mengatur 
hubungan di antaranya. Unsur pokok analogi ada empat, 
yaitu: (1) kasus baru (far‘) yang membutuhkan sebuah 
solusi hukum; (2) kasus lama (asl) yang ada dalam sumber-

165 Lihat: Wael B. Hallaq, terj. Ibn Taimiyya Against the Grerk 
Logicians, (Oxford: Clarendon Perss, 1933), hlm. Xxxv ff; Wael 
B. Hallaq, “The Logic of Legal Reasoning in Religious and Non-
Religious Cultures: The Case of Islamic Law and Cammon Law,” 
cleveland State Law Review, 34, (1985-1986), hlm. 94-95. 
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sumber utama, seperti al-Qur’an, Sunnah dan ijmā‘; (3) 
kausa efektif, ratio legis (‘illah), sifat umum yang ada pada 
kasus baru dan kasus kasus lama; dan (4) norma hukum 
(hukm) yang dinisbatkan kepada kasus baru dan karena 
kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus 
lama ke kasus baru.166

‘Illah merupakan jantung poros qiyās. Usūliyyūn sepakat 
atas tiga spesifikasi ‘illah yang valid. Usūliyyūn yang 
mengesahkan qiyās sepakat akan kejelasan (zuhūr), 
perluasan (ta‘addī) dan keabsahan (i‘tibar). Kejelasan 
membutuhkan ‘kemampuan untuk menemukan sebab dan 
untuk mengonfirmasi eksistensi sebab dalam suatu situasi. 
peluasan membutuhkan kemampuan untuk memperluas 
jangkauan sebab pada situasi-situasi lain, di samping tidak 
ada nas yang membatasi perluasan tersebut. keabsahan 
berarti ketiadaan pernyatan lain yang membatalkan oleh 
nas} yang menolak konsiderasi sebab.167

Akan tetapi usūliyyūn berbeda pendapat terkait persyaratan 
atau spesifikasi, yang mereka sebut dengan keterukuran 
(mundabit) suatu ‘illah. Keterukuran sebab berarti tidak 

166 Al-Syāsyī, Ushūl al-Syāsyī, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1402 
H), hlm. 325; al-Isnāwī, Nihāyah al-Sūl..., jilid. III, hlm. 4; al-
Nasafī, Kasy al-Asrār Syarh al-Musannaf ‘alā al-Manār, (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1998), hlm. 196; Abū Husain 
al-Basrī, al-Mu‘tamad fī Ushūl..., jilid. II, hlm. 195; al-Syawkānī, 
Irsyād al-Fuhūl..., jilid. I,hlm. 198.

167 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. II, hlm. 345; Muhammad Abū 
Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 223.
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berubah secara signifikan dengan perubahan keadaan.168 
Alasan di balik kontroversi terkait kriteria keterukuran 
adalah kontroversi terkait apakah qiyās diperbolehkan 
berdasarkan hikmah di balik hukum (hikmah)169 atau sebab 
(sabab).170

168 Muhammad Abū Zahrah, Ushūl al-Fikih..., hlm. 223.

169 Al-hikmah adalah kemaslahatan yang ingin dicapai oleh 
suatu hukum, dan kerusakan yang ingin dihindari oleh suatu 
hukum (al-maslahah al-latī yurādu bi al-hukmi tahaqquqahā wa 
al-mafsadah al-latī yurādu bihi daf ‘uhā). Lihat: Muhammad al-
Banā, Muhādārāt fī Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Matba‘ah al-Jāmi‘ah 
al-Qāhirah, cet. I, 1959), hlm. 37. Berbeda dengan al-sabab dan 
‘illah, al-h}ikmah tidak dapat dijadikan sebagai kausasi hukum, 
karena ia dianggap sebagai sifat yang jelas tapi tidak terukur 
(wasf zāhir ghaira mundhabit). Fenomena ini telah menggeser 
peranan al-hikmah, sehingga didapati sebagian teoritikus yang 
sama sekali tidak memperhatikan keberadaan al-hikmah. Lihat: 
Yūsuf al-Qardāwī, Dirāsah fī Fiqh Maqāsid al-Syar‘iyyah; Bayna 
al-Maqāsid al-Kulliyyah wa al-Nusūs al-Juz’iyyah, (Mesir: Dār al-
Syurūq, 2006), hlm. 21.

170 Al-Sabab dalam prespektif mayoritas usūliyyūn lebih luas 
jangkauan kausasinya dibandingan dengan ‘illah, setiap 
‘illah merupakan al-sabab, tetapi tidak semua al-sabab dapat 
dikategorikan menjadi ‘illah. Misalnya, perpindahan hak milik 
terhadap suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli 
di dalam transaksi jual-beli dapat disebut al-sabab sekaligus ‘illah. 
Sedangkan pada kasus “tergelincirnya matahari” merupakan al-
sabab (bukan ‘illah) dari wajibnya melaksanakan shalat zuhur. 
Berdasarkan kasus di atas, usūliyyūn memberikan definisi 
yang berbeda antara al-‘illah dan al-sabab. ‘illah didefinisikan 
sebagai al-wasfu al-zāhir al-mundhabit al-lazī ja‘ala manātan li 
hukmi yunāsibuhu. (sifat yang jelas dan terukur yang dijadikan 
sebagai tempat bergantungnya hukum dan memiliki hubungan 
logis dengan ketetapan hukum tersebut). Lihat: Wahbah al-
Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., jilid. II, hlm. 95. Sedangkan al-sabab 
didefinisikan sebagai wasfu zāhir mundhabit nāta al-syāri‘ al-hukm 
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Dalam rangka menyajikan qiyās yang benar, usūliyyūn 
menggambarkan proses multi-langkah (masālik) yang 
semuanya berorentasi kepada penentuan poros hukum 
(manāt al-hukm). Masālik tersebut ialah pertama, explorasi 
‘illah (takhrīj al-manāt), yaitu suatu proses refleksi terhadap 
nas dalam rangka mengekstrak sebanyak mungkin 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai 
illah untuk hukum dasar (asl). Kemungkinan-kemungkinan 
ini adalah atribut-atribut (al-wasf) yang disebutkan dalam 
nas (asl), yang merepresentasikan kandidat-kandidat ‘illah 
di balik suatu hukum.

Ada beberapa teknik yang dikembangkan oleh para 
usūliyyūn guna mengidentifikasi atribut yang menjadi 
‘illah suatu hukum, yaitu: (1) melalui pernyataan teks 
hukum sendiri; (2) melalui ijmā‘; dan (3) melalui ijtihad 
(penalaran).171 Identifikasi atribut yang menjadi ‘illah 
hukum melalui teks hukum dimungkinkan apabila teks 
hukum dimaksud memang menjelaskan alasan penetapan 
hukum di dalam teks tersebut. Apabila teks hukum tidak 
menjelaskan, kita tidak dapat mengetahuinya melalui teks. 
Kita beralih kepada teknik berikutnya, mungkin suatu 
hukum yang disebutkan di dalam teks tidak disertai dengan 
penjelasan atribut yang menjadi alasan penetapannya, 

munāsiban kāna aw ghairu munāsib (sifat yang jelas dan terukur 
yang dijadikan oleh syariat sebagai parameter kausasi hukum, 
baik memiliki hubungan logis dengan tujuan hukum ataupun 
tidak). Lihat: ‘Alī Hasballāh, Ushūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī, (Beirut: Dār 
al-Fikr, 1982), hlm. 149.

171 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 430-440.
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namun ada kemungkinan para usūliyyūn telah sepakat 
mengenai ‘illah -nya. Maka dari kesepakatan itu kita 
bisa menemukan atribut dimaksud. Contohnya adalah 
ijmā‘ bahwa ‘illah didahulukannya saudara kandung atau 
saudara seayah dalam kewarisan adalah bertemunya dua 
nasab, nasab ayah dan nasab ibu, antara kedua bersaudara 
(yang mewarisi dan yang diwaris), sementara saudara 
seayah hanya memiliki nasab melalui jalur ayah saja. 
Berdasarkan ‘illah bertemunya dua nasab itu, perwalian 
nikah di -qiyās-kan kepada kewarisan, yakni seperti halnya 
dalam kewarisan, dalam nikah saudara kandung lebih 
didahulukan dalam hak untuk menjadi wali.172

Apabila tidak adan teks dan kesepakatan (ijmā‘) mengenai 
‘illah suatu hukum, maka usūliyyūn menggunakan 
teknik ketiga, yaitu penalaran. Ada dua cara yang diikuti 
dalam penalaran untuk mengidentifikasi ‘illah, yaitu: (1) 
klasifikasi dan eliminasi (al-sabr wa al-taqsīm),173 yaitu 
pengujian terhadap ‘illah dengan cara mengidentifikasi 
semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi ‘illah 

172 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 433.

173 Dalam Syifā’ al-Ghalīl al-Ghazālī menyebut metode ini dengan 
taqsīm wa sabr. Barangkali ini dilihat dari urutan proses 
pelaksanaannya lebih tepat dari pada al-sabr wa al-taqsīm 
seperti yang disebutnya dalam al-Mustasfā, dan pada umumnya 
karya-karya ushul fikih. Hal itu karena pertama-tama memang 
dilakukan identifikasi dan klasifikasi (al-taqsīm) terhadap 
atribut-atribut yang mungkin menjadi ‘illah hukum, setelah itu 
baru dilakukan pengujian, dan yang tidak relevan dieliminasi 
sampai ditemukan satu ‘illah yang paling mungkin. Lihat: al-
Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa al-Munkhīl wa 
Masālik al-Ta‘līl, (Baghdad: Matba‘ah al-Irsyād, 1971), hlm. 451. 
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hukum. Kemudian satu-persatu ‘illah yang diperkirakan itu 
diuji untuk menemukan satu ‘illah yang paling mungkin, 
kemudian ‘illah-‘illah lainnya dieliminasi.174 (2) dengan 
cara pengujian kesesuaian atribut yang dinyatakan sebagai 
‘illah dengan hukum, dan inilah yang disebut dengan 
munāsabah (konformitas).175

Kedua, verifikasi ‘illah (tanqīh al-manāt), yaitu eliminasi 
alternatif-alternatif. Pada langkah ini, mujtahid 
menerapkan beberapa bentuk rasionalisasi keputusan 
hukum atau rasio desidendi (ratio decidendi), meminjam 
istilah dari filsafat hukum Inggris.176 Dalam langkah tanqīh 
al-manāt ini, aneka atribut yang dihasilkan dari langkah 
pertama diperiksa satu persatu, dengan opsi biner eksklusif 
(exclusive-OR), meminjam istilah ilmu logika, dalam rangka 
menentukan satu atribut terpilih, setelah mengeluarkan 
seluruh atribut lainnya. Kendati ada kedangkalan dalam 
proses berbasis atribut ini, para usūliyyūn membuat suatu 
persyaratan bagi atribut yang dimenangkan , yang kelak 
akan disebut dengan ‘illah (kausa efektif, rasiolegis), yaitu 

174 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 435.

175 Munāsabah (konformitas) secara harfiah berarti kesesuaian. 
Dalam konteks ini dimaksudkan kesesuaian antara hukum 
yang ditetapkan dengan atribut yang menjadi alasan mengapa 
hukum itu ditetapkan demikian. Munāsabah berdasarkan kepada 
suatu asumsi bahwa hukum syariat yang bersumber dari wahyu 
ilahi itu bukanlah suatu yang bersifat semena-mena (arbitrary), 
melainkan tedas makna dan berlandaskan rasionalitas. Lihat: 
Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 9; al-Ghazālī, Ma‘ārij al-
Quds..., hlm. 59; Sulaimān Dunyā, al-Haqīqah fī..., hlm. 280-281. 

176 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 163.
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atribut yang sesuai (wasf munāsib).177

Munāsib secara umum didefinisikan sebagai pemenuhan 
kemaslahatan (tahqīq al-maslahah). Kemaslahatan ini 
tidak didefinisikan secara jelas dalam literatur ushul fikih 
awal (sebelum al-Ghazālī w. 505 H). Akan tetapi, dalam 
literatur ushul fikih versi Sunnī periode selanjutnya (masa 
al-Ghazālī dan seterusnya), seseorang dapat melihat 
kecenderungan yang meningkat untuk menguhubungkan 
antara munāsabah dengan kebermaksudan (maqāsid) 
yaitu mengubungkan antara munāsabah dengan maqāsid 
al-syarī‘ah. Kecenderungan ini sangat jelas dalam teori 
maqāsid karya al-Syātibī; dan dalam kadar yang lebih 
rendah, terlihat pada teori-teori qiyās terdahulu karya al-
Ghazālī, al-‘Izz bin ‘Abd al-Salām dan al-Qarāfī.178 Al-Ṭufī 
mendefinisikan munāsabah sebagai kemaslahatan yang 

177 Apabila munāsabah adalah kesesuaian antara hukum dengan 
‘illah-nya, maka ‘illah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaiannya 
dengan hukum itu dinamakan dengan wasf munāsib, yaitu adanya 
atribut yang sesuai dan hubungan logis yang tedas makna antara 
‘illah dan hukum. Misalnya, ‘illah ditetapkannya perwalian 
harta atas anak di bawah umur adalah keadaan di bawah umur 
(al-sighar). Dilihat dari segi keefektifannya dan, karena itu, 
dari tingkat probabalitas yang dihasilkannya, wasf munāsib 
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) kesesuaian efektif 
(munāsib mu’atsir); (2) kesesuaian selaras (munāsib mulā’im); 
dan (3) kesesuaian ganjil (munāsib gharīb). Lihat: Al-Ghazālī, al-
Mustasfā..., jilid. I, hlm. 435; al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl..., hlm. 
158.

178 ‘Abdullah bin Bayah, ‘Alaqah Maqāsid al-Syarī‘ah bi Ushūl al-Fiqh, 
edisi ke-1, (Kairo: al-Furqān Islamic Heritage foundation, al-
Maqāsid Research Centre, 2006), hlm. 25. 
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mengantarkan pada maksud pembuat syariat.179 Mayoritas 
usūliyyūn secara luas tidak mengesahkan penyamaan 
antara sebab suatu hukum dengan maksudnya, karena 
maksud dinilai tidak konstan.

Ketiga, mendefinitifkan ‘illah (tahqīq al-manāt), yaitu 
menegaskan realisasi ‘illah. Tahqīq al-manāt adalah 
langkah terakhir dalam proses qiyās ini, di mana mujtahid 
menverifikasi apakah sebuah ‘illah yang dihasilkan dari 
langkah sebelumnya dapat diaplikasikan dalam situasi 
kehidupan yang nyata sebagai konsideran. Misalnya, 
unsur memabukkan (iskār) adalah merupakan ‘illah 
di balik larangan minum khamar (asl). Ketika ijtihad 
diterapkan dalam kaitannya dengan suatu zat tertentu, 
maka pertanyaannya adalah ‘apakah unsur memabukkan 
terdapat dalam zat ini atau tidak?

Metode Istislāhī
Kebanyakan literatur ushul fiqih klasik tidak menjelaskan 
langkah yang baku untuk penggunaan masālih mursalah 
(istislāhiyyah) sebagai metode interpretasi. Literatur-
literatur tersebut biasanya memberi penjelasan bahwa 
intepretasi istislāhī akan digunakan bersama-sama 
dengan interpretasi linguistik atau interpetasi kausasi. 
Istislāhī dianggap telah digunakan apabila penetapan 
hukum atau pembuatan definsi atas sesuatu perbuatan 
dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang 

179 Al-Ṭūfī, al-Ta‘yīn fī Syarh al-Arba‘īn, tahqīq: Ahmad Hāj Muhammad 
‘Ustmān, (Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, cet. I, 1419 H), 239.
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terkandung di dalamnya. Dalam interpretasi kausasi, 
metode istislāhī dianggap telah digunakan sebagai bagian 
dari penalaran ini apabila pencarian dan penentuan ‘illah 
dilakukan dengan mempertimbangkan maslahah yang 
disebutkan di dalam nas, atau dicari dan disimpulkan 
melalui pertimbangan konformitas (munāsabah).

Sedangkan penggunaan metode istislāhī secara 
independen, di dalam banyak literatur ushul fikih 
dapat dilakukan apabila dalam suatu perbuatan hukum 
ditemukan kemaslahatan, lalu kemaslahatan tersebut 
dijadikan sebagai landasan dari penetapan hukumnya. 
Dengan kata lain, sekiranya suatu perbuatan hukum tidak 
dapat dikembalikan kepada suatu nas yang bersifat khusus 
dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan (al-
qawā‘id al-lughawiyyah), dan juga tidak dapat dihubungkan 
kepada nas khusus melalui upaya pencarian, verifikasi 
dan pendefinitifan ‘illah, sedangkan di dalam perbuatan 
hukum tersebut mengandung kemaslahatan yang dapat 
dikembalikan kepada nas umum, maka menetapkan 
hukum berdasarkan kemaslahatan yang dikandungnya itu 
dinamakan dengan metode istislāhī.180

Al-Ghazālī mendefinisikan maslahah dengan al-muhāfazah 
‘alā maqsūd al-syar‘ (menjaga tujuan syara‘) yang meliputi 
lima perlindungan, yaitu (1) perlindungan eksistensi 
agama (hifz al-dīn); (2) perlindungan terhadap jiwa (hifz 

180 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan Dalam Ushul Fikih, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 
cet. I, 2012), hlm. 65-66.
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al-nafs); (3) perlindungan terhadap akal (hifz al-‘qal); (4) 
perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasal); dan (5) 
perlindugan terhadap harta (hifz al-māl). Semua yang dapat 
melindungi lima hal utama ini disebut dengan maslahah 
dan semua yang dapat merusak lima hal utama ini dianggap 
sebagai kemudharatan, dan sebaliknya menghilangkan 
kemudharatan tersebut adalah maslahah.181

Menurut Khālid Mas‘ūd, al-Juwaynī (w. 438 H/1047 
M) di dalam karyanya al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh telah 
mencatat tentang adanya diskusi serta munculnya 
beberapa pendapat tentang kesahihan penalaran yang 
bertumpu pada kemaslahatan. Lebih dari itu, sebagian 
peneliti masa sekarang berkesimpulan beliaulah orang 
pertama yang membagi maslahah menjadi tiga kategori 
darūriyyāt (primer), hājiyyāt (sekunder) dan tahsīniyyāt 
(tersier); bahkan juga merupakan orang pertama yang 
membagi darūriyyāt menjadi lima macam (agama, jiwa, 
akal, keturuan dan harta).182

Al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M) – salah seorang murid al-
Juwaynī – menulis sebuah bab di dalam al-Mustasfā fī 
Ushūl al-Fiqh untuk membahas otoritas maslahah sebagai 
pertimbangan penetapan hukum, dan untuk menjelaskan 
mekanisme penggunaannya agar dianggap memenuhi 
syarat sebagaimana terlihat pada bab ke-III dari buku ini. 

181 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 251.

182 Muhammad ‘Abd al-‘Atī Muhammad ‘Alī, al-Maqāsid al-Syar‘iyyah 
wa atsaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2007), hlm. 
160; Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah..., hlm. 68.
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Al-Ghazālī di dalam karya tersebut membagi maslahah 
dari segi pengakuan syara‘ menjadi mu‘tabarah (diakui 
oleh syara‘), mulghah (tidak diakui oleh syara‘), dan 
mursalah (yang tidak dibicarakan oleh syara‘); sedangkan 
dari segi kekuatannya, al-Ghazālī membagi maslahah 
menjadi darūriyyāt, hājiyyāt dan tahsīniyyāt; sedangkan 
dari kebutuhan makhluk yang ingin diproteksi oleh Allah, 
ia membaginya menjadi lima, perlindungan agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. Masih menurut al-Ghazālī, 
maslahah dapat digunakan apabila bersifat darūrah 
(primer), qat‘iyyah (defenitif) dan kulliyyah (holistik). 
Kemudian maslahah juga harus mempunyai dasar dari 
al-Qur’an dan hadis dalam jumlah relatif banyak (ghair 
munhasirah), serta didukung oleh ijmā‘, dan diproses 
melalui pencarian dan pembedaan ‘illah (tafarruq al-
amārāt).183 Beliau menggunakan terminologi istislāh untuk 
menyebut kegiatan penalaran yang berupaya menetapkan 
hukum syariat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Tokoh yang menganjurkan penggunaan maslahah sebagai 
prinsip pokok dalam penalaran hukum syariat secara 
luas dan juga memberikan makna yang relatif sangat 
luas tentang maslahah adalah al-Ṭūfī (w. 716 H). Namun, 
menurut Al Yasa Abubakar, uraian al-Ṭūfī yang sangat 
sering dikutip dan bahkan dianggap sebagai pendapat yang 
“progresif,” ia berikan secara tidak mendalam di dalam 
kitab ushul fikih, ataupun dalam sebuah makalah yang 

183 Al-Ghazālī, al-Mustasfā..., jilid. I, hlm. 250-259
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ditulis untuk topik itu.184 Uraian tentang maslahah ini ia 
berikan sebagai bagian dari anotasi (syarh) dan ulasan atas 
hadis “lā darara wa lā dirār” (tidak boleh memudaratkan 
diri sendiri dan orang lain). Beliau menulis sebuah kitab 
sebagai anotasi atas hadīts al-arba‘īn li al-nawāwī, yang 
mana hadis ini merupakan salah satu dari 42 hadis yang 
ia ulas.185
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184 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah..., hlm. 38-39.

185 Tulisan al-Ṭūfī ini dapat dilihat dalam lampiran buku Mustafā 
Zayd, al-Maslahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Tūfī, 
(Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, cet. II, 1964); ‘Abd al-Wahhab al-
Khallaf, Masādir al-Tasyrī‘ fī mā lā Nas fīhi, (Kairo: Dār al-Syurūq 
al-‘Arabī, cet. I, 1996), hlm. 68
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Menurut al-Tūfī kemaslahatan harus dipertimbangkan 
dan dipikirkan secara sungguh-sungguh dalam setiap 
penyimpulan hukum dari nas, karena maksud dan tujuan 
diturunkannya hukum adalah menjaga kemaslahatan 
manusia. Bahkan seandainya ada nas yang tidak 
sejalan dengan kemaslahatan, maka nas itu harus 
diinterpretasikan dan dipahami sedemikian rupa, karena 
menurut al-Tūfī, tidak mungkin nas bertentangan atau 
tidak sejalan dengan kemaslahatan yang hakiki. Tetapi 
kemaslahatan juga harus dipikirkan, dipertimbangkan 
dan dirumuskan secara sungguh-sungguh, jangan sampai 
kemaslahatan semu (maslahah mawhūmah) dianggap 
sebagai kemaslahatan hakiki.

Puncak perkembangan dan penggunaan maslahah sebagai 
prinsip bahkan metode penalaran dalam ushul fikih 
nampaknya terjadi di tangan al-Syātibī (w. 790 H/1388 M), 
yang telah berusaha melakukan semacam penyempurnaan 
dan bahkan pembaharuan. Dalam mewujudkan usahanya 
ini, al-Syātibī mengarang sebuah karya ushul fikih yang 
relatif tebal dan mendalam yang diberi judul al-Muwāfaqāt 
fī Ushūl al-Syarī‘ah sebanyak empat jilid,186 dengan 

186 Edisi pertama kitab ini diterbitkan di Tunisia oleh penerbit 
pemerintah pada tahun 1884 M/1302 H, disunting oleh Ṣālih al-
Qa‘jī, ‘Alī al-Syanūfī dan Ahamad Wartatānī. Di Kairo, terbitan 
pertamanya disunting oleh Muhammad Khidr al-Husain, imām 
al-akbar (grand syaikh) al-Azhar ketika itu dan Hasanain al-‘Adawī 
Menteri Wakak pada saat itu, dan diterbitkan oleh Mat}ba‘ah 
Salafiyyah pada tahun 1923 M. Selanjutnya disunting kembali 
oleh ‘Abdullah Darrāz (w. 1932 M/1352 H) yang merupakan 
cucunya Muhammad Khidr al-Husain, serte diberi komentar 
dan penjelasan atas maksud dan redaksi yang dianggap sulit, 
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sistematika yang relatif baru, seperti yang terlihat dari 
bab tiga dari buku ini. Dalam al-Muwāfaqāt, al-Syātibī 
berupaya mengaitkan uraian tentang maslahah dengan 
uraian tentang maqāsid al-syarī‘ah (kebermaksudan 
syariat) secara lebih ketat dan sungguh-sungguh, dan 
menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk kebolehan 
berijtihad. Pembahasan ini ia jadikan sebagai sebuah 
topik baru yang independen di dalam kajian ushul fikih, 
karena sebelumnya topik tentang maqāsid al-syarī‘ah tidak 
menjadi perhatian besar. Al-Syātibī berupaya menguraikan 
maslahah secara lebih sistematis dan komprehensif, 
yang ia namakan sendiri dengan maqāsid al-syarī‘ah. Ia 
menjadikan pembahasan tentang maslahah yang dikemas 
menjadi maqāsid al-syar‘iyyah ini sebagai bagian penting 
dari kajian ushul fikih dan menjadikan kesanggupan 
memahami dan menemukan kemaslahatan sebagai salah 
satu syarat dab bahkan syarat utama untuk kebolehan 
melakukan ijtihad.187

bahkan beliau juga ikut memberikan kritikan. Kemudian edisi 
ini disempurnakan lagi oleh anak beliau, Muh}ammad ‘Abdullah 
Darrāz, dengan cara memberikan baris (harakah) untuk kata-kata 
sulit, serta beberapa komentar tambahan. Edisi ini terbit dengan 
judul al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah, yang keseluruhannya 
berjumlah empat jilid, diterbitkan oleh al-Maktabah al-Tijariyyah 
al-Kubrā, Kairo, tanpa tahun. Lihat: Duski Ibrahim, Metode 
Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra’ al-Ma‘nawi 
asy-Syathibi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. I, 2008), hlm. 
33.  

187 Duski Ibrahim, Metode Penetapan..., hlm. 187. Masih menurut 
Duski Ibrahim, al-Syātibī telah mengidentifikasi metode ijtihad 
yang digunakan usūliyyūn menjadi empat buah. Lihat juga Imam 
Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan 
Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Raja 
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c.  Interpretasi Penyelarasan

Para usūliyyūn mengakhiri diskursus tentang filologi 
(alfāz), semantik (ma‘ānī) dan permasalahan ‘illah dengan 
menjelaskan ketentuan hukum ijtihad dan ketentuan-
ketentuan taqlīd (mengikuti pendapat otoritatif), istiftā’ 
(mencari fatwa), dan metode-metode tarjīh (selektif-
eliminatif) pada saat terjadi kontradiksi-diametal (ta‘ārud) 
dalam dalil-dalil.

Dikarenakan filsafat ilmu hanya mengkaji ilmu dalam 
batas wilayah objek dari suatu ilmu, dan tidak menjadikan 
subjek pengkaji sebagai wilayah kajiannya, maka di sini 
penulis melakukan rekonstrukrisasi terhadap sistematika 
ilmu ushul fikih. Permasalahan ijtihad di kaji di dalam tema 
artikulasi empat pilar pemikiran hukum Islam, karena 
ijtihad merupakan “soko guru” bagi berkembangnya dalil-
dalil rasionalitas seperti qiyās, istihsān dan seterusnya. 
Sedangkan permasalahan istiftā’ dan taqlīd, kajiannya 
berada di luar kajian filsafat ilmu, karena filsafat ilmu 
hanya melihat ilmu sebagai suatu gejala pemikiran yang 
dihasilkan oleh daya dan karsa pikir manusia. Oleh karena 
itu, di sini hanya akan dikaji yang ada kaitannya dengan 
gejala hasil oleh pikir manusia, dalam hal ini adalah 
metode penyelarasan atau sinkronisasi.

Usūliyyūn sejauh ini tidak menyebut penyelarasan 
(sinkronisasi) sebagai salah satu metode penemuan hukum 
di samping interpretasi linguistik (bayānī) dan interpretasi 

Grafindo Persada, cet. I, 2006), hlm. 133.
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kausasi (ta‘līlī). Tetapi di dalam banyak literatur ushul fikih 
klasik ditemukan secara tersirat metode penyelarasan 
ini digunakan untuk menalar hukum Islam. al-Juwaynī 
misalnya mengatakan, “fa in amkana al-jam‘u bainahumā 
jama‘ wa in lam yumkin al-jam‘u bainahuma yatawaqqaf 
fīhimā in lam ya‘lam al-tārīkh, fa in ‘alima al-tārīkh yansakhu 
al-mutaqaddim bi al-muta’akhir” 188 (jika dimungkin untuk 
dihimpun diantara dua dalil yang berbebenturan, maka 
dalil-dalil itu dihimpun, jika tidak memungkinkan untuk 
dihimpun, diselaraskan/sinkronkan antara dalil-dalil yang 
saling bertentangan itu, jika juga tidak memungkinkan 
maka dalil yang lebih awal diobrogasi oleh dalil yang 
datang belakangan).

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh al-Juwaynī 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode 
penyelerasan itu berupaya menyelaraskan berbagai dalil 
hukum yang mungkin secara zahir bertentangan (ta‘ārud 
wa tanāqud) satu sama lain. Untuk itu, para usūliyyūn 
mengembangkan (1) teori konsiliasi (al-jam‘ wa al-tawfīq), 
(2) obrogation (nasakh), (3) dipilih yang terkuat (al-tarjīh), 
(4) abstain (al-tawaqquf), (5) pembatalan (al-tasāqut) dan 
(6) pilihan (al-takhyīr).

Pertama, metode al-jam‘ wa al-tawfīq; metode ini didasarkan 
kepada salah satu maksim dalam ilmu ushul fikih yang 
berbunyi, “i‘mal al-nas awlā min ihmālihi”189 (menerapkan 

188 al-Juwaynī, al-Waraqāt, tahqīq: ‘Abd al-Latīf Muhammad al-‘Abd, 
(Kairo: Maktabah Dār al-Salām, cet. V, 2007), hlm. 23.

189 Al-Suyutī, al-Asybāh wa al-Nazā’ir, jilid. I, (Beirut: Dār al-Kutub 
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teks lebih utama dari pada mengabaikannya). Maka, 
seorang mujtahid yang menghadapi dua buah hadis 
yang bertentangan, harus meneliti kondisi atau konteks 
yang hilang, dan berusaha menginterpretasi kedua hadis 
tersebut berdasarkan konteks yang meliputinya.190

Kedua, metode nasakh: metode ini menegaskan bahwa 
dalil yang terakhir, secara kronologis, harus membatalkan 
secara yuridis dalil yang terdahulu. Hal ini berarti ketika 
terdapat ayat-ayat yang tampak bertentangan, maka 
ayat yang diwahyukan terakhir dianggap sebagai dalil 
penghapus (nāsikh), sedangkan ayat yang lain dibatalkan 
(mansūkh). Sama halnya ketika terjadi benturan di antara 
hadis yang satu dengan yang lainnya. Hadis yang memiliki 
waktu penyampaian lebih akhir, jika waktu tersebut 
diketahui atau dapat disimpulkan, harus menghapus 
seluruh hadis yang lain. mayoritas usūliyyūn tidak 
menerima sebuah hadis dapat me-nasakh ayat al-Qur’an, 
meskipun hadis tersebut secara kronologis datang lebih 
akhir. Hal ini berkaitan dengan pembandingan “kadar 
kedefinitifan” (qat‘ī) yang berbeda antara al-Qur’an dan 
Sunnah.

Konsep nasakh, dalam nuansa seperti di atas, tidak 
mendapat dalil legitimasi dari sabda-sabda yang 
dihubungkan dengan Nabi. Secara etimologi, kata nasakh 
diderivasi dari akar kata “na sa kha”. Menurut Jasser Auda, 

al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1403 H), hlm. 192.

190 Ayatullah Muhammad Bāqir al-Ṣadir, Durūs fī ‘Ilm al-Usūl, edisi 
ke-2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1986), hlm. 222.
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setelah ia melakukan survei pada akar kata ini dan seluruh 
derivasi yang memungkinkan dalam sejumlah besar 
koleksi-koleksi hadis yang populer saat ini, termasuk 
al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmidzī, al-Nasā’ī, Abū Dawūd, 
Ibn Mājah, Ahmad, Mālik, al-Dāramī, al-Mustadrak, Ibn 
Hibbān, Ibn Khuzaimah, al-Baihaqī, al-Dārqutnī, Ibn 
Abī Syaibah dan ‘Abd al-Razzāq. Ia mendapati tidak ada 
hadis yang valid yang dihubungkan kepada Nabi yang 
memuat derivasi apa pun dari akar kata “na sa kha”. Ia 
juga mendapati sekitar empat puluh contoh nasakh dalam 
koleksi-koleksi hadis di atas, yang seluruhnys didasarkan 
pendapat atau komentar para perawi, alih-alih teks hadis 
itu sendiri.191

Konsep nasakh selalu tampak dalam anotasi (syarh) 
yang diberikan oleh para sahabat atau para perawi lain, 
mengomentari apa yang tampak bertentangan menurut 
pemahaman mereka sendiri terhadap isu-isu terkait. 
Menurut tafsir-tafsir klasik, prinsip nasakh memiliki 
dalil dari al-Qur’an, meskipun interpretasi-interpretasi 
terhadap ayat-ayat terkait masih menjadi sasaran 
perbedaan pendapat.192

Ketiga, tarjīh: metode ini mengesahkan hadis yang paling 
autentik dan mengiliminasi hadis-hadis lain. Hadis yang 
mengeliminasi disebut dengan al-riwāyah al-rājihah 
(riwayat yang autentik), yang secara literal bermakna 

191 Jasser Audah, Membumikan Hukum..., hlm. 286.

192 Misalnya mengacu pada: al-Rāzī, al-Tafsīr al-Kabīr, jilid. III, 
(Beirut: Dār al-Fikr, cet. I, 2008), hlm. 204.
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lebih berat dalam timbangan. Menurut muh}addits (ahli 
hadis), al-riwāyah al-rājihah harus memiliki sebagai 
bandingan dengan hadis lain, satu atau lebih karakteristik 
berikut ini: banyak hadis pendukung, para perawi labih 
kapabel dalam hafalan (quwwah al-hifz) perawi lebih 
terpercaya (tsiqqah), kontinuitas transmisi (ittisāl al-
riwāyah), perawi tidak sembrono (dābit), selisih waktu 
yang singkat antara penerimaan atau penyampaian, para 
perawi dapat mengingat dan menyebut waktu kejadian 
dibandingkan hadis lain yang bertentangan dengannya, 
kurangnya ambiguitas, kurangnya retorika dan faktor-
faktor lainnya.193

Keempat, tawaqquf: metode ini menganjurkan agar 
seorang mujtahid tidak mengambil keputusan apa pun 
sehingga salah satu dari tiga metode di atas terbukti. 
Kelima, tasāqut: metode ini menganjurkan agar seorang 
mujtahid mengabaikan kedua hadis karena ketidakpastian 
yang terdapat pada keduanya. Keenam, takhyīr: metode ini 
memperkenankan seorang mujtahid untuk memilih apa 
pun yang dinilai cocok dengan situasi yang dihadapi.

Dari segi teknis mekanis urutan metode-metode ini, 
mazhab Hanafī menerapkan nasakh sebelum metode 
lainnya, diikuti oleh metode tarjīh.194 Seluruh mazhab 

193 Badrān Abū al-‘Ainain, Adillah al-Tasyrī‘ al-Muta‘āridah wa wujūh 
al-Tarjīh bainahā, (Iskadariyyah: Mu’assasah Syabāb al-Jāmi‘ah, 
cet. I, 1991), hlm. 45.

194 Ibn Amīr al-Hāj, al-Taqrīr wa al-Tahrīr fī Syarh al-Tahrīr li Ibn al-
Humām, jilid. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 1983), 
hlm. 4. 
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fikih lainnya memberikan prioritas, secara teoritis, pada 
metode al-jam‘ wa al-tawfīq. meskipun mayoritas mazhab 
fikih sepakat bahwa menerapkan seluruh nas adalah lebih 
baik dari pada mengabaikannya, mayoritas usūliyyūn 
nampaknya tidak memberikan prioritas, pada tatatan 
praktis, terhadap metode al-jam‘ wa al-tawfīq. Metode yang 
banyak digunakan dalam kasus-kasus saling bertentangan 
(ta‘ārud wa tanāqud) adalah nasakh dan tarjīh.195 Oleh 
karena itu, banyak sekali dalil-dalil yang dibatalkan, tanpa 
memiliki alasan kuat, selain kegagalan para usūliyyūn dalam 
memahami bagaimana mereka dapat menyelaraskan dalil-
dalil tersebut dalam kerangka kognitif yang menyatu.

Jadi, anggapan tidak sahnya dalil-dalil ini sedikit tidaknya 
adalah tindakan sewenang-wenang. Misalnya, hadis-
hadis dinilai tidak valid (da‘īf) jika para perawi tidak dapat 
menyebutkan waktu kejadian, kata-kata yang dihubungkan 
dengan Nabi. Lebih metaforis, atau perawinya adalah 
seorang wanita – dalam kasus ini, hadis yang diriwayatkan 
laki-laki yang bertentangan dengan hadis yang 
diriwayatkan oleh seorang wanitaa lebih diutamakan.196 
Oleh karena itu, nasakh dan tarjīh mencerminkan fitur 
umum pemikiran biner dalam metodologi ushul fikih. 
Merupakan suatu hal yang esensial bahwa metode al-jam‘ 

195 Jāsir ‘Audah, Fiqh al-Maqāsid Inātah al-Ahkām al-Syar‘iyyah bi 
Maqāsidihā, (USA: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, cet. I, 
2006), hlm. 105-110. 

196 ‘Abd al-Majīd al-Saosarah, Manhaj al-Tawfīq wa al-Tarjīh Bayn 
Mukhtalaf al-Hadīts wa Atsaruhu fī al-Fiqh al-Islāmī, edisi. I, 
(Amman: Dār al-Nafā’is, cet. I, 1997), hlm. 397.
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wa al-tawfīq menfungsikan konsep multi-dimensionalitas 
dalam menanggulangi kekurangan di atas. Salah satu 
konsekuensi praktis pembatalan sejumlah ayat dan hadis 
atas nama nasakh dan tarjīh adalah banyaknya kekakuan 
dalam hukum Islam, yaitu ketidakmampuan untuk 
menghadapi berbagai situasi secara memadai.

Perenungan terhadap pasangan hadis yang bertentangan 
menunjukkan bahwa perselisihan hadis-hadis tersebut 
dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi, seperti 
perang dan damai, kemiskinan dan kekayaan, kehidupan 
kota dan pedesaan, musim panas dan musim dingin, 
sakit dan sehat, atau muda dan tua. Oleh karena itu, 
wajar jika perintah-perintah al-Qur’an atau perbuatan-
perbuatan dan keputusan-keputusan Nabi, sebagaimana 
diriwayatkan oleh para pengamat, memiliki perbedaan 
sehubungan dengan situasi dan kondisi tersebut.

256 
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Kurangnya kontekstualisasi nas inilah yang membatasi 
fleksibilitas fikih. Misalnya, mengeliminasi dalil-dalil yang 
terjadi dalam konteks damai untuk kepentingan dalil-dalil 
yang terjadi dalam konteks perang, digabungkan dengan 
metode-metode literal, membatasi kemampuan seorang 
mujtahid untuk menghadapi kedua konteks tersebut. 
Ketika hal ini dikombinasikan dengan metodologi yang 
kaku dan biner, maka hasil akhir yang didapati adalah 
digeneralisasikannya hukum yang khas situasi dan kondisi 
tertentu menjadi universal dan abadi.

D.  Artikulasi Norma-Norma Praktis 

Setelah penguatan terhadapartikulasi fundamental 
dalam bentuk validitas teks-teks keagamaan dan setelah 
artikulasiteoritis dalam bentuk validitas pemahaman 
interpretasi hermenetik, kausasi dan penyelaran.Maka 
kesadaran praktis (al-wa‘y al-‘amalī) datang terakhir 
untuk pemanfaatan ketentuan-ketentuan hukum, 
signifikansi perintah-perintah dan larangan-larangan, 
dan transformasi wahyu ke dalam tindakan di dunia dan 
ke dalam pergerakan dalam sejarah. 

Para usūliyyūn menyebut artikulasi praktis sebagai tsamrah 
(buah, hasil). mengingat urgensi kesadaran praktis, 
maka mereka menempatkannya dalam titik permulaan 
ilmu. Setelah itu, mereka membahas penghasil buah 
(al-mutsmir), kemudian mereka membangun analisis 
mekanisme proses pembuahan (turuq al-istitsmār) dan 
syarat-syarat sesuatu yang menghasilkan buah (al-
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mustatsmir). Usūliyyūn menyebut tsamrah ini dengan al-
ahkām al-syar‘iyyah (ketentuan-ketentuan hukum syara‘) 
dan kemudian ahkām al-syar‘iyyah ini diklasifikasikan lagi 
ke dalam empat bagian (ahkām al-syar‘iyyah wa arkānuhā),197 
yaitu: (1) hākim, yaitu pembuat hukum yang juga disebut 
dengan al-syāri‘; (2) mahkūm ‘alaihi, yaitu subjek yang 
diberlakukan kepadanya hukum, atau yang disebut juga 
dengan mukallaf; (3) mahkūm fihi, yaitu objek hukum yang 
berupaka tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh 
objek hukum (af ‘āl al-mukallaf); dan (4) hukm, yaitu norma 
itu sendiri dalam memberikan nilai kualitatif terhadap 
perbuatan dan tindakan seorang subjek hukum.

Kondisi yang demikian itu terus berlangsung hingga al-
Syātibī (w. 790 H) yang menghadirkan pandangan dalam al-
muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah (relevansi-relevansi tentang 
pokok-pokok yurisprudensi), mengeksplanaikan refleksi 
praktis hinga melibihi separoh ilmu dan menggunakan 
empat klasifikasi itu ke dalam bentuk dualisme baru: 
ketentuan-ketentuan atau norma-norma (al-ahkām) dan 
kausa finalis (al-maqāsid, purposefulness).

Berdasarkan keterangan di atas, ushul fikih memiliki dua 
artikulasi praktis, pertama, norma-norma hukum (al-
ahkām wa arkānuhu), dan kedua, tendensi-tendensi syariat 
(maqāsid). Syariat bukanlah suatu aturan yang arbitrary 
(semena-mena) yang tidak memiliki tujuan-tujuan 

197 Ya‘qūb bin ‘Abd al-Wahhāb al-Bā Hūsain, al-Hukm al-Syar‘ī: 
Haqīqatuhu, Arkānuhu, Syurūtuhu wa Aqsāmuhu, (Riyadh: 
Maktabah al-Rusyd, cet. I, 2010), hlm. 12.
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tertentu. Syariat merupakan ketentuan-ketuan yang tedas 
makna yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia, 
terlepas dari bahasa, suku, warna kulit dan kebangsaan 
manusia itu sendiri. Tujuan-tujuan (maqāsid) yang ingin 
dicapai melalui pensyariatan juga tidak berubah dengan 
pergantian waktu dan tempat. Oleh karena itu, maqāsid 
al-syarī‘ah termasuk dalam lingkup nilai-nilai universal 
yang bersifat tetap (al-tsawābit). Sedangkan norma 
norma hukum (al-ahkām wa arkānuhu) merupakan bentuk 
aktualisasi dan pengewajantahan seluruh tendensi-
tendensi syariat ke dalam aplikasi praktis dalam kehidupan 
baik sebagai pribadi muslim maupun dalam kehidupan 
sosial masyarakat. Dapat dikatakan bahwa korelansi 
antara maqāsid dengan ahkām adalah transmormasi 
dari tendensi ke dalam perbuatan dan transformasi niat 
ke dalam perilaku (tahwīl al-qasd ilā al-fi‘l wa al-niyah ilā 
sulūk).198

a. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya 
syariat itu terdiri dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai 
(maqāsid) dan media-media untuk mencapai tujuan 
tersebut (wasā’il). Maqāsid merupakan esensi sedangkan 
wasā’il media untuk mencapainya. Sudah barang tentu 
seorang muslim tidak mampu mencapai esensi tanpa 
media yang menghantarkannya, begitu juga media 

198 Hasan Hanafī, Min al-Nas..., jilid. II, hlm. 484
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menjadi sia-sia tanpa ada tujuan esensial.199

Maqāsid terdiri dari dua macam: pertama, maqāsid al-syāri‘ 
(tedensi pembuat hukum); kedua, maqasid al-mukallaf 
(tendensi subjek hukum).200al-syāri‘ merupakan tujuan 
universal, sedangkan mukallaf merupakan manifestasi 
tujuan-tujuan universal dalam bentuk model-model 
perilaku yang dilandasi kepada motivasi (bā‘its). Oleh 
karena itu syariah merupakan orientasi dan tujuan dari 
setiap perilaku mukallaf, dan bukan semata-mata sebagai 
penghakim dari perilaku tersebut. Oleh sebab itu, di sini 
dibahas dua sisi maqāsid ini sebagai salah satu bentuk 
artikulasi praktis ushul fikih.

Maqāsid al-Syāri‘
Terdapat empat macam tendensi pembuat ketentuan 
hukum (maqāsid al-syāri‘) di dalam pembuatan hukum 
syariat, yaitu (1) pembuatan syariat sebagai maksud 
Tuhan dari sisi yang berbeda (wad‘ al-syarī‘ah ibtidā’); 
(2) pembuatan syariat untuk memberikan pemahaman 
(wad‘ al-syarī‘ah li al-ifhām); (3) pembuatan syariat untuk 
penugasan (wad‘ al-syarī‘ah li al-taklīf); dan (4) pembuatan 
syariat untuk dilaksanakan/dipatuhi (wad‘ al-syarī‘ah li al-
imtitsāl).201

199 Ibn al-Jazī al-Kalbī, Taqrīb al-Wusūl ilā ‘Ilm al-Wusūl, tahqīq: 
Muhammad al-Mukhtār bin Muhammad al-Amīn al-Syanqītī, 
(Kairo: Maktabah al-Usrah, cet. II, 2002),hlm. 96.

200 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 15.

201 Hasan Hanafī, Manāhij al-Tafsīr, (Kairo: Maktabah al-Kutub al-
‘Arabiyah, cet. III, 2006), hlm. 486.
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Pertama, pengertian pembuatan syariat sebagai maksud 
Tuhan dari sisi yang berbeda merupakan permasalahan 
pertama (ibtidā’) dalam kajian maqāsid, yaitu sabab al-
ūlā (kausa pertama) yang mengakibatkan pembuatan 
hukum syariat, adalah menjaga kepentingan-kepentingan 
atau kemaslahatan-kemaslahatan manusia pada 
saat ini maupun pada masa yang akan datang (al-
syarī‘ah wudi‘at li masālih al-‘ibād fī al-hāl wa al-hadr).202 
Kepentingan-kepentingan itu terdiri atas darūriyyah, 
hājiyyah, dan tahsīniyyah. Masing-masing kepentingan 
bersifat komplementer terhadap yang lain. kepentingan 
darūriyyāt merupakan sumber kepentingan hājiyyat dan 
kepentingan tahsīniyyāt. Ketidakteraturan darūriyyāt 
menyebabkan ketidakteraturan dua kepentingan (hājiyyāt 
dan tahsīniyyat). Akan tetapi, ketidakteraturan keduanya 
tidak berakibat pada ketidakteraturan darūriyyāt.

Kepentingan darūriyyāt adalah kepentingan manusia 
yang terdiri atas lima kepentingan yang kadang-kadang 
disebutkan pakar ushul fikih dalam istislāh (masālih 
mursalah)tentang metode-metode diskursus pembahasan. 
Kelima kepentingan itu adalah: pelestarian agama (hifz 
al-dīn); pelestarian hidup dan jiwa (hifz al-nafs al-hayyāh); 
pelesterian akal (hifz al-‘aql); pelestarian kekayaan (hifz al-
māl); dan pelestarian kehormatan dan keturunan (hifz al-
‘ird wa al-nasl).  

Pelestarian kepentingan-kepentingan itu adalah dengan 

202 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 6-7, 51-52, 54-57 dan 
61-64.
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establisitas keberadaan kepentingan dan menegasikan 
bahaya-bahaya yang mengancamnya (jalb al-masālih wa 
dar’ al-mafāsid).203 Sebagian nama-nama kepentingan itu 
kadang-kadang menjadi berbeda, seperti hidup (al-hayyāh) 
atau jiwa (al-nafs), kehormatan (al-‘ird) atau keturunan 
(al-nasl) seperti halnya perbedaan urutan menurut relasi 
internal dan disesuaikan dengan prioritasnya. Maka, 
hidup adalah urutan pertama sebab tidak ada agama, 
akal, kehormatan, dan harta kekayaan tanpa adanya 
kehidupan. Kemudian hidup lahir dalam agama, yakni 
kebenaran absolut dan dalam nalar akal sebagai medium 
artifisial pencapaian kebenaran. Ia juga muncul dalam 
penyangga esensial kepentingan, yaitu daya humanistik-
kontekstual (al-quwwah al-basyariyyah al-ma‘nawiyyah), 
yaitu keturunan dan daya materiil (al-quwwah al-mādiyyah) 
yang berada dalam harta kekayaan.204

Di dunia ini tidak ada kemaslahatan (kepentingan) saja 
atau pun kerusakan saja. Maqāsid al-syāri‘ biasanya 
berangkat dari keduanya. Apabila terjadi kontradiksi 
antara mas}lah}ah (kemaslahatan) dan mafsadah 
(kerusakan), maka diperhatikan kerusakan yang mungkin 
timbul dibandingkan menjaga kemaslahatan yang masih 
spekulatif (inna dar‘ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-
masālih).205 Tendensi-tendensi yuridis syariat tidak akan 

203 Al-Āmidī, al-Ihkām fī..., hlm. Jilid. III, hlm. 73-76.

204 Hasan Hanafī, Dirāsah Islāmiyyah..., jilid. I,hlm. 221.

205 Al-Āmidī, al-Ihkām fī..., hlm. Jilid. III, hlm. 73-76; al-Karkhī, 
Ushūl al-Karkhī, jilid. I, (Kairo: Dār al-Hadīts, cet. I, 2003), hlm. 
283.
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berlaku atau lewat begitu saja. Ia merupakan universalitas 
yang establis. Tendensi-tendensi tidak tunduk pada 
keinginan-keinginan jiwa-personal. Syariat hadir untuk 
mengeluarkan kesadaran dari lingkaran ego-subjektif 
menuju lingkaran objektif. Maslahah dan kesengsaraan 
(darār) tidaklah relasional sebagaimana yang dinyatakan 
oleh al-Rāzī. Sebab dari penyelidikan syariat mungkin 
diketahui keteraturan maslahah dan mafsadah sehingga 
tidak akan meninggalkannya tanpai kaidah keteraturan.206 
Hal ini sebagai reduksi terhadap keberatan al-Qarāfī dan 
larangan pernyataan dengan tindakan sebagai kaidah bagi 
maslahah dan mafsadah dalam pandangan Asy‘ariyyah. 
Perbedaan ketentuan hukum atau hikmah dalam sebagian 
partikularitas tidak akan berpengaruh pada universalitas 
maqāsid, seperti hukuman-hukuman yang dilegalkan untuk 
pencegahan (preventif). Ketika ketentuan-ketentuan 
hukum itu didasarkan pada kepentingan-kepentingan 
(masālih), maka hukum syariat akan terjaga dari kesia-
siaan. Penjagaan universalitas (kulliyāt) merupakan 
landasan bagi penjagaan partikularitas (juz’iyyāt).207

Kedua, Pengertian pembuatan syariat dalam upaya 
memberikan pemahaman kepada mukallaf, karena 
salah satu syarat taklīf adalah pemahaman dengan cara 
mengorientasikan materi pembicaraan (mukhātabah) 
syariat itu pada nalar, sehingga dapat ditransformasikan 

206 Al-Rāzī, al-Mahsūl..., jilid. III, hlm. 31.

207 Muhammad Sa‘īd Ramadān al-Būtī, Dawābit al-Maslahah fī 
Syarī‘ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, cet. I, 
1977), hlm. 213.
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ke dalam ketenangan atau kepuasan psikologis dan 
mengekspresikan perwatakan (naturalitas) mukallaf.208 
Jadi, syariat yang tidak dapat dapat dipahami tidak 
memiliki kualifikasi nilai sama sekali. Pemahaman 
terhadap syariat terformulasi ke dalam bahasa Arab yang 
dimengerti berdasarkan gaya bahasa (uslūb) orang-orang 
Arab.

Menurut al-Syātibī, ketika kita ingin memahami makna al-
Qur’an yang benar, kita harus memperhatikan bagaimana 
orang-orang Arab dan Nabi yang berbahasa Arab 
memahami teks tersebut. Pemahaman yang bertentangan 
dengan cara-cara yang dikenal dalam komunikasi bangsa 
Arab pada saat itu harus dibuang dan tidak boleh 
digunakan dalam menafsirkan teks-teks yangberasal dari 
Tuhan. Makna-makna kata harus ditetapkan dalam batas-
batas konvensi linguistik bahasa Arab.209

Ketiga, pembuatan syariat untuk pembebanan artinya ia 
tidak akan membebankan suatu ketentuan yang tidak 
kuat dipikul oleh subjek hukum (taklīf mā lā yutāq). 
Syariat dibuat sesuai dengan kapabilitas manusia dan 
mempunyai posibilitas merealisasikan. Oleh karena itu, 
kemampuan (qudrah) adalah syarat taklīf.210 taklīf tidak 
dilakukan terhadap identitas-identitas naluriah-instingtif 
(jabaliyyah), seperti kesenangan untuk makan karena 

208 Ibn al-Hājib, Muntahā al-Wusūl..., hlm. 31-32.

209 Al-Syāt}ibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 181.

210 Al-Juwaynī, al-Talkhīs fī..., jilid. I,hlm. 134.
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tidak terdapat syarat taklīf, yaitu kebebasan berkehendak 
(al-irādah al-hurrah) dan akal sehat (al-‘aql al-salīm) dalam 
artian orang tidak waraspun tetap membutuhkan naluri-
instingtif ini. Kedua syarat inilah yang sering disebut 
dengan usaha (al-iktisāb) Adapun emosi-emosi jiwa yang 
berputar antara naluri dan usaha, seperti kebeneranian, 
cinta, marah, dan kesabaran lebih dekat pada naluri-
instingtif. Problematika batin lainnya pun merupakan 
sesuatu yang di luar taklīf karena berada di luar kapabilitas 
atau kemampuan (qudrah).

Taklīf tidak boleh terjadi melalui sesuatu yang memberatkan 
(masyaqqah). Penugasan-penugasan (takālif) mengalir 
pada batas yang tengah-tengah (hadd al-awsāt). Jika suatu 
penugasan/pembebanan mendorong seorang mukallaf 
pada salah satu ujungnya, maka yang demikian itu agar 
seorang mukallaf pindah dari ujung yang lain menuju 
ujung yang tengah/seimbag.

Keempat, pengertian pembuatan yurisprudensi untuk 
dilaksanakan adalah mengeluarkan mukallaf dari 
lingkaran ego-subjektif (al-hawā’) menuju lingkaran 
eksistensi objektif (al-imtitsāl). Oleh karena itu, tindakan 
yang dibangun berdasarkan ego-subjektif  adalah tindakan 
yang batal. Orang yang mengikuti ego-subjektif identik 
dengan seseorang yang berpura-pura yang memanfaatkan 
ketentuan-ketentuan syariat sebagai sarana atau 
kendaraan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuannya. 
Sedangkan al-imtitsāl adalah usaha memahami syariat, 
menverifikasi dan kemudian diaktualkan dalam tindakan-
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tindakan. Jadi, al-imtitsāl merupakan syarat untuk dapat 
melaksanakan perintah al-syāri‘. Dari sini dapat dilihat 
relevansi syarat yang merupakan salah satu dari hukum 
validitasi (wad‘ī) dengan eksistensi objektif (al-imtitsāl) 
yang merupakan salah satu dari maqāsid al-syāri‘.211

Jelas bahwa dengan mempertahankan keuniversalah 
hukum yang terkandung dalam maqāsid al-syāri‘ 
menjadikan syariat berada di tengah-tengah antara 
perilaku yang dipengaruhi oleh nafsu pribadi (al-hawā’) 
dan perilaku yang memiliki semangat kegamaan yang 
berlebihan (al-mutatarrif) dan menuntut orang lain 
secara berlebihan pula (al-ghulū fī al-dīn). Itulah mengapa 
al-Syātibī berulang-ulang kali menyatakan dalam al-
Muwāfaqāt dalam konteks yang berbeda-beda, bahwa 
syariat hanyalah merepresentasikan posisi jalan tengah 
(al-tāriq al-wasāt) antara kesulitan yang ekstrim dengan 
kemudahan yang radikal.212

Maqāsid al-Mukallaf
Ada dua macam tendensi hukum syariat (al-maqāsid al-
syar‘iyyah), yaitu asliyyah (fundamental-otentik) yang 
lebih dikenal kemudian dengan istilah maqāsid al-syāri‘ 

211 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī ...., jilid. II, hlm. 10, 12-13 dan 15-24; 
Ibn al-Hājib, Muntahā al-Wusūl..., hlm. 32.

212 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 9, 26 dan 129; Jilid. II, 
hlm. 279; jilid. IV, hlm. 265; jilid. V, hlm. 276. Tidak diragukan 
lagi bahwa dalam benak al-Syātibī yang disebut pertama tak lain 
adalah kaum sufi dan yang belakangan adalah para fuqahā’. Lihat 
juga: al-Syātibī, al-I‘tisām..., jilid. I, hlm. 264.
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dan tābi‘ah (turunan-derivatif), yang lebih dikenal 
dengan sebutan maqāsid al-mukallaf. Di dalam tendensi-
fundamental tidak dipertimbangkan posisi subjek 
pembebanan (mukallaf), baik personal-individual maupun 
sosial-kolektif, sebab tendensi ini memanifestasikan 
tuntutan-tuntutan (kepentingan-kepentingan) darūriyyāt 
bagi semua. 

Sedangkan dalam tendensi turunan-derivatif, posisi 
mukallaf dipertimbangkan seperti tuntutan mendapatkan 
keinginan yang dimiliki oleh mukallaf melalui kebolehan-
kebolehan. Tendensi turunan-derivatif tunduk pada 
tendensi-fundamental dan tidak independen. Karena itu, 
maksud Tuhan dibalik mengembangkan dan melindungi 
ketiga macam prinsip umum – darūriyyāt, hājiyyāt dan 
tahsīniyyāt – harus selaras dengan tujuan manusia dalam 
menerapkan hukum ini sebagai yang didasari oleh ketiga 
prinsip tersebut. Dengan demikian manusia adalah wakil 
Tuhan di bumi di mana ia merepresentasikan Tuhan 
dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dengan 
menggunakan tendensi-tendensi hukum yang sama 
dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang berusaha 
memanfaatkan hukum bukan atas dasar maqāsd al-syāri‘ 
– menurut al-Syātibī – sama dengan melanggar syariat.213

Kata maqāsid secara etimologis bermakana arah (hadaf) 
dan tujuan akhir (ghāyah).214 Makna etimologis ini tidak 

213 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 209.

214 Ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab, jilid. VII, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2003), 
hlm. 377.
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jauh dari mana terminologis yang sering digunakan oleh 
usuliyyūn.215 Berdasarkan definisi etimologis tersebut, 
para usūliyyūn berbeda pendapat mengenai apa yang dapat 
menjadi final cause (al-‘illahal-ghā’iyyah). Apakah yang 
dimaksud dengan final cause itu merupakan kemaslahatan 
yang ingin dilindungi dalam maqāsid al-syāri‘ atau maqāsid 
al-mukallaf.216

Untuk menjawab persoalan ini, maka penulis harus kembali 
kepada persoalan kausasi (ta‘līl) perbuatan Allah. Secara 
ringkas, terdapat tiga pandangan dalam teologi mengenai 
kausasi, yaitu: kalangan Asy‘ariyyah menafikan kausasi, 
Mu‘tazilah mewajibkan kausasi dan Māturidiyyah bersikap 
moderat. Namun, ketika masuk dalam pembahasan ushul 
fikih, semua usūliyyūn – terlepas dari aliran teologi yang 
mereka anut – mengakui keberadaan kausa (‘illah) dalam 
perbuatan Allah sebagai suatu sifat yang mengandung 
hikmah.217 Dari sinilah dapat dipahami bahwasanya kausa 

215 Misalnya Ahmad Raysūni mendefinisikan maqāsid al-syarī‘ah 
sebagai tujuan, di mana syarait ditetapkan untuk mewujudkan 
tujuan itu bagi kamslahatan hamba (inna maqāsid al-syarī‘ah hiya 
al-ghāyah al-latī wada‘at al-syarī‘ah li ajl tahqīqihā, li maslahah al-
‘ibād). Lihat: Ahmad al-Raysūnī, Nazariyyah al-Maqāsid ‘inda al-
Imām al-Syātibī, (Herdon, USA: IIIT, 1995), hlm. 19.

216 Mustafā Syalabī, Ta‘līl al-Ahkām..., hlm. 126.

217 Menurut Mustafā Syalabī, karena kebutuhan qiyās, mereka yang 
menolak kausasi perbuatan Allah membedakan ‘illah dalam 
qiyās dari bā‘its. Sebaliknya mereka yang membolehkan kausasi 
perbuatan Allah menyatakan ‘illah sebagai ba>‘its, jadi tidak 
ada kontradiksi antara kausasi yang ada dalam teologi dengan 
ushul fikih. Lihat: Mustafā Syalabī, Ta‘līl al-Ahkām..., hlm. 127. 
Ketidaklepasan al-‘illah al-qiyāsiyyah dari esensinya sebagai bā‘its 
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(‘illah) sebagai bā‘its (motivasi)218 bagi pelaku, atau faktor 
yang menggerakkannya (muharrik) untuk berbuat. Oleh 
sebab itu, al-‘illah al-ghā’iyyah (final cause) disebut juga 
dengan al-‘illah al-fā‘aliyyah (kausa penggerak).219

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

membuat sikap menolak Asy‘ariyyah terlihat kontradiksi, sebab 
al-‘illah al-qiyāsiyyah masih dilihat dari dimensi maqāsid al-syāri‘. 
Al-Khādimī menguji dengan contoh pertanyaan, apakah maslahat 
yang terwujud dari hukum itu merupakan maqāsid al-syari‘ atau 
bukan? Jika dijawab bukan, maka mereka menafikan hikmah, 
dan jika sebaliknya, berarti mereka membenarkan apa yang 
sebelumnya ditolak. Lihat: Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, 
‘Ilm al-Maqāsid al-Syarī‘ah, jilid, I, (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykān, 
2001), hlm. 89. Dari itu diperlukan sikap tawāsut (moderat) 
seperti Māturidiyyah, di mana menurut Māturidiyyah perbuatan 
Allah dikausasikan dengan maslahat yang sebagainnya tampak 
secara jelas bagi manusia dan sebagian tersembunyi. Namun 
bagi Māturidiyyah penkausasian tidak sampai pada tingkat wajib 
sebagaimana yang diyakini oleh kalangan Mu‘tazilah. Lihat: 
Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah, Syifā’ al-‘Alīl fī Masā’il al-Qadā’ wa 
al-Qadar wa al-Hikmah wa al-Ta‘līl, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 
hlm. 190-204; ‘Ādil al-Syawīkh, Ta‘līl al-Ahkām fī al-Syarī‘ah al-
Islāmiyyah, (Ṭanta: Dār al-Basyīr, 2000), hlm. 42; Mizaj Iskandar, 
Sejarah Sunni..., hlm. 221.

218 Dalam al-Mu‘jam al-falsafī, kata bā‘its diartikan sebagai dorongan 
jiwa, yaitu pikiran yang memberi dorongan untuk melakukan 
suatu perbuatan yang dikehendaki pada suatu waktu. Adapun 
pendorong itu adakalanya berupa faktor eksternal (bā‘its: ‘Amil 
nafsī, wa huwa fikrah tanzi‘u ilā ihdāts ‘amal irādī, fī hīna anna 
al-dāfi‘ qad yakūnu khārijiyyān). Lihat: Majma‘ al-Lughah al-
‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī, (Kairo: al-Amīriyyah, 1983), 
hlm. 30

219 Muhammad ‘Alī al-Tahānuwī, Mawsū‘ah Kasysyāf Istilāhāt al-
Funūn wa al-‘Ulūm, tahqīq: ‘Alī Dahrūj, jilid. II, (Beirut: Maktabah 
Lubnān, 1996), hlm. 1249.
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kemaslahatan yang ingin dilindungi di dalam ushul fikih 
adalah kemaslahatan yang termasuk ke dalam maqāsid 
al-syari‘, namun begitu, kemaslahatan tersebut dibatasi 
hanya dalam wilayah pensyariatan saja (tasyrī‘iyyah).220 
Secara epistimologis, maqāsid dalam wilayah pensyariatan 
masih dalam ranah jangkauan kognitif manusi karena (1) 
al-Qur’an sendiri yang menjelaskan mengenai tendensi-
tedensi syariat yang universal (kulliyyāt) dan sebagainnya 
bersifat partikuler (juz’iyyāt).221 (2) hukum disyariatkan 
dalam batas pengalaman manusia, maka secara 
epistimologis, manusia bisa membuktikan kebenaran 
maqāsid al-syari‘ berdasarkan kemaslahatan yang terwujud 
dari hukum.222 Berdasarkan kedua pertimbangan inilah 
pada akhirnya maqāsid al-mukallaf diterima sebagai sebuah 
tedensi yang berada di bawah maqāsid al-syāri‘. 

Masih dalam kaitan mengenai maqāsid al-mukallaf, al-
Syātibī mengatakan bahwa keinginan untuk mencapai 
tujuan hukum selain dari yang tidak ditetapkan hukum 
tidak mesti dilarang. Ada banyak contoh untuk hal 
ini dalam masalah siasat hukum (hiyāl), salah satunya 
adalah nikah tahlīl (kawin cina-buta), dimaksudkan 
untuk menghindari kesewenang-wenangan laki-laki 

220 Jabbar, Validitas Maqāsid al-Khalq: Kajian Terhadap Pemikiran al-
Ghazālī, al-Syātibī, dan Ibn ‘Asyūr, (Banda Aceh: Disertasi Program 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2013), hlm. 
61.

221 Sebagai contoh tendensi syariat universal ialah Q.S, 10:57, 
sedangkan tendensi syariat partikuler misalnya Q.S: 2/185. 

222 Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu..., hlm. 20.
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untuk mengawini, menceraikan dan mengawini lagi 
perempuan yang sama sesuka hatinya, larangan yang juga 
dimaksudkan agar laki-laki tidak sewenang-wenang dalam 
menggunakan hak cerainya. Menanggapi hal ini, al-Syatibī 
berpendapat bahwa mereka yang membenarkan adanya 
siasat hukum semacam itu, keabsahan nikah muhallil 
(sesorang yang menikahi istri seorang laki-laki supaya 
istri tersebut dapat kembali kepada suaminya) dibenarkan 
demi kepentingan diperolehnya keuntungan yang akan 
diperoleh oleh pasangan itu dan kerugian yang mungkin 
dapat dihindari.223

Jelas bahwa pelanggaran atas hukum secara sengaja 
dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran 
tersebut. Tapi bagaimana dengan masalah di mana 
perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum, tetapi 
niat yang melakukannya adalah untuk melanggar hukum? 
Dalam hal ini, pelakunya boleh jadi sadar ataupun tidak 
bahwa perbuatannya adalah pelanggaran terhadap 
hukum. sebagai contoh adalah ketidaktahuan seseorang 
yang meminum perasan anggur dan menganggapnya 
sebagai arak. Di sini, pada praktiknya ia tidak melanggar 
hukum, tetapi niatnya justru melanggar. Dalam hal ini 
dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut hak-hak 
orang yang disekitarnya, ia tidak melangar hukum; tetapi 
sejauh menyangkut hak-hak Allah ia telah berbuat dosa. 
Sebaliknya, ia mungkin berniat melakukan sesuatu yang 
tidak bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi berniat 

223 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. I, hlm. 342-382, jilid. III, hlm. 
33-163.
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melanggar hukum. Shalat sendirian di depan umum 
dengan maksud menunjukkan keshalehan seseorang dan 
kemudian memperoleh citra yang baik dan posisi yang baik 
di mata masyarakat adalah salah satu contohnya. Hal ini, 
menurut al-Syātibī merupakan pelanggaran hukum yang 
lebih serius daripada perbuatan yang niatnya melanggar 
hukum tetapi tidak pada praktiknya, seperti yang terjadi 
pada kasus perasan anggur tadi.224

Dapat pula dikatakan bahwa ada perbuatan yang pada 
praktiknya melanggar hukum padahal niat tidak demikian. 
Menambah-nambah kewajiban agama dari yang telah 
ditetapkan oleh hukum adalah termasuk dalam kategori 
ini. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, orang 
yang melakukannya boleh jadi tahu ataupun tidak bahwa 
perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. jika ia 
tahu, maka perbuatan itu merupakan bid‘ah (inovasi dalam 
agama) yang dipandang makrūh, jika tidak merupakan 
haram. Jika ia tidak tahu bahwa perbuatannya tidak sesuai 
dengan maqāsid al-syāri‘ dalam menetapkan hukum, maka 
di mata hukum ia tidak dapat dipersalahkan, prinsip 
yang berlaku di sini adalah bahwa amal perbuatan dinilai 
berdasarkan niatnya (innamā al-a‘māl bi al-niyyāt).225

Menurut Wael B. Hallaq, tujuan al-Syātibī dalam 
memperbolehkan beberapa kasus hiyāl selain karena 
diakui kebenarannya dalam mazhab Mālikī yang dianut 
oleh al-Syātibī, juga sebagai bagian dari usahanya untuk 

224 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 179.

225 Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī..., jilid. II, hlm. 281-285.
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berada di tengah-tengah antara dua kubu yang sangat kaku 
(mutasyaddid) dan yang sangat toleran terhadap hukum 
(mutasahil). Pendekatan yang terlampau kaku tampaknya 
terlalu mempersulit kewajiban hukum dan tidak 
membenarkan pengecualian hukum sampai batas, yang 
menurutnya, tidak diinginkan Tuhan dalam mensyariatkan 
hukum. dengan akibat yang sama, pendekatan yang terlalu 
lunak mengabaikan adanya kewajiban yang dimaksudkan 
sebagai simbol dan sekaligus daya untuk melakukan 
pengabdian kepada Tuhan.226  Karena itu, maqāsid al-
syāri‘ dalam menetapkan hukumlah yang semestinya 
menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan segala 
bentuk aturan, ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip 
hukum. Maqāsid al-syāri‘ dalam menentukan hukum 
terwujud dalam satu bentuk yang dikenal sebagai hikmah 
yang tidak selalu dapat dipahami dengan mudah oleh 
pikiran manusia, tetapi pengetahuan tentang itu harus 
dimiliki oleh manusia. Dalam hal-hal yang bersifat profan, 
jika tidak terlihat dengan jelas, kita dapat berspekulasi 
mengenai hikmah-hikmah hukumnya secara relatif lebih 
mudah. Menentukan ‘illah (kausa efektif, ratio legis), yang 
penting dalam berbagai hal, tidaklah lebih sulit daripada 
menemukan hikmah diberlakukannya hukum. Dalam hal-
hal yang berkenaan dengan ibadah dan ritual, hampir tidak 

226 Menurut Wael B. Hallaq semua contoh yang dikemukakan 
al-Syātibī untuk mengkritik dua kelompok ekstrim yang 
berkembang pada masa itu. Kelompok ekstrim pertama adalah 
para fuqahā’ yang sangat ekstrim dalam mempermudah-mudah 
hukum (mutasahil) dan kelompok kedua adalah kelompok sufi 
yang sangat ekstrim dalam bersyariat (mutasyaddid). Lihat: Wael 
B. Hallaq, A History of Islamic..., hlm. 275.
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mungkin ditemukan hikmah yang terkandung. Dalam 
hal ini, perintah Allah harus dilaksanakan apa adanya 
(ta‘abbudī, tidak tedas makna).

b. Norma-Norma Hukum

Ketentuan-ketentuan (al-ahkām) diklasifikasikan menjadi 
ketentuan-ketentuan penugasan (taklīf) dan ketentuan-
ketentuan validitasi (wad‘ī), sebagaimana tendensi-
tendensi yang diklasifikasikan menjadi tendensi pembuat 
hukum (hākim), tendensi objek hukum (mahkūm fīhi) 
dan tendensi subjek hukum (mahkūm ‘alaihi). Ahkām al-
taklīf (norma-norma syariat) adalah tindakan-tindakan 
manusia di dunia yang signifikan dengan domain-domain 
tindakan, kapasitas dan kapabilitas manusia dalam 
representasi, konsistensi dan klasifikasi. Di sisi lain, ahkām 
al-wad‘ī (norma validitasi) adalah ketentuan-ketentuan 
yang buat di dunia sebelum ia direpresentasikan oleh 
manusia dan ketentuan-ketentuan yang dipusatkan 
pada asas objektivisme, bukan pada semata-semata 
mengekspresikan kehendak ilahiah atau keinginan-
keinginan dan emosi-emosi subjektif. 

Pembuat Hukum
Kata hākim (pembuat hukum) secara etimologis berarti 
“orang yang memutuskan hukum”. Dalam kamus fikih kata 
hākim juga digunakan sebagai “orang yang memutuskan 
hukum di pengadilan” dalam hal ini hākim merupakan 
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sinonim dari kata qādī.227 Dalam kajian ushūl fikih, kata 
hākim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat 
secara hakiki (legislator).

Selain disebut dengan hākim (legislator), pembuat hukum 
juga disebut dengan syāri‘ (decision maker) dalam kajian 
ushul fikih. Para pakar ushul fikih menganggap cukup 
dengan penyebutannya dengan hākim atau syāri‘ sehingga 
mereka tidak masuk dalam wilayah problematika “ilmu 
ushuluddin”. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan 
kata “Allah” sebagai padanan katanya.

Meskipun begitu, usūliyyūn sepakat bahwa yang menjadi 
sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah 
Allah. Hal itu sebagaimana yang diisyaratkan Allah 
dalam firmannya: “...Menetapkan hukum itu hanyalah hak 
Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi 
keputusan yang paling baik”.228 Meskipun teoritikus 
hukum Islam sepakat bahwa pembuat hukum hanya 
Allah, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah 
apakah hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat 
diketahui melalui wahyu atau bahkan akal manusia juga 
dapat mengetahuinya. Perbedaan pendapat ini sendiri 
berpangkal dari perbedaan pendapat tentang fungsi akal 
dalam mengetahui baik (hasan) dan buruk (qabīh) suatu 
hal.

Perbedaan pendapat tentang baik dan buruk dalam kajian 

227 Ibn Manzur, Lisān al-‘Arab..., bab: hakama,  jilid. XII, hlm. 140.

228 Q. S: 6/57.
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ushul fikih berasal dari perbedaan pendapat di kalangan 
para teolog Islam (ahl al-kalām). Hal yang diperbedakan 
adalah tentang apakah nilai baik dan buruk suatu hal 
merupakan sifat esensi dari hal itu atau tidak. Dalam tema 
ini timbul beberapa pendapat dalam diskusi teologis Islam. 
Pertama, teolog Mu‘tazilah (rasionalis) berpendapat bahwa 
perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori: (1) perbuatan 
yang sifat baik dan buruknya bersifat esensial (hakiki). 
Perkataan benar misalnya, sepanjang esensinya adalah 
baik, sehingga akal pikiran manusia mampu menyatakan 
bahwa hal itu adalah baik setiap mendengar perkataan 
baik. Dan sebaliknya berbohong sepanjang esensinya 
adalah buruk, sehingga akal pikiran manusia mampu 
menyatakan bahwa hal itu buruk. Oleh karena sifat baik 
dan buruk itu merupakan esensi dari suatu perbuatan, 
maka kekuatan akal pikiran yang sehat secara independen 
mampu mengetahuinya. Artinya, untuk mengetahui baik 
dan buruk dapat dilakukan dengan akal pikiran, dan tidak 
tergantung kepada wahyu.

Akal pikiran manusia menurut aliran teologis ini mampu 
mengenal baik dan buruk dengan dua cara. Ada yang 
tanpa membutuhkan perenungan (badīhī), dan ada yang 
memerlukan renungan (nazarī).229 menolong orang sedang 
kesusahan misalnya, sesuatu yang dapat diketahui tanpa 
memerlukan perenungan. Adapun yang memerlukan 
renungan, misalnya bahwa kejujuran adalah baik meskipun 
akan membahayakan dirinya dan kebohongan itu adalah 

229 Mustafā Abū Syuk‘ah, Islām bilā Madzāhib, (Kairo: Dār al-
Mishriyyah al-Lubnāniyyah, cet. XVI, 2004), hlm. 399.
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buruk meskipun menguntungkan dirinya.

Dalam hal ini, karena memerlukan renungan, terbuka 
kemungkinan seseorang terkecoh, sehingga lahir suatu 
asumsi kesimpulan bahwa menurut esensinya baik tetapi 
yang kelihatan nyatanya adalah buruk. Dari keyakinan 
ini, maka setiap perbuatan yang baik menurut esensinya 
dan diketahui oleh akal, haram dilakukan dan atas 
ketaatanya itu, ia diberi pahala. Kemudian, setiap yang 
buruk menurut esensinya dan diketahui oleh akal, haram 
dilakukan dan atas ketaatannya ia pun diberi pahala, 
sedangkan yang melanggarnya diancam dengan dosa. 
Dengan demikian dalam hal-hal seperti ini, akal secara 
independen mampu mengetahui hukumnya tanpa melalui 
perantara wahyu. Menurut pandangan ini pula, hukum 
Allah mesti disesuaikan dengan esensi sesuatu dari segi 
baik dan buruknya. (2) perbuatan-perbuatan yang tidak 
dapat diketahui oleh akal nilai baik dan buruknya, seperti 
ritual ibadah dan teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini, 
secara mutlak diperlukan wahyu untuk mengetahui baik 
dan buruknya.230

230 Sejalan dengan hal di atas, Abū Husain al-Basīr (w. 436 H/1044 
M), seorang teolog mu‘tazilah dalam kitabnya al-mu‘tamad 
membagi amal perbuatan manusia ke dalam dua kategori: 
Pertama, perbuatan aqliyyah, yaitu perbuatan yang hukumnya 
dapat diketahui dengan akal pikiran. Kedua, perbuatan syar‘iyyah, 
yaitu perbuatan di mana syariat ikut menentukan hukum dan 
bentuknya. Perbuatan dalam kategori ini terdiri dari dua macam: 
(a) Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui 
hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi 
pelakunya. Misalnya ibadah shalat. (b) perbuatan di mana syariat 
berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-
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Kedua, teolog aliran Maturidiyyah berpendapat bahwa 
sesuatu itu ada yang baik dan ada pula yang buruk 
menurut esensinya. Di samping itu, ada pula hal-hal yang 
tidak diketahui oleh akal baik dan buruknya. Menurut 
aliran ini, meskipun akal pikiran bisa mengetahui baik dan 
buruk suatu perbuatan, namun manusia tidak diwajibkan 
mengikuti kesimpulan akal pikirannya itu. Jadi, menurut 
aliran ini, masalah pahala dan dosa mutlak menjadi 
otoritas wahyu. Menurut aliran teologi ini akal semata 
tidak dapat dijadikan landasan hukum. Setiap ketetapan 
hukum haruslah bereferensi kepada wahyu.231

Ketiga, teolog aliran Asy‘āriyyah berpendapat tidak ada 
yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan 
buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, 
bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik 
atau buruk adalah perintah atau larangan Allah. Akal 
tidak punya kewenangan untuk menetapkan baik atau 
buruknya sesuatu. Sesuatu dikatakan baik karena wahyu 
memandangnya baik, sebaliknya sesuatu dianggap buruk 
karena wahyu menilainya buruk. Oleh sebab itu, sebelum 
wahyu turun, tidak ada beban (taklīf) bagi manusia dan 
oleh karena itu belum ada pertimbangan pahala dan dosa 
bagi suatu perbuatan.232

persyaratan yang telah diketahui akal pikiran. Dalam hal ini 
syariat memodifikasi suatu perbuatan, sehingga disebut sebagai 
perbuatan itu sesuai dengan syariat. Lihat: Abū Husain al-Basīr, 
al-Mu‘tamad fī..., jilid. I, hlm. 370.

231 Al-Isnawī, al-Isnawī, Nihāyah al-Sūl..., jilid. I, hlm. 116-118.

232 Al-Isnawī, Nihayah al-Sūl..., hlm. 112-114.
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Hukum 
Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah 
Allah semata. Oleh karena itu hukum dalam Islam sering 
didefinisikan sebagai khitabullah ta‘ālā al-muta‘alliq bi 
‘af ‘āl al-mukallaffīna bi al-iqtidā’ aw al-takhyīr aw al-wad‘i233 
(sapaan ilahi yang berkaitan dengan perbuatan manusia 
yang berisi tuntutan, disposisi dan penetapan).

Dalam cita hukum Islam, semua orang kecuali Allah, 
termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memegang 
tampuk pemerintahan, adalah tunduk pada hukum 
Allah, yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam, 
terlepas dari keragaman sumbernya, berasal dari Allah 
dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan 
kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem 
yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya 
tanpa mengalami perubahan; ia lebih merupakan sesuatu 
yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan 
terungkap secara progresif. Karena Islam memberikan 
tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka 
fikih sebagai formula dari hukum Islam, sebagaimana 
perkembangannya sejak awal meliputi segi moral 
religius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan 
manusia. Itulah sebabnya mengapa seorang manusia yang 
bertindak menurut hukum Islam dalam segala macam 
situasi dan kondisi dianggap telah memenuhi kehendak 
Tuhan. Jadi dengan kata lain hukum Islam merupakan 
pengejantawahan kehendak Tuhan.

233 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fikih..., hlm. 46.
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Istilah hukum dalam konteks ini, sebagaimana diisyaratkan 
di atas, mencangkup baik hukum moral maupun 
ketetapan-ketetapan hukum dan perundang-undangan, 
dan yang pertama lebih dominan dibandingkan yang 
kedua. Jadi lebih tepat bila dikatakan bahwa sementara 
“hukum moral” diwahyukan dalam teks al-Qur’ān dan 
Sunnah sebagai pengejantawahan kehendak Tuhan. Maka 
tugas setiap kaum muslimin untuk mewujudkannya dalam 
bentuk ketetapan-ketetapan hukum dalam konteksnya 
sediri.

Ketetapan-ketetapan al-Qur’ān dapat dibagi menjadi 
dua kategori besar, yaitu halāl dan harām. Kategori-
kategori norma hukum berasal dari kedua istilah yang 
sering digunakan al-Qur’ān ini.234 Al-Qur’ān sendiri tidak 
menetapkan tingkatan-tingkatan kebolehan dan larangan. 
Tingkatan-tingkatan ini muncul kemudian ketika ushul 
fikih berkembang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri 
sendiri, terutama setelah masa al-Syāfi‘ī (w. 204 H).235 
Tingkatan tingkatan ini sering disebut dengan al-ahkām 
al-khamsah (lima nilai syariat) yaitu wājib, mandūb, mubāh,  
harām,dan makrūh,di mana semua tidakan hukum harus 
diberi lebel. Klasifikasi tersebut dilandasi pada asumsi-
asumsi moral dan terutama sekali yang bersifat hukum. 
Karena setiap tindak-tanduk seorang muslim mesti 
diberi lebel salah satu dari lima kategori hukum tersebut, 

234 Contohnya dalam Q. S: 2/173 dan 275; 4/19; 5/3 dan 96.

235 Wilfred C. Smith, “Islamic Law: Its ‘Sources’ (Ushul al-Fiqh) and 
Ijtihad,” in W.C. Smith, On Understanding Islam: Selected Studies, 
(The Hague: Mouton Publishers, 1981), hlm. 59.
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sebagaimana menurut literatur-literatur fikih tradisional, 
maka klasifikasi hukum di atas menjadi penting untuk 
dikaji.

Wajib menggambarkan sebuah pekerjaan yang bila 
dilakukan akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika 
ditinggalkan akan mendapatkan hukuman (mā yutsāb ‘alā 
fi‘lihi wa yu‘aqqib ‘alā tarkihi). Contohnya adalah ibadah 
shalat. Akibat dari perbedaan-perbedaan epistimilogis 
sudah terbukti dalam kategori ini. Teoritikus yang beraliran 
fuqahā’ membedakan dua kategori kewajiban, yaitu wājib 
dan fardh, sesuai dengan jenis bukti atas dasar di mana 
sebuah aturan dapat dicapai. Mereka beralasan bahwa 
fardh adalah sebuah norma hukum yang dicapai melalui 
bukti yang pasti, yakni didasarkan petunjuk teks yang 
jelas (dalīl) yang hanya menerima satu interpretasi dan 
yang ditransmisikan melalui banyak jalan, sehingga tidak 
diragukan lagi otentisitasnya. Sementara wājib ditentukan 
oleh bukti yang sebatas dugaan kuat saja, yakni didasarkan 
atas dalil-dalil yang memiliki lebih dari satu penafsiran 
dan otentitasnya hanya sebatas kuat dugaan saja.236

Hukum wajib dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, 

236 Mengenai masalah ini lebih lengkapnya bisa dilihat pada: al-
Syirāzī, al-Lummā‘ fī Ushūl..., hlm. 159-161; Ahmad bin ‘Alī bin 
Burhān, al-Wusūl ilā al-Ushūl, ed. ‘Abd al-Hāmid Abū Zunayd, 
jilid. I, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, cet. 1984), hlm. 75-81; al-
Juwaynī, al-Burhān fī ..., hlm. 308-313; al-Ghazālī, al-Mustasfā fī 
‘Ilm..., hlm. 65-79; Bernand Wiss, The Search for God’s Law: Islamic 
Jurisprudence in The Writing of Sayf al-Din al-Amidi, (Salt Lake 
City: University of Utah Press, 1992), hlm. 93-109.
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tergantung aspek yang menjadi acuan pijakannya. Jika yang 
menjadi ditinjau dari aspek subjek hukum, hukum wajib 
dapat dibagi menjadi wājib ‘ainī237 dan wājib kifā’ī238Apabila 
yang menjadi tinjauannya adalah kandungan perintah. 
Maka hukum wajib dapat dibagi menjadi wājib mu‘aiyyan239 
dan wājib mukhayyar.240 Dan jika ditinjau dari segi waktu 
pelaksanaanya, hukum wajib dapat dibagi menjadi wājib 

237 Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf (subjek 
hukum), tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini harus dilakukan 
sendiri dan tidak boleh digantikan oleh orang lain. Misalnya, 
kewajiban melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Lihat: 
Wahbah al-Zuhailī, Usūl al-Fiqh..., jilid. I,hlm. 67.

238 Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, 
namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, 
maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi, sehingga 
orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan 
mengerjakannya. Lihat: Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., jilid. 
I,hlm. 69.

239 Yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya sudah 
ditentukan oleh syara’ tanpa ada pilihan lain, misalnya shalat 
lima waktu sehari semalam. Kewajiban seperti ini tidak dianggap 
terlaksana, kecuali dengan melaksanakan kewajiban yang telah 
ditentukan tersebut. Lihat: Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., 
hlm. 72.

240 Yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh 
dipilih antara beberap alternatif, misalnya kewajiban membayar 
kaffārah (denda melanggar sumpah), sebagimana yang terdapat 
dalam (Q. S: 5/89), teknis pelunasannya dapat dipilih diantara 
tiga alternatif (memberi makan sepuluh orang miskin, memberi 
pakain dan memerdekakan budak). Lihat: Wahbah al-Zuhailī, 
Ushūl al-Fiqh..., hlm. 72.
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mutlaq241 dan wājib muaqqat.242

Hukum kedua di dalam kajian ushūl fikih. Sunnah meng-
gambarkan sebuah tindakan (pekerjaan) yang pelaksa-
naannya mendapatkan pahala, dan meninggalkannya 
tidak mendapatkan hukuman (mā yutsāb ‘alā fi‘lihi wa lā 
yu‘aqqib ‘alā tarkihi). Karena esensi utama dari norma hu-
kum ini adalah untuk meningkatkan kesalihan, mening-
galkan pekerjaan tersebut tidak dianggap melanggar hu-
kum, karena taat kepada kehendak Tuhan telah terpenuhi 
dengan tingkatan hukum pertama. Sunnah juga memiliki 
istilah penyebutan yang beragam, seperti mandūb, nāilah, 
mustahab, ihsān, fadīlah, adāb dan tatawwū‘.243 Istilah-isti-
lah tersebut menunjukkan kepada pengertian yang sama.

Dalam kajian ushūl fikih tradisional, norma sunnah 
kemudian berdasarkan kuatnya tuntutan perbuatan itu 
di rekomendasikan terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 
(1) Sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), 
misalnya shalat dua raka’at sebelum fajar. (2) Sunnah 

241 Yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaanya tidak dibatasi dengan 
waktu tertentu, misalnya kewajiban menganti puasa ramadhan 
yang tertinggal. Kewajiban seperti ini juga sering disebut dengan 
wājib muwassa‘  (kewajiban yang lapang waktunya). Lihat: Abū 
Zahrah, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 32

242 Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu 
tertentu, misalnya pelaksanaan shalat lima waktu yang telah 
dibatasi waktu-waktu pelaksanaannya sebagaima termaktub 
dalam (Q. S: 4/103). Kewajiban ini sering juga disebut dengan 
wājib mudayyaq (kewajiban sempit). Lihat: Abū Zahrah, Ushūl al-
Fiqh..., hlm. 33.

243 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad ..., hlm. 31-32.
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ghayr al-muakkadah (sunnah biasa), seperti memberikan 
sedekah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak. 
Dan (3) Sunnah al-zawā’id (mengikuti kebiasaan sehari-
hari Rasulullah sebagai manusia biasa), seperti mengikuti 
tatacara makan, minum dan tidurnya Rasulullah.244

Norma hukum ketiga adalah mubāh, di mana mengerjakan 
atau meninggalkan suatu tindakan sama-sama boleh (mā 
yakūn al-amr mukhaiyyirān bainahumā). Tidak ada pahala 
ataupun hukuman dalam menjalankan atau meninggalkan 
perkerjaan tersebut. Namun, hal ini tidak harus dipahami 
bahwa hukum tidak mempunyai posisi dalam kategori 
hukum ini, seperti yang dipahami oleh sebagaian teolog 
Mu‘tazilah. Al-Ghazālī berpendapat bahwa meskipun teks-
teks yang diwahyukan tidak menawarkan, secara langsung 
maupun tidak, indikasi-indikasi yang berkenaan dengan 
peraturan sejumlah kasus hukum, teks-teks tersebut 
telah menetapkan sebuah prinsip umum untuk mengatur 
kasus-kasus tersebut. Prinsip tersebut adalah bahwa 
ketika teks gagal untuk memerintahkan melaksanakan 
atau meninggalkan sebuah pekerjaan, umat Islam bebas 
untuk memilih antara keduanya.245

Kategori hukum berikutnya adalah haram, yang pelaksa-
naannya mendapatkan hukuman dan meninggalkan per-
buatan tersebut diberikan pahala (mā yutsāb ‘alā tarkihi 
wa yu‘aqqib ‘alā fi‘lihi). Dalam kajian ushūl fikih tradisional 

244 ‘Abd al-Karīm Zaidān, al-Wājiz fī Ushūl al-Fikih, (Beirut: 
Muassasah al-Qurtubah, cet. VI, t.th), hlm. 39.

245 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī..., jilid. III, hlm. 296
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dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau diha-
ramkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya 
bagi kehidupan manusia. Di dalam literatur ushūl fikih tr-
adisional, haram juga disebut dengan muharram (sesuatu 
yang diharamkan).246

Kemudian, juga ditemukan di dalam kajian ushūl fikih 
tradisional, haram dibagi menjadi dua bagian, (1) al-
muharram li-dzātih, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh 
syariat karena esensinya mengandung kemudharatan 
bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan tersebut 
tidak dapat dipisahkan dengan zatnya, misalnya larangan 
berzina seperti yang terekam dalam (Q. S: 17/32). (2) al-
muharram li ghairih, yaitu sesuatu yang dilarang bukan 
karena esensinya, tetapi disebabkan karena kondisi 
tertentu, misalnya larangan melakukan jual beli pada 
waktu azan shalat jum’at sebagaimana firman Allah dalam 
(Q. S: 62/9).

Kategori terakhir dari nilai hukum dari satu tindakan 
adalah makruh, di mana suatu perbuatan dinilai baik 
(diberikan pahala) jika ditinggalkan, tapi tidak diberikan 
hukuman jika perbuatan tersebut dilakukan (mā yutsāb 
‘alā tarkihi wa lā yu‘aqqib ‘alā fi‘lihi), misalnya berkumur-
kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung di 
siang hari bulan ramadhan makruh, karena dikhawatirkan 
air itu akan tertelan.

Akibat dari perbedaan-perbedaan epistimilogis yang 

246 Al-Āmidī, al-Ihkām fī..., jilid. I, hlm. 161.
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digunakan di dalam aliran-aliran ushūl fikih tradisional 
juga sudah terbukti dalam kategori ini. Teoritikus yang 
beraliran fuqahā’ membedakan dua kategori makruh, yaitu 
makrūh tahrīm dan makrūh tanzīh, sesuai dengan jenis bukti 
atas dasar di mana sebuah aturan dapat dicapai. Makrūh 
tahrīm menurut Mereka adalah sebuah norma hukum 
yang dicapai melalui bukti yang bersifat zann al-wurūd 
(bukti yang bersumber dari Sunnah yang kekuatannya 
hanya sebatas kuat dugaan saja) dan tidak bersifat pasti, 
misalnya larangan meminang wanita yang sedang dalam 
pinangan orang lain dan larangan membeli sesuatu yang 
sedang dalam tawaran orang lain.247 Sementara makrūh 
tanzīh ditentukan oleh bukti yang sebatas anjuran oleh 
syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya, 
memakan daging kuda dan meminum susunya di waktu 
perang. Menurut sebagian teoritikus beraliran fuqahā’, 
pada dasarnya memakan daging kuda hukumnya haram, 
karena ada larangan memakannya, namun ketika 
sangat dibutuhkan untuk dikosumsi di saat peperangan 
dibenarkan untuk dikosumsi meskipun dianggap 
makruh.248

Ushūl fikih tradisional juga menetapakan pembagian 
lain, yang tidak berhubungan dengan nilai hukum dari 
suatu tindakan, tetapi lebih pada validitas dari tindakan 
tersebut (ahkām al-wad‘ī). Di dalam kajian-kajian literatur 
ushūl fikih tradisional umumnya akan ditemukan hukum 

247 Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī..., jilid. V, hlm. 1975.

248 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 92.
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jenis ini dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut.

Pertama, Al-sabab menurut etimologis bermakna “suatu 
media yang bisa menghantarkan seseorang kepada suatu 
tujuan”.249 Adapaun definisi al-sabab dalam terminologi 
teoritikus hukum Islam adalah mā ja‘alahu al-syar‘u 
mu‘arrifan li hukm syar‘i, bi haytsu yūjadu hazā al-hukm 
‘inda wujūdihi wa yan‘adimu ‘inda ‘adamihi250 (sesuatu yang 
dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, 
dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya 
hukum). Sebagai contoh dari al-sabab dapat penulis sebut 
di sini, tindakan perzinaan menjadi al-sabab (alasan) 
bagi wajib dilaksanakan hukuman bagi pelakunya, dan 
tindakan perampokan sebagai al-sabab bagi kewajiban 
mengembalikan benda yang dirampok kepada pemiliknya.

Kemudian, para teoritikus tradisional juga membagi 
kajian  al-sabab ke dalam dua bagian. Pertama, sebab yang 
bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar 
kemampuannya. Namun demikian, sebab itu mempunyai 
hubungan dengan hukum taklīf, karena syariat telah 
menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf.251 
Misalnya, tergelincir matahari menjadi al-sabab bagi 
wajibnya (hukum taklīf) shalat zuhur, terlihatnya hilāl di 
awal bulan Ramadhan menjadi al-sabab wajibnya berpuasa, 

249 ‘Abd al-Karīm Zaidān, al-Wajīz fī Ushūl..., hlm. 55.

250 Al-Ghazālī, al-Mustasfā fī ‘Ilm..., hlm. jilid. 1, hlm. 93-94; al-
Āmidī, al-Ihkām fī..., hlm. 11.

251 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 51.
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dan keadaan terdesak menjadi al-sabab bagi bolehnya 
(hukum taklīf) seseorang memakan makanan yang 
sebelumnya diharamkan. Kedua,al-sabab yang merupakan 
perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya.252 
Misalnya, perjalanan menjadi al-sabab bagi bolehnya 
berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan, tindakan 
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menjadi 
al-sabab dikenakan hukuman qisās atas pelakunya, dan 
transaksi jual-beli menjadi al-sabab bagi perpindahan hak 
milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Kedua, Al-Syart}h secara etimologis dapat bermakna dua: 
(1) sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain 
(ilzām al-Syai’ wa iltizāmuhu) dan (2) sebagai tanda (al-
‘allāmah).253 Adapaun definisi al-sabab dalam terminologi 
teoritikus hukum Islam adalah mā yatawaqqafu wujūd al-
syai’ ‘alā wujūdihi wa kāna khārijan ‘an haqiqatihi254 (sesuatu 
yang bergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan 
berada di luar hakikat sesuatu itu). Sebagi contoh wudhu’ 
merupakan syarat bagi sahnya ibadah shalat, dalam artian 
adanya shalat bergantung kepada adanya wudhu’, namun 
pelaksanaan wudhu’ itu sendiri bukan merupakan bagian 
dari pelaksanaan ibadah shalat.

Teoritikus tradisional juga membagi al-syarth ke dalam 
dua kategori. (1) Syarth syar‘ī (syarat yang bersumber 

252 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 52.

253 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 104.

254 ‘Abd al-Karīm Zaidān, al-Wajīz fī Ushūl..., hlm. 59.
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dari syariat), misalnya wudhu’ merupakan syarat sah 
bagi ibadah shalat, thawaf, membaca al-Qur’ān dan 
lain sebagainya. (2) Syart ja‘lī (syarat yang dibuat oleh 
manusia sebagai mukallaf), misalnya seoarang pembeli 
mensyaratkan kembalinya uang jika ditemukan kecacatan 
dari barang yang dibeli dari seorang penjual.

Ketiga, kata al-māni‘ secara etimologis bermakna 
“penghalang dari sesuatu”. Secara terminologis al-māni‘ 
dapat didefinisikan sebagai mā rattaba al-syāri‘ ‘alā wujūdihi 
‘adam wūjud al-hukm aw ‘adam al-sabab (sesuatu yang 
ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum 
atau penghalang bagi berfungsi suatu sebab). Seorang 
anak tidak akan menerima warisan dari orang tuanya, jika 
anak tersebut terbukti melakukan pembunuhan terhadap 
orang tuanya tersebut.

Teoritikus tradisional membagi al-māni‘ ke dalam dua 
kategori. (1) māni‘ al-hukm, yaitu sesuatu yang ditetapkan 
syariat sebagai penghalang bagi diberlakukannya sebuah 
hukum. Misalnya, keadaan menstruasi bagi seorang 
wanita ditetapkan Allah sebagai māni‘ (penghalang) 
bagi seorang wanita untuk dapat melakukan perbuatan-
perbuatan ibadah. (2) māni‘ al-sabab, yaitu sesuatu yang 
ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya 
suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi 
mempunyai akibat hukum. Contohnya, harta jika sudah 
mencapai nisāb-nya, maka harta itu wajib dizakatkan, 
karena pemilik harta itu dikategorikan sebagai orang 
kaya. Namun, jika pemilik harta itu dililit oleh hutang, di 
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mana jika harta itu digunakan untuk melunasi hutang, 
maka harta itu akan berkurang dari jumlah nisāb. Dalam 
kajian ushūl fikih tradisional keadaan berhutang tersebut 
menjadi al-māni‘ (penghalang) bagi wajib zakat pada harta 
yang dimiliknya.

Keempat, Ilmu ushūl fikih tradisional juga menetapkan 
pembagian lain dari norma-norma hukum yang tidak 
berhubungan dengan nilai hukum dari tindakan (ahkām 
taklīfī), tapi lebih pada validitas tindakan tesebut. 

Di bawah pembagian ini terdapat kategori (sahīh) dan 
tidak sah (fasīd/batīl). Sebuah kontrak yang dilakukan 
dengan transaksi yang halal, katakanlah menyewa orang 
misalnya, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam lima norma 
berkenaan dengan tindakan (ahkām taklīfī). Meskipun 
tindakan menyewa tersebut bisa diklasifikasikan, tetapi 
kontraknya itu sendiri tidak, dan bisa dinggap sah atau 
tidak sah. Ketika sebuah kontrak adalah sah, ia mengikat 
dan melahirkan akibat-akibat hukum, tetapi ketika kontrak 
tersebut tidak sah, maka ia tidak mengikat. Namun 
demikian, menjadi tidak sah bukan berarti bahwa kontrak 
tersebut nol dan hampa, tidak melahirkan akibat hukum 
apa pun (sebuah kategori yang dikenal dengan bātīl). Akan 
tetapi lebih bermakna fāsid. Yakni bahwa kontrak tersebut 
tidak produktif, dan konsekuensi-konsekuesinya tidak 
mengikat dengan operasi hukum.255

Kelima, Dalam masalah-masalah di mana norma hukum 

255 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori..., hlm. 61.
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telah ditetapkan, ‘afw berarti meniadakan dosa, apa pun 
masalahnya, selama ada alasan kuat untuk itu. Melakukan 
sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa (nisyān) 
tidaklah mengakibatkan dosa. Jika seseorang berpuasa 
di bulan Ramadhan misalnya, lalu ia makan karena lupa, 
maka ia tidak berdosa karena hal tersebut. Hal serupa 
juga berlaku terhadap ketidaksengajaan (khata‘) dalam 
melakukan sesuatu.

Yang juga termasuk dalam kategori ini adalah masalah-
masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan 
seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tetapi 
dalam hal ini, yang terjadi bukanlah peniadaan dosa, 
melainkan digantikannya ketentuan hukum yang berlaku 
(‘azīmah) oleh ketentuan hukum yang lebih longgar 
(rukhsah). 

‘Azīmah merepresentasikan ketentuan yang berlaku 
umum di mana rukhsah adalah sebuah pengecualian 
terhadapnya. ‘Azīmah adalah ketentuan hukum yang asli 
yang berlaku pada setiap situasi dan bagi setiap orang, asli 
dalam pengertian bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu 
belum diubah dari, atau didahului oleh, ketentuan hukum 
sebelumnya. Rukhsah, sebaliknya, adalah ketentuan-
ketentuan hukum asli yang telah dirubah karena terlalu 
sulit untuk dilaksanakan. Namun, perubahan hukum 
yang dilakukan berbeda dengan mengubahnya karena 
kebutuhan mendesak, seperti yang terjadi pada jual beli 
salam (salaf). Jual beli semacam ini, berupa pemesanan 
terhadap suatu barang untuk diberikan kepada pembeli 
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yang jauh setelah terjadinya jual beli dengan harga 
yang berlaku saat terjadinya transaksi, dianggap sah 
meskipun mengandung resiko dan kenaikan harga.256 Ia 
diperbolehkan karena alasan kebutuhan yang mendesak 
demi kelangsungan hidup perekonomian dan perdagangan. 
Bagaimanapun, rukhsah. Dalam upaya untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, mesti menghilangkan kesulitan, 
bukan hanya atas dasar kebutuhan yang mendesak. Sebagai 
contoh, ketentuan ‘azīmah menyebutkan bahwa seorang 
muslim dikatakan melakukan shalat dengan benar jika ia 
melakukannya sambil berdiri. Namun kalau ia sakit, maka 
ia diperkenankan untuk melaksanakannya sambil duduk. 
Karena kesulitan untuk berdiri di sini timbullah rukhsah. 
Perbedaan antara kebutuhan yang sangat mendesak 
dengan rukhsah adalah berdasarkan pada keberadaan 
kondisi yang menyebabkan pengecualian itu (apakah ia 
permanen atau sementara). Kebutuhan yang mendesak, 
seperti yang dijumpai dalam kasus jual beli salam, adalah 
permanen. Sementara rukhsah hanya berlaku sementara 
sampai saat kondisi yang menyebabkan timbulnya rukhsah 
itu hilang. Ketika kondisi kembali normal, maka ketentuan 
rukhsah ini tidak berlaku lagi.

Subjek Hukum
Mahkūm ‘alaih adalahorang yang dipandang cakap hukum 
sehingga dapat dikenakan norma-norma hukum (taklīfī/

256 Mengenai jual beli salam, lihat: Josep Schacht, An Introduction..., 
hlm. 153; al-Ramlī, Nihayāh al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj, jilid. IV, 
(Kairo: Mustafā Babay al-Halabī, 1938), hlm. 178.
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wadh‘ī). Mahkūm ‘alaih juga terkadang disebut sebagai 
mukallaf. Di dalam ushūl fikih tradisional seseorang baru 
dianggap mukallaf jika terdapat di dalam dirinya beberapa 
syarat sebagai berikut:

Pertama, mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara 
mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas 
memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau 
hadis. Kedua, mempunyai ahliyah al-adā’, yaitu kecakapan 
untuk bertindak secara hukum. Dengan terpenuhinya 
kedua syarat ini maka seseorang disebut sebagai mukallaf.

 Dalam hukum Islam, kecakapan hukum 
(rechtsbekwaamheid) disebut dengan al-ahliyyah yang 
berarti kelayakan dan kepatutan. Atas dasar itu, kecakapan 
hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan 
seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, 
atau sebagai “kelayakan seseorang untuk diakui tindakan-
tindakannya secara hukum syariah”.257 Dari pengertian 
tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut 
hukum Islam terbagi kepada dua macam, yaitu: (1) 
Kecakapan menerima hukum/kewajiban (kecakapan 
hukum pasif), dalam terminologi hukum Islam disebut 
dengan ahliyah al-Wujūb; dan(2) Kecakapan bertindak 
hukum/hak (kecakapan hukum aktif), yang dalam 
terminologi hukum Islam disebut ahliyah al-adā’.

257 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa ..., jilid. IV, hlm. 116.
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Masing-masing dari dua kecakapan hukum di atas 
dibedakan menjadi kecakapan hukum tidak sempurna dan 
kecakapan hukum sempurna.258 Dengan demikian, secara 
keseluruhan terdapat empat tingkat kecakapan hukum, 
yaitu:

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahliyyah 
al-wujūb al-nāqishah), yang dimiliki subjek hukum 
ketika berada dalam kandungan ibu;

2. Kecakapan menerima hukum sempurna (ahliyyah al-

258 Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīt fī Ushūl al-Fiqh, tahqīq: Muhammad 
Mustafā Tāmir, jilid. II, (Beirut: Dār al-Fikr, cet. I, 2000), hlm. 
539; ‘Ali Hasaballah, Ushūl al-Tasyrī‘..., hlm. 395
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wujūb al-kāmilah), yang dimiliki oleh subjek hukum 
sejak lahir sehingga meninggal dunia;

3. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (ahliyah 
al-adā’ al-nāqishah), yang dimiliki oleh subjek hukum 
ketika berada dalam usia tamyīz; dan

4. Kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyah al-
adā’ al-kāmilah), yang dimiliki subjek hukum sejak 
menginjak usia dewasa hingga meninggal dunia.259

Objek Hukum
Elemen keempat adalah mahkūm fihi (objek hukum), yaitu 
tindakan dan perbuatan subjek hukum (af ‘āl al-mukallaf) 
yang berupa tindakan bebas (al-fi‘l al-iktiyārī) yang tidak 
berada di bawah tekanan dan paksaan (bi dūni al-ikrāh). 
Persyaratan validitas kejadian tindakan, kebolehan 
adanyan tindakan sebagai sesuatu yang diupayakan 
(muktasab) manusia, adanya tindakan itu diberitahukan 
kepada yang diperintah (ma’mūr), dan realitas tindakan 
merupakan ketaatan sebagai (kenyataan) ibadah yang 
paling banyak/besar. Totalitas persoalan itu merupakan 
persoalan teologis yang berkaitan dengan penciptaan 
tindakan-tindakan.

259 Wahbah al-Zuhailī, Ushūl al-Fiqh..., hlm. 163; Al-Sarakhsī, 
al-Muharrar fī Ushūl al-Fiqh, jilid. II,(Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 240 dan 245; Muhammad ibn ‘Abdullah 
al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīt..., hlm. 539.
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PENUTUP

Buku ini mempresentasikan riset dalam 
kajian ushul fikih, berhubungan dengan 
pendekatan ontologi dalam filsafat ilmu, 
yang diarahkan kepada arena pengetahuan, 
sistematika dan unsur-unsur yang 
membentuk ushul fikih. Berikut ini disajikan 
kesimpulan dan saran yang menjadi temuan 
dalam penulis buku ini.

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan jawaban bagi 
tiga pertanyaan dalam rumusan masalah. 
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(1) tentang apa-apa saja yang menjadi wilayah kajian 
ontologis ilmu ushul fikih. Untuk menjawab pertanyaan 
ini, terlebih dahulu harus dijawab dua pertanyaan lain, 
yaitu: (2) ilmu apa saja yang menyusun konstruksi ushul 
fikih, dan (3) apa yang menjadi definisi ushul fikih dan 
materi-materi yang menjadi objek kajian ilmu ushul fikih. 
Dalam menjawab ketiga rumusan masalah ini, filsafat ilmu 
digunakan sebagai “pisau analisis,” dengan harapan agar 
ilmu ini menjadi lebih sistematis, terbuka dan responsif 
terhadap perkembangan gagasan-gagasan baru.

Mengingat sistematika rumusan masalah, maka 
kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan masalah 
kedua dan ketiga terlebih dahulu, dan kemudian disusul 
secara hirarki rumusan masalah pertama yang menjadi 
akhir dan tujuan utama penelitian ini. Seluruh kesimpulan 
dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pointer, di 
mana poin 1-7 merupakan temuan dari rumusan masalah 
kedua; poin 8-13 temuan dari rumusan masalah ketiga; 
dan poin 14-18 merupakan temuan dari rumusan masalah 
pertama. 

1. Ushul fikih dapat dikonstruksikan berdasarkan dua 
jenis ilmu, yaitu: (1) ilmu yang diimpor dari peradaban 
di luar Islam (eksternal) berupa filsafat dan logika; 
dan (2) ilmu yang merupakan produk asli peradaban 
Islam. Dalam perkembangan awalnya, ilmu ini sama 
sekali tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu eksternal, 
termasuk al-Syāfi‘ī (w. 204 H/820 M) yang dianggap 
sebagai pionernya. Memang metode tamtsīl-nya al-
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Syāfi‘ī identik dengan silogisme Aristoteles, terlebih 
lagi fakta yang menyebutkan bahwa khazanah filsafat 
Yunani sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab sebelum masa al-Syāfi‘ī. Fakta inilah yang 
menjadikan sebagian peneliti mengklaim bahwa al-
Syāfi‘ī menggunakan logika Aristoteles dalam al-
Risālah-nya, yang berimplikasi bahwa filsafat dan 
logikanya sudah masuk ke dalam ushul fikih semenjak 
awal perkembangannya.

2. Klaim bahwa metode tamtsīl-nya al-Syāfi‘ī identik 
dengan siogisme Aristoteles dapat dibantah dengan 
argumentasi: (1) al-Syāfi‘ī sendiri dalam karya-karya 
menunjukkan resistensinya terhadap ilmu-ilmu 
eksternal dan (2) kemiripan pemikiran satu tokoh 
dengan tokoh lain merupakan implikasi dari perjalan 
sejarah peradaban manusia, yang tidak mesti selalu 
dipahami dalam pola “dipengaruhi-terpengaruhi”.

3. Pengaruh ilmu-ilmu eksternal dalam kajian ushul 
fikih benar-benar terasa dalam karya-karya al-Ghazālī. 
Misalnya dengan membuat suatu pengantar ilmu 
logika (al-muqaddimah al-mantiqiyyah)  dalam karya-
karyanya seperti al-Mustasfā dan Syifā’ al-Ghalīl. Lebih 
jauh lagi ia menjadikan logika sebagai ukuran validitas 
(mi‘yār al-‘ilm) keilmuan seseorang. Pemikiran al-
Ghazālī ini kemudian menjadi baku dan diikuti oleh 
hampir semua pengarang ushul fikih, walaupun juga 
tidak jarang ditemukan kritik terhadap metodenya ini. 
Kritik itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis: 
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(1) kritik destruktif yang mengarah kepada hujatan, 
seperti yang sering disuarakan oleh Ibn Salāh  (w. 
643 H/1246 M) dan kawan-kawannya dan (2) kritik 
konstruktif seperti yang sering digaungkan oleh Ibn 
Taimiyyah (w. 728 H/1328 M) dan kawan-kawannya. 
Adapun penggunaan ilmu yang merupakan produk 
asli peradaban Islam dalam kajian us}hul fikih berupa: 
(1) ilmu-ilmu ushuluddin yang terdiri dari  ilmu-ilmu 
metodologi al-Qur’an (‘ulūm al-qur’ān); ilmu-ilmu 
metodologi hadis (‘ulūm al-hadīts) dan ilmu teologi 
(‘ilm al-kalām). (2) ilmu-ilmu linguistik (al-qawā‘id al-
lughawiyyah). Penggunaan ilmu ini dalam kajian ushul 
fikih tidak menimbulkan polemik sebagaimana ilmu-
ilmu eksternal.

4. Definisi-definisi dari berbagai literatur ushul fikih 
dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, 
definisi implisit, definisi ini tidak menjelaskan makna 
ushul fikih di dalam bab pembahasan khusus, namun 
penjelasannya dapat ditemukan secara tersirat di 
dalam berbagai bab pembahasan. Di dalam penelitian 
ini, terdapat dua kitab yang menggunakan definisi ini, 
yaitu: al-Risālah, karya al-Syāfi‘ī dan al-Ihkām fī Usūl al-
Ahkām karya Ibn Hazm; dan kedua, definisi eksplisit. 
Definisi ini menjelaskan ushul fikih di dalam suatu 
pembahasan khusus secara relatif jelas dan rinci, baik 
menggunakan kriteria definisi nominal maupun realis. 
Di dalam penelitian ini terdapat empat kitab yang 
menggunakan definisi ini, yaitu: al-Mustasfā fī ‘Ilm al-
Ushūl, karya al-Ghazālī; al-Mahsūl fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, 
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karya al-Rāzī; al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah, karya 
al-Syātibī; dan Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm 
al-Ushūl karya al-Syawkānī.

5. Definisi implisit ini melahirkan ontologi bayānī dalam 
kajian ushul fikih. Ontologi bayānī membagi objek 
kajian ushul fikih ke dalam lima tingkatan bayān 
terhadap al-Qur’an. (1) bayān yang tidak memerlukan 
penjelasan. (2) bayān yang beberapa bagiannya 
membutuhkan penjelasan Sunnah. (3) bayān yang 
keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan 
penjelasan Sunnah. (4) bayān yang terdapat dalam al-
Qur’an, namun terdapat pula dalam Sunnah. (5) bayān 
yang tidak terdapat dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. 
Poin kelima inilah yang kemudian memunculkan qiyās 
sebagai metode ijtihad. Dari lima tingkatan bayān 
tersebut, kemudian dirumuskan dasar pokok agama, 
yaitu al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘ dan qiyās. Al-Syāfi‘ī 
di dalam Risālah-nya dan Ibn Hazm (w. 456 H/994 
M) dalam al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām menggunakan 
ontologi ini. Kuat duagaan, sistematika inilah yang 
menghantarkan keduanya ke dalam paradigma 
literalistik.

6. Definisi eksplisit melahirkan ontologi pembahasan 
yang diasosiasikan kepada pohon (al-asyjār). Peng-
asosasian ini sendiri dicetuskan oleh al-Ghazālī 
di dalam al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Ūshūl dengan 
menggunakan istilah al-aqtāb al-arba‘ah (kutub yang 
empat). Namun di sini lebih dipilih istilah pohon 
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(al-asyjār) dibandingkan istilah al-aqtab disebabkan 
oleh beberapa alasan: (1) al-aqtāb (jamak dari al-qutb) 
merupakan istilah tasawuf yang terserap ke dalam 
kajian ushul fikih; (2) penamaan sistematika ini dengan 
al-aqtāb dapat menyebabkan ushul fikih menjadi ilmu 
yang dogmatis, karena al-aqtāb merupakan istilah 
tasawuf yang mendeskripsikan tingkatan tertinggi 
kedudukan spiritual seseorang (maqāmāt) dalam 
tasawuf, di mana orang tersebut memiliki otoritas 
dogmatis untuk mengarahkan dan membimbing 
orang yang berada dibawahnya secara hirarki spiritual; 
(3) penyebutan al-asyjār lebih tepat dibandingkan 
al-aqtāb, karena al-Ghazālī menyebutkan unsur-
unsur yang mengkonstruk sistematika ini terdiri dari 
tsamrah (buah); mutsmir (penghasil buah, pohon); t}
uruq al-istitsmār (metode pembuahan); dan mustatsmir 
(pemetik buah) yang lebih identik pada al-asyjār 
(pohon) dibandingkan al-aqtāb. Sistematika al-Asyjār 
dikonstruksikan berdasarkan empat komponen yang 
kemudian diasosiasikan seperti sebatang pohon (al-
asyjār) yang masing-masing memiliki buah (tsamrah) 
yang dalam konteks ushul fikih simbol dari hukum-
hukum syariat; batang pohon penghasil buah (mutsmir) 
yang dalam konteks ushul fikih dimaksud sebagai 
dalil-dalil syariat. Berikutnya metode memetik buah 
(t}uruq al-istitsmār) simbol dari metode penemuan 
hukum; dan terakhir pemetik buah (mustatsmir) yang 
berbicara mengenai siapa yang paling otoritatif dalam 
proses penemuan hukum. Sistematika ontologi al-
asyjār ini kemudian diikuti secara masif oleh penulis-
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penulis ushul fikih setelah periode al-Ghazālī (w. 505 
H/1111 H).

7. Ontologi al-Asyjār ini bertahan sampai hadirnya 
al-Syātibī (w. 790 H/1388 M) yang menyusun al-
Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah yang menghadirkan 
teori baru tentang maqāsid. Teori baru ini kemudian 
tidak tertampung lagi dalam ontologi ushul fikih 
al-asyjār dan “apalagi” ontologi bayānī. Oleh sebab 
itu usūliyyūn setelah al-Syātibī enggan memasukkan 
maqāsid dalam salah satu objek pembahasan mereka.

8. Latar belakang inilah yang melatarbelakangi upaya 
merekonstruksi bangunan sistematika ushul fikih 
dengan tujuan maqāsid yang dicetuskan al-Syātibī 
dan konsep-konsep lain yang berkembang sepanjang 
sejarah perkembangan ushul fikih dapat masuk dalam 
objek bahasan ilmu ini. Oleh sebab itu, di sini diusulkan 
suatu ontologi ushul fikih yang terbuka (openness) 
yang dapat dinamakan dengan ontologi artikulatif (al-
wi‘ā’iyyah).

9. Berdasarkan ontologi artikulatif ini penulis 
mendefinisikan ushul fikih modern sebagai  
“Seperangkat artikulatif yang memuat berbagai 
kaidah-kaidah fundamental, teoritis dan pendoman 
praktis untuk mengetahui hukum-hukum syariat 
(majmū‘ah al-wā‘iyyah tandarij tahtahā qawā‘id usūliyyah 
wa nazriayyah wa ‘amaliyyah li ma‘rifah al-ahkām al-
Syar‘iyyah).
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10. Ontologi artikulatif ini dapat diklasifikasikan ke 
dalam tiga bentuk, yaitu: pertama, artikulasi dasar-
dasar fundamental (al-wa‘y al-usūlī) yang memuat 
dalil-dalil argumentatif sebagai sandaran berpijak 
ushul fikih, Kedua, artikulasi teoritis (al-wa‘y al-nazarī) 
yang memuat metode-metode interpretatif yang 
terdiri dari tiga metode, yaitu: metode interpretatif 
linguistik (al-qawā‘id al-lughāwiyyah), metode kausasi 
(ta‘līliyyah), dan metode penyelarasan (al-jam‘ wa al-
tawfīq). Ketiga, artikulasi praktis (al-wa‘y al-‘amalī) 
yang merupakan tataran praktis dan penerapan dua 
artikulasi sebelumnya yang berupaya merealisasikan 
tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah) dalam 
tatanan praktis dan norma-norma yang mengatur (al-
ahkām wa arkānuhā) sebagai media (wasīlah) untuk 
mencapai tujuan-tujuan tersebut.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk konstruk 
baru dari ontologi ushul fikih modern, sehingga diharapkan 
ushul fikih menjadi akomodatif dalam menerima 
perkembangan teori-teori yang ada di dalamnya. Namun, 
karena kajian ini dibatasi dalam melihat perkembangan 
ushul fikih mulai masa penyusunannya di tangan al-
Syāfi‘ī (w. 204 H/820 M) dalam al-Risālah sampai  masa 
al-Syawkānī (w. 1255 H/1834 M), tentu dibutuhkan 
suatu kajian lebih lanjut untuk melihat perkembangan-
perkembangan selanjutnya.
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Lebih kurang terdapat jarak 182 tahun (dari tahun 
meninggalnya al-Syawkānī 1255 H/1834 M – sekarang 
tahun 1437 H/2016) yang belum dikaji secara serius. Hal 
itu tidak berarti ontologi yang diusulkan untuk menjadi 
dasar penyusunan ilmu ushul fikih modern itu tidak 
memiliki basis penelitian (research) yang memadai. Karena 
mengenai margins waktu (182 tahun) perkembangan 
ushul fikih di luar buku ini disandarkan kepada hipotesa-
hipotesa yang diperkuat oleh penelitian-penelitian yang 
banyak dilakukan oleh peneliti hukum Islam modern 
seperti Hasan Hanafī di dalam Min al-Nas ilā al-Wāqi‘; 
Takwīn al-Nas, Min Nas ilā al-Wāqi‘; Baniyyah al-Nas dan 
Dirāsāt al-Islāmiyyah. Dalam penelitiannya itu Hasan 
Hanafī menyatakan bahwa setelah al-Syawkānī proses 
penyusunan karya tulis dalam bidang ushul fikih berakhir 
dan bergeser pada buku-buku universitas yang berbentuk 
diktat-diktat perkuliahan yang mengulang-ulang 
wacana klasik tanpa mengusung relasi baru sama sekali. 
Semua karya ushul fikih yang masuk dalam kategori ini 
menggunakan ontologi al-asyjār (asosiasi pohon). Hingga 
muncul tulisan Manāhij al-Tafsīr Muhāwalah fī ‘Ilm Ushūl al-
Fiqh  (Metode-metode Hermeneutika: Transformasi dalam 
Ilmu Ushul Fikih) karya Hasan Hanafī pada tahun 1385 
H/1965 M dalam upaya merekonstruksi ilmu ushul fikih. 
Temuan Hasan Hanafī ini juga diperkuat oleh penelitian-
penelitian yang lain, seperti Hasan al-Turābī, Qadāyā al-
Tajdīd Nahy Manhaj Usūlī; Muhammad Syahrūr, Nahw 
Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Jāsir ‘Audah, Fiqh al-
Maqāsid Inātah al-Ahkām al-Syar‘iyyah bi Maqāsidihā dan 
penelitian-penelitian lainnya.
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Oleh karena itu kiranya diperlukan juga suatu penelitian 
yang serius untuk melihat perkembangan teori-teori 
ushul fikih di zaman modern ini. Terlebih lagi kajian 
Hasan Hanafī tidak memasukkan kajian-kajian keislaman 
di Indonesia sebagai salah satu basis data research-nya. 
Padahal kajian keislaman, termasuk hukum Islam (fikih 
dan ushulnya) mengalami perkembangan tersendiri di 
Indonesia.
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